BUPATI KARIMUN

PROVINS! KEPULAUAN RIAU

FERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN OQRUANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

Mengitgat

Menimba ng

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

"

BUPATI KARIMUN,

bahwa  dalam  rangka pelaksuanaan kebijukan
penvederhanaan  birokvasi  di lUnghungsan  instansi
pemerititah, periu dilakiulon penatasn sustnan orgahisasi
dan urntan tugas Dinas Daerah;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dmaksud
dalam huruf &, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daemah.

Undang-Unilang Nomor 53  Tahun 1999  rentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Rabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing
dan Kota Batam (Lembamn Negara Replblik Indonesia
Tahum 1999 Nomor 181, Tambahan Lembarsan Negara
Repubbk Indonesia Nomor 3902] wvang telah  diubah
beberapa kali temakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang:
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Rabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kebupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesm Nomor 4880

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tenwmog
Pembentukan Provinst Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111. Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesin Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +286);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Taembahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234} sebagaimana telah dinbah dengan Undang-
Undang Nemor 15 Tahun 2019 tentang Perubshan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 6398),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahon Daerah [Lembarsn Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5679);

6. Persturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016 tentang
Perungkat Doecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubaban Atas Permaturan Pemenntah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Namor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6402);

7. Peraturmn Pemerintoh Nomor 11 Tabun 2017 rentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran  Negarn Republik  Indonesia  Nomor 6037)
scbaguimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemorintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegnwal Negeri Sipll (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenkiatur
Perencanpan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menten FPendavagunaan Apararur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyvetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

10. Peraturan Menteni Pendayapgunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
“nyederbanaan  Struktur Organisasi  pada  Instansi
Pemerintah  untuk Penvederhanaan Birokrasi  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546},
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11. Peraturan  Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten — Karimun
Tahun 2016 Nomor 7, Tambghan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturen Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kanmun Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah (Lembaran
Daecrah  Kebupaten Karmun Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Namor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISAS! DAN

URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan inmi yang dimaksud dengan ;

B o

20w

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerinteh Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bupati adaluh Bupati Karimun.

Perangkat Daerah adalabh Organisasi/Lembaga dan Pemerintah Daerah
vang bertanggung jawab kepada Kepala Dacrah dan membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggarnan Pemerintahan,

Seckretriat Daerah adalah Sekretarial Daerah Kabupaten Karitiun.
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Karimun.
Sekretriat Dewan  Perwakilan Rakyvat Daerah  selanjuinya dismghat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwnkilan Rakyvat Daerah
Sckretaris Dewan Perwakilan Rakyvat Daecmah selanjuinya disingkat
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah
Kabupaten Karimun.

Inapekiorat Daecrah adalah inspekiorat Daerah Kabupaten Karimun.

. Dinas Daerah adalah Dinas Dasrah Kabupaten Karimun yang merupakan

unsur pelaksana pemerintah Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentis.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan wyang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang Pegawal Negen Sipil dalam
suatuy organisasi yang dalam pelaksanaan topasnye didesarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bernifat mandiri.
Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madva selain melaksanakan
tugas utamanya sebagai pejabat fungsional diberikan tugas tambahian
mengkoordinesikan pelaksanasn tugas dan fungsi serm  pengelolaan
kegiatan yang scsual dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator adalnh pejabat fungsional ahli muda selain melanksanakan
tugas utamanya sebagal pejabat fungsional diberikan tugas tambahan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan
kegiatan vang sesuai dengan bidang tugasnva.
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BAB I
SUSUNAN DINAS DAERAH

Pasal 2

Susunan Dinas Daecrah Kabupaten Karimun terdin dar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
Dinns Kesehatan Tipe A;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
Dinas Sosial Tipe B;
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A;
Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
Dinas Kependudukan den Pencatatan Sipil Tipe A;
Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa Tipe B;
Dinas Perhubungan Tipe A; _
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A,
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B,

. Dinas Paniwisata Tipe A;
Dinas Perpustakann dan Kearsipan Tipe B;
Dinas Perikanun Tipe A;
Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mineral Tipe A;
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustnian Tipe A;
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A; dan
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
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BAB 111
STUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagmmana tercantum pada lampiran
yang merupakan baegian yang tdak terpisahkan dan Peraturan Bupat i,

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudavaan mempunyal tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang
Pendidikan dan Kebudayaan,

{2) Dinas Pendidikan dan kebudsyasn mempunyai fungsi -
a. Perumusan Kebijakan teknis sesuail dengan lingkup bidang tugasnya;
b. Pengawazan secarn teknis pelaksanaan peloyanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnyu; dan
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis satuan pendidikan dalam
lingkup tugasnya.
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(3) Uraian tugas sebaguimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis  dan  pelaksanaan

koordinasi, perigendalian dibidang Pendidikan dan Kebudayaan,

b, Melaksannkan teknis opérasional di bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;
Melaksannkan Pelayanan teknis administrasi ketatausahasn;
Melaksanakan pengelolaan UPT Satuan Pendidikan; dan
e. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yvang

ditugaskan oleh Bupati.

(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdir! dan :
4. HKepala Dinas;
b. Sekretariat;
¢. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Non Formal;
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
Bidang Pembinasn Sekolah Menengah Pertama;
Hidang Kebudayaan;
Bidang Pembinaan Ketenagasan;
UPT Satuan Pendidikan;
KORWILCAMEBP; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

&0
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Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyal higas memimpin, mengawasl, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanasn tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daetah.

Paragraf 2
Sckretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyni tugas pokok melaksanakan pelavanan teknis dan
administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayvaan,

[2) Uraian rugas scbagaimana dimaksud pada ayat [1), sebagai berikut -

a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program,
kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas
pembantuan di bidang pendidikan dan kebudavaan:

b. Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usin dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjn sama di  bidang
pendidikan anak usia dinl, pendidikan dasar, pendidikun noriformal,
dan kebudayaan;

d. Mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan
dinas pendidikan dan kebudayasn;

e. Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-uncangan dan
fnsilitnsi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
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. Melaksanakan urusan organisasi dan tate laksana di lingkungan dinas

pendidikan dan kebudayaan;

Mengelola kepegawalan di  lingkungan dinas pendidikan dan

kebudayann;

h. Menvusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang meliput usul kenaikan pangkat dan
peningkatan kompetensi pendidik dan tenagas  kependidikan  serta
pendataan pendidikan menengah dan pandldiimn khusus, fasilitasi

akreditas) pendidikan anak usia dim, pendidikan dasar,
dan pendidikan nonformal, fasilitesi pelaksanaan kegintan kesiswaan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fsilitasi pengembangan
karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sckolah dasar
kerja sama, dan sekolahh menengah pertama Kerjo sama, fasilitasi
urusan pembinasn  perfilman, fasilitasi pembinasn lembaga
kepercavasn terhadap Tuhan YME, {asilitasi pengelolaan warnsan
budaya nasiomal dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

i, Menghoordinasikan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudayvaan;

i+ Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaasn kebijakan di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nonformal, dan kebudavaan;

k. Mengelola barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan
kebudavaan;

. Melaksanakan wrusan ketatausabaan dan  kerumahtanggaan di
lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 7

(1) Sekretariat, membawahi ;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiari;
b. Subkoordinator, terdiri dari :
1. Subkoordinator Perencanean dan Evaluass;
2. Subkoordinator Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD).
c. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2} Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris,

(3] Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertenggung jawab kepada Sekrotaris.

Pasal 8

(i} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris  Dinas  dalam  melaksanakan tugas  pengeloluan  teknis
administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan
kepegawaian dilingleungan Dinas,

(2} Urnian tugas sebagrumana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikuat :
. Menyusun rencana teknis ketntausahaan Dinas;

Menyusun surat menyurat Dinas;

Melavani surat menvurat Dinas;

Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;

Melayani kerumahtanggaan Dinas;

Melayani perlenghapan Dinas;

mopaoD
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Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas,
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi Jdan mengelola data
kepegawaian,

Memerikan svarat-svarat Kelayalian kenaikan panglkat pegawai;
Mengusullkari  kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian
kepegawainn Daerah;

Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 9

B

=t N8 .o

(1) Subkoordinator Perencannan dan Evaluasi  mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanann tugss perencanaan dan evaluasi kegiatan
dilinglcungan Dinas.

(2) Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikur :

&. Menyusun bahan perumusan kehijakan, rencana progrmm dan kegiatan
serta evaluasi pelaporan Dinas;

b. Menviapkan data dan informasi Dinas;

c. Melaksanakan pendatann pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan non formal, dan kebudayaan;

d. Melsksanpknn monitoring, evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 10

(1) Subkoordinator Keuangan dan Barang Millkk Deemh (BMD) mempunyai
tugas menghoordinasikan pelaksanasn tugas pengelolaan teknis keuangan,
melaksanakan tugas pengeloluan barang milik dacrah dan  fasilitasi
pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia di lingkungan Dinas.

(2} Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja dan progrom kerja serta Rencana Kegiatan
don Angguron (RKA) Sub bagian Keuangan dan BMD schagai pedoman
peiaksansan Dugas; _

b. Melaksanakan rencana Kerja, program kerja serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) Sub bagian Keuangan dan BMD sesuai dengan
ketentuan yang berlakuy;

c. Menerapkan standar operasional prosedur pada sub bagian Keuangan
dan BMD sebagal bentuk pelayanan publik bidang pendidikan;

d. Menyusun dan membuat usulan belanja tidak langsung/rutin di Dinas;

e. Memverifikrsi usulan belanja tidak langsung/rutin yang berada di
setinp satuan pendidiken/ Sekolah dengan melalkukan koordinasi
dengan bidang teknis dan satuan pendidikan / sekolah;

. Menyusun rencana teknis pengelolaan administrasi keuangan dan BMD
Dinas dan satuan pendidikan/sckolah, yang antars lain meliputi
pembukuan, pertunggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan
perhitungan anggaran,

Melayani keuangan Dines dan satuan pendidikan /sekolah;

Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban

penyelengenraan anggaran pada Dinas dan Sekolah dengan melakukan

woordinasi dengan bidang teknis dan satuan pcndidll:ﬂn.n’mku'iah

.. Melaksanakan pengurusan birya perpindahan pegawai dan gant rugi
pegawal serta pembayaran hak-hak kevangan lainnya;

i+ Melaksanakan monitoring keterlaksanasn penyelenggaraan keuangan
dan BMD di Sekolah;

k. Membuat evaluasi internal atas keterliksanaan tugas, program dan

kegiatan pada Sub bagian Keuangan;

Fm
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Membuat laporan akuntabilitas ldnerja tahunan Sub bagian Keuangan
dan BMD sebagai pertanggungiawaban kepada Sekretaris serta Kepala
Dinas;

Mengkompilasikan hasil laporan perencanman dengan laporan
akuntabilitas Dinas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan leinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Fasal 11

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
mempunyai fugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan
dan pelaksanaan kehijakan ditidang Pembinaan Pendidikan Ansk Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal.

(2) Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

h.

Menyvusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilajian, kelembagaan dansarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunen larakter pendidiksn anak usie
dini dan pendidikan non formal;

Melaksanaan pembinaan penvelenggaraan  kebijakan di  bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagsan dan serana prasarana, serts
peserta didikdan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;

Menyusun  bahan penetapan kurikulum muntan Jokal pendidikan
nonformal;

Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
satuan pendidikan nnak usia dini dan pendidikan non formal;
Menvusun bahan pembinaan kurikulum dan peniluian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kunkulum dan
penilaan, Kelembagaan dan sarana prasarang, serta peserta didik den
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, seria peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
Melaksanakan nigas kedinasan lairinyas vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 12

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,
membawahi

b.
c.

d.

Seksi Kurikulum dan Penilaian;

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
Subkoordinator, terdiri dari

l. Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Masing-masing Scksi scbagaimana dimaksud pade ayat (1) huruf a dan
huruf b, dipimpin oleh scorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan

be

juwiab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Dint dan Pendidikan Non Formal.
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Musing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
hurufl © bertanggungjiawab kepada Kepaln Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usin Dini dan Pendidikan Non Formal

Pasal 13

Seksi Kurikulum dan Penilalan mempunyai fugas pokok melakukan
perumusan penyusunan petunjuk teknis operasional di seksi Kurikulum
dan Penilaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :
a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksansan kebijakan
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidilan

non formal;

b. Menyusun bahan penetapan kunkulum muoatan lokal dan kntena
penilaian pendidikan non formal;

c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurbkulum
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidilan non formal;

¢. Menyvusun laporan di bidang kurikulum dan penilalan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 14

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis opernsional
serta pembinaan lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksansan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dah pembangunan karakter
peserta didik pendicdikan anak usin dini dan pendidikan non formal;

b. Menyusun bahan pembinnan minat, beakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal; _

c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksansan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakier peseria  didik
pendidikan anak usia dinl dan pendidikan nanformal,

d. Menyusun laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal; dan

e. Meleksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 15

Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarmna mempunyal tugas
mengkoordinasilan penyiapan bahan penyusunan pedomun dan petunjuk
teknis operasional seksi kelembagasn dan sarana prasarana.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berilout :

. Menvusun bahan perumusan, koordinasi pelaksannan  kebijakan
kelembagsan dan saruna prasarsna pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;

b. Menvusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarans
pendidikan unok usia dini dan pendidikan non formal;

c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
satuan pendidikan anak usia dinl dan pendidilean non formal,
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Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
Menyusun |aporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan aleh atasan.

Paragrafl 4
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 16

11) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugns pokok melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebiakan di bdang
permnbinaan sekelah dasar.

(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), sehagai berikut :

.

g

Menyusun bahan perumusan dan koordinas! pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
Meloksanpan pembinaan  penvelenggarann  kebijukan di  bidang
kurikulum dan penilaisn, kelembagaan dan sarana prasarana, seria
peserta didikdan pembangunan karakter sekolah dasar;

Menyusun behan penetapan kurikuium muatan lokal sekolah dasar,
Menyusun bahan penerhitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
sckolah dasar;

Menyusun bahan pembinaan kunkulum dan penilaian, kelembagasn
dan sarana prasaruna, serta peseria didik dan pembangunan karakter
sekolah dasar;

Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daecrah  vang
penuturnyva dalam daerah;

Melaksanakan pemantausan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagasn dan sarana prasarana, serin peserta didikdan
pembangunan kerakter sekolah desar;

Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sckolah dasar; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lsinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 17

(1) Bidang Pemibinaan Sekoloh Dasar, membawahi :

a.
b,

C.

d.

Seksi Kuribulum dan Penilaian;

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
Subkoordinator, terdiri dan :

1. Subkoordinator Kelembagnan dan Sarana Prasarana.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimoksud pada avat (1) huruf a dan
hurufl b, dipimpin oleh seorang Kepaln Seksi vang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepadn Kepala Bidang Pembinaan Sckolah Dasar.

(3) Masing-masing Subkcordinator scbagamana dimaksud pads ayat (1)
huruf

¢ bertanggungjawab kepada Kepals Bidang Pembinaan Sekolah

Dasar.
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Pasal 18

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyal tugns melakukan penyvusunan
pedoman den petunjuk teknis sertn pembinsan lingkup (upss Seksi
Kurikulum dan Penilaian sekolah dasar.

Uraian tugas sebagnimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut:

. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian sekolahn dasar;

b. Menvusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian
sekolah dasur;

. Menyusun bahon pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah dasar;

d. Menyusun bahan pembinaan bahass dan sastra daerah  yang
penutarmys dalam daerah Kabupaten Kanmun

e. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian sekolah dasar;

f. Menvusun laporan di bidang kurikulum dan penilalan sekolah dasar,
dian

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 19

Seksi Pesertn Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
melakukan penvusunan pedoman dan petunjuk teknis seria pembinanm
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sekolah dasar.

Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi peluksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik sekolah dasar;

b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karalkcter peserta didik sekolah dasar;

c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksansan pembinaan
minat, bakat, prestasi, don pembangunan kamkter pesertn didik
sekalah dasar;

d. Menyusun laporan di hidang pembinaan minat, bakat, prestas:, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dnsar; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 20

Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prassrane mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanasan penvusunan pedoman dan  petunjuk
teknis serta pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar,

Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksansan kebijakan
kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;

b. Menvusun bahan pembinaan kelembagaan, sarans, dan pmasarana
arknlah dasar;

¢ Menyusun bahan penerbitan izn pendirian, penataan, dan penutupan
srkaolah dasar;

4. Menyvusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan
prasarana sekolah dasar;

e. Menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
sekalah dasur; dan

[. Melaksanakan tupss kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atusan,
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Paragral 5
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 21

Bidang Pembinaan Sekolah Menengsh Pertoma mempunyai  tugas.
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan sckolah menengah pertama.

Uraian tugas sehagaimina dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

#. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
sertn peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah
pertama;

b. Melaksanaan pembinman penyelenggaraan kebijgkan di  bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, scria
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

c. Menyvusun bahan penctapan kurkulum mustan lokal sekolah
menengah pertama;

d. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
sckolah menengah pertama;

e, Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan lurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta pmrl:rtn didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama

f. Melaksanakan pemantauan dan evaluas di I:udnmg kurikulum dan
penilasan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peseria dichk dan
pembangunan karalkter sekolah menengah pertama;

g Menyusun laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan samana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan
karakter Sekolah Menengah Pertama; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 22

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
a. Seksi Kunkulum dan Pentlaian;
b, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
c. Subkoordinator, terdiri dari :

1. Subkoordinatur Kelembagaan dan Sarana Prasaruna.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Secksi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hurul a dan
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepaia Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sckolah Menengah
Pertama.

Masing-mnasing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
burufl ¢ bertanggungjiwab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.

Pasal 23

Seksi Kurikilum dan Penilalan mempunyval tugas melalukan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan kurikulum dan penilaian

sekolah menengah pertams.

Uraian rugas sehagaimana dimalsud pada avat (1), sebagai berikut :
a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi peloksansan  kebjjukan
leurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
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b. Menyusun bahan penctapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian sekalah menengah pertama;

€. Menvusun bahan pembinasn pelaksanaan kurikulum don penilaian
sekolah menengah pertama,

d. Menvusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikubam
dan penilaian sekolsh menengah pertama;

e. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian sckolah
menengah pertama; dan

[ Melaksanakan tugas kedinasan lainnyve yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 24

Scksi Peserta Didik dan Pembengunan Kerakter mempunyal tugas
melakukan penvusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan
Peserta Didik dan Pembangunan Karakier sekolah menengah pertama.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada syat (1), sebagai berikut :

4. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanasn kebijakan di
bidung pembinasn minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik sckolah menengah pertama;

b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peseérta didik sekolah mencngah pertama;

¢. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, presiesi, dan pembangunan karakier peserta didik
sckalah menengah pertama;

d. Menyusun laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah menengsh pertama; dan

¢. Melaksanokan mugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 25

Subkoordinator Hﬂl&l‘ﬂbﬂﬂﬂ-ﬂﬂ dan Sarana Prasargng mempunyal tugas
mengkoordinasilkan pelaksansan penyvusunan pedoman dan  petunjuk
teknis serta pembinaan lingkup Kelembagaan dan Sarana Presaranaz
sekolah menengah pertama.

Uraian tugas schagaimena dimaksud pads ayat (1), scbagai berilout -

a. Menyusun bahan perumusan, koordingesi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana sekolih menengah pertama;

b. Menyusun bahsn pembinaan kelembagaan dan samna prasarana
sckolah menengah pertama;

c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penatann, dan penutupan
satuan sekolah menengah pertama;

d. Menyvusun bahan pemantausn dan evaluasi kelembagaan dan sarana
prasarana sckolah menengah pertama;

2. Menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
sekolah menengah pertama; dan

. Melaksanakan mugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Kebudayaan

Pasal 26

Bidang Kebudayaan mempunyal tugas melaksanakan penylapan
perumusan dan pelaksanann kebijakan di bidang kebudayaan,
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{2) Urainn tugas scbagairmnana dimaksud pada avat (1), sebagai berikut :

=

[ Jhrem

Menyvusun bahan perumusan dan koordinasl pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah,
pembinaan sejorah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinasn Kesenian;

Menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolgan museum deerah, pembinaan scjarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lemboga adat, dan pembinaan kesenian;
Menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarskat pelakunya
dalam daerah,

Menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya
dalam daerah;

Menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat vang
masyarakat penganutnys dalam dagral;

Menyuzun bahan pembinaan késenian yang masyvarakat pelakunya
daiam daerah;

Menyusun bahan pembinasn sejarah lokal di daerah;

Menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkat di daerah;

Menyusun bahan penerbitan imin membawa cagar budaya ke luar
daerah;

Menyusun bahan pengelolaan museum daerah;

Menyusun behan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolann museum daerah, pembinasn sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembagn adat, dan pembinaan keseniin;
Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinsan komunitas don lembaga adat, dan pembinaan
kesenian; _ ,
Menyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesgjarnhan, tenaga tradisi, tenaga kesenian,
dan tenaga kebudaysan leinnya;

. Menyusun laporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan

muscum dacrah, pembinaan scjarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunites dan lembage adat, dan pembmaan kesenian; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan cleh atasan,

Pasal 27

{1 Eidﬂng Kebudaynan, membawahi :

h.
[
d.

Subkoardinator Cagar Budaya dan Permuseuman;
Subkodrdinator Sejarah dan Tradisi;
Subkoordinator Kesenian; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Kebudavaan.

Pasal 28

(1) Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan pedoman dan  petunjuk
teknis serta pembinaan Cagar Budaya dan Permuseuman.

(2] Uralan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), sebagai berikut ;

.

Menyusun  bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

registrasi  cagar budaya dan pelestaran  cagar budaya, serta
PerMUSEUImEn;
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b. Menyusun bahan pembinaan dan [asilitasi registrasi cagar budava dan

pelestarian cagar budava;

c. Menyusun hahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan
pemuanfaatan museum;

d. Menyusun bahan penerbitan min membawa cagar budaya ke |oar
daerah;

e. Menvusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar
budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

f. Menyusun laporan di bidang registrasi cagar budava dan pelestarian
cagar budaya, serta permuseuman;

g Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

h. Menyusun bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuséuman;

I, Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanasan pembinasn
tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan

J-  Meiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan cleh atasan.

Pasal 29

[1) Subkoordinator Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan
Sejarah dan Tradisi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), sebagai benkut :

a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan dl bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan
pembinaan komunitas dan lembagn adat;

Menyusun bahan pelestarian tradisi;

Menvusun bahan pembinann di bidang sejarah dan tradisi;

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarab, tradisi,

pendaftaran budaya tak benda, dan pembinean komunitas dan lembaga

adat;

e. Menyusun laporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budava tak
benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

. Menyusun bshan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijukan
pembinaan tenagn kesejarahan dan tradisi;

#. Menyusun bahan pembinaan tenaga kesejarnhan dan tradisi;

h. Menyusun  bahati pemantsuan dan  evaluasi  pelaksanaan
pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi; dan

.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 30

ap g

(1) Subkecordinator Kesenian mempunvali tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serin pembinaan
Kesenian.

{2} Urainn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksansan kebijakan
pembinaan kesenian;

b. Menyusun bahan pemhinaan kesenian;

€. Menyusun bahan pemantauan dan cvaluasi di bidang pembinaan
Kesenian;

d. Menyusun pelaporan di bidang pembinaan kesenian;

e. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan tenage kesenian dan kebudavaan lainnya;

. Menyusun bahan pembinaan tenags kesenian dan kebudayaan lainnya;

g Menyvusun  bahan  pemantauan dan evaluasi | pelaksansan
pembinaan tenaga kesenian dan kebudayaan lainnya; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan luinnyva vang ditugaskan oleh atusan,
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Paragral 7
Bidang Pembinaan Keteriagaan

Pasnl 31

Bidang Pembmaan HKetenagaan mempunyni  tuges  melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksansan kebijpkan di bidang
pembinaan pendidik dan tensge kependidikan pendidikan anak usia dini,
sckolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal,
serta tenaga kebudayaan.

Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut -

a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan pendidik dan tensga Kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal;

b. Menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dosar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

c. Menyusun bahan rencana  kebutuban pendidik  dan  tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengnh pertama, dan pendidilan nonformal;

d. Menyusun bahan pembinasn pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usin dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal;

e. Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam kabupaten/kota;

f. Menyusun bahan pemantavan dan evalunsi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertamea, dan pendidikan nonformal;

g Menyusun leporan di bidang pembinean pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak Usia dini, sckolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidilkan nonformal; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 32

Eniu.ug Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar,;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

c. Subkoordinator, terdiri dari';
1. Subkoordinator Pendidik dan Tensga Kependidikan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
d. Kelompok . Jabatan Fungsional,

Masing-masing Scksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada dibawah dan
bertanggungiawab Kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurdf ¢ bertanggungiawab Kepada Kepals Bidang Pembinoan Ketenagaan.,

Pasal 33

Seksai Pendidik dan Tenaga HKependidiken Pendidikan Sekolah Dasar
mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
serta pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah
Dusar.
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Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kcbijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

b, Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

c. Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah dasar;

d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksansan pembinaan
pendidik dan tenage kependidikan sekolah dasar,;

e. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar; dan

I. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang ditugaskan oleh atasan.

Paigal 34

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama mempunyni tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis serta pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama.

Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, sebagai berikout -

a. Menvusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijjukan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
pertarna;

b. Menyusun bahan rencans kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenags kependidikan sekolah menengah pertama;

¢. Menyvusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
scknlah menengah pertama;

d, Menyusun bahun pemuantauan dan evaluasi pelaksunsan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

c. Menyusun laporan i bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekoluh menengiah pertama; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Fasal 35

Subkoordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usis
Dini dan Pendidikan Nonformal! mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidilan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud padas ayat (1), sebagai berikut:

A. Menyusun bahan perumusan, koordinesi pelaksansan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan. anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

b. Menyusun bahan repcana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

c. Menvusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidilan anak usin dini dan pendidikan nonformal;

d. Menyusun buhan pemantauan dar evaluasi pelaksanaan pembinean
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usma dinl dan
pendidikan nonformal;

€. Menyusun laporan di bidang pembingan pendidik dan  tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
dan

f. Melaksanakan tugss kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,
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Paragral 8
Unit Pelaksana Telenia Dinas

Paszal 36

[1] Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan wunsur pelaksana teknis
operasional Dinas Pendidikan yang melaksanakan koordinasi, pengawasan
dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di kecamatan.

(2) Unit Pelaksann Teknis Dinas dipimpin oleh seomang Kepala vang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(3] Uraian tugas vang dimaksud pade ayat [1), sebagai berikut :

.

b.

=8

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, dan pendidikan nonformal;

Menyelenggarakan pelayanan administras! penyclenggaraan pendidikan
anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal; dan
Melaksanakan pengawasan dan pengendalion penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal,

Bagian Kedua
Dinas Keschatan Tipe A

Pasal 37

{1) Dinas Keschatan mempunyai mugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yvang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah
Dacrah,

(2]

(3)

(4)

Dinas Kesehatan mempunyai Fungsi :

&.
b.

C.

Perummusan Kebijjakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya,
Pengawasan secars teknis pelaksanaan pelavanan umum sesuai
dengan lingkup rugasnya;

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
TUZasnya.

Urnian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout :

a.

Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan  pelaksanaun
koordinasi di bidang kesehatan;

b, Melaksannkan teknis operasional dibidang keschatan;

c. Meleksanakan pelavanan teknis administrasi Ketatausahasing
d.
e

Melaksanakan pengelolaan UPTD,
Melaksanakan kegiatan Iain dibidang kesehatan sesual yang
ditugaskan oleh Bupati.

Dinas Keaehatan, terdin dan -

FEmasooe

Kepals Dinas;

Selretariat;]

Bidang Keschatan Masvaraknt,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyalit;
Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Sumber Daya Keschatan;

UPT Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf |
Kepals Dinas

Pasal 38

Kepalpg Dinas mempunyal togeas memumpin, mengawasl, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab ates pelaksanman tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalu Sekretans Daerah.

Paragral 2
Sekretariat

Pasal 39

(1) Sekretariat mempunyal tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas.

(2) Urnian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Merencanakan teknis pelayanan ketatasusahaan Dinas,;
b, Melaksanakan pelayanan ketatausabaan surat menyurat  kepada
seluruh unit organisasi dilingkungan dan diluar dinas;
Mengelola urusan rumah tangga Dinas;
Mengelola keuangar Dinas;
Mengelola urusan kepegawatan dilingkungan Dinas;
Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lginnya yang ditugaskan cleh atasan.

@ e gD

Pasal 40

(1) Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Eepegawaian;
b. Sub Bagian Keunngan dan Aset;
c. Subkoordinator, terdiri dari ;
1. Subkoordinator Perencanpan dan Evaluasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris.

(3) Maging-masing Subkoordinator sebaguimans dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertingeung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 41

(1} Sub Bagian Umum dan Kepegawiian mempunyal tugas membantu
Sekretaris Dinas  dalam  melaksanakan tugas pengelolaan  teknis
administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan
kepegawaian dilingleungan Dinas.

[2) Uraian tugas sebagnimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut ;

Menyusun rencana teknis ketatausahaan Dines;

Menyusun surat menyurat Dinas;

Melayani surat menyuriat Dinns;

Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;

Melayani kerumahtanggaan Dinas;

Melayani perlenghapan Dinas;

Menyusun rencans pengembangsn karir pegawai di lingkungan Dinas;

®moARD P
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h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawalan Dinas,
Memeriksa syvarat-syarat kelavaekan kenaikan pangkat pegawil Dinas;
Mengusulkan kenaikan pangkat pegawsi Dinas kepads Instunsi Terkait
vang menangani Kepegawaian,

k. Mengusulkan tindakan pembinsan pegawa: Dinas;

Melaksanakan pengadaan periengkapan umum di subbagian umum
dan kepegawnian; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

T
1 i

Pasal 42

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyal tugas membantu Bagian
Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas penpelolaan keuangan dan
Aset Dinas.

Liraian tuges yang dimaksud pada ayat (1), scbagal bernkut ;

& Menyiapkan administrasi fata usaha pembukuan, perhitungan
angearan dan aset sesua) dengan ketentunn yeng berlaku;

b. Menyusun laporan bulsnan, towulan dan tshupan keusngan dinas

dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data vang

ada sebagai bahan laporan dan pertanggungiawaban;

Mengkoordinir pengelolasn admnistrasi barang daeral;

Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang;

Meneliti hasil kerja bawsthan untuk menghindari terjadinya kesalahan;

Membust  dafltar  permintaen  gsji  pegawai, melakukan wrusan

pembayaran gaji dan pembayaran lainnys;

g Membuat usulan surat keterangan pemberhentian pembayvaran gaji
[SKPP) bagi pegawai vang membutuhkan;

Memenuhi permintaan Kenaikan Gaji Berkala |[KGB) pegawai;

Mrelakukan pengendalian administrasi perjalanan dinas di lingkungan

Dinas; dan

J. Melakganakan tugas kedihasan lainnys yang ditugaskan oleh atasan.

Sl
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Pasal 43

Subkoordinator  Perencanaan  dan  Evaluasi  mempunyai TUEBS
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan dan evaluasi kegiatan
dilingkungan Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikout :

2. Menyusun Rencann Kerja Subbeg Perencannan dun Evalunsi;

b. Mengkoordinasikan usulan rencana  program/kegintan dari sub
bagian dan bidang-bidang dalam rangka peényusunan program kerja
tahunan Dinas;

. Menginventansir usulan rencana program/kegiatan  bidang baik
usulan pads anggaran Mumi maupun Perubahan;

d. Mengkoordinasikan progress program/kegiatan vyang sedang di
laksanakan oleh bidang dilingkungan Dinas;

e Menghimpun, mengolah menyajikan data dan informasi untuk
meriyusun rencana strategi, rencana kerja dan penetapan kinerja
Dinas,

f. Melakukan pengendaliaon pelaksanaan rencana strategis dan rencana

kerja dinas sebagai bahan evalussi dan pelaporan tahun berjalan;

ﬂcﬂ}‘uﬂm Dokumen Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis
nas;

Menghimpun bahan penyusunan indikator kinerja Dinas;

Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas;

Melakukan evaluasi dan menyiapkan penyajian data  terhadap
Dokumen Reéncana Kerja dan Rencann Strategis Dinag,

Lt
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Melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan program; kegiatan dinas
sebagai bshan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
Penetapan Kinerjo dinas yang akan datang; dan

Melaksanakan tugans kedinasan leinoys yang ditugaskan oleh atasan,

Paragral 3
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pass] 44

(1) Bidang keschatan masvaraka! mempunvai tugas menviapkan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, cvaluasi, pelaporan, perizinan, sarana prasarana dan
pengadasn di  bidang keschatan keluarga, gizxi masvarakat, promosi
keschatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga.

(2) Uratan tugas vang dimaksud pada avat 1), sebagai berikut :

.

b.

8

h.

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gt masvarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, keschatan lingloungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Menyiapkan pelaksannan kebijakan operasional di bidang keschatan
keluarga, gixi masvarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehaten lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gimi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayann
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Melaksanakan pemantavan, evaluasi dan  pelaporan di bidang
keschatan  keluarga, gizi | masyvarakat, promosi  keschatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah rags;

Melaksanakan perizinan di bidang keschatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi keschatan, pemberdavaan masyarakat, keschatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah rago;

Menyiapkan sarana dan prasarana di bidang kesehstan keluargs, gizl
masyarakal, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keschatan
lingkungan, Kesehatan kerjo dan oliah raga;

Melaksanakan Pengadaan i bidang kesehatan keluargs, gi=
masyarakal, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keschatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 45

(1] Bidang Kesehatan Mpsyarakat, membawahi :

.
b.

e,

d.

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehutan Kerja dan Olah
Raga; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

[2) Masing-masing Subkoordinator schagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggungiawah kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakar.
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Pasal 46

Subkoordinator Keschatan Keluarga dan Gizi Masvarakat mempunyal
tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
evaluasi, pelaporan, sarana prasarana dan pengadaan di  bidang
keschatan keluarga, gim masyarakat, remaja dan usia lanjut

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut

a. Menviapkan perumusan kebiakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, remajn dan usia lanju?;

b. Melaksanakan kebijakan operasional di bldang keschatan keluarga, gisi
masyarakst, remaja dan usia lanjut;

¢. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keschatan
kelunrga, pizi masyarmkal, remaja dan usia lanjut;

d. Melaksannkan pemantauan < bidang keschatan keluarga, gz
masyarakat, remaja dan usia lanjur;

e. Melaksanakan evaluasi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
remaja dan usia lanjut;

f. Melaksanakan pelaporan di  bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, remija dan usia lanjut;

g Menvispkan sarana dan prasarana di bidang kesehatan keluargs, gisl
masyarakat, remajn dan usia lanjut;

h. Melaksanakan Pengadann di bidang keschatan keluarga, gird
masynrukat, remuja dan usia lamut; don

i Melaksanakan tugas kedinasan lainnve vang ditugaskan oieh atasan.

Pasal 47

(1) Subkovordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyal tugas

(2}

mengkoordinasikan penviapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, sarana prasarans dan pengadaan di bidang promosi dan
pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas yang dimaksud pada avat (1), sebagai berikout :

a. Menviapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Promos: dan
Pemberdayaan Masyarakat;

b. Melaksanaan kebijakan operasional i bideng Promosi  dan
Pemberdayaan Masyarakat;

¢. Menviapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi dan
Pemberdayann Masynrakat;

d. Melaksanakan pemantauan di bidang Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;

e. Melaksanakan evaluasi di bidang Promosi dan Pemberdayaan

Mesyarakat;

Menyiapkan pelaporan di bidang Promosi dan  Pemberdayaan

Masyamkat;

Menyiapkan sarana dan pmassrana di bidang  Promosi  dan

Pemberdayaan Masyarakat,

Melaksanakan Pengadaan di bidang Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat, dan

Melaksannkan tugas kedinnsan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

—

Fow

-
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Pasal 48

(1) Subkoordinator Kesehatan Linglkungan, Keschatan Kerja dan Olah Raga
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan
pelaksannan kebljukan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, cvaluasi, pelaporan, pertanan, sarana prasarana dan
pengadann di bidang kesehatan lingkungan, keschatan kerja dan olah
FUEL.

{2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
b. Meclaksanaan kebijakan operasipanal di bidang Keschatan Lingkungan,
Keschatan Kerja dan Olah Raga;
¢. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan

Lingkungan, Keschatan Kerja dan Olah Raga;

d. Melaksanakan pemantauan di  bidang Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

e. Melaksanakan evaluasi di bidang Keschatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olah Raga,

f. Menyiapkan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olah Ruga;

g. Melaksanakan pembuatan rekomendasi perizinan di bidang Kesehatan
Lingkungan, Keschatan Kerja dan Olah Raga;

h. Menyiapkan sarana dan prasarana di bidang Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

. Melaksanakan pengagiaan di hidang Kesehatan Lingkungan, Kesshatan
Kerja dan Olah Raga; dan

j-  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 4
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 49

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalion Penyvakit mempunyai tugas
menyinpkan perumusan dan  pelaksanonan  kebijakan  operasional,
bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evahuasi, pelaporan, sarans
prasarana dan pengndaan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan
dan pengendalinn  penvakit menular, penceganhan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan keschatan jiwa.

(2) Uraian tugas yang dimaksud pada avat (1), sebagai berikeut:

a. Menyiagpkan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit  menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan keschatan
jiwa;

b, Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahian dan pengendalian penvakit tidak menular dan kesehatan
Jrwag

c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalisn  penyakit  menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
Jiwa;

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan  pelasporan i bidang
surveilans dan imunisasi, pencegaban dan pengendalian penvakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
keschatan jiwa;
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e. Menyviapkan Sarana dan Prasarana di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

. Melaksanakan Pengadaan di bidang surveilans dan  imunisasi,
pencegahan dan pengendafian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalinn penyakit tidak menular dan keschatan jiwa; dan

g€. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 50

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyvakit, membawahi :

n. Subkpordinator Surveilans dan Imunisasi;

b. Subkcordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mentilar;

c. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyvakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggungjawab kepada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 51

Subkoordinator Surveilans dan  Imunisasi mempunyal | tugas
menghkoordinasikan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, hmbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, sarana prasarans dan pengadaan di bidang surveilans dan
imuniaasi.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayvat (1), sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans
dan Imunisasi;

b. Melaksanuan kebljskan operasional di  bidang Surveilans dan

Imunisasi;

Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans

dan Imunisasi;

Melaksanakan pemantauan di bidang Survelans dan lmunisass;

Meclaksanakan evaluasi di bidang Surveilans dan [munisasi;

Menyiapkan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunizasi;

Menyiapkan sarana dan prasarana di bidang Surveilans dan Imunisasi;

Melaksanakan Pengadaan di bidang Surveilans dan Imunisasi; dan

Melaksanakan tugns kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atnsan,

Pasal 52

4]

~prai e B

Subkoordinator Pencegahan dan Frngm-dnimn Penyakit Menular
mempunyal  tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan
pelaksansan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi, pelaporan, samana prasarana dan pengadaan di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Uraian tugas yvang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikout :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyvakit Menular;

b. Melaksanakan kebijekan operasional di bidang Pencegrhan dan
Pengendalian Penyakit Menular,

c. Melaksanskan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular;

d. Melaksanakan pemantauan di bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyalat Menular;



(1)

{2

(1)

(2)

25

¢. Melaksanakan evaluasi di bidang Pencegahan dan  Pengendalian
Penyakit Menular,

. Menyiapkan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular;

g Menyiapkan ssrana dan prasarava di bidang Pencegshan dan
Pengendahan Penyakit Menular;

h. Melaksanakan Pengadsan di bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 53

Subkvordinator Pencegahan dan Pengendalian Penvakit Tidak Menular dan
Keschatan Jiwa mempunyai  tugas mengkoordinasikan penviapan
perumusan dan pelaksenaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, cvaluas:, pelaporan, sarana prasarana

dan pengadaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tdak
menutlar dan kesehatan jiwa.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

a. Menyinpkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penvakit tidak menular dan kesehatan Jiwa;

b, Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa;

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan
dan pengendalian penvakit tudak menular dan keschatan Jiwa,

d. Melaksanakan pemantauan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan keschatan Jiwa;

c. Melaksanakan evaluasi di bidang pencegahan dan  pengendalian
penyakit tidak menular dan keschatan Jiwa,

[. Menyiapkan pelaporan di bidang pencegahan dan  pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa;

g Menyiapkan sarana dan prasarana di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan keschatan Jiwa;

h. Melaksannkan pengadaan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidok menulnr dan kesehatan Jiwa; dan

i, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paragral 5
Bidang Pelayanan Keschatan

Pasal 54

Bidang Pelayanan Keschatan mempunyal fUgas menyviapikan perumusan
dan pelaksanann kebijnkan operasional, bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, evaluasi, pelaporan; perizinan, sarana prasarana dan
pengadaan di hidang pelayanan keschatan primer dan  pelayanan
kesehatan rujukan  tetmasuk  peninglatan  mutunya, jaminan  dan
pembiavaan kesehatan serta pelayanan tradisional,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumussn kebijakan operasional di bidang pelayanan
keschatan primer dan pelayanan keschatan rujukan termasuk
peninghatan mutunya, jaminan dan pembinysan kesehatan serts
pelayanan tradisional;
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b. Menyiapkan pelaksanasan kebjjakan operasional di bidang pelayanan
keschatan primer dan pelavanan keschatan rujukan termasuk
peningkatan murunya, jaminan dan pembiayaan keschatan serta
pelayanun tradisional;

c. Menviepkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan keschotan rojukan  termasuk
peningkatan mutunya, jaminan dan pembiayasn kesehatan serta
pelavanan tradisional;

d. Melaksanakan perizinan di bidang pelayanan kesthatan primer dan
pelayanan keschatan rujukan termasuk peningkatan  mutunya,
jaminan dan pembiavaan kesehatan serta pelayvanan tradisional;

e. Menyiapkan sarana dan prasarana di bidang pelavanan keschatan
primer dan pelavanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, jaminan dan pembiavaan keschatan sertn pelayanan
tradisonal;

. Melaksanakan Pengadaan di bidang pelayanan kesehatan prnimer dan
pelaysnan kesehatan rujukan termasuk  peningkatan  mutunys,
jaminan dan pembieyaan kesehatan serta pelayanan tradisional; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 55

(1) Bidang Pelayanan Keschatan, membawahi
a. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
b. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan;
¢. Subkoordinator Pelayenan Kesehatan Tradisional; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimans dimsksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,

Pagal 56

(1) Subkoordinator Pelayanan Keschatan Primer mempunyai tugas
mengkoordinasikan  poenyiapan p::hkammnn kebijakan  operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantausn, evaluasi, pelaporan,
perizinan, sarana prasamana don pengadaan seria peningkatan muiu
fasjrnn&cadi bidang pelayanan keschatan.

[2) Uraian tuges yvang dimaksud pads ayat (1), scbagai berikut

a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelavanan

Keschatan Primer,

b. Meclaksanukan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Keschatan
Primer;
Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer;
Melaksanakan pemantauan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer;
Melaksanskan evaluasi di bidang Pelayanan Keschatan Pnimer;
Menyiaplan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer;
Melaksanakan perizinan Sarana Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama
[FKTP),
Menyiapkan sarons dan prasarana di bidang Pelavanan Kesehatan
Primer;
Melaksanakan pengadaan di bidang Pelayanan Keschatan Primer;
Melaksanakan peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan
Keschatan Primer; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(]
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Pasal 57

Subkoordinator Pelaysnan Kesshatan Rujukan mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyiapan perumusan den pelaksanasn kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluas,
pelaporan, penzinan, mmpmmmnadlnp:ngadmnﬂmmmglmmn
fasyankes di bidang pembiayasn keschatan dan pelavanan keschatan
rujikan.

Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berilout :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinyaan
keschatan dan Pelayanan Keschatan Rujukan;

b. Melaksannkan kehijakan operasional pembisyaan kesehatan dan
Pelayanan Kesshatan Rujulan;

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiavaan
kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

d. Melaksanakan pemantauan di bidang pembiayaan kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Rujukan;

e. Melaksanskan evaluasi di bidang pembiavaan kesehatan dan Pelayanan
Keschatan Rujukan;

f. Melaksanakan koordinasi di bidang pembisyaan keschatan dan
pelayanan kesehatun rujukan;

g. Menviaspkan pelaporan di bidang pembiayaan kesehatan dan Pelayanan
Keschatan Ruj v

h. Melaksanakan perizinan Samana Fasilitas Pelavanan Tingkat Lanjut
(FETL)

i. Menviapkan sarana dan prasarana di bidang pembiayvasn keschatan

dan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Melaksanskan pengadean di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Melakesnulmn peningkstan muto  bsyankes di bidang Pelayanan

Keschatnn Rujulem; dan

I Melaksanakan tugss kedinasan leinnya yang ditugaskan oleh atasan,

s

Pasal 58

(1} Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas

menghkoordinagikan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi,

pelaporan, perizinan, sarana prasarana dan pengadaan di  bidang
pelayanoan keschatan tradisional.

Uraian tugas yang dimaksud pada avat (1), sebagai berikur :

n. Menviapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan tradisional;

b. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelavanan keschatan

tradisional;

Meleksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

keschatan tradisional;

Melaksanakan pemantauan di bidang pelavanan kesehatan tradisional;

Melaksanakan evaluasi di bidang pelayanan kesehotan tradisional;

Melaksanakan perizinan di bidang pelayanan keschatan tradisional,

Menyiapkan pelaporan di bidang pelayanan keachatan tradisional,

Menviapkan sarans dan prosarana di bidang pelayanun kesehatan

tradisional;

Melaksanakan pengadann di bidang pelayanan kesehatan  tradisional;

dan

j.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Tmmea 0
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Paragral 6
Bidang Sumber Dava KEeschatan

Pasal 59

Bidang Sumber Daya Keschatan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis,
supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaparan, perizinan, sarana prasarans
dan pengadaan di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, alat
kesehatan dan PEKRT serta sumber daya manusia keschatan.

Uraian tugas vang dimaksud padz avat (1), scbagai berikut .

a. Menviapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya
manusia kesehatan;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya
manusia kesehatan;

c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi i bidseng kefarmasian,
makanan dan minuman, alat keschatan dan PKRT dan sumber dava
manusia keschatan;

d. Melaksanakan pemantauvan, evaluasi dan pelaporan di  bidang
kefarmasian, makanan dan minuman, alat keschatan dan PKRT dan
sumber daya mantuisia keschatan;

¢. Melaksanakan pernzinan di bidang kefarmasian, makanan dan
minuman, alat kesehatan dan PKRT dan sumber days manusia
kesehatan;

f. Menyiapkan sarana dan prasarnona di bidang kefarmasian, makanan
dan minuman, alat kesehatan dan PEKRT dan sumber daya manusia
kesehatan;

g Melaksanakan pengadaan di hidang |kefarmasian, makanan dan
minumear, alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya manusia
keschitan; dan

h. Melaksanakan mugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 6O

Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

a. Subkoordinator Kefarmasian, Makanan dan Minuman;

b. Subkoordinator Alat Keschaltan dan Perbekalan Keschatan Rumah
Tanggn (PKRT),

¢. Subkoordinator Sumber Daya Manusis Kesehatan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Keschatan.

Paszal 61

Subkoordinator Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyal tugass
mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
npcmmurhai bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
perizinan, pelaporan, mmmpraammmdunpmgadaandlhdang
pelayanan kefarmasian, makanan dan minuman.

Urnian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian,
Makanan dan Minuman;
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b. Melaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Makanan
dan Minuman,

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian,
Muakanon dan Minuman;

d. Melaksanakan pemantauan di bideng Kefarmesian, Makonan dan

Minuman;

Melaksanakan evaluasi di bidang Kefarmasian, Makanan dan

Minuman; _

Menyiapkan pelaporan di bidang Kefarmasian, Makanan dan Minuman;

Melaksanakan perizinan di bidong Kefarmasian, Makanan dan

Minuman;

Menvispkan sarana dan prasarans di bidang Kefurmasian, Makanan

dan Minuman;

i. Melaksanakan Pengadaan Obat-obatan & Bahan Medis Habis Pakai;
dan

j. Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 62

Fom

Subkoordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Keschatan Rumah Tangga
[PKRT) mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan
pelaksanaon kebijuknn operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, ecvaluasi, perizinan, pelaporan, sarana prasarana dan
pengadaan di bidang Alat Kesehatan dan PERT.

Urminn tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagal bertkout :

a. Menviapkan perumusan kebijakan operasional di  bidang Alat
Kesehatan dan PKRT;

b. Melaksansan kebjjukan operasional di bidang Alat Kesehatan dan

PKRT;

Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Alat

Kesehatan dan PKRT;

Melaksanakan evaluas: di bidang Alut Kesehatan dan PKRT,

Menyiapkan pelaporan di bidang Alat Keschatan dan PKRT;

Melaksanakan penzinan di bidang Alat Keschatan dan PKRT;

Melaksanakan Pengadaan o) bidang Alat Kesehatan dan PKRT,

Melaksanakan Pelayanan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

Menyiapkan sarana dan prasarana dibidang Alat Keschatan dan PKRT;

dan

Mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

f
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Pasal 63

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Keschatan mempunyal tugas
mengkoordinasikan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijalan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi,
perizinan, pelaporan, sarana prasarana dan pengadaan di bidang sumber
daya manusia kesehatan,

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), schagai berikut :
a. Menyviapkan perumusan kebijalan operasional di bidang Sumber Daya

Manusia Kesehatan;

b. Melaksanaknn kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Mariusia
Kesehatan;

. Melaksanakan bimbmgan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya
Manusia Kesehatan;

d. Melaksanakan pemantauan di bidang Sumber Daya Manusia
Keschatan;

e, Melaksanakan evaluasi di hidang Sumber DayaManusia Kesehatan,
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. Melaksanakan perizinan tenaga keschatan di bidang Sumber Daya
Manusig Kesehatan;
Melaksanakan pengadaan di bidang Sumber Dava Manusia Kesehatan;
. Menyiapkan aarang dan prasaransa di bidang Sumber Daya Manusin
Keseligtan;
L  Menviapkan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
dan

j-  Melaksanakan tugss kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

=R

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 64

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas
Keschatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdini dan Rumah Sakit, Puskesmas, Balai
Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Jaminan Pemeliharasn
Keschatan Masyarakat.

Ketenituan lebih lanjut mengenal organisasi dan tala hubungan kerja
Rumah Sakit akan dianir dalam Peraturan Presiden,

Ketentuan leinh lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja
Puskesmas akan diatur dalam Peraturan Menteri Keschatan.

Unit Pelaksana Teknls Dinas dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di
bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bagan Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penatsan Ruang Tipe A

Pasal 65

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyal tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjasn Umum dan Penataan Ruang mempunvai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuni dengan lingkup bidang tugasnyn;

b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tfugasnya; dan

c. Pembinaan terhadap unit pelaksans teknis dinas dalam  lingkup
tugasnyn.

Urnmn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
Melaksanakan  pengelolaan  kegiatan  kesekretariatan  meliputi
perencanaan dan evaluasi program, umum dan keuangun,

b, Menvusun rencana dan program kerja di bidang pekerjaan umum dan
penatann ruang ;

c. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di bidang bina marga;

d. Merumuskan kebijukan teknis, frsilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di bidang sumber dayva air;

e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di bidung cipta karya;
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Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di bidang penataan ruang,

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan
umum dan penastann

ruang,
h. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam

lingkup tugasnya; dan
Melaksanakan tugns kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

(4] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dan :

mEmoeRo o

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Bina Marga;

Bidang Cipta Karya,

Bidang Sumber Daya Air;
Bidang Tata Ruang;

Bidang Bina Kontruksi;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 66

Kepals Dinas mempunyal fugas memimpin, mengawas), mengendalikan,
menghkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 67

(1) Sekretaniat mempunyai fugas melakukan perencanasn umum dan
anggaran, pemantauan dan  evaluesi, kelatsusahsan, hkcpegawaian,
keuangan, kearsipan, penataan arganisasi dan tata laksana, koordinasi
penyusunan  perundangian, pengelolaan bamng milik negama, dan
kerumahtanggaan kantor.

(2) Urnian tugas sebagnimann dimaksud pada avat (1), sebagal berikut :

a.

b.

® e R

Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;

Melaksanakan pelavanan ketatmasahaan surat menyurat kepads
seluruh unit organisasi dilingkungan dan diluar dinas;

Mengelola wrusan rumah tanggas Dinas;

Mengelola keuangan Dinas;

Mengelola urusan kepegawaian dilingkungan Dinas;

Merumuskan perencanaan dan peliporan kegiatan Dinas, dan
Melaksunakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 68

(1] Sekretarint, membawnhn ¢

a.
b.

Sub Bagen Ketatausahaan;

Subkoordinator, terdin dari ;

1. Subkoordinator Perencanaan;

2. Subkoordinator Date dan Informasi Publik.
Kelompok Jabatan Fungsional,
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{2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada aya (1) hurufl a
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

[3) Muasing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
huruf b bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 69

(1] Sub Bagian Ketalausahaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas
dalam melaksanakan tugas ketatausahnan Dinas.

(2] Uram.n tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai berilout

h.

.

@ ™

Merencanakan kegiatan sub bagian Ketatausahann,

Membagi tugas kepada bawahan di lmgkungan sub bagian
Ketntausahaun;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingloungan sub bagian
Remtausahaan:

Memerikea hasil kerja  bawahan di lingkungan sub  bagian
Hetatausahaan;

Menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan,
serta tata usaha pegawai;

Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;

Melaksanakan ketatnusahaan dan kerumahtanggaen Kepala Dinas;
Melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingloungan
sertn urusan dalam pegawai;

Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan
prasarana linglungan;

Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausihsan,
pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan
barang milik negara Dinas;

Melaksanalan  layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi  dan
pelaporan pelaksanaan pengadean barang/jasa;

Meliksanakan tata lsaksana  keuangan dan perbendaharaan,
pemantauan dan eviluasi pengelolaan keuangan, penatausahean
penetspan pejabai perbendaharaan satuan kern, penatausahaan hasil
pemeriksaan, dan penyusunan lapomn keuangan Dinas.

. Mengevaluasi pelaksanasn kegiatan di  lingkungan sub  bagan

Retatausahaan;

Melaporkan  pelaksanpan  kinerjn  di lingkungen sub  bagian
Ketatausahaan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan aleh atasan,

Pasal 70

(1) Subkoordinator Perencanaan mempunyai ftugas mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas perencanaan kegiatan Dinas.

(2} Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berilout

a.
b,

L.

Merencanakan kegiatnn sub bagian Perencanaan;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian
Perencanaan;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian
Perencanaar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian Perencanaan;
L =S
f

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastrukiur
deorah;
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Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja
serta peluksanaan anggaran;

Melaksanakan koordinasi perencansan program dan administrasi kerja
BAMA,

Melaksanakan kegiatan strategis Dinas;

Mengevaluasi pelaksansan kegiatan & bingkungen sub  bagian
Perencanaan;

Melaporkan pelaksanaan  kinera di  lingkungan sub  bagian
Perencanaan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 71

{1} Subkoordinator Data dan Informasi Publik mempunyali tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan tugns Data dan Informasi Publik Dinas.

[2) Uraian tugss scbagaimana dimaksud pads ayat (1] sebagai berikut :

a.
b.

=1

=

@

g

Merencanakan kegiatan sub bagian Data dan Informasi Publik;
Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian Data dan
informasi Publik;

Membimbing pelaksanaan rugas bawahan di lingkungan sub bagian
Data dan Informasi Publik;

Memeriksa hasil kerja bawahar di lingkungan sub bagian Dala dan
Informasi Publik;,

Menyusun rencani pengelolaan data dan teknolog informesi;
Mengembangkan sistem informasi;

Melaksanakan penyeclenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan
informasi;

Mengendalian mutu sislem dan wknologl informasi;

Melaksunakan pengelolaan dan  penyedinan data dan  informasi
geospasial dan statistik;

Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
Melaksanakan pmyuia@urm publikasi;

Meleksanakan pengelolaan dan penvebarfuasan informasi;

. Menvelenggarakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi

kegiatan Dinas;

Menyiapkan bahan laporan mmpinan dan koordingsi hubungan antar
lembaga.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di ingkungan sub bagian Dats dan
Informasi Publik;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lnglungan sub bagian Data dan
Informasi Publik; dan

Meliksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal 72

(1) Bidang Bina Marga mempunyal (ugas melpksanakan penyusunan
perencannan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi

jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan  bagian-bagian  jelan,
pengendelinn mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaun.

{2} Uraian tugas sebagaimann dimaksud pads ayat (1) sebagai berikut ¢

a.
b.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bina Marga;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingloungan bidang Bina

Margn,
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c. Memberi petunjuk pelaksansan tugas kepada bawahan di linglungan
bidang Bina Marga,

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina
Marga;

e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknis dan
Evaluasi Bina Marga;

f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinasn teknis terkait Pembangunan dan
Preservasi Jalan don Jembatan;

g. Mengevaluasi pelaksansan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina
Marga;

h. Menyusun laporan pelaksariaan tugas di bidang Bina Marga; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan luinnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 73

{1) Bidang Bina Marga, membawahi :
a. Subkoordinator Perencanasn Teknis dan Evaluasi;
b. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
c. Subkoordinator Preservusi Jalan dan Jembatan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Masing-masing Subloordinator sebeagauimana dimaksud pade avat (1)
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Bina Marga,

Pasal 74

(1) Subkoordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunval tugas
mengkoardinasikan pciaka-mm penviapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, [(asilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanasan
teknia dan evaluas,

(2) Uraian tugas schagaimana dimaksud pades ayat (1), sebagai berikut :
a. Merencanakan kegistan seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;

b, Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan
Teknis dan Evaluasi;

¢. Membimbing pelaksanaan tugss bawahan di lingkungan seksi
Perencanuan Teknis dan Evaluasi;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan
Teknis dan Evaluasi;

e. Melaksanokan penviapan data dan  informoasi  sebagai  bahan
penyusunan pemrograman dan perencanasn teknik pembangunan dan
preservas) jalan dan jembatan;

. Melaksanakan sinkronisasi program-program  kebinamargsan  yang

bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan
sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;

. Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu kontruksi
jalan dan jembatan dinas;
Mengevaluasi terhadap hasil pengujian konstriaksi,
Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
Melaksanakan fasilitasi pengadann barang dan jasa bidang Bina Marga;
Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Bina Marga;

. Melaksanaksan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja
Bidung Bina Marga,
Melaksanakan  koordinasi dan pemantauan berkala terhadap
pelaknanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
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0. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan
Teknis dan Evaluasi,

p. Meclaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan scksl Pengendalian
Perencanaan Teknis dan Evaluasi; dan

q. Melaksanakan tuges kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 75

Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunya: tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan penyispan bahan perumusan lkebijakan,
pembinaan, fasilitasi, evalunsl dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
jalan dan jembatan.

Uraian tugas sebagnimana dimaksod pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan sekal Pembangunan Jalsn dan Jembatan;

b. Membagi tugns kepada bawahan di bngkungan seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pembangunan Jalan dan Jembsatan;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lngkungan seksi Pembangunan
Jalan dan Jembsatan;

e. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan;

[. Melaksanakan penvusunan dan pengembangan standard dokumen
pengadann;

g Melaksanakan penyesuman kontrak pekerjann konstruksi jolan dan
Jjembatan;

h. Melaksanalkan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria
bidang jalan dan jembatan;

. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembeatan;

J- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi
dan non konstrulsi;

k. Melaksanakan [asilitasi pengadaan barang dan jasa Pembangunan
Jalan dan Jembatan;

I. Melaksanakan penerapan  sistem manajemen  keselamatan  dan
kesehatan kerja (SMK3); dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh utasan,

Pusal 76

Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyal tugas
mengkoordinasikan pelaksannan penviapan bahan perumusan h:bijnkan
pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelakssnaan preservasi jalan
dun jembatan.

Uraian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebaga: berikut :

. Merencanakan kegiatan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;

b. Membag tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan
dan Jembatan;

c. Membimbing pelaksanansn tugns bawahan di lingkungan seksi
Preservasi Jalan dan Jembatan;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan
dan Jembatan;

c. Melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;

. Meiaksanakan penyesuaian komtrak pekerjgan preservasi jalan dan
jembatan;

g Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan
jembatan, bahan pengelolann, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan
peralatan dan bahan jalan;
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Melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, scrta
pelaksanaan pengujian  peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan
prescrvasi;

Meloksanakan pengendalinn dan pengawasan peloksanonn konstruksi
dan non kanstruksi;

Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Preservasi Jalan
dan Jembatan;

Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesthatan kerja (SMK3);

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan scksi Preservasi
Jalan dan Jembatan,

Melaporkun pelaksanaun kinerju di linglungan seksi Preservasi Jalan
dan Jembatan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lninnys yang dirugaskan oleh atnsan.

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya

Pasal 77

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai lugas melaksanakan penyelenggaraan
infrastruktur strategis, banpunsn gedung, penataan bangunan dan
lingkungan pada kawssan strategis Kabupaten, pengelolaan dan/atau
pengembangnn mistem penyedinan air minum dan sistem drainase lintas
daerah/kawasan serta sistem air limbah domestik, dan persampahan
regional [ kawasan.

{2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), sebagai berilout :

.

b.
c.
d.

L

}
I

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Cipta Karya;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Cipta
Karya,

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
bidang Cipta Karya;

Menyelin pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Cipta
Karya;

Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait seksi perencansan dan
pengendalian;

Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bidang Cipta Karya;
Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijaken, fasilitasi
dan koordinas| serta pembinann teknis terkait bidang Cipta Karya;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Cipta
Karya;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 78

(1) Elﬂﬂﬂgﬂipmhnm membawahj :

h.
e,

d.

Subkoordinator Pereticanaan dan Pengendalian;

Subkoordinator Pengembangan SPAM dan PLP;

Subkoordinator Penatzan Bangunan dasn Pengembangan Kawasan
Stratems: dan

Relompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimans dimaksud pada ayar (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karyn,
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Pasal 79

Subkoordinator Perencanann dan Pengendalisn mempunyai  tugas

menghkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksansan perencanaan

dan pengendalian.

Uraian tugas sehagaimana dimaksud pads ayat (1) ndalah sebagal berikut:

a. Merencanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian;

b. Membagi tugas kepada I:uwnhnn di linglungan seksi perencanaan dan
pengendalian;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lngkungan seksi
perencanaan dan pengendalian;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi perencansan dan
pengendalian;

c. Melaksanakan penyusunan program dan pembiavaan  jangka

panjang/menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan

sumber dana lainnya;

Meloksanaken sinkronisasi program-program Keciptakaryaan,

Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data bidang Cipta

Karya;

Melnksanakan fasilitasi penerapan sistem mansjemen mutu bidang

Cipta Karya;

Melaksanakan fasilitasi pemgadaan barang dan jesa bidang Cipta Karya;

Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di bidang Cipta Karva;

. Menyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Cipta Karya;

Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap

pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.

Mengevalunsi peluksansan kegistan di lingkungan seksi perencanaan

dan pengendalian;

n. Melaporkan peiaksanaan kinerja di lingkungan seksi perencanaan dan
pengendalian; dan

0. Meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

@
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Pasal 80

Subkoordinator Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas
menghkoondinasikan pelaksanasn penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksannan pengelolaan
dan/atau pengembangan sistem penyediaan air minum dan  sistem
drainase lintas dacrah/kawasan serta sistem air limbah domestik, dan

persampahan regional [ kawasan.

Uraian tugss schagaimana dimaksud pada avat (1), adalah sebagai berikurt:

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan SPAM dan PLP;

b. Membeg tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengembangan
SPAM dan PLP,

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di  lingkungan scksi
Pengembangan SPAM dan PLP,

d. Memeriksa hasil keria bawahan di lingkungan seksi Pengembangan
SPAM dan PLP;

¢. Meliksanakan Pengelolasan dan Pengembangan SPAM  Lintas
Doernh/Kawasan pada Kabupaten Kota;

f Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Regional f Kawasan;

Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistern Air Limbah

Domestik Regional / Kawasan;

Mclaksanakan  pengendallan dan  pengawasan  pelaksanasn

perencanaan telnik, pelaksanain konntruksi dan non konstrulesi;

=2
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Melaksanakan [asilitasi pengadann bamng dan jasa Pengembangan
SPAM dan PLP;

Melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerjn (BMK3);

Mengevaluasi peluksanaan kegintan di lingkungan seksi Pengembangan
SPAM dan FLP;

Menyusun  laporan  pelaksanaan  kinerja i lingkungan  seksi
Pengembangan SPAM dan PLP; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal B1

(1) Subkoordinator Penatann Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapar  bahan
perumusan kebijakan, pembinasan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanann bangunmn gedung, penataan bangunan dan ingkungan serta
pengembangan infrastruktur kawasan strategis.

(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagai berikut:

a.

b,

Fom

Merencanakan kegiatan Penataan Bangunan dan Pengembangan
Kawasan Strategia,

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan scksi Penataan
Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;

Membimbing pelaksanaan tuges bawahan di lingkungan seksi Penataan
Bangunan dan Pengembengan Kawasan Strategis;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungsn seksi Penataan
Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategs;

Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan strategis;
Melaksanakan penyelengguraan penataan bangunan dan lingkungan
serta bangunan gedung pada kawasan strategis;

Melaksanakan  pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanasn
perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstrulksi;
Melaksanakan [asilitasi pengadasn barang dan jasa penataan
bangunan dan pengembangan kawasan;

Melaksanakan penerepan  sistem  manajemen  keselamatsn  dan
kesehatan kerja (SMK3);

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingloangan seksi Penataan
Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungsn scksi  Penataan
Bangunan dan Pengembangsn Kawasan Strategis, dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Paragraf 5
Bidang Sumber Dava Air

Pasal 82

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolahan
Sumber Daya Air di Wilayah Sungai vang meliputi perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, operasi dan  pemeliharnan  dalam  ranglka
konservasi, pendayagunaan, dan pengendaliun daya rusak air pade sungai,
pantai, bendungan, situ, embung dan tampungan air lainnya, irngasi, rawa
dan tambak.

{2) Uraian tugas schagaimana dimaksud pads ayat (1) adalah sebagal berikut:

.
b.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber
Daya Air;
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£. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepads bawahan di lingkungan
bidang Sumber Daya Air,

d. Menvelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber
Daya Air;

e. Menyusun baban dan melsksanalan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Sumber
Diava Air;

f. Menyusun hahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitas
dan koordinasi serta pembinaan teknis terksit Pelaksanasn Sumber
Daya Air;

g Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Dava Alr;

h. Mengevalussi pelaksanaan tugas bawshan di lingkungan  bidang
Sumber Daya Air;

Menyusun laporan pelaksansan tugas di bidang Sumber Daya Air; dan

(
j- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan olch atasan.

Pusal 83

Bidang Sumber Dava Air, membawahi :

&. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air;

L. Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Dayva Air;

¢. Subkcordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumhber Daya Air; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masimng-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertangmungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Adr,

Pasal B4

Subkoordinatar Perencanann Sumber Daya Air mempunyai  tugas
menghoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, [asilitasi, evahiasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolahan
sumber daya ar.

Urnian tugss sebagaimana dimaksud pads ayat (1) adalsgh sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan perencanaan teknis atay kajian teknis pada
pengelolahan Sumber Daya Air;

b, Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanasn
Sumber Daya Air;

¢, Membimbing pelaksanasn tugas bawahan di lingkungan seksi
Perenicanain Sumber Days Air;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanasn
Sumber Daya Air; '

e, Melnksanakan koordinasi dan  penyusunan  program/kegintan
pengelolahan sumber daya air untuk jangka pendek maupun jangka
panjang yang menjadi urusan pemerintah daersh provinsi, dan
kabupaten /kota;

. Melaksanukan pengelolaan sistem informasi dan data pengelolahan

sumber daya alr,

Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem mansajemen mutu;

Menyiapkan behan rencana program dan kegiatan pengelolaan sumber

1. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan kegiatan dan skala prioritas
dalam mangka proses penganggaran, dan memfasilitasi penerapan
system manajemen keselumatan dan kesehatnn kerja (SMK3);

=

i+ Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan

bidang Sumber Dava Air;
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k. Melakssnakan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Sumber Daya
Air,

. Melaksanakan pemberdaysan mesyarakat dalam penvelenggaraan
pengelolahan sumber daya wir;

m. Menvusun perjanjian lanerja dan laporan kinerja Bidang Sumber Daya
Aur;

n. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan
kegiatan pads tahun angegaran berjalan;

0. Mengevaluasi pelaksaneaan kegiatan di lingkungan scksi Perencanaan
Sumber Daya Air;

p. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan
Sumber Daya Air; dan

g. Melaksanalan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal BS

Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
mengkoordinasitkan pelaksanaan kegiatan konservasi, pendayvagunoaan dan
pengendalian dava rusak, pengendalian dan pengawasan teknis dalam
rangka pelaksannan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan non
konstruksi untuk sungai, pantai, bendungan, danau, embung dan
wmpungan air lainnya, rawa dan tambak yang menjadi urusan pemerintah
daerah.

Uraian tugas sebagnimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Merencanakian dan melasksanakan  kegiatan pada Pelaksanman
pengelolahan Sumber Daya Air;

b. Membagi tugas kepadn bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan
Sumber Daya Air;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pelaksannan Sumber Dayva Air;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan scksi Peluksanaan
Sumber Daya Air,

e. Melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan
teknis untuk pelaksanaan konstruksi dan non konstruls:;

f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolnan sistem pengairan dinas
yang menjadi urusan pemerintah daerah;

# Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen muty dan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada pelaksanaan
konstruks: dan non konstruksi;

h. Melaksanakan fasilitasi pengadaan bamang dan jasa untuk kegiatan
pelaksanaan pengelolahan Sumber Daya Air, yang meliputi pelaksanaan
konservasi, pemberdayaan dan pengendalian dayu rusak air yang
menjadi urusan pemerintah dacrah;

. Mengevaluasi pelaksanaan kegintan di lingkungan scksi Pelaksanaan
Sumber Daya Air;

j+ Melaporkan pelaksansan kinena di lingkungan seksi Pelaksanaan
Sumber Daya Air; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 86

Subkoordinator Operasi dan Pemelibaraan Sumber Daya Air mempunyal
tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perencenaan teknis, persiapan
pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi  dan
pemelitharaan, pelaksansan penanggulangan kerusakan akibat bencana
alam dalam rangka kegiatan penvelenggaraan pengolahan sumber daya air
yvang meliputi keglatan konservasi, keginian pendayvagunann, dan kegintan
pengendalian daya rusak vang menjadi urusan pemerintah dacrah.
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{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berilout:

.

Merencanakan kegiatan scksi Operasi dan Pemeliharason Sumber Daya
Air dalam rangka kegiatan konservasi, kegiatan pendavagunaan dan
kegiatan pengendalian daya rusak air,

Membogi tugss kepads bawahan di lingkungan seksi Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air;

Membimhbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan scksi Operasi
dan Pemelibharnan Sumber Daya Air;

Memeriksa hasil kenga bawahan di lingkungan seksi Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air;

Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan
pengelolahan sumber daya air;

Melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu pengelolaan
opecrasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber dava air;

Melaksanoukan koordinasi dalam  rtangka kcg;.nmn monitoring,
pengendalian dan pengawasan pengelolahan operasi dan pemeliharaan
sumber daya air yvang menjadi urusan pemerintah daerah;
Melaksanakan penyiapan rckomendasi tekms dalam pemberian imn
penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan
dan pengusahaan air tanah yang menjadi urusan pemerintab daerah;
Melaksanakan persiapan dan perencanaan operasi dan pemeliharaan,
pelaksanaan operasi dan pemeliharaon pengelolahan sumber daya air,
dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
Melakanakan penerapan sistem mandjemen keselamatan dan keschatan
kerja: [SMK3};

Melnksanakan [asilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan
operesi dan pemeliharaan sumber daya air;

Meclaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan
pemeliharaan dalam penyelenggarnan pengelolahan sumber dayn air;

. Mengevaluasi pelaksanann kegiatan di lingkungan seksi Operasi dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan meksi Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan

Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paragmaf &
Bidang Tata Ruang

Pasal 87

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan penertiban
bidang penatuan ruang sesual dengan kewenangsn Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangar yang berlaku,

(2] Uraian mugas sebagaimana dimaksud pade ayat (1) adalah sebagai beribout:

.
bl

c.

d.

Menyusun rencana operasional di ingkungan bidang Tata Ruang;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Tata

Ruang;

Memben petunjuk pelaksanaun tugas kepada bawshan di lingkungan
bidang Tata Ruang;

Menyelia peloksanaosn tugas bowahan di lingkungan bidang Tata
Ruang;

Menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengaturan  dan
pembinaan dalam penataan raang
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. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan
penertiban dalam penatann rusng:

E. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Tatn
Rusng;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 88

(1) Bidang Tata Runng, membawahi :
8. Subkoordinator Pengaturan dan Pembinaan,
b, Sublkoeordinator Pengendalian;
¢, Subkoordinator Penertiban; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

{2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepadn Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 89

(1) Subkoordinutor Pengaturan dan  Pembinaan mempunyal  tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pm:nzmun fusilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanann pengaturan dan
pembinaan,

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berilout :

. Merencanakan kegintan seksi Pengaturan dan Pembinaan;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksl Pengaturan dan
Pembinaan;

c. Membimbing pelaksanasn tugas bawahan di lingkungan seksi
Pengaturan dan Pembinaan;

d. Memeriksa hasil kerjn bawahan di lingkungan seksi Pengaturan dan
Pembinaan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan [pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan) terhoadap penyelenggarsan penatann ruang  dalom
perencanaarn lats ruang,

f. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerab
tenitang Rencana Tata Ruang yang menjadi kewenangan Pemernintah
Daernh;

g Menviapkan bahan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-

undangan bidang penataan ruang;

Menyiapkan bahan pelaksansan pembinaan penyusunan rencana tata

ruang wilayah Pemerintah Dacrah;

i. Menyiapkan program sistem informasi penataan ruang;

j.  Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan tatn ruang;

k. Mengevalussi pelaksansan kegiatan di lingkungan seksi Pengaturan
dan Pembinaan;

I. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengaturan dan

Pembinaan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 90

o

(1) Subkoordinator Pengendslian mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penyiapan bahon perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
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{2) Uraian tugas sebagnimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berilout :

a.
b.

=

d.
e

=

Merencanakan kegiatan scksi Pengendalian,

Membag tugas kepada bawahan di lngicungan seksi Pengendalian,
Membimibing pelaksanaan tugss bewahan di lnghungan  sckei
Pengendalian;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seks: Pengendalian dan;
Menyispkan bahan pelaksansan koordinasi dalam penyusunan dan
penetapan ketentuan arshan peraturan zonasi;

Menvusun dan menetapkan perangkat insentifl dan disinsentif serta

pelaksanaan pemberian insentif dan disentif dalam penataan ruang;
Menyusun dan menetapkan ketentuan pemberian izin pepemanfaatan

rusang;

Menyusun dan menetapkan ketentuan sanksi administratif, serta
pelaksanann pemberian sanksi sdministratil dalam penataan ruang;
Menyiapkan bahan pelaksansan pengawasan (pemartaven, evaluasi,
dan pelaporan) terhadap penyelenggaraan penatann ruang dalam
pemanfaatan dan pengendalian pemanfastan ruang;

Menyiapkan bahan mnformasi tata ruang dalam rangks pengawasan dan
pengendalian pemanfastan ruang;

Menviapkan program sistem informasi pemanfaatan ruang;

Menyiapkan bahan koordinesi dalem rangka pelaksanaan pemanfaatan
dan pengendualian pemanfaatan ruang,

. Menyiapkan bahan pelaksanasn koordinasi pelaksanaan pemberian

msentif dan disinsentif dalam penastean ruang, pemberian  izin
pemanfaatan ruang dan pemberian sanksi administatif  dalam
penatann riang,

Mengevaluas: pelaksangsan kegiatan di lingkungan seksi Pengendalian;
Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingiungan seksi Pengendalian; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Fasal 91

(1) Subkoordinator Penertiban mempunyvai  tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan penertiban.

(2] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai berikut :
@, Merencanakan kegiatan scksi Penertiban;

.
e,

d.

FrrE ®

Membagi tugas kepada bawshan di lingkungan seksi Pengendalian dan
Penertiban;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan d&i bnghkungan schksi
Penertiban;

Memerikas hasil kerja bawshan di ingkungan seksi Penertiban;
Menyispkan bahen fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan penertiban:
terhadap pelanggaran pemanfastan ruang;

Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap
PPNS penataan ruang;

Menyiapkan bahan pelaksansan operasionalisasi PPNS ponutaan runng;
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Penertiban,
Melaporkan pelaksanaan kinena di lingkungan seksi Penertiban; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh atasan,
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Paragraf 7
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 92

(1) Bidang Bina Konstruks: mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berilout -
a. Menyusun rencana operasional di ingkungan bidang Bina Konstrulesi;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawshan di lingkungan bidang Bina

Konstruksi;

¢. Memberi petunjuk pelaksansan tuges kepada bawshan di linglungan
bidang Bina Konstrukai,

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina
Konstruksi;

e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengaturan Bina
Honstruksi;

f  Menyusun bahan dan melaksanskan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkall Pemberdayasn Bina
Konstruksi;

g Menyvusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, frsilitasi
dan koordinasi serla pembinnan teknis terkait Pengawasan Bina
Konstruksi;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina
Konstruksi;

i. Menyusun laporun pelaksanaan tugas di bidang Bina Konstruksi; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 93

(1) Bidang Bina Konstruksi, membawahi !
a. Subkeoordinator Pengaturan Bina Konstruksi,
b. Subkoordinator Pemberdayaan Bina Konstruksi;
c. Subkoordinator Pengawasan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pads avar (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Konstruksi.

Pasal 94

(1) Subkoordinator Pengaturan Bina Konstruksi mempunya: [ugas
mengkoordinasiknn pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, evaluas dan pelaporan pelaksanaan pengaturan bina
konstruksi.

(2) Uraian tugss schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengaturan Bina Konstruksi;

b. Membagl tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengaturan Bina
Konstruksi;

¢. Membimbing pelaksanasn tugas bawahan di lingkungan seks:
Pengaturan Bina Konstruksi;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengaturan Bina
Konstruksi;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Bina Konstruksi di
Daerah; ' '
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(2)
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Melaksanakan kebijakan bidang Bina Konstruksi di Pemerintah Daerah;
Menyusun normea, standar, prosedur, dan kriterin bidang Bina
Konstruksi di Dasrah;

h. Melaksanakan ptnyeha.rlﬁnﬁn peraturan  dan  penjaminan  mutu

peloksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi,

Melaksanakan kegiatan pendataan proyek di dacrah yang berpotensi
dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
Menyusun dan mengusulkan Standar Satuan Harga (8SH) bidang Bina
Konstrukes:; _
Menyusun dan menetapkan Standar Dokumen Pengadaan dan
Dokumen Administrasi Pekerjann Konstruksi di Daerah;

Menyusun dan menetapkan Analisis Standar Belunja (ASH) Pekerjanan
Konstruksi di Daerah vang akan dipunakan dalam perencanaan
anggaran maupun evaluasi kelayakan harga;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengaturan
Bina Konstruksi;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengaturan Bina
Konstruksi; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olch atasan,

Pasal 95

Subkoordinator Pemberdayaan Bina HKonstruksi mempunyai tugas

me

ikan pelaksanann penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan
bina konstruksi.

Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah sebhagai berikut :

.

b.

Merencanakan kegintan scksi Pemberdayaan Bina Konstruksi;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksl P:mhtrdayﬂ.nn
Bina Konstruksi;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pemberdaynan Bina Konstruksi;

Memenksa hasil kerja bawahan di linglkungan secksi Pemberdayaan Bina
Konstruksi;

Menyiapkan bahan pembinasn;

pelaksanaan dan pemberdavaan jasa konstruks:;

Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem data dan informasi bina
konstruksi di Daerah;

Melaksanakan kebijakan pembinaan, menycbarluaskan peraturan
perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis,
dan penyuluhan bina konatruksi;

Mengembanghkan dan meningkatian kompetensi tenoga ahli konstruksi;
Mengembangikan dan meningkatkan kapasitas badan usaha bina
konstrulesi;

Melaksanakan pembinsan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
tinghat Daerah dan asosias: bina Konstrulos;

Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah
jasu dian produk konstruksi dalam negeni;

Mengembangkan pasar dan kerjasama kanstruksi di Dasrah;
Mengevaluasi pelaksannan kegiatan di lingltungan seksi Pemberdayaan
Binn Konstruksi;

Melaporkan pelaksanasn kinerja di lingkungan scksi Pemberdavaan
Bina Konstruksi: dan

Melaksanakan tugas kedinasan lninnya yang ditugaskan oleh atasan,
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Pasal 96

Subkoordinator Pengawasan mempunyai  tugas mengkoordinasikan
pelaksanann penvidpan bahan pérumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
evialuasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai berilouat ¢

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengawnsan;

b. Membag tugas kepada bawahan di ingkungan seksi Pengawasan;

¢, Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di  lingkungan seksi
Pengawasan;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengawasan;

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinasn josa konstruksi
baik dalam hal pelaksanan Kegiatan pembinnan serta  untuk
terpenuhinya tertib penyelenggaraan bina konstruksi;

. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi
nasional (non kecil dan kecil) di Dacrah;

g Melaksanakan pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan pengujian
laboratonium di Daerah;

h. Melaksanaksn pengawssan tertib usaha, tertib penyelenggarnan dan
tertib pemaniaatan bina konstruksi;

i.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengawasan;

J- Melaporkan pelaksansan kinerja di lingkungan seksi Pengawasan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

B
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 97

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana tcknis
aperasional Dinus Pekerjaan Umum,

Unit Pelaksana Teknis Dinns dipimpin oleh scorang Kepala vang berada
dibawah dan bertunggungawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout

a. Melaksanakan pengujien komponen bahan, penetrasi, daktilitas, titik
aspal dan ter, tittk nyala, titik baker, berat jenis bitumen keras,
pengujian dan penelitian tanah;

Meneliti konsintensi dan kemudahan pengerjuan;

Melakukan pengendalian mutu lapangan;

Hesecimbangan atau stabilitas tanah;

Melakukan penelitian visual; dan

Melakukan penyelidikan lapangan dan laboratorium.

Ll L L

Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyvat dan Kawasan Pemukiman Tipe B

Pasal 98

Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas
membantu Bupaii dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di
bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan
asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
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(2] Dinas Perumihan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, mempunyai fungsi ©

sooop

Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,

Pelaksanann evaluas dan pelaporan seésual dengun lingkup tugannya;
Peliksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati terkait dengan
migas dan fungsinya.

{3} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut
a. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawssan

4]

s
s

}-

permuldman, Prasarana, Sarana, don Utilitas Umum, serta
pertanahan;
Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman,
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta pertanahan;
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam
p:lakaannm pembangunan perumahan, kawasan permukiman,
8, Sarana, dan Utlitas Umum, serta pertanahan;
H:hkaumhnn teknis operasional di bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman, Prasaruna, Saruna, dan Udlitas Umum, serta

pertanahan;

Melaksanakan sosialisasi dan asilitasi teknis penyvuluhan operasional
Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utllitas
Umum, serta pertanahan;

Meleksanakan dan mengendaiikan pelayanan teknis administrasi
ketatausahanan dinas:

Ml:inkmlmhnn koordinasi dengan instansi lain (erkait tugas don

fungsinya;
Mdahanaknn koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesual fungsinya; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Dinas Perumahan Rakyst dan Kawasan Pemukiman, terdin dan:

menap o

. Kepala Dinas;

Sekretanat;

Bidang Perumahan;

Hidang Kawuasan Permukiman;

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan;
UPTD; dan

Kelompok Jabatan Pungsional.

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 99

Kepala Dings mempunyai tugas polok memimpin, mengatur, merumuskan,
membing, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungiawabkan
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepads Bupat
melalul Sekretans Daerah berdusarkan asas otonomi dun tugas pembantuan di
bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umuin, serta Pertanahan sesuai dengan keweriangannya.
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Paragral 2
Sckretariat

Pasal 100

(1) Sekrotanat mempunyal tagas melaksanakan sehagian tugas Kepala Dinas
dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan  tugas-tugas di  bidang pengelolsan dan pelayvanan
kesekretariatan yang meliputi  pengelolaan  pelayanan umum  dan
kepegawaian, pengkoordinasian  penyusunan  progrim  dan  anggaran,
pengelolaan keunngan dan aset serta pengkoordinasian tugas- tugas di
sctiap Bidang

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout :

12)

.

Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesun dengan k=tentuan
vang berlaku agar diperoleh cfektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan;

Menyelenggarakan pelavanan sdministrasi umum, kepegawaian,
keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, kearsipan, dokumentasi,
perienghkapan /perbekalan, pengamanan  kantor, kebersihnn  dan
pertamanan, pengelolaan aset tetap dun aset tidak tetap, serta fasilitasi
kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
Menghkoordinasilkcan rencana dan proses pengadasn barang dan jasa di
lingkungan Dinas sesual dengan kKetentuan peraturan perundang:
undangan;

Mengkoordinasikan  dan meminsilitasi penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan, budayn kerja, survey kepunsan masyarakat, standar
peluyanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-
fungsi manajemen adminiastrasi perkantoran agar terwujud pelayanan
prima;

Meleksanakan pementauan dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan
Sekretariat dengan carn mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kehijakan tindak lanjut;
Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran
kerjn pegawai dan perilaku kerja sesual ketentuan yang berlaku dalam
rangka perngkatan karir, pemberiin penghargaan dan sanksi;
Menyusun rencana program dan kegiatan Sckretariat berdasarkan
ketentusn peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya scbagai pedoman pelaksunaan tugas;

Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan
efekrif dan efisien;

Membagi rugas bawahsn sesuai dengan jabatan dan kompetensinys
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan mgas;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans! terkait baik
vertikal maupun horizental untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual lingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam pelaksansan kegiatan,

. Menviapkan konsep kebijakan Kepale Dings dan naskah dinas yang

berknitan dengan kegiatan perencanasn, evaluasi, pelaporan, sistem
informasi, keuangan, adminstrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain
yvang diberikan oleh Kepala Dinas;

Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran
(REA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA) serta perubahan

anggaran sesual ketentuan dan plation anggaran yang ditetapkan;
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0. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis
[Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yvang berlakou;

p. Mengkoordinasikan dan mernyiapkan konsep Laporan Kinerja [nstansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Dacrah (EKPD),
Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP], Pengendalian
Opernsional Keglatan dan jenis pelaporan lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Menyusun laporan pelaksanasn kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud  akuntabilitas dan transparansi  peloksanoan  tugas  yang
diberikan;

r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tﬂM&hﬂdﬂu:kﬂﬂkﬂ]mnn@rkcﬁmﬂnbcq&laﬂlanﬂﬂrm

uniuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
s. Melaksanskan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 101

(1) Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

12) Masing-masing Sub Bagian schagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin

(1)

12)

oleh searang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sckretaris,

Pasal 102

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugss melaksanskan
sebagian tugas Sckretasris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian
pengelolaan dan [asilitasi kegatan di bidang administrasi umum,
ketatalaksanaan, kehumaesan, perpusiakaan, kearsipan, dokumentasi,
periengkapan, pengeloloan barang, kepegawnian, fasilitasi kegiatan,
analisis jabatan dan budaya kerja.

Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat [1), sebagal berikout : _

a. Menyusun rencana program dan kegmtan Subbagian Umum dan
Kepegawainn berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
Tugas,

b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksansan tugas berjalan efektil
dan efisien;

c. Membagi tugas bahwan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arghan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanaan koondinasi dan konsultasi dengan inatansi terkait baik
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rungkn sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. Menelash dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai linghkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

f. Menviopkan bahan penyusunan petunjuk  tehknis,  petunjuk
pelaksanasn, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancarn pelaksanaan kegiatan;

g Melaksanakan layanan kegimlun surat menyurat, perlenghkapan,
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,
serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak totap;
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h. Memfasilitasi penyusunan anulisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan, budava kerja, survey kepuasan masyarakal, standar
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawal Dinas sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

i. Merencanakan, miemproses dan melaporkan pengadaan barang dan
jasa untuk keperluan [Dinas serta mengusulkan penghapusan aset
tetap, aset tidak berwujud danm barang persedisan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i- Melaksanakan koordinasi dengan unit kea yang melaksanakan fungsi
lsyanan pengadasn dan Layanan Pengadasn Secara Elektronik (LPSE)
Dacrah dalam rangka pengadean barang dan juss Dinos sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset
semesteran dan mhunan untuk tertib administrasi serta melakukan
pengawasan, pengendalion, pemclibaraan aset tetap dan aset tidak
tetap agar dapat digunakan secara optimal;

. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawgian sccara
rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawiaan schuruh
pegawal Dinas guna terciptanya (ertib administrasi kepegawaian;

m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi,
gaji berkals, pemberhenuan/pensiun, pembuatan karti: suami/isteri,
tubungan asuransi pensiun (taspen), penginman peserta pendidikan
dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan wrusan
kepegawalan lainnya;

n. Melaksanakon wrusan romah mngega serta menviapkan sarana,
akomodasi, dan protokeler dalam kegiaten rapal-rapal muoupun
penerimaan kunjungan tamu Dinas;

o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan
pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman
dan nyaman;

p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawalan;

g. Melaksanakun pemdntatan dan evaluasi kegistan Subbagien Umum
dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telnh disusun untuk bahan lnporan dan kebijakan tndak lanjut;

r. Mengevaluasi dan menilal prestas) kena bawahan berdasarkan sasaran
kerja dan perilaku kerja sesual ketentuan vang berlaku dalam rangks
penimgkatan kanr, pemberan penghargaan dan sanksi;

4, Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepadn pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transpsran peluksanaan tugas;

t. Menyvampaikan saran dan pertimbangan Kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari terjadinya perivimpangan; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan olch atasan.

Pasal 103

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuasngan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Seloretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
tekniis, pengoordinasian, pembinoan, pengawnsan, pengendalian,
pengelolaan dun fasilitasi kegiotan di bidung perencanaan, monitoring,
evalussi, pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasl keuangan.

(2] Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagar berihut
. Menyusun rencana program dan kegiainn Subbagian Perencanaan dan
Reuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebaga: pedoman dulam
pelaksanaan tugas,
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. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan

E:Hrnn;r?n perundang-undangan agar pelaksanaan rugas berjalan efelctif
efisien;

Mombagi tugas bawahan sesusl dengan jubatan dan kompetensinya

serta. memberiken arahan baitk secara lisan maupun tertulis guna

kelancaran pelaksanaan tuges;

. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik

vertikal maupun hornzontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan mugas;
Menelash dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai linghkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
Menyiapkan bahan penyvusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanasn, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,;

. Menghimpun dan menelitt bahan perencanaan dan usulan program

kegiatan dari masing-masing Scksi, Subbagian dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan pguna menghindari
terjadinya kesalahan;

. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanasn Anggnran (DPA] serta perubahan
anggaran sesual ketentuan dan platfon anggaran yang ditetaphan;
Menyiapkan bahan dan menyusun kosnep Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja [Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjinn Kinerja
(PK) dan jenis dokumen perencanasn lainnya sesuai dengan ketentuan
pernturan perundang-undangann;

Menyusun konsep Standar Operasiongl Prosedur (S0P Subbagian
Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan
mendokumentasikan S0P yang disusun  olch masing-masing
Subbagian, Seksi, dan UPTD;

Menyiapkan bahan dan menvusun materi tndak lanjut hasil
pemeriksaan atou audit sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Menghimpun dan meneliti lnpumn peﬂccmhnngnn tngkat realisasi
pelaksanaan kegiatan dar masing-masing Subbagian, Seksi, dan UPTD
sebagai bahan penyusunan Laporan Pengendalinn Operasional
Kegatan;

. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerin Pembangunuan Daerah (EKPD),
Sistem Pengendalian Interm Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan
Minimal (SPM|] dan jenis pelaporan lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

. Melaksanakan koordinasi, pembinasn, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;

. Memyiapknn bahan dan sarane admoinistrasi keuangan dalam rangka

pencairan anggarsn, pengelolsan, pembukuan, dan pelaporan
pertanggungawaban keuangan;

. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di

lingkungan Sekretaniat, Bidang, dan UPTD sesuni dengan prosedur dan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keungan
melalul aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan kedangan daerah

sesual dengan peraturan perundang-undangan;

Menyviapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di

hidang keuangan kepada pejabat pengelola keusngsn dan bendahara di

lingloungan Dinas;

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan
cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan

rencana pembiavaan vang ditetapkan sebelumnya,
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Melaksanakan verifikasi terhadap berkas /dokumen
pertanggungiawaban  keuangan  pelaksanaan  kegitan  guna
menghindan  terjadinva  kesalahan serta memberikan  koreksi
penyempurnaan,

Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungawaban
keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;

Melaksanakan pemantauan dan  evaluasi  kegiaten Subbegian
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

Mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan berdasarkan susaran
kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas,
Menyampaikan saman dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun terfulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta

untuk menghindari terjadinya penyimpangan; dan
Melaksanakan tuges kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paragrai 3
Bidang Perumahan

Pasal 104

(1] Bidang Porumahan mempunya! tugas pokok melaksanakan pendataan,
perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di
bidang perumahan sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikur :
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan;

b.

Merumuskan, penvusunan, dan pelaksanaan program kerja bidang
perumahan berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan
dan petunjuk atasan sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendata dan perencanaan penyediaan, pernbiayaan dan pembangunan
di bidang perumahan;

. Melaksanakan penyedizan, pembisyaan dan pembangunan di bidang
rumuhan;

pc
Memantau dan evaluasi penyediaan, pembiavaan dan pembangunan di

bidang perumahan; dan
Melaksanskan tugas kedinasan lninnya yang ditugaskan oleh atassn,

Pasal 105

(1) Bidang Perumahan, membawahi ;

b,

[

Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan;
Subkoordinator  Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan
Perumahan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawahb kepada Kepala Bidang Perumahan.



(1)

(2)

(1)
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Pasal 106

Subkoordinator Perencanasan, Pemantausn, dan Evaluasi Perumehan
meémpunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagion tugan Kepals
Bidang Perumahan lingkup perencanaan, pemantauan, dan cvaluasi
perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uralan tugas sebagrimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

n. Menvusun rencana dan  program  kegiatin  Scksi  Perencanasan,
Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan hasil evalunsi kegintan tahun scbelumnya
schegal pedoman pelaksanaan rugss;

b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalaban dan
peraturan perundang-undangan agur pelaksanasn tugas beryalan efektif
dan efisien;

. Membagi tugas bawahan sesusi dengan jabatan dan kompetensinya
sertn memberikan asrahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan kcordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatksn Informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

c. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingleup
tupasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melnksanakan kegiatan;

f. Menyvispkan bahan penyusunan petunjuk  tekms, petunjuk

pelaksanaan, dan naskah dinas sesual dengan lingkup ugasnya guna

mendukung  kelancaran  pelaksanaan  keglatan  perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi perumahan;

Melaksanakan pendataan dan inventariaasi perumahan;

Menyusun  pelaporan program dan  kegiatan bidang perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi Perumahan;

i. Melaksanakan pemantavan dan evaluasi penyediaan dan' permbiayaan
bidang perumahan; dan

o

1.  Melaksanakan ruges kedinesan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 107

Subkoordinator Penyediaan, Pembiayaan, dan Pembangunan Perumahan
mempunval tugas mengkoordinasikan pelaksanann schagian tugas Kepala
Bidang Perumahan lingkup penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanann kebijakan, evalussi serta pelaporan di bidang penyediaon dan
pembiayaan perumahan.

Uraian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehagai berthut ;

8. Menyusun rencans dan  program  kegatan  Seksi  Penyediaan,

Pemblayaan, dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnys sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui penghkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif
dan efisien;

c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
sertn memberikan arshan baitk secara lisan maupun terfulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi
terknit baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta  dalam  rengle sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanasan tugas;
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Menelaah dan menghkaji peraturan perundang-undangan sesusi linglup
tugasnya acbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
Menyiapkan bahan pényusunan petunjuk  teknis,  petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, pembiayaan,
dan pembangunan Perumahan;

Melaksanakan penyedisan, pembiayaan, dan pembangunan bidang
perumahan;

Melaksanakan koordinasi dan [asilitasi pembangunan penyediaan
kelengkapan Prmasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan
yvang dibangun oleh pengembang; dan

Melsksanakan tugas kedinasan lsinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 4

Pasal 108

(1) Bidang kawssan permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan
pendutaan, perencanaan, pencegahan dan  peningkatan  kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemaniaatan dan
pengendalian kawasan permukiman.

(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sebagai berikut :

b.

Merumuskan dan  pelaksansan kebijakan di bidang Kawasan
Permulaman;

Menyusun, perumusan dan pelaksanaan program  kerja  bidang
Kawasan Permukiman berdasarksn kctentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan schagai pedoman dalam

rugns;

Melaksankan pendataan dan perencanaan teknis Penyvedisan,
Pembangunan dan Peningkatan Kuslitas Kawasan Permukiman;
Melaksanakan  pencegahan, Penyediaan, Pembangunan dan
Peningkstan Kualitas Kawssan Permukiman;

Memanfaatkan dan evaluasi pelaksanaan Penyedisan, Pembangunan
dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh;
dan

Melaksanakan tupus kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 109

(1) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :

a.
b,

.

Subkoordinator Perencanasn, Pemantauan, dan Evaluam  Kawasan
Permukiman; _
Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan HKualitas
Kawasan Permukiman; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepadsa Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 110

{1) Subkocordinator Perencanaan, Pemantauan, dan BEvaluasi  Kawasan
Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian
tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup perencanasan,
pemanfaaten, dan pengendalian kawasan permukiman
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(2) Uraian tugas sebagnimana dimaksud pads ayat |1), sebagai berikut :

b.

Menelaah dan mengkaiji peraturan perundang-undangan sesuai lingloup
rugasnya sehagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
Menyiapkun bahan penyusunan  petunjuk  teknin, petunjuk
pelaksanagn, dan naskah dinas sesual [mgkup tugasnya guns
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Menvusun rencana dan program kegiatan bidang Kawnsan Permukiman
berdasarkan kKetentuan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan twhun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
fugas;

Membagi tugas bawahan sesuai dengan jebatan dan kompetensinya
kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pendatasn, perencanaan, dan inventarisasi kawasan
permukiman dan Kawasan Kumuh;

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instans:
terkait baik vertikal maupun horizonial untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangks  sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanasn tugas,

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanann kegiatan;
Melaksanalan pemantavan dan evialuasi pelaksanaan kegiatan Seksi
Perencanasn, Pemanfaatan, dan Pengendalisn Kawasan Permukiman
dengan cara mengukur pencapaian program kena yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebnjakan tindak lanjut; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang ditugaskan olch atasan.

Pasal 111

(1) Subkoordinator Penyediaan, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas
Kawrzan Permukiman mempunyal tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
sebagian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman lingkup pencegahan

(2] Urainn tugas sehagaimana dimoksud pada ayat (1), sebagai berihour :

b.

Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, perunjuk
pelaksannan, dan naskah dinns sesuni lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Menvusun rencana dan program  kegiaten bidang Kawasan
Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan sebagal pedoman pelaksanasn tugns;
Membagl tugas bswahan sesual dengan jabatan den kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informas,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

Melaksandkan pembangunan dalam rangka pencegahan dan
pengendalian kawasan kumuh serta peningkatan kualites kawesan
permuloman;

Melakukan koordinasi penataan kembsli penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah; dan

Melaksanakan tgas kedinasen lainnya vang ditugaskan oleh atasan,
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Paragraf 5
Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan

Pasmal 112

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Permnahan mempunyvai
tugas pokok melaksanakan sehagian tugas Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggamkan penyusunan
dan perumusan kKebjjakan, perencanaan. pemantauan dan evaluasi di
bidang penyediaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
umum  Perumahan dan kawassn Permukimin, serta bidang urusan
pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Dasrah.

Uratan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagad berilout

. Merumuskan kebigakan di budang prasarann, sarana, utilitas umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanaharn

b, Menyusunan perencanann teknis di hidang prasarana, sarana. utilitas
umum dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undingan dan petunjuk atasan sebagal pedoman dalam pelaksanaan
LU gaS,

€. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana. sarana. utilitas umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan;

d. Melaksanakan penvediaan dan pémbangunan prasarana, samnid  dan
utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman,

o Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah,
fasihitas| pengadaan lanah, penyelesatn sengketa tanah, permasalahan
dan ganti rug kerugian tanah dasrah;

f. Melaksanrkan monitoring. evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana,
sarana dan utilitas ymum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
pengaturan, pemanfaatan, dan penggunaan tangh, fsilitas pengadaan
tanah, penyelesatan permasalahan dan ganti rugt tanah; dan

g Melakasnakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasel 113

Bulang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Peranahan, membawahi :

g Subkoordinator Perencanaan, Pemantausn dan Evaluas: Penyvedinan
Prasamana, Sarana dan Utilitas Umom serta Pertanahan;

b. Subkoordinator Penyedipan Pembangunan Prasarana, Sarana. dan
Unilitas Umum; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avar 1)
bertanggungiawaly leepads Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas
Umum dan Pertanahmn.

Pasal 114

Subkoordinator Perencanaan, Pemantausn dan Evaluasi Penvediaan
Prasamna, Sarana, Unlitas Umum serta Perntanahan mempunyal tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan sebaginn tugas Kepala Bidang Prasarana,
Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan dalam melaksanakan pengaturan,
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penvediaan prasarana,
sarana dan utititas umum sertn pertanahan.

Urnian tugas sebagammana dimaksud pada ayat (1), sebaga berikut ;
d. Menghimpun, menelanh dan mengkaji peraturan perundang-undangan

sesuil  lingkup  tugasnya sebagai bahan atsu  pedoman untuk
mulakaanakan kegiatan;
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b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai linglkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  hasil
evaluasi kegintan sebagai pedomun  pelaksanaan  tugas  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

c. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penyediaan prasarana,
sarana  utilitas umum Perumahan dan Kewasan Permmukiman dan
rencana kerja pengaturan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dacrah
seria fasilitasi pengadaan tanah, sengketa tanah, santunan dang anti
rugi tanah;

d. Melaksanukan teknis perencanaan, pemantauan dan  evaluasi
penyvediaan  prasarana, sarana  utlitas umum Perumshan dan
Kawasan Permukiman;

e. Melaksanakan teknis pengaturan, pemaniaatan dan penggunaan tanah
daerah serta fasilitasi pengedann tanah, sengketa, sengheta dang anti
rugi tanah;

f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi
terkaijt baik wertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan bidang
prasarana, sarann  dan utilites umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan,

h. Melaksanskan telenia serah terima prasarana, sarana  dan utilitas
umum dari pengembang perumshan kepads pemerintah daerah;

L Membag tugas bawahan sesusi dengan jabatan dan kompetensinya
serte memberikan arahan batk secara hsan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanann tugas;

j. Melaporkan pelakssnaan tugas kepads Kepala Bidang sesusl satandar
yang ditetapkan; dan

k. Melaksanakan tugans kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 115

Subkoordmator Penyediaan Pembangunan Prasarana, Sarano dan Udlitas
Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Unlitas Umum dan Pertanahan dalam
melaksanakan penyedinan dan pembangunan prasarann, sarana dan
utililas umum,

Umian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], sebagal berikur -

. Menghimpun, menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesuni dengun linglup tugasnva scbagdl baban satau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

b, Menyispkan bahan penyusunan rumusan kebijokan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksansan, dan naskah dinas sesumi lingkup tugasnya
berdesarkan ketentuan peraturan perundaeng-undangan dan hasil
evalunsi kegiatain sebagal pedoman  pelaksanmsan  tugas  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

c. Menyiapkan bahan analisis teknis penyediaan dan pembangunan
prasarann, aarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawnsan
Permukiman;

d. Melaksanakan kebyakan penyediaan dan pembangunan prasarana,
sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Melaksanakan bantuan penyediaan dan pembangunan penyediaan dan

prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
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Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

Membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan kompetensimnyva
serta memberikan arahan I:ln:k secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas

Melaporkan pcl.nk.urmﬂn :uga: kepada Kepala Bidang sesual satandar
yvang ditetapkan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 116

{1} Unit Pelaksans Teknis Dinss merupakan unsur pelakssna teknis
operasionsl Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

(2] Unit Pelaksann Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepals Dinas.

Bagian Kelima Dinas Sosial
Tipe B

Pasal 117

(1] Dinas Sosial mempunyal tugas membantuy Bupati dalam melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.

(Z) Dinas Sosial mempunyal fungsi :

i,

b.

d.

Perumusan pelsksanaan kebijakan tekmis sesum  dengan lingkup
tugasnys,

Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
Sosial dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial,
rchabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinasn, dan pemberian dukungan
administrasi dan substantil kepada seluruh unsur teknis dinas dan
pemerintah daerah sesual linglup mgasnyva; dan

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tugasnya.

(3) Uraian tugas yang dimaksud pada avat (1), sebagai berikut :

b.

c.

Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial
keluarga dan perlindungan sosial korban bencana alam /sosial,
Pelaksansan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak, penvandang
disabilitas, tuna sosinl dan lanjut usia terlantar;

Pelaksannan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagann masyarakat, komunitas adat terpencl,
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorusi sosinl serta
penanganan fakir miskin pedesann /perkotaan;

. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan/ barang milik negara/ daerah yang

menjadi mnggung jawab dinas;
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinasn, dan pembernian dulkungan
administras( kepada seluruh unsur bidang teknis dinas;
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Peloksannan kebjjaksan pengembangan potensi sumber kesejahteraan
sosial didaerah;

Pelaksanaan pnngendn]inn pemantaiian, eviluasi dan pelaporan di
bidang perlindungan  dan  jaminan  sosial, rehabilitam sosaial,
pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan

Melaksanakan mga.a.ked.lnaam Ininnya yang ditugaskan oleh atasan.

(4) Dinas Sosial , terdin dar :

L

Kepala Dinas;

Sekretariat)

Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial;
Bidang Rehabilitas: Sosial;

Bidarig Pemberdayvaan Sosial dan Penanganan Fakir Misking
UPTD; dan

Kelompok Jabatun Fungsional.

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 118

Kepals Dinas mempunyal tugas memimpin, mengawasi, mengendaliken,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanann tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupat melalui Sekretans Daerah.

Paragral 2
Selretarial

Pasal 119

(1) Seloetarat mempunya:  tugas ‘melaksanakan  koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan pengelolaan tekmis administrasi umum,
keuangan, kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan dinas.

(2) Urnian tugas yeng dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

b.

Merumuskan rencana kerja sekreiariat sebagan pedoman pelaksanasn
Tugas,

Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta
mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretanat;

¢. Mengkoordinasikan pelaksanasn kegintan teknis di lingkungan Dinas;
d.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, dan tata usaha Dinas;

Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi dan
tatalaksana, urusan huloum dan hubungan masvarakat;
Menvelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan  urusan
keuangan Dinas;

Menyelenggnrakan dun mengkoordinasikan perumusan  penyusunan
rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan Dinas;

Menghkoordinasikan pengelolzan Barang Milik Negara/ Darerah sesuai
lingkup tugasnymn;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas;
Mengkoordinasikan penyusunan/revisi rencana strategis dan laporan
kinerja Dinas;

Mengkoardinasikan pelaksanaan Relormasi Birokrasi dan  Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas;
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. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyvelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekavaan Aparatur
Bipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas;

m. Melaksanakan penilaien kinerja pegawai di lingkungan Sckretariat
sesua dengan tugas dan kewenangannya.

n. Membernkan saran dan pertimbangan kepads Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;

o, Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretanat kepada
atasan; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh stasan,

Pasal 120

(1) Sekretariat, membawahi
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subkoerdinator, terdin dan :
1. Subkoordinator Perencanasn dan Keuangan.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh seorung Kepala Sub bagian vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sckretaris.

(3) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertanggungiawab kepada Sekretans:

Pasal 121

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris  Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan  teknis
ndministrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolnan
kepegawaian di ingkungan Dinas,

(2) m tugas schagaimann dimaksud pada ayar {1}, =sebagai
t:

. Menyvusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian sebagal
pedoman pelaksanaan ugas;

b, Menviapkan baban urusan tath persuratan dan rumah tangga,
kepegawaian dan kehumasan,

c. Mengelola dan mengiventarisasi barang milik Negara/dacrah yang ada di
dinas,;

d. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara [LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) di ingkungsn Dinas;

e. Mengkoordinir penylapan bahan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Dinas;

f. Membimbing, membagi tugas, memenksa dan mengevaluasi kegiatan
Subbaginn umum dan Kepegawaian;

g. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian umum dan sesuai
tugas dan kewenangannya,

h  Memberikan saran dan pertimbangan kepada sckretaris yang berkaitan
dengan tugas Subbagian umum dan kepegawaian;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian
kepada sekretans;

]+ Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;

k. Melaksanakan pelayanan teknis sdministrusi kepegawalan Dinas;

L Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenailmn panghkat pegawal Dinas;

m. Mengusulkan kenailan pangkat pegawal Dinas;

. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas;
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0. Mclaporikan pelaksansan tugas Subbagisn Umum dan Kepegawaian
kepada sekretaris; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 122

Subkoordinator Perencanasn dan  Keuangan mempunyai  tugsas
mengkogrdinasikan  pelaksansan  penyusunan  perencansan  dan
penganggaran serta penatausahaan keuangan dinas.

Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Euhhngiun Perencanaan den Keuangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

b. Menyiapkan bahan koardinasi dan penvusunsn/ revisi rencana strategis
dinas;

¢. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaporan rencana kerja tahunan Dinas;

d. Melaksanakan dan mengkoordinamkan penyiapan bahan penvusunan
dan pelaporan kinerja Dinas,

€. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan tata laksana keuangan
Dinas;

[, Melaksanakan dan menghkoordinasikan urusan perbendaharaan dan gaji
aparatur Dinas;

g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan verifikasi
dan nkuntansi serta panyvusunan laporn keusngan Dinas;

h. Membagi tugas, membimbing, memenksa dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas pada Subbagian perencanaan Keuangan;

Melaksannkan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan dan

Keusngan sesuai tugas dan kewenangannya;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada astasun vang berkaitan

dengan tugas Subbagian Perencanaan dan Ecuangan;

Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanuoan dan Keuangan

kepada sekretaris; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

-
H

B

Paragraf 3
Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial

Pasal 123

Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis jaminan perlindungan sosial keluargs serta perlindungan
dan jaminan sosial korban bencana alam/sosial sesual dengan ketentian
perundang-undangan.

Uranian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan teknis operasional bidang perlindungan dan
jaminan sosial;

b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan
sosial mencakup pendataan dan pengelolsan data fakir miskin
cakupan daerah;

c. Melaksanakan kebijakan penyedinan kebutuhan dasar dan pemulihan
trauma bagi korban bencana alam/sosial;]

d. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
terhadap kesiapsiagaan bencans;

e. Melaksanakan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial
dengan instansi terkait;

f. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidung Sosial;
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g. Melaksanakan pemberion bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perlindungan dan jaminan sosial;

h. Melaksanakan pemantauan, evalugsi dan melaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 124

Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial, membawahi :

a. Subkoordinator Jaminan Sosial Keluargs;

b. Subkoordinator Perlindungan Sosinl Korban Bencana Alam /Sosinl; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.,

Masing-masing Bubkoordinator sebagsimane dimsksud pada syt (1)

bertangpung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan
Sosial.

Pasal 125

Subkoordinator  Jaminan  Sosial Keluarga — mempunysai
mengkoordinasikan pelaksunaan kebijakan teknis perlindungnn jnmmm
sosial keluarga sesual norma, standar, prosedur, kriteria vang telah
ditetapkan dalam penyelengearaan kesejahteraaan sosial.

Uraian tugas yang dimaksud pada eyat (1), sebagai berikut :

g. Menyvusun rencann kegintan seks Jaminan Sosial Keluarga sebagai
pedoman pelaksanasn tugas;

b. Menfasiltasi dan melaksanakan pendataan, pengelolaan dan validasi
data fakir miskin sebagal basis data jaminan soslal keluarga;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lslnnys dalam  rangks
pelaksunaan tugas seksi Jaminan Sosial keluarga:

d. Menyviapkan bahan laporasn pelaksanmnan tugas seksi Jaminan Sosial
keluarga; dan

e. Melaksanakan tugas kedinnsan lamnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 126

Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam /Sosial
mempunyai  tugas mengkoordinasikan pelaksanean  kebijakan  teknis
perlindungan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial
sesuai norma, standar, prosedur, kriterin vang telah ditetapkan dalam
penyelenggaraan keagjahteranan sosial,

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

8. Menyvusun remcana kegintan seksi Perlindungan Sosial Korban bencana
alam/ sosial sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menfasiltasi dan meloksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban
beneana alam /sosial pada masa kedaruratan bencana;

c. Memfasilitasi dan mengelola logistik, dan peralatan bencann  milik
daerah, provinei dan kementerian terkauit;

d. Menfasilitasi dan meningkatkan partisipasi aktif tagana dalam
penanganan korban bencana alam fsosial;

c. Menyiapkan bahan kegiastan evaluasi dan pelaporan pelaksariaan tugas
di seksi perlindungan sosial korban bencans; dan

. Melaksanakun tuges kedinnsan lainnya yang ditugnskan oleh atasan,
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Paragrafl 4
Bidang Rehabilitasi Sosjal

Pasal 127

1) Bidang Rehahilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis pelayanan dan rehabilitasi anak, penyvandang disabilitas, tuna sosial
dan lanjut usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Urntan tugns yang dimaksud pada ayvat (1), sebagni berikut :

Menvusun rencana kegialan operasional bidang rehahilitasi sosial;

h+ Melaksanakan kebijakan di bidang rehablitasi sosial;

c. Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosinl dengan instansi
terkait;

d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di  bidang
rehahilitasi Sosial;

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi somal;

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan
pelaksnnaan kebijnkan di bidang rehabilitasi sosial; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 128

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawaln :
8. Subkoordinator Kesgjahteraan Sosmal Anak dan Lanjut Usia;
b. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna
Sosial; dan
c. Kelempok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayst (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
Pasal 129
(1) Subkoprdinator Kescjahteraan Sosial Anek dan Lanjut Usia mempunyaj
tugas mengkoordinasikan pelaksansan lmh:jﬂk&n teknis pelavanan dan

rehabilitasi anak, dan lanjut usia sesuai sesuai norma, standar, prosedur,
kriteria yang telah ditetaplan dalam penyelenggaraan H::ujahh:rﬂ.n.m sosial.

[2) Uraian rugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikout :
o, Hmmmrqmnkcﬂnlnnmmmnkﬁkcmjuhmmﬂnmkm

b. Mr:lnknamkan kebijakan teknis pclnamn kesejahteraan sosial anak

dan lanjut usia;

¢. Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi
terkait;

d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriterin di pelavanan
kesejahtersan anik dan lansia,;

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksansan
kebijakan di pelayanan kescjahterann sosial anak dan lansia; dan
. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 130

(1) Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penvandang Disabilitas dan Tuna Sosial
mempunyal tuges mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis
pelayanan dan rehabilitasi penyandong cacat dan tunas sesuai sesuail norma,
standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan
kesejahteraaan sosial.
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Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut

a. Menvusun rencana kegiatan operasional scksi Rehsbilitasi Sosisl
Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial sebagai pedoman pelakaanann
tugas;

b. Melaksanakan Kkebijakan tekmis Rehabilitesi Sosial Penyandang
Disabilitas dan Tuna Sosial;

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis rchahilitasi
sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial dengan instansi terkait;

d, Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitas) sosial
penyvandang disabilitas dan tuna sosial;

¢. Melaksanakan peémantauan, evalussi dan melaporan pelaksanaan
kebijalcan di pelavanan rehabilitasi penyandang disabilitus dan tuna
sosial; dan

[. Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

Paragral 5
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 131

Bidang Pemberdayaan Sosinl dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai
tugas Melaksanakan kebijakan tcknis di bidang pemberdayasn sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakal, pemberdayzan sosial
pemberdavann komunitas sdat terpencil, kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan dan restornsi sosial, dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir
miskin perkotaan dan penanganan fekir miskin pesisir, pulau-pulau kecil
dan perbatasan antar negara sesual dengan  Retentuan  perundang-
undangan.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilut

a  Menyusun rencana kegiatan operasional di bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Fakir Miskin;

b. Melaksanakan kebiinkan di bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Falar Miskin;

¢. Melaksanakan koordinasi bidang Pemberdayaan Sosinl dan Penanganan
Fakir Miskin dengan instansi terkait;

d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria  di bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,

. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan
kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Falir Miskin;
dan

2. Melaksanakan tugas kedinasan |sinnya yang ditugaskan cleh atasan.
Pasal 132

Bidang Pemberdayasn Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
a. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial;

b. Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada syat (1)
bertanggungjawab kepadas Kepala Bidang Pemberdmyean Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin.
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Pasal 133

Subkoordinator Pemberdayaan Sosial mempunyal tugas mengkoordinasilkan
pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayain Sosial sesuai norma, standar,
prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penvelenggaraan
kesejahteranan sosial

Urajan tugas yang dimoksud pada ayat (1), sebagai berikut :

& Menyusun rencana kegiatan operesional seksi pemberdsyasn Sosial
sehagal pedoman pelaksanaan tugas;

b, Melaksanakan kebijakan teknis seksi pemberdayann Sosial;

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pemberdayaan
Sosial dengan instansi terkait;

d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriterin sub  bidang
pemberdayaan Sosial;

e. Melaksanakan pemantauan, ecvaluas: dan pelaporan pelaksanaen
kebijakan di seks! pemberdayaan Sosial; dan

f. Melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 134

Subkoordinator  Penanganan  Fakir Miskin__ mempunyai  tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis Penanganan Fakir Miskin
sesual sesusl norma, standar, prosedur, kriteria vang telah ditetapkan
dalam penyelengegaman kesejahleranan sosial.

Uralan tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout

@, Menyusun rencana kegiatan operasional seksi penanganan fakir miskin
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b, Melaksanakan kebijakan scksi penanganan fakir mislan,

c. Melaksanakan koordinasi  pelaksanaan kebijakan  teknis  seksl
penanganan (akir miskin dengan instansi teckait:

d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pensnganan
faldr miskin;

e. Meloksanakan pemantauan, evalussi dan  pelaporan  pelaksansan
kebijakan di seksi penanganan fakir miskin; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lamnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 5
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 135

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala vang berada dj
hawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas,
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Bagian Keenam

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
Pasal 136

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaysan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan Pemerintah Dasrah dibidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

(2] Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempunan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi :

a.
hl

C.

Merumus Kebijakan teknis sesual dengan lingkup bidang tugasnva;
Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tmigasnya; dan

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

TUgASTVA.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

.

Menviapkan perumusan pedoman dan petunjulke teknis di bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sesunl norma, standar dan
prosedur vang berlaku;

Menyiapkan rencana kerja dan penetapan kebijakan teknis
pengembangan  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Melaksanakan pembinaan  dan  pengendalion  program/kegiatan
dihidang Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal,

Melaksanakan keglatan pengawasan, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
Melaksanakan tugas lain dibidang Pengendalian Penduduk, Kelunrgn
Berencana, Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
ditugaskan oleh Bupati.

(4) Dinas Pengendalian Penduduk, Kelusrga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, terdin dari :

n.
. Sekrelariat;

- Bidang Penpendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,

. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahternan Keluarga;
. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak; '

b
c
dd
e
f.
B
h

Kepaln Dinas;

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragral |
Kepala Dinas

Pasal 137

Kepala Dinas mempunyal tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melulul Sekretaris Daerah.
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Paragral 2
Sekretariat

Pasal 138

Sekretariat  mempunyal  tugas melaksanakan pengelolaan teknis
administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanann dan pelaporan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lhm:m tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
Menvusun Program kerja pelayvanan kesckretariatan dinas;

b. Menyelaraskan dian kompilasi program kerja dinas;

¢, Menyelaraskan dan kornpilasi program Rerja dan tata  Kelola)/
penatausahasn keuangan dinas;

d. Merumuskan dan menvusun tata kelola admomstrasi kepegawaian,
pembinaan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia di
internal dinas;

¢. Merumuskan dan menvusun kebijakan pengelolaan administras
umum dan rumah tangza dinns;

f. Merumuskan  kebijakan pengkoordinasian publikasi/ promosi
pelaksanaan  tugas  dinss, pengelolann  kelembagaan  dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

g. Merumuskan kebijskan pelaksansan, monitoring, evalussi  dan
pelaporan pelaksanasn tugas dinas; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 139

Sekretariat, membawahi atas |
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subkoordinator, terdin dari :
1. Subkeordinator Perenicanasn dan Keuangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Sub Bagian scbagaimans dimaksud pada avat (1) huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berads di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Subkoordinator scboagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 140

Sub Bagian Umum dan Repegawaian mempunyal tugas mengumpul den
mengolah bahan administrasi umum dan kepegawaian serta protokol,
pengembangan SDM, arganisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak
lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), scbagai berikut :

a. Menyusun rencans kerja tehunan di sub bagian umum dan
kepegavwaian;

b. Melaksanakan dan menyusun pengelolaan urusan surat menyurat dan
tata kelola, pengendalien administrasi perjalansn dinas;

¢. Melakasanakan pelayanan keprotokolan dan peryelenggaraan rapat-
rapat, pengurusan kerumahiangesn, keamanan dan ketertiban kantor;

d, Melaksanakan  admimsstrasi @ kepegawaian, penilaian  kinerja
pegawal/sasaran  kinera pegawai (SKP] pada akhir tabun dan
pengembangan sumber dayn pegawni dan menyiapkan bahan laporan
tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
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c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan  ketatalsksansan dinas,
kepustakasn, hubungan masyarakat dan menyusun laporan,
mnmmrmg dnn evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan

L. M::Inkuan.u]mn pengkoordinasian publikasi/ promosi pelaksanaan
urusan-urusan dinss secara terpadu, pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

2. Menviapkan dan mengumpulkan bahen hasil kinega Sub Bagian
untuk digunakan dalam pengelolaan webgite dinas dan melaksanakan
koordinasi antar seksi melalui kepala bidung, dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lsinnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 141

Subkoordinator Perencanaan dan  Keuangan mempunysl  tugas
mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan
rencana program dan kegiatan, evalunsi, pengendalian perbendaharaan
dan pelaporan.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut

a. Menyusun rencana kerja tahunan program perencanaan, evaluasi dan
keuangan dinas;

b. Menvusun rencana anggsran dinas dan menyclenggarakan tatausaha
keuangan dinas dan melaksanakan tertib administrasi penggajian
Pegawil;

c. Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kerja dinas dan
melaksanakan pembulkuan, verifikasi dan pembinaan bendahara;

d. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi  pelaksanaan
program kerja dan pengelolsan keusngan dan menyusun bahan
lsporan pelaksanaan program kerja keuangan dinas, dan

e. Mrlaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

_ Paragral 3
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 142

Bidang Pengendalian Penduduk, Penvuluhan dan Penggerakan mempuriyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan,
perencanaan, pelaksanasn, pembinaan, koordinasi  dan sinkronisasi
dalam Bidang Pengendalinn Penduduk, Penyuluhan dan Pengperakan
Keluarga Berencana.

Uraian tugas yang dimaksud pada syt (1), scbagai berikut :

a Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengendalian

penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (Rencana Kerja Tahunan dan
Standard Operatinnal Procedure];

b, Melaksanakan kegiatan pengelolasn  sistem  informasi  keluarga,
penyuluhan, advokasi, dan penggerakan;

¢. Merumuskan dan menvusun pelaksanann kebijakan teknia Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalion
penduduk dan sistim informas keluarga, advokasi dan pergerakan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

e. Melaksanakan koordingsi dengan unit kena dan instansi terkait dalam
rangka keserasian kebijakan kependudukan terhadap sistim data dan
mformasi dibidang Pengendalian Penduduk, Penvuluhan dan
Penggerakan;
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f. Melaksanukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengeerakan; dan
g. Melaksaniknn tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 143
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan  Penggerakan,
membawahni: _
a. Subkoordinator Advokasi, Penggerakan, Peryualuhan dan
Pendayagunaan PLKB;

b. Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1)

bertanggung jawab kepada Kepala Budang Pengendalion Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 144

Subkoordinator Advokasi, Penggerakan, Penvuluhan dan Pendavagunaan
PLEB mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan pembinaan,
bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan telenis, norma, standar,
prosedur dan kriteria [NSPK) seria pemantausan dan evaluasi di bidang
advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB.

Uraian tugas yang dimaksud pada myat (1), sebagai berikut :

a. Merencanakan dan menyusun program keria mhunan seksi advolkasi,
pengeerakan, penvuluhan dun pendayagunasn PLKB;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisoun data seksi
advokasi dan penggerakan dan melaksanakan pendayagunasn tenaga
penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;

c. Melaksunukan kebijjakan pengembongan advokasi, penggerakan,
komunikasi, informasi dan edukasi [KIE), pengendalian penduduk,
keluarga berencena dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan
pemberdayaan keluarga;

d. Meluksanakan pengembangan, penguatan komitmen peran mitra kerja
dan kerjasama |embaga masyarakat serta dunia usaha untuk
peninghkatan advokasi dan penggerakan lini lapangan;

e. Melaksanakan pendataan keluarga, pendataan potensi wilayah, Klinik
KB, kelompok Bina Eetahanan Keluarga, UPPKS, dan Akseptor Lestard
dan melaksanakan Penpgeralmn sasaran calon peserta KB melalui
Advokasi, Komuniknsi, Informasi, dan Edukasi [KIE| serta Konseling;

[ Melaksanakan koordinasi dan mekanisme operasional Program
Keluarga Berencana terkmit advokasi dan penggerakan di  tinghat
Desa/Kelurahan dan instansi pemeriniah /lembaga lainnya;

g2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan Program  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan serta menyiapkan dan mengumpulkan bahan hasil
kinerjm seksi untuk digunakan dalam pengelolaan website dinas dan
melaksanakan koordinasi antar seksi; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang ditugaskan olch atasan.

Pasal 145

Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
mempunyal  tugas  mengkoordinasikan  pelaksanaan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian program penyerasian kebijakan, analisa
dampak dan kerjasama tentang pengendalian penduduk dan mengelola
sistim data informasi kelunrga.
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(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
Merencanakan

[1)

12)

a.

dan menyusun program kerja tahunan kegiatan

pengumpulan data dan kebijakan seksi pengendalian penduduk dan
Informasi Keluargs;
Melaksanakan penyusunan grand design pengendalian kuantitas
penduduk  dan  menyusun  parameter  kependudukan, dan
melaksanakan, memfasilitasi pendataan, pemutakhiran data keluarga,
pengolahan dan analisa hasil pendatasn keluarga dan pemutakhiran
data keluarga; _
Melaksanakan pengembangan, penguatan jaringan kerjasama lembaga
masyarakat dan dunia usasha unfuk pengendalian penduduk dan
Informasi Keluarga dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan data
keluarga dengan menggunakan pengembangan teknologi informasi
terkini;
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data
Informasi Keluasrga dan anabsa hasil pelaporan dan  statistik
pengendalian  penduduk,  keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayean keluarga;
Melaksanakan  koordinusi dan  sinkronisasi  dalam  rangka
meningkatkan komitmen dan peran serta mitra kerja terhadap
peningkatan kualitas pelaporan dan data keluarga:
Melaksanakan pengawansan, pengendalinn, monitoring, evaluasi dan
pelaporan Program  Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan dan

serta  menyviapkan dan mengumpulkan bahan hasil
kinerjn seksi untuk digunakan dalam pengelolaan website dinas dan
melaksanakon koordinas antar seksi; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh atasan.

Paragrafl 4

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahterasn Keluarga

Pasal 146

Bidang Keluargas Berencana, Ketahanan dan Kesejahterzan Keluarga
mempunyal tugas melaksanaksn perumusan dan pelasksanaan kebijakan
teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, NSPK
(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dan pelaksanaan norma, standar
prusedur dan  kriteriz dan pengawnsan dibidang Keluarga Berencana,
Hetahanan dan Kesejahterann Keluarga.

Uraian tugas yang dimaksud pada avat |1}, sebagai berilout :
8. Menyusun program kerja dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (Rencana Kerja Tahunen dan Standard
Operational Procedure);

Merumuskan dan menyusun kebijekan teknis dibidang Keluarga
Berencana, Ketahonan dan Kesejahtersan Keluargn (Bina Keluarga
Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja dan
Bina Keluarga Lansia dan Rentan, Pemberdayaan Keluarga Sejahters
melalul usaha mikro Keluarga);

. Merumuskan dan Menyusun sistem Pelaynnan KB dan pembinaan

kesertaan Ber-KB masyarskat dan pemberian bimbingan teknis dan
fosilitasi dibidang Keluarga Berencana, bidang kesejahterasan dan
ketahanan keluarga;

Merumuskan sistem penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistnibusian alat obat kontrasepsi dan pelaksanaan pemantauan
analisisfevaluasi dan pelaporan dibidang Keluargs Berencana,
ketahanan dan kesojahteraan koluargs;
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e, Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam
rangka pelaksanaan penatasn, pembinaan dan  pengembangan
dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

f. Pelaksanoan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanoan
tugas dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 147

(1) Bidang Keluargs Berencana, Ketahanan dan Kescjahteraan Keluargs,
membawahi
a. Subkoordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB,
b. Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargas; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

[2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggungjiawab kepada Kepala Bidang Kehuarga Berencana, Ketahanan
dan Kessjuhteraan Keluarga.

Pasal 148

(1) Subkoordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai
tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantsuan don evalussi jaminan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-
KB.

{2) Uraian rugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Merencanakan dan menyusun program kerja tshunan kebijakan dan
pelaksanasn kegiatan seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Her-
KB;

b. Melpksanakan pefietapan kebjaken jaminen dan pelayanan Keluarga
Berencana, peningkstan partisipasi pria Ber-KB, penanggulangan
masalah keschatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bavi dan
anak;

t. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluargs
Berencana, keschatan reproduksi, operasionalisasi jaminen dan
pelayanan Keluargn Berencana, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup 1bu, bavi dan anak;

d. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral maupun swasia dalam
menetapkan, mengembangkan dan melaksanakan penguatan jaringan
kerjasama peleyanan Keluarga Berencana dan  kesehatan reproduksi,
termasuk pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit dan Lembaga
Masyarakat /dunia usaha;

¢. Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran  pelayanan  Keluarga
Herencana, sasaran peningkatan perencanasan kehamilan, sasaran
peningkatan partisipasi  pria, sasaran unmet need, sasaran
penanggulangan masalah  kesehatan reproduksi  serta  sasaran
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; melaksanakan penyerasian
dan penectapan kriteria serta kelayakan tempat pelavanan Keluarga
Berencana, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi  pria,
pembinasn peningkatan kesertann ber-KB  dan  penanggulangan
masalah keschatan reproduks) serta kelangsungan hidup ibu, bay
don anak: melaksanakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana
dijalur pemermtah dan swasta, peningkatan partisipasi  pria,

musalah keschatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup thu, bayi dan anale;
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Melaksanakan perlunsan juringan dan pembinaan pelayanan Keluarga
Berencana, pemantauan ﬂﬁgkm drop out peserta KB; pengembangan
materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluargs Berencana
dan melaksanakan pemanfontan pedoman pelaksanaan  penilaian
angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluargas berencana dan
menclapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh
Keluarga Berencana;

Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan
kesadaran kecluarga berkehidupan scksual yang aman, memuaskan
dan terbebas darni HIV/AIDS dan infeksi Menular Seksual (IMS) dan
melaksanakan peningkatun akses dan kualitas pelavanan Keluarga
Berencana di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan wilayah
miskin perkotaan; melakaanakan peningkatan akses dan kualitas
pelnyanan KB Pria;

. Meluksanakan peningkatan kesetuwraan dan keadilan gender terutama

partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelavanan KB,
kesehatan reprodukst dan menvelenggarakan informed choice dan
informed consent dalam Program Keluarga Berencana dan
pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
Melaksanakan penyvediaan samana dan  prasarina pelavanan
kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangkna panjang yang lebih
terjangkau, aman, berkualitas, merata dan menjamin ketersediaan
sarana, alat, obal dan cara kontrasepsi bagi pesertn mandin dan
melaksanakan distribusi, pengadean sarana, alat, obat dan cara
kontrasepsi serta peleyanannya dengan prioritas keluarga miskin dan
kelompok rentan;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, monitoring, evaluasi
dan pelaporan data scksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
dan menyiapkan, mengumpulkan bahan hasil kinerja seksi untuk
digunakan dalam pengelolaan website dinas dan melaksanakan
koordinasi antar scksi; dan

. Melaksanankan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 149

Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahieraan Keluargn mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan permbinaan, pembimbingan,
pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur dan kriterin (NSPK) serta pemantausn dan evaluasi ketahanan

dan kesejahteraan keluarga.

(2) Uraian tugas yvang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilcut :

a. Merencanakan dan menyusun program kerja takiunsn  kegiatan

pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan selkasi
Ketnhanan dan Kesejahteraan Eeluarga;

. Melnksanakan kebijakan teknis pengembangan bina keluargs balita

dan anak, bina keluarga remaja, dan bina heluarga  lansia;
pr:ngl.u'n]:-ulan, pengolahan, penganalisaan data scksi Ketahanan dan
Kesejahternan Keluarga dan melaksanskan pembinaan pelembagnan
Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina
Keluarga Lansia (BEL);

Melaksanaknn peningkatan komitmen dan peran mitra kerja terhadap
penanganan bina keluarga, menyelenggnrakan pengembangsn dan
penguatan jaringan kerjasama lembags masyarakat dan dunia usaha
untuk peningkatan bina keluarga;

. Mclaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga [minnya teckait

seksi Ketahanan dan Kesejahternan Keluarga, melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargn;
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e. Melaksanakan kebjjalan pengembangan program usahs ekonomi
leluarga, peningkatan teknologi dan permodalan serta peningkatan
mandjemen usaha ekonomi keluarga; pembinasn kelembagaan Usaha
Pendapatan Keluarge Sejahiera [UPPES), pembingan administrasi dan
keuangan kelompok Usaha Pendapatan Keluarga Scjahtera (LIPPKS)
dan pembinasn pengembangan pemasaran hasil usaha kelompok
UPPKS;

. Melaksanakan peningkatan komitmen dan peran mitra kega terhadap
usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;

g Melaksanakan pengembangan dan penguatan Jaringan kerjasama
Lembaga Masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan pendapatan
keluargs sejahitern dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
peningkatan pendapatan keluarga sejnhtera;

h. Menyispkan dan mengumpulkan bahan hasil kinerja Seksi untuk
digunakan dalam pengelolaan website dinas dan melaksanakan
koordinasi antar schsi;

1. Melaksanakan pembinaan peseria KB Aktif, Kelompok Bina Ketahanan
Keluarga, UPPKS, PIK Remaja dan fasilitasi pelaynnan KB dan
Kesthatun Reproduksi, PIK Remsja, Kelompok Bina Ketahunan
Keluarga, UPPKS; dan

| Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan.

5
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 150

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai
tugas membantu Kepals Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan rencana program kerja  serta merumuskan kebijakan,
koordinasi, fasilitasi, pembinnan dan pelsyanan bidang Pemberdayaan
Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualites Keluarga, kesstaraan
gender dan Pemenuhan Hak Anale

[2) Urnian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikour :

a. Menyispkan PErUMILISEn kebijakan bidung pelembagaan
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial, dan ckonomi, bidang penguatan dan
pengembangan lembags penyedia lavanan pemberdaysan perempuan,
bidang pelembagasn pemenuhan hak anosk, bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penvedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak, bidang peoningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatsn dan pengembangan
lembaga penyedia layanan kuahtas keluarga, bideng peningkatan
keluargs dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang
penyediaan layvanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan pemenuhan hak anak;

b, Melaksanakan kebijakan bidang pelembagaan  pengarusutamaan
gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,
sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pmg::mhnngnn lembagn
penvedia layanan pemberdaysan perempuan, bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguitan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudlan pemenuhan hak
anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetarnan gender, bidang penguaten dan pengembangan lembaga
penyedia layanan kualitas keluarge dan bidang peningkatan kualitas
keluargn dalam mewujudkan pemenuhan hak analk;
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c. Melaksanakan pelayanan bagh keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan pemenuhan hak annk;

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelembagasn pengarusutamaan
gender;

e. Melaksanaknn koordinesi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data gender dan data anak;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengalahan, analisia, dan penyajian data
gender dan data anak;

¥ Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pelaksanaan pengarusutamaan gender, di bidang pemberdayaan
perempuan di bidang politik, huloum, sosial, dan ekonomi, di bidang
penguatan  dan  pengembangan lembaga penvedia layanan
pemberdayaan perempuan, di bidang pelembagaan pemenuhan hak
anak, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penvedia
layanan peningkayan kialitas hidup anak, di bidang peningkayan
kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hek anak, di bidang
peningkatnn kualitas keluarga dalom mewwudkan keseturann gender,
di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
kualitas keluarga, di bidang peningkatan kualitas keluargn dalam
mewujudkan pemenuhan hak anak, di bidang penyedisan layanan bagi
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak
anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian
data gender dan data anak; dan

h. Melaksanakan tugas kedinassn lhinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 151

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Ansk,

membawahi:

n. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender dan  Pemberdsyaan
Peremptian;

b. Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mesing-mnsing Subkoordinator sebagaimana dimoksud pada ayar (1)
bertanggung jewab kepads Kepale Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak,

Pazal 152

Subkoordinator Pengarusutamean Gender (PUG) dan Pemberdayaan

Perempuan (FF) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
perumusan dan kebijjakan umum dan teknis Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan.

Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan dan standarisasi (SOP), pelaksanaan
pengarusutamaan gender di bidang ckonomi, sosial, politik dan hukum;

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dawe dan
nformasi gender dibidang ekonomu, sesil, politik dan hukum,

c. Menyelenggarakan koordinasi, penguatan jejaring, fasilites: serta
pendampingan  peliksanaan pengarusutamaan  gender dibidang
ekonomi, sosial, politik dan hukum;

d. Menyelenggarakan upaya peningkatan kapasitas  pelaksanaan
pengarusutamaan gender di bldang ekonami, sosial, politik dan huloum;

c. Menyeclenggarakan upaya advokasi, sosialisasi, edukasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum,

f. Menympkan bahan monitormg, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijnkan pelaksansan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi,
sasial, politik dan hukum;
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g Menyiapkan dan mengumpulkan bahan hasil kinerja Seksi untuk
digunakan dalam pengelolaan website dinaa dan melaksanakan
koardinasi antar seksi; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lsinnye yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 153

Subkoordinator Pemenuhan Halk Anal mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan progmm dan kegiatan Pemenuhan Hak
Anak, Pencegahan dan Kekernsan terhadap Anek, menyusun dan
mitlaksanakan kebijakan teknis serta program Pemenuhan Hak Anak.

Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout :

a. Menviepkan  Perencanaan dan  perumusan  kebijakan /kajuan
pemenuhan hak anak, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan
menyajikan  data dan  informasi  dibidang keschatan  dasar,
kesejahteraan, hak sipll, informasi, partisipasi pengasuhan alternatif,
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dalam
bentuk website dinas melalui sekretanat [e-gov), menyiapkan dan
merumuskan standarisasi dalam melaksanakan program pemenuhan
hak anak serta menylapkan perumusan standarisasi (SOP);

b. Menyiapkan dan membentuk forum koordinasi dalam rangka
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemerinihan hak anak serta menyiapkan  koordinasi  lintas
sektoral fvertikal, masyarakat dan dumnia ussha stas sepengetmhunn
kepala bidang dan penerapan kebijakan dalam rangka mengumpulkan,
mengolah, menganalisis dan menyajikan data serta informasi tentang
pemenuhan hak anak secarn menyeluruh, termasuk hak ansk yang
berkebutuhan khusus (disabilitas, dll) di wilayah Kabupaten dalam
ranghka melaksannkan program Kabupaten Layak Anak (KLA),

c. Menviapkan peluksannan fasilitasl, sosialisasi dan distribusi kebijakan
di bidang pemenuhan hak anak;

d. Melakukan monitoring, analisis, evaluasi dan melaporkan pencrapan
kebijakan dibidang pemenuhan hak anak dan kinerja lembaga Pusat
Peloyonan Terpadu Perlindungon Perempuan dan Anak (PZTP2A) di
tingkat Kecamatan;

e. Mengumpulkan bahan hasil kinerja Seksi untuk digunakan dalam
pengelolaan website dinas dan melaksanakan koordinasi antar seksi;
dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan |lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Paragrafl &
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 154

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
mempunyal tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana
program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan
pelayanan Bidang Perlindungan Perempusn dan Perlindungan Ehusus
Anak, pencegahan kekerasan terhadap peremipuan dan anak.
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Urﬂian tugas sebagaimana dimiksud pada ayat (1), sebagai berikut :

. Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang memeriukan perlindungan khusus,
bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan
penyedinan [ayanan bagi anak yang memeriukan perlindungan khusus
dan bidang penguatan dan pengembangan lembags penyedia layanan
perfindungan perempuan dan lembage penyedia layanan begi anak
yang memeriukan perlindungan khusus;

b. Melaksanakan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang memeriukan perlindungan khusus dan
bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perfindungan perempunn dan lembepn penyedin layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus;

c. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak vang
memeriukan perlindungan khusus;

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan bagi perempuan korban
kekerasan dan layanan bagi anok yang memerlukan perlindungan
khusus;

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan peoyajian data
perempuan korban kekerasan dan data anak yang memeriukan
perimdungan khusus;

{. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan  pelaporan di  bidang
pencegahan kekerasan  terhadap perempuan dan  anak vang
memerfukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi
perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bag anak vang
memerlukan periindungan khusus, di bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedis layanan perlindungan percmpuan
dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerjukan
perlindungan khusus dan dulam pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajlan data perempuan korban kekergsan dan data anak vang
memeriukan perlindungan khusus; dan

g Melaksanakan tugas kedinassan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 155

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
membawahi :

a. Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan;

b. Subkoordinator Perlindungan Anak; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator schagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanpgungjawnb kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempusn dan
Perlindungan Khusus Anaic.

Pasal 156

Subkoordinator Periindungan Hak Perempuan mempunyai tugas
menghoordinasikan pelaksanaan perumusan dan kebijalan umum dan
teknis Perlindungan Hak Perempuan dan tindak kekerasan, tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) dan Keteniagalkerjaan.

Uraian tugas sehagaimana dimaksud padas ayat (1), sebagai berikout :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan dan standansasi (S0OP), pelaksanaan
pencegnhan, penanganan  kekerasan dan  perlindungan  terhadap
perempuan dan hak perempuan, pemberdaynan perempuan korban
tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan
Ketenagakerjaan;



(1)

12}

il

M:hkmmkﬁn koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan hak
mpuan korban tindak kekerasan, indak pidana perdagangan orang

[TFP(J:-:[mI{:unnguk:qaan

Melakannakan kerjasama program dan kegiatan pencegahan tindak

kekerusan, tindak pidana perdogangan  orang (TPPO)  dan

Ketentdgakerjaan,

koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kKerjasama
rehabilitasi  soswal, rehabilitasi medis, konseling psikologis,
pendampingan  hukum, pemulangan, reintegrasi sosial serta
penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku korban tindak
kekerasan, tindak pidana perdagangan omng (TPPO)  dan
Ketenagakerjoan;
Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan advokasi, sosialisasi,
KIE (komunikasi, Informasi dan edukasi) perlindungan hak perempuan
korban tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan
Ketwenagakerjaan,
Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan
informasi perlindungan hak perempusn korban tindak hkekernsan,
tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Ketenagakerjaan;
Menyviapkan bahan kegiatan penguatan dan pengembangun lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan dan hak perempuan;

. Melakukan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijukan pelaksanaan Perlindungan Hak Perempuuan tindak kekerasan,
tindak pidana perdagangan orang [TPPO) dan Ketenagakerjaan,
Menviapkan dan mengumpulkan bahan hasil kinerja Seksi untuk
dipunakan dalam pengelolasn website dinas dan melaksanakan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olch atasan.

Pasal 157

Subkoordinator Periindungan Analt mempunyval tugas mengkoordmasikan
pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Anak dan Penanganan
Kekerasan terhadap anak dan menyusun, melaksanakan kebijakan teknis,
membinag, mengembangkan dan mengkoordinasikan program/kegiatan
Perlindungan Anak;

Uraian tugas yang dimaksud pads ayat [1), sebogai berikut ;

.

Menyiapkan Perencanesan dan peramusan  lkebijakan serta E.n;h.n
perlindungan anak dihidang hak sipil, informasi dan partisipasi,
kesehatan dasar, kesejahteraan pengasihan  alternatil  dan
pendidikan, data serta informasi kekerasan terhadap anak;

Menylapkan dan merumuskan standansasi ([SOP) dalam melaksanakan
program perlindungan anak dan anak korban kekemasan dan
traficking/ TPPO,;

Menyiapkan kegiatan forum koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kehijakan  perlindungan anak dan anak korban kekerasan serta
traficking/ TPPO;

Melaksanakan pendampingen dan perlindungan terhadap anak yang
membutuhkan perlindungan khusus dari tahap pelaporan, reintegras:
sominl, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, keschatan, penegakan
hukum, spintual, sampai pemulangan, fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan perlindungan anak, anak korban kekerasan dan
traficking/ TFPQ,

Menviapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencrapan
kebijakan perlindungan anak dan anak korban kekerasan serta
traficking/TPPO, terkait dengan hak sipil, informasi dan partisipasi
kesehatan dasar, kesejahteraan pengasuban slternatif dan pendidikan
sertn pemanfastan waktu luang, kegiatan budsva dsn dawm serta
informasi kekerasan terhadap anak;
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. Menyviapkan peényusunan  perumusan, memantau,  mengolab,
mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan perlindungan anak,
anak korban kekerasan dan traficking/TPPO, dats dan informasi anak
di bidang hak sipll, informasi dan partisipasi keschatan dasar dan
kesejahteraan, pengasuban alternatil dan pendidikan, data dan
informasi kelkerasan terhadap anak;

g. Menviapkan kegiatan penguatan dan pengembangen lembags penyedia
layanan peningkatan perlindungan anak dan anak korban kekerasan;

h. Melaksanakan penguatan dan pengembangan Jlembaga penyedia

pemenuhan hak anak duan Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan merencanakan
formasi dan mengusulkan kepads kepala Bidang serta melaksanakan
pengawasan, pengendalian terhadap Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan' Perempuan dan Anak ([P2TP2A), serta Melaksanekan
bimbingan teknis dan supervisi penerapan terhadap kebijakan
pemenuhan hak anak dalam rangka melaksanakan kinerjanya;

1. Menyiapkan dan mengumpulkan hasil kinerja Seksi untuk digunakan
dalam pengelolaan website dinas dan melaksanakan koordinasi antar
seksi, dan

j» Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atisan.

Puragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 158

(1] Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas Pengendalian  Penduduk, Keluurgs Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertangeungiawab kepada Kepala Dinas.

Bagaan Ketujuh
Dinas Lingkungan Hidup Tipe A

Pasal 159

{1} Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupan dalam
melaksanakan kewenangan Pemerintah Deerah i bidang Lingkungan
Hidup.

(2] Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan hinglup tugasnya;
b. Pengawasan secara teknis pelaksansan pelayanan umum sesual dengan
lingkup tugasnya; dan
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam  lingkup
tugasnya.

(3) Umian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1), sehagal berikut -
Merumuskan  kebijakan teknis dan  pelaksanasn’  koordinasi,
p-:nmdauan dibidang Linglkungan Hidup;

. Melaksapakan teknis operasional dibidang Lingkungan Hidup;

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan

Melaksanakan kegiatan lain di bidang Lingkungan Hidup sesual dengan

kebijakan Bupati.
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(4) Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

b
C.
d
c

g o

Kepala Dinas;

. Sekretariat;

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;

. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapsasitas Lingkungan
Hidup;
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf |
Kepala Dinas
Pasal 160

Kepala Dinas mempunyal tugns memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugss pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragmal 2
Sckretariat

Pasal 161

(1} Sekretariat mempunyal  tugas melaksanakan pengelolaan  teknis
administras umum, keuangan, kepegawnan serta perencanaan Dinas,

(2) Ummmmgdmmhudpad&mtui, sebagai berikut :

L

-
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e

Membantu Kepala Dinas dalam melnksanakan tugas di bidang
kesekretunatan;

Mengkoordinasikan tugas-tugas internal lingkup Dinas;

Mengelola Penvusunan rencana dan program kerja Sekretariat schagai
pedoman pelaksanaan Tugas;

Mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanasn tugas kepada
Bidang, Sub Bagian dan Seksi sesuai tugas dan fungsinya;

Membina dan memotivasi bawahan dalam mngka pelaksanasn tugas,
peningkntan produlktivitas dan pengembangan kanr bawahan;
Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilal pelaksanaan
tugas bawahan;

Mewakili Kepaln Dinas untuk melakukan koordinasi eksternal yang
berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;

Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas Dinas;

Menghkoordinasikan, mengoreksi dan mengendalikan pelaksanasn
administrasi kearsipan, naskah dinas yang masuk dan yang keluar;
Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesckretariatan kepada unit
organisas: di lingkup Dinas;

Menyusun dan menelaah  peraturan  perundang-undangen vang
berhubungan dengan Dinas;

Mengelola Pengadaan dan perlengkapan serts rumnh tanggas vang
menjadi kebutuhan Dinas;

. Mengelola hubupgan masyarakat dan keprotokolan;

Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

0. Melaksanakan koordinasi dalam  pengusulan/penunjukan  kunsa

pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana
teknis kegintan, dan bendahara;
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p. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada
bendahara;

q. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setinp keglatan kepada
Eepala Dinas,

r. Mengelola perencanann dan program Dinas;

5. Mengrlola dan mengkoordinesikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanzan anggaran lingkup Dinas,

L. Memberikan saren dan bahan pertimbangan kepacla Kepala Dinas yang
berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

u. Mengelola, mengevaluas: dan melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan sesuni dengan ketentuan yang berlaku; dan

v. Melaksanakan tugas kedinasan Ininnya yang ditugaskan oleh ntasan,

PFasal 162

[1} Sekretariat, mermbawnhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset]
c. Subkeordinator, verdiri dari :
1. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Masing-masing Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Seloretiris.

(3) Masing-masing Subkoordingtor sebagnimana dimaksod pada ayat (1)
huruf ¢ bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 163

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyad tugas membantu
Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas keginton administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

(2} Uraian wugas sebagnimana dimeksud ayat (1), sebagai berikur ¢
a. Membantu Sekretans dalam melaksanakan tugos urusan administrosi
umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
b. Menyusun rencana dan program kerjn Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanusan tugas,
c. ;-::.udmmhunihn dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
ahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karir bawahan,
c. Memantau, mengenidalikan, mengevaluasi dian menilai pelaksanaan
tugas bawahan;
. Mengonsep, m::ngm‘uhm dan memoral noeskeh dinas yang akan
ditandatangan: punpinan;
Menyiapkan bahan penyvusunan peraturan perundang-undangan
urusan kesekretariatan;
Melaksanakan kegintun hubungan masvarakat dan urusan rumah
tanggn Dinas,
Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaky;
1.  Mengkoordinasikan pelaksansan layanan di  bidang kepegawsaian
lingkup Dinas;
k. Mengumpulkan, mengoreksi dan pengolahan data kepegawaian;

F o=
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Melaksanikan  hegiitan  yang berkaitan  dengan  peningkatan
kescighternan pegawai dan pembinean hukum serta ketatalaksanaan

pegawil lingkup dinas;

. Melaksanaknn koordinasi dan konsultasi urusan kKepegawaian dengan

unit kerja lain terkait;
Mengkordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan

kearsipan;
Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai  melaksanakan
fugas,/ penugasan;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawsion sesuni dengan kelentuan yang
berlaku; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 164

[1} Sub Bagian Keuangan dan Assel mempunyni tugas membantu Sekretaris
Dinas melaksanakan tugas Pengelolaan Teknis Administras: Keuangan dan
Asset.

12

Uraian tugas sebagnimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja dan program kera serta Rencana Kegiatan

dan Anggaran (RKA) Sub Bagian Keuangan dan Asset scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Meleksanakan Rencans Kerja, Program kerja serta Rencana Kegiatan
dan Angguran (RKA) Sub Baginn Krumngan dan Assel sesuai demgan
ketentuan yvang berlaku;

Menerapakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagan
Keuangan dan Asset sebagai bentuk pelavenan  publik  bidang
Lingkungan Hidup;

Menyusun dan membuat usulan pagu anggaran belanja Dinas sesual
dengan rencana pagu anggaran belanja di setinp bidang teknis untulk
dijadikun dokumen usulan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup;

. Menyusun rencana teknis pengelolaan administrasi keuangan Dinas

Lingkungan Hidup yang meliputi pembukusn, pertanggung jawaban
dan verifiknsi serts penyusunan perhitungan anggararn;
Menghoordinasikan pelaksansan layanan di bidang Keuvangan dan
Asset lingloup Dinas Lingkungan Hidup;

Menyusun Inporan keuangan dan pertanggungiawaban
penyvelenggaraan  anggaran pads Dinss Lingkungan Hidup dan
melakukan koordinasi dengan bidang teknis terkait,

Membuat evaluasi internal atas keterlaksanaan tugas, program dan
kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset;

Membuat laporan akuritabilitas kinerja tabiunan Sub Bagian Keuangan
dan Asscl sebagai pertanggungiawaban kepada Sekretaris dan Kepala
Diruas;

Mengkompilasikan hasil laporan  perencanasn  dengan  laporan
akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;

Mengkoordinasikan pelaksanaan lavanan penerimaan (retribusi layanan
pengelolaan  persampahan), pengelusran dan  pertanggungjawaban
kevangan dan Dinas sesual dengan ketentuan vang berlakou;

Meneliti kelengkapan (SPP-UP, SPP-GU, 8PP-TU, SPP-LS Osji, SPP-LS
Pengadaan BarangJasaj;

. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembavaran [SPP) dan Menviapkan

Surat Perintah Membayar (SPM] di lingkup Dinas;

Merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barnng
inventaris Dinas;

Melaksanakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan perlengkapan
Dinas kepada Sckretanis;
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Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlenglapan Dinos;
Melaksanakan /mengusulkan adiministrasi penghapusan asset Dinas,
Melaksanukan pengamanan/penyimpanan periengkupan Dinas yang
rusak;

Melaksanakan evaluasi dan peluporan pelaksanisan tuges/ kegiatan Sub
Bagion Keunngan dan Asse! sesuni dengan ketentuan yang berlaku;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 165

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelakssnasn tugas pengelolnan teknis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Dinas.

Uraian tuges yang dimaksud pada ayat [1), sebagai berilout :

.

Menyusun rencana kerja dan program kerja serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA| Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
sebagai pedoman pelaksanaan rugas;

Melaksanakan Rencana Ketjs, Program Kerja serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA] Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Peluporan
sesuai dengan ketentuan vang berlaku;

Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP] pada Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bentuk pelavanan publik
bidang Lingkungan Hidup;

Menghimpun, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
rencana kerja, program kerja serta Rencans Kegmatan dan Anggaran
(RKA) dari pagu anggaran belanja setiap bidang teknis untuk dijadikan
dokumen perencensan Dinas Lingkungan Hidup,

Melaksanakan Penyviapan bazhan dan melaksanakan koordinast dalam
penyusunan Rencane Stralegis (Renstra) Pembangunan bidang
Lingkungan Hidup;

Menghimpun data teknis dari setiap bidang untuk dianalisis menjadi
rancangan rumusan kebijalan program kerja dan Rencana Kerja
(Renja) Kegiatun bidang Lingloangan Hidup;

Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan serta
menerapkan teknologl informast dan kemunikosi dalam memberikan
informasi kepada publik;

. Menyiapkan bahan dan saran pertimbangan kepads pimpinan dalam

rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan dalam bidang
Lingkungan Hidup;

Melaksanukan monitoring dan evaluasi keterlaksanann program dan
kegiatan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup;

Membuat dan menyusun laporan keterfaksanaan program dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup; '

Melakukan penyusunan Laporan Tahunan dan laporan lainnya,
termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIF)
Dinas Lingkungan Hidup;

Mgrtnpkm dan menyusun bahan pengembangan kerjn sama lintas
s '

. Membuat evaluasi internal atas keterlaksanaan tugas, program dan

kegiatan pada Sub Bagisn Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Sub Bagian
Perencanann, Evaluasi dan Pelaporan schagai pertanggungiawaban
kepada Sekretans dan Kepala Dinas; dan

Melpksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,
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Puragrafl 3
Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

Panal 166

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyigpan  bahan perumusan kebijakan teknis dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pertamanan
dan Ruang Terbuka Hijau {(KTH)

(2] Urnian tugas scbagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai berikut

a.

Menyiapkan penyusunan rUmusan kebijakan dan
koordinasi Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Linglkungan Hidup,
penyusunan dan pelaksanaan Dava Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, penyusunan dan pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS] Kabupaten/Kota,
PeEAyUSAnan rencana  penataan  kawasan  dan  ekonomi
lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Penyusunan
rumusan dan pelakspnaan kajian Pertamanan dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH);

Melaksanakan penilaian  dokumen Analisis Mengenai  Dampak
Lingkungan (AMDAL), Analisis resiko lingkungan hidup dan audit
lingkungan;

Melaksanakan pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upeys Pementauan Lingkungan Hidup
(UPL) dan Surat Pernyatasn Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (SPPL) serta verifikasi kondisi lapangan lokasi rencana
kegiatan;

Melaksanakan (ungsi teknis perencanaan, perimdungan dan
pengelolaan di bidang Penataan Lingkungan meliputi penyiapan bahan
rumusan penyusunan Rencana Perlindungan dan Perigelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD), evaluasi pemanfsatan dan
pencadangun sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat
kebipkan, evaluas: penerapan perencanann  lingkungan, rumusan
kebijakan ckonami lingkuungan, pengembangen dan pengkajian dampak
lingkungan dun audit lingkungan;

Mempersiapkan rencana umum, kebijakan teknis dan operasional
pelaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharann dan pembibitan
kawasan pertamanan dian Ruang Terbuka Hijau (RTH),

Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan dan
operasional pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH];
Melaksanakan penataan, pembangunan Kawasan pértamanan  dan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penyelenggarsan operasiondlnya;

. Melakukan kerjgsama dan koordinasi dalam rangka penatasn kawasan

pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang Tata
Lingkungan dan Pertamanan; dan

Meclaksanakan tugas kedinasan leinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 167

(1) Bidang Tata Lingkungan den Pertamanan, membawahi:

a,

b.

.

Subkoordinator Kajlan Dampak Lingkungan dan Inventarisasi RPPLH
dan KLHS;

Subkoordinator Pemeliharaan  Lingkungan Hidup, Pertamanan dan
Ruuing Terbuka Hijau (RTH); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pads avat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Linglungsn dan

Pertamanan.

Pusal 168

(1) Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan, Inventanisasi RPPLH dan
KLHS mempunyni tugas mengkoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan
bahan teknis operasional Kajien Dampak Lingkungan dan Inventarisasi
RPPLH dan KLHS.

(2]

(1]

Umm.n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
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Mengkoordinasi  penyusunan  instrumen  pencegahan  pencemaran
dan/atay kerusakan lingloungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Imn
Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LHJ;

Menilai terhadap dolumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
Menyusun tim kasjian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

Melaksanukan proses Persetujuan Lingkungan;

Melaksanakan Inventarisasi data dan Informasi Sumberdaya Alam;
Mclaksanaan Penyusunan dan Pelaksangan dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Linglkungan Hidup Daerah (RPPLHD);
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLHD dalam
RPJPD dan RPJIMD;

Melaksanakan pemantauan dan evaluas: pelaksanaan RPPLHD,
Melaksanakan Penentuan Daya Dukung dan Deya Tampung LH;
Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya
dukung dan dayn tampung lingkungan hidup;

Melaksanakan penyusunan mstrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB
dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanasan ingkungan
hidup;

Melaksanakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Eepulauan dan
Ekoregion;

Melaksanskan penyusunan NSDA dan LH;

Mclaksanakan penyvusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD)/Informast Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(IKPLHD);

Melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lngkungan Hidup [IKLH);
Melaksanakan sosialisasi kepads pemangku kepentingan tentang
RPPLH;

Melaksanalkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHE) Kabupaten/Kota;

Melaksanakan Pengesahan Kajinn Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota;

Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masvarakat dalam pelaksanaan
KLHS;

Melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

+ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 169

Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Ruang
Terbuka Hijau mempunyal tugss mengkoordinesikan penyiapan dan
pelaksanaan bahan teknis operasional pemeliharaan kualitas lingkungan
hidup dan pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.
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Lirnian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut -

Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

Melaksanakan pengaweian sumber dava alam;

Melaksanakoun pemanifaatan secarn [estari sumber daya alam,

Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;

Melaksanaknn persinpan sarana/prasarana pengelolaan taman yang

merupakan bagian dari kawasan Ruang Terbuka Hijau;

f. Melaksanakan pengembangan, penataan dan operasional pemeliharaan

taman vang merupakan bagian dan kawasan Ruang Terbuka Hijaw;

Menyusun perencanaan konservasi keanckaragaman hayati;

Menyusun  penetapan  kebijakan  dan pelaksanaan  konservasi,

pemanfastan  berkelanjutan, dan  pengendalian  kerusakan

keanckaragaman hayati;

i. Meclaksanakan pemantagan dan pengawasan pelaksannaan konservasi
keanckaragaman hayati,

i Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemaniaatan
keanckaragaman hayati;

k. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan  pengelolaan
database keanekaragaman hayau;

. Melaksanakan monitoring, ecvaluasi dan pelaporan  kegiatan
pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan pertamanan dan Ruang
Terbuka Hijau; dan

m. Melaksanakan tugas keslinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

pEpTE
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Paragraf 4
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 170

Bidang Pengendalian Pencemsarsn dan Kerusakan Lingkungsn Hidup
mempunyai  tugas pokok melaksanaksn penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis dan koordinnsi pelaksanaon kebijukan di  bidang
Pengendalian Pericemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Lirainn Tugas yang dimaksud pades ayat {1), sebagai berikut ¢

a. Menyusun rumusan kebgakan teknis  pelaksansan di bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

b, Melaksanakan koordinasi pelaksanaan df bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

€. Melaksanakan fungsi teknis di bidang Pengendalian Pencemuran
Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

d. Melaksanakan pemantauan kuaslitas lingkungan dan pengawssan
pencemaran lingkungan,

¢. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lamnyva yung ditugaskan oleh atasan,

Pasal 171

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawahi -

a. Subkoordinator Pemanteuan Linglkungan Hidup;

b. Subkvordinator Pencemaran dan Kerusakan Linglungan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup.
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Pasal 172

(1) Subkoordinater Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyal tugas
mengkoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan bahen tekmis operssional
pemantauan lingkungan hidup.

Uiraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut -
w. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dan operasional

(4]

(1)

(2}

(T}

pemantausn kualitas air; _
Menyusun dan melaksanakan petmunjuk teknis dan operasional
pemintaunn kualitas udara;

Menyusun dan melaksanakan petunjuk  teknis dan  operasional
pemantaunn kunlitas tanah;

dihapus;

Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis operasional penentuan
baku mutu ingkungan;

Menyusun dan melaksanakan petunjuk toknis operasional penyedisan
sarana dan prasarana  pemantauan  lingkungan  (laboratorium
linghkungan); dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 173

Subkoordinator Pencémaran dan Kerusakan Linglkungsn mempunyal tugas
mengkoordinasikan penyiapan dan pelaksanasn bahan teknis operasional

dan pembinaan pengendalion pencemaran dan kerusakan Inghkungan.

Uraian nigas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], schagai berikut :
g, Melaksanskan pemantauan  Kerusakan lingkungsn  dan sumber

bl

”i'lrh —

pencemar institusi dan non institusi;

Melaksanakan penanggulangan pemulihan pencemaran [pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi
dan non institusi;

Menentukan baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan
lingkungan;

Mengembangkan sistern  informasi  Rondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemsran atau kerusakan lingkungan
hidup kepada masvarakat;

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;

Melaksonaksn pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluai
sumber pencemar institusi dan non institusi;

Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian
serta peoghentian) kerusakan lingkungan;

Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
restrorasi) kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; dan
Meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Parsgraf 5

Bidang Penaatan Hukum dan Peningkntan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 174

Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
mempunysi tugas pokok melaksanakan penyiapan baban perumusan
kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penaatan
Hulkum dan Peningkatan Kapasitaa Linglkungan Hidup.
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Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat [1), sebagai berikout
a. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan
bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan,
penanganan pengadiian, penegaknn hukum dan peningkatan kapasitas
lingkungan Hidup;

b. Koordinasi dan simkronisasi pelaksanaan kebyakan tekris di budang
penyelenggaraan pencegnhan, penEAWasan, PENgamanan, penanganan
pengaduan, penegakan hukum dan peninghatan kapasitas Imgkungan
hidup;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan
pencegahan, pengiwasan, pengamanan, penanganan  pengaduan,
penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lihgkungan hiduap;

d. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengadusan masyaraka;

¢. Pelaksanaan penetapan pengikiian dan peningkatan kapasitas kearifan
lokal atau pengetahusn tradisional dan hak kearifan lokal terkait
dengun Perimdungan dan Pengelolaan Lingkungin Hidup [PPLH),

. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masvarakat pedih
linglungan hidup dan penghargaan lmghkungan hidup;

g Penyusunan profil kearfan lokal atau pengetahuan tradisional teriout
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyvuluhan Lingkungan Hidup
untuk masyarakat;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasl dnn  peluporan  penaatan  dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

). Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yvarng ditugaskan oleh atasan,

Pasal 175

Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

membawahi; _

a. Subkoordinator Penathan Hukum, Pengadusn dan  Penyeledaian
Sengketa Lingkungan,

b. Subkoordinator Peninglatan Kapasitas Lingkungan Hidlp; dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordmator sebagaimana dimaksud pada avat [1)
bertanggung jewnb  kepadn Kepaln Bulang Penaamn Hukum  dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan MHidup.

Pasal 176

Subkoordinator Penaatan Hukum, Pengaduan dan Penyelesaian Senghketa
Lingkungan mempunyal tugas mengkoordinasikan penviapan dan
peluksanann bahan teknis operasional penaatan hukum, pengaduan dan
penyvelesaian sengketn lingkungan.

Urmian Tugas yang dimaksud pada avat (1), sebagni berkut :

a. Penyusunan kebijakan pengawasan rerhadap usaha dan atau kegiatan
yvang memiliki lzin Lingkungan dan lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan;

b. Pelaksanaan penguwasan terhadap penerima lzin Lingkungan dan l=in
Perlindungan dan Pengeloluan Lingkungan,

¢. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
penetima Len Lingkungsn dan [zin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan;

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah;

e, Pembentukan tim koordinas dan monitoning penegakan hukam;
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Pelaksanaan penegakan hulaum atas pelanggamn Perlindungan dan
Pengelolpan LH;

Pelaksanaan koordinasi penyidikan perkara pelanggaran lingkungan
hidup kepada Penyidik PPNS bidang Lingkungan Hidup;

Penanganan barang buktd dan penanganan hukum pidens secara
terpadu;

Penyusunan kebijakan tentang tats cara pelayanan pengaduan dan
penyvelesaian pengaduan masyarakat;

Fasilitas: penerimaan pengaduan atas usaha atau Kegiatan yang tidak
sesual dengan lzin Perlindungan den Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pelnksanaan penclaahan dan verifikasi atas pengaduan;

Penyusinan rekomendasi tindak lanjut hasil venifikasi pengaduan;
Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;

. Penyelesaian senghketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

. Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengembangan Sistem Informasi

Penerimaan Pengnduan Masyarakat atas usaha atau kegiatan yang
tidnk sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; dan _

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paaal 177

Subkoordinator Peningkatan HKapasitas Lmmgkungan Hidup mempunyal
tugas mengkoordinasikan penviapan dan pelaksanasn  bahan 1eknis
operasional peningketan kupasitas lingkungan hidup.

Uraian Tugas yang dimaksud pada aynt (1), scbagai berikut :

it

Penyusunan kebijakan pengakuan kebernduan masyamkat hukum
adat, kearifan loka] atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Idenitifikasi, verifikosi dan wvalidasli serta penetapan  pengakuan
keberadaan masvarakat hukum adat, Kearifan lokal atau penpgetahusn
tradisional dan hak kearifan lokal atmu pengetshuan tredisional dan
hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Penctapan tanah ulayat yang merupalan keberadaan MHA, kearifan
loknl atau pengetahuan  tridisional dan hak keanfan lokal atau
pengetahuan trudisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. Pelaksanaan komunikasi dialogis dan Pembentulmn panitia pengakuan

MHA;

Penyusunan data dan informasi profil MHA, kegrifan loksl atau
pengetahuan  tradisional terkait  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Penyusunan kebijukan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal utay
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Penyelenggaraan  pendidikan dan  pelatihan, pengembangan dan
pendampingan  terhodap MHA, kearifan  lokal amu  pengetahuan
tradisional terkait PPLH;

Pelaksanaan [asilitasi kerjasama dan pemberdavaan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

FPenyiapan model peningkatan kapasitas dan penimghkatun kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Penyiapan sarena dan  prasamne  peningkatan  kapasitas  dan
peningkatan kerjasamas MHA, kearifan lokal atsu pengetahuan
tradisional terkait PPLH;
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k. Pengembangan metode dan matent diklat dun penyuluhan LH;
Pelaksanaan diklat dan penvuluhan LH, identifikasi dan kebutuhan
diklat dan penyuluhan LH serta penylapan sarana dan prasarana diklat
don penyuluhan LH;

. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

Pengembangan kelembagaan kelompok masyvarakat peduli LH;
Penyusunan kebijjakan tata cars pembernian  penghargann  dan
pengembangan jenis penghargaan LH,

p. Pembentukan tim penila: penghargaan yang kompeten dan pelaksanaan

penilaian dan pemberian penghargaan;

q. Dukungan progrmam pemberian penghargaan  tingkat kabupaten,

provinsi dan nasional; dan

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan cleh atasan.

—
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Paragrafl 6
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 178
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyal tugas pokok
melaksanakan penvispan bahan perumusan kebijakan teknis dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan
limbgh B3.

Urnian Tugas yang dimaksud pads ayat {1), sebagai berikut :

a. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

b. Penyusunan Informasi, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi bidang
pengelolaan sampah dan imbah B3;

c. Menyusun rumusan penetapan targel penanganan dan pengurangan
sampah dan prioritas jenis sampah meldlui pengelolaan sampah untuk
setinp kurun waktu tertentu;

d. Pelaksansan bimbingan teknis dan supervisi, serta koordinasi dan
sinkronisas) kebijakan teknis penvelenggarann  bidang pengelolaan
sampah dan limbah B3;

¢. Menyusun rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana
dan prasarana bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan investasi kemitraan dengan
badan usaha dalam menvelenggarakan pengelolasn sampah dan limbah
H3;

g. Menvusun rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan perizinan
bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

h. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan pelaksansan monitoring,
evaluasl dan pelaporan hidang pengelolasn sampah dan limbah B3; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 179

Bidang Pengelolarn Sampah dan Limbah B3 membuawahi :
a. Subkoordinator Penanganan dan Pengurangan Sampah;
b. Subkoordinator Limbah B3; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional,

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
gtar'l:angungiﬂwah kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
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Pasal 180

(1) Subkcordinatar Penanganan dan Pengurangan Sampeh mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan penyvusunan perencanann dan penviapan
bahan petunjuk teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah.

[2]

(4

(2)

Uraian mugas scbagaimana dimaksud pads ayat (1), sebagai berikut ;

a.

b.
c.

d.

Menyusun rumusan kebijakan teknis perencanzan dan pelaksanaan
penanganan dan pengurangan sampah;

Melaksanakan koordinasi pengumpulan sampah; _
Menyvusun informasi penanganan dan pengurangan sampahl tingkat
kabupaten/kota;

Menetapkan targel penanganan dan pengurangan sampah serta
prioritas jenis sampah antuk setisp kurun waktu tertentu;
Melaksandkan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada
produsen/ industrs:

Melaksanakan pembinaan n bahan baku produksi dan
kemasan vang mampu diural oleh proses alam;

Melaksanakan penyediasn sarana dan prasarana penangunan sampah
dan fasilitas pendaur-ulangan sampah;

Melaksanikan pembinaan pendaur-ulangan dan pemanfaatan kembali
sampah dar produk dan kemasan produk;

Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA Sampah;
MelaksanakanPengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan
sistemn pembuangan open dumping;

Melaksanakan Penyusunan dan pelakssnaan sistem tanggap darurat
pengoiolasn sampah;

Melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegatan
pemrosesan akhir sampah;

Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kots lain dan kemitraan
dengan badan wusaha pengelola sampah dalam menyvelenggarakan
pengelolnon sampah;

Melaksanakan pengembangnan investasi dalam usaha pengelolaan
sampah,

Menvusun rumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan skhir sampah veng
diselenggarakan oleh swasta;

Menyusun rumusan kebijakan dan pelaksanasn pembinaan dan
pengawasan lt:nu}a pengelolann sampah vang ﬂilﬁkﬂﬂﬂﬂkﬂn oleh pihak
lain (badan usaha); dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh gtasan.

Pasal 181

Subkoordinator Limbah B3 mempunyai tugas mengkoordinasikan

pelnksanaan penyusunan perencansan dan penyiapan bahan petunjuk
teknis operasional dalam pengelolaan limbah B3,

Uralan tugas scbagaimana dimabksud pada ayat (1}, sebagal berikut -

b.
cl

d.

Menyusun rumusan kebjjnkan teknis perencanasn dan pelaksanaan
pengelolann limbah B3,

Menyusun informasi pengelolaan limbah B3 tingkat Dacrah;

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengelolaan limbah
B3 dalam satu Daerah;

Melaksanaksn pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil cvaluasi
pembinaan pengelolaan Limbah B3 dalam satu Daerah;

Melaksanakan persefujuan  pengangkutan Limbah B3 Medis
menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Dacrah;
Melaksanakan persetujuan penguburan limbah B3 medis;
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g Melaksannkan pemantauan dan pengawasan lerhadap pengelolaan
limbah B3; dan ‘ N
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugasian oleh atasan.

Paragral 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 182

(1} Unit Pelaksans Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana  teknis
operasional Dinas Lingkungun Hidup.

(2) Unit Pelalesanna Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala vang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepadn Kepali Dinas.

Baegian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

Pasal 183

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyal tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
Administrasi Kependudukasn berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas
Pembantuan.

(2] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi:

@. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan  migrasi
penduduk, bidang pencatatan siptl serta bidang informasi  dan
pengelolaan kependudukan;

b. Pengkoordinasikan dan pengendalian seluruh kegiatan  pada  unit
kerja dinax;

c. Pelaksanaan kebijakan dan pelsyanan biding pendafturan dan migrasi
penduduk, bidang pencatatar sipil dan bidang informasi dan
pengelolaan kependudukan; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati & bidang
kependudukan dan pencatatan sipgil.

3} Uratan tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagal berikur ;

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah
pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

b, Melaksanakan teknis operasionsl pembinnan dan pengembangan di

bidang kependudulain dan pencatatan sipil;

Melaksanakan pelayanan telkmnis administrasi ketatausahaan: dan
Melaksannkan kegintan lain di bidang kependudiukan dan pencatatan
sipil vang ditugaskan oleh Bupati,

(4} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terditi dari ¢
Kepala Dinas;

Sekretanat)

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

Bidang Pengelolaan Informas: Administrasi Kependudukan;
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

UPTD; dan

Kelompaok Jabatan Fungsional.

o

Tuspap o
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Paragral 1
Kepala Dinas

Pasal 1B4

Kepala Dinas mempunyni tugas memimpin, mengawasi, mengendahkan,
mengkoardinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalnl Sekretaris Daerah,

Paragral 2
Sekretariat

Pasal 185

(1} Sekretariat mempunyal tuges pokok melaksanakan sebagan tugas Dinas
dalam hidang kesekretariatan dan keuangan.

(2) Uraian tugas yang dimaksud dalam evat (1), sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan petunjuk teknin kesekretarintan don keuangan;
b. Meoyusun rencana program kerja  bidang kesekretariatan dan
k=uangan,
c. Melaksanakan kegiatan  kesekretariatan, kepegawaian,
perencanaan program dan keuangan;
d. Melaksanakan koordinasi program kerje dan pengelolann kepegawman,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan mternal dinas;
e, Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga,
perlengkiipan, kepegawaian seluruh internal dinas;
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
g. Melaksanakan  pengadaan  perlengkapan, pemelihamaan  dan

b |

inventarisasi,

h. Mengusulkan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal
dinas;

1. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan  laporan kesekretariatan
dan keuangan; dan

i,  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 186

(1) Sekretariat, membawahi :
n. Sub bagian Umum Kepegawaian;
b, Sub bagian Keuangan;
c. Subkoordinator, terdiri dan :
1. Subkoordinator Perencanaan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertenggung juwab kepuda Sekretars.

'{3) Masing-masing Subkoordindtor sebagaimana dimaksud pada ayar 1)
huruf ¢ bertenggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 187

{1} Sub Bagian Umum Kepegawalan mempunyal tugas melaksanakan
sebuginn tugns sekretaris lingkup administrasi, umum dan kepegawaian.
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Urman tugas vang dimaksud avat (1), sebagii berikue

i, Merencanakan progmm kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian,
b. Menyiaplan  bahan  petunjuk  eknis administragi umum dan
kepepawaian;

Mengumpulkan, menvusun dan menildd rencana kebutuhan kantof;
Menyelenggarakan sdministrasi kepegawaiun dan rumah tangea:
Menvisiun duta dan laporan kepegawaian;

Melaisanakan cvaluasi dan monitornng Sub Bagian Umum dan
kerpegawainn;

Membuat laporan evaluasi, monitonng dan konsultas: pelaksanaan

tugas kepada atasan; dan
h Melaksanakan tugas kedinasan lainnyn yang ditugaskan oleh atasan

=% N
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Pasal 188

Sub Bagian Keuangan mempunvai tugas melakukan perumusan
perencanann kegiatan dan pengelolaan Dinas.

Uratan tugas vang dimaksud pada ayar (1), sebagai berikut

A Merencanakan program kegiatan Sub Bagian keuangan

b Menviapkan bshan teknis keuvangan,

c. Mengelola, melaksanakan penvusunan Rencang Kerja Anggaran dan
penatausishaan  keuangan  berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

Menviapkan administrasi keuangan,

Meldkitkan verifikasi kouangan secara berlaia;

Melaksanakan evalunsi dan monitoring Sub Bagian Keuangan;
Membust laporan eveluasi.momitonng dan konsultasi  pelaksanaan
tugas kepada atasan;

Melaporkan penggunaan dan pertanggungiawaban keuangan; dan
Melaksanakan tugas kedinnsan luinnva vang ditugaskan oleh atasan,

T moee

F:_.u_al. 189

Subkoordinator Perencanaan’ mempunyil  tugns  mengkoordinasikan
pelaksanaan perumusan perencanant kegiatan dan pengelolaan Dinas

Urnian tugas yang dimaksud pada ayar (1), sehagai bertkur -

a. Merencanakan program keglatan Sub Bagian Perencanaan,

b, Menviapkan bahan teknis perencanaan;

e, Mengelola, melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan
penatausahaan  keuangan  berdssarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlako;

Menviaplan administrasi perencanaan,

Melakukan verifikasi perencanaan secarn berkals;

Meliksanakan evalunsi dan monitoring Sub Baginn Perencannan;
Membuat laporan evaluasi, moniforitg dan kotisultasi pelaksanann
tugas kepada atasan;

Melaporkan penggunnan dan pertanggungiawaban keuangan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaslan oleh atasan

T een

Paragmal 3
Biddng Pelavanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 150

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunvai tugns  pokok
mclaksanpkan penyinpan perumusan kebijakan teknis  dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
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(2) Uranian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout :

a. Menyusun perencansan pelsyanan pendaftaran pendudulk;

b. Menyusun Perumusan pedoman dan kebijakan teknis pendaftaran

pendudul;

¢. Melaksanakan pembinaan dan koordinam pelaksanaan pelayanan
pendaftaran pendudulk;
Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
Melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan  pendaftaran
penduduk;
Melaksanakan pengendalian, moniloring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
Melaksanakan tugas kedinnsan Ininnya yang ditugaskan oleh atasan.

~sa
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Pasal 191

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
a. Subkoordinator ldentitas Penduduk;
b, Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Masing-masing Subkoordingtor secbagiimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Peridaftaran
Penduduk.

Pasal 192

(1) Subkoordinator ldentitas Penduduk mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelakssanaan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinnan dan pelaksanoan pendatann penduduk, dan pelayanan
penerbitan dokumen pendaftaran pendudulk.

2] Urmnn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut -
Menyusun program kerja Identitas Penduduk, berdasarkan program
kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Rencana Strategis
Dinas Kependudukan den Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b, Menyviapkan bahan pelaksanaan kebijukan pelayanan  ldentitas
Penduduk;
c. Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi  penyelenggaraan

Identitas Pendudulk;

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan Identitas Penduduk;

Menyiapkan  bahan pemantayan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan Identitas Penduduk;

Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Nik, Kartu Keluarga dan Karu

Tanda Penduduk elektronik, Serta Surat Keterangan Kependudukan;

Menyiapkan Bahan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pengelola pelayanan Identitas Penduduk;

Menyiapkan Bahan Pegawasan dan Penyelenggaraan Pelayanan

Identitas Penduduk;

Mengevalunsi pelilsanann tugnas dan kegintin Seksi Identitas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 193

e

.

= ®m

Mo s e
> m

(1) Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai
tugns menghkoordinasikan pelaksansan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaaan pelayanan
pindah datang penduduk.
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(2) Uratan tugas yang dimeksud pada ayat (1), sebagai berikut :

. Menyusun program kerjin Seksi Pindah Datang dan Pendatan
Penduduk, berdasarkan program kerjo Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Rencans Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas perubshan dan
perpindahan penduduk;

Menyiapkan bahan pelaksanasn kebjjakan pelayanan Pindah Datang
dan Pendataan Penduduk;

Menyirpkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan Pindah
Datang dan Pendataan Penduduk;

Menyiapkan bahan penyclenggaraan pelayanan Pindah Datang dan
Pendataan Pendudulk;

Menyiapkan  bahan  pemantauan, evaluasi  dan  pelaporan
penvelenggaraan Pindah Datang dan Pendatasn Pendudulk;
Melaksanakan Pelayanan Pindah datang antar kabupaten/Kota, Pindah
Keluar antar Kabupaten/Kota, Pindah datang Antar Negara, Pendataan
Penduduk Rentan, penduduk non permanen, Perpindahan Antar
Negare Serta Pembinssn Dokumen Kependudukan bagi Pendstang
melalul Pelaksanaan Pos Peraturan Dacrah Kependudukan;
Menyiapkan Bahnn Pembinann dan Pengembangsn Sumber Daya
Manusia Pengelola Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
Menyiapkan Bahan Pegawasan dan Penyelenggaraan Pindal Datang
dan Pendataan Penduduk: dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaakan oleh atasan

Parngraf 4
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 194

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
penviapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksansan kebijakan
pelayanan pencatatan sipil.

(2] Uralan rugas vang dimaksud pada avat (1), sebagai benikut ;

i,

b.

f
i

T mooo

Melaksanakan Penyusunan perencanaan bidang pelayanan pencatatan
sipl;

Melaksanaka penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang
pencatatan sipil;

Melaksannkan pembinoan don koordinasi pelaksanaan tugas bidang
pelayanan pencatatan sipil;

Melaksanakan pengelolaan pelayanan pericatatan sipil;

Melaksanakan penerhitan dokumen pencatatan sipil;

Melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerjs dan instansi lainnya dalam
rangka pelaksanaan peleyanan pencatatan sipil;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalinn dan  evaluasi
pelaksanaan tugas bldang pelayanan pencatatan sipil; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan aleh atasan,

Pasal 195

(1) Bidung Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :

a.
b

L =

Subkoordinator Kelahiran dan Kematian;

Subkoordinator Pericawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Perwarganegaraan; dan

Kelompaok Jabatan Fungsional.
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Masing-masing Subkoordinutor sebagaimany dimaksud pads ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 196

Subkoordinator  Kelahiran dan  Kematian  mempunyal  fugas
mengkoordinasikan  pelaksanaan  penviapan bahan  perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan kelahiran, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan
kematian.

Uradan tugas scbagaimoena dimalssud pada ayat {1). scbagai berikut :

a. Menyusun program kerja Kelahiran dan Kematian berdasarkan
program  kerja Bidarng Pelayanan Pencatatan Sipil dan Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan beahan penetapan kebijakan pencatatan Kelshimn dan
Kematian pendudulk;

c. Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan
pencatatan Kelahiran dan Kematian penduduk;

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan Kelahiran
dan Kematian penduduk dalam slstem administrasi kependudukan;,

¢. Menyiapkan  bahan  pemantauan, covaluasi dan  pelaporan
penvelenggaraan dan pencatatan Kelahiran dan Kematian;

f Melaksanakan peisyanan pencotatan Kelahiran dan Kematian, Lahir
Mati, Pengangkatan anak, Perubahan nama, Pencatatan Pembetulan
Akta, Permohonan Kutipan Kedua, dan Permohonan Bukti Pelaporan;

g Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pengelola Kelahiran dan Kematian penduduk;

h. Menyiapkan bahan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan
Kelahiran dan Kematian penduduk;

i. Mengevaluasi pelaksansan tugss dan kegiaten scksi Kelahiran dan
Kematian; dan

i, Melaksanakan rugns kedinasan lninnya yang ditugnskan oleh atasan.

Pasal 197

Subkoordinator Perkawinan, Percersian, Perubahan Status Anak dan
Pcrwnmamgamm mempunyai  tugss menghkoordinasikan peluksanaan
penyviapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan
sertn  pelaksanapan  pelayanan  pencatatan  perkawinan, perceraian,
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahansn anale.

Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berileut :

6. Menyusun program kerja Perkawinan, Percernian,Perubshan statos
unak dan Perwarganegaraan berdasarkan program kerja Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil dan Rencana  Strategis  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam
pelakeanaan tugas.

b. Menviapkan bahan penectapan kebijakan Pencatatan Perkawinan,
Perceraian Perubahan status anak dan Perwargnnegarann;

c. Menyiapkan buahan konsultast dan koordinasi penyelenggaraan
pencatatan  Perkawinan, Perceraian,Perubahan  status snak dan
Perwarganegaraan;

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan  pelayanan  Perkawinan,
Percermian, Perubahan status anak dan  Perwargancgaraan dalam
alstem administrasi kependudukan;
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Menyiapkan  bahan  pemantauan, evaluasi  dun  pelaporan
penyelenggaraan dan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan
status anak dan Perwarganegaraan;

Melaksanakan Pelayanan pencatalan  Pérkawinan, Perceriian,
Perubahan stutus anak dan Perwarganegaraan;

Menyiapkan bahan pembinsan dan  pengembangan  sumber daya
manusia pengelola Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak dan
Perwargancgsraan;

Menyiapkan bahan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan
Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak  dan
Perwargancgiaraan;

Mengevalussi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi  Perkawinan,
Perceraian,Perubahan status anak dan Perwarganegaraan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragrafl 5
Bidang Pengelolaan informas: Administrasi Rependudiukan

Pasal 198

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas melaksansakan penvispan  perumusan  kebijakan  teknis
danpelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi
kependudulan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), schaga berikut :

Melaksanakan Penyusunan perencanaan pengelolaan  informasi
administrum  kependudukan  yang meliputi  sistem informasi
administrasi  kependudukan, pengolahan dan penyajian  data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan kamunikasi;

Melaksarakan Penyusunan perencaensan pengeloluan  informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi  kependudukan, pengolahan  dan  penyajian  data
kependudukan serte tata kelols dan sumber doyva monusin teknologi
informasi dan komunikasi;

Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan
informasi administaa kependudukan yang meliput sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian  data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

. Melaksandkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan vang meliputi sistem informasi
admimistrast  kependudukan, pengolahan dan penyajian  data
kependudukan serts tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

Melaksanakan pengelolaaninformasi administrasi kependudukan
yang meliputi  sistern informasl  administrasi  kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber dayva manusia teknologl informasi dan komumnikasi;
Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pelaksanasn pengelolaan
informasi administrasi kependudukan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnye vang ditugaskan oleh atasan.
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Pasal 199

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
a. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependuduban;
b. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebsgaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjowab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudulkan.

Pasal 200

(1} Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyvai
tugas mengkoordinesikan pelaksanann penyispan bahsn perencanasan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan sistem informasi
sdministrasi  kependudukan, tata kelola tekmologi  informasi  dan
komunikasi serta sumber dayas manusia.

12 Umiun tugas sebagalmana dimaksud pada ayst (1), sebagal berikut :
Merencanakan dan menyusin Program kegiatan seksi sistem informasi
administrasi kependudukan, tata kelols, dan sumber doya manusia;

b. Menyusun dan menvispkan petunjuk teknis sistem  informasi
administrasi knp-undudukan tata kclola dan sumber dava manusia,

c. Mclaksanakan tata  kelola, aistern  informasi administrasi
kependudukan, teknolog informasi, komunikasi dan pengembangan
sumber daya manusia;

d. Melaksanaksn sosialisasi peraturan perundangan  dan  regulasi
kehijnkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja
dan instansi terkait dalam pelaksannan dan tata kelola sistem
informasi administrasi kependudukan,

[, Melaksanakan monitoring, evalussi dun pelaporun pelaksanpan dan
tata kelola sistem informasi administrasi kependudukan;

g Menyiapkan sarana dan prasarann pelaksanasan dan tata kelola sistem
informasi sdministrusi kependudukan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 201

(1) Subkoordinntor Pengolahan dan Penvajian  Data  Kependudukan
mempunyal  tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penylapan bahan
perencanaan, perumusan kebijalain teknis, pembinaan serta pelaksanaaan
pengolahan dan penyajian duta kependudukan,

[2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagsi heribout

a. Merencanakan dan menyusun Program kegiatan seksi pengolahan dan
Penyajian data;

b, Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pengolahan dan penyajian
data kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Melaksnakan pengelolasn, pengoluhan, pemutabiran, dan penyajion
dats kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Melaksanisksn koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja
dan instanai terkait dalam pelaskanaan pengolahan dan penvajian data
kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjusama dengan unit kerja
dan instansi teriait dalam pelaskanaan pengolahan dan penyajian data
kependudukan dan pencatatan sipil;
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. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengalahan dan penyajian dats kependudukan dan pencatatan sipil;

g Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pengolahon  dan
penyajian dats kependudukan dan pencatatan sipil; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Pemanfaatan Dats dan Inovasi Pelayanan

Pasal 202

Bidang Pemanfaatan Data dan Tnovasi Pelayansn mempunysi tuges
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksansan
kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan,
kenasa sama  asdministrast  kependudukan  dan  inovasi  pelaynnan
administrasi kependudukan.

Urnjanmgu:uhngmtmnmdimnimud pada avat (1], sebagal berikut:
4. Melaksanakan pényusunan perencanaan pemanfaatan damla  dan

dokumen kependududukan;

b, Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan;

c. Melaksanakan pembinenn dan koordinasi peloksanann pemanfastan
dain dan dokumen kependududukan;

d. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumen kependududukan;

¢ Melaksanaknn koordinasi, konsuitasi dan kerjnsama dengan unit kerja
dan instansi lainnya dalam rangka pemanfastan data dan inovasi
pelayanan;

f. Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

g Menyvedinkan Data Kependudukan Untuk di Publikasikan lkepada
Instansi, Lembaga dan Masyarakat;

h. Melakukan Perencanaan Kerjasama Dibidang Inovasi Pelayanan dan
Pemanfaatan Data Kependudukan;

i. Melaksanakan kegatan pengendalian, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja
sama seria inovasi pelayianan administrazi kependudukan; dan

j-  Melaksanakan tugan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 203

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelavanan, membawghi |

8. Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

b. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggungjuwab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan.

Pasal 204

Subkoordinator kena Sama dan Inovasi Pelayanan mempunya tugas
mengkoordinasikan  pelaksanaan  penviapan bahan  perencanaan,
perumusin kebijukan teknis, pembinoan, serts pelaksanaan kerja sama
administrasi  kependudukan dan inovasl pelayanan  administrasi
kependudukan.
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Um!-.nnmgna schagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan teknis seksi kerjasama
dan inovasi pelayanan;

b. Menyusun dan menyiapkan petunjul teknis kerjasama dan inovosi
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

¢. Melaksanakon Kerjossma dan sosialisasi inovasi | pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja
dan instnns| terknit dalam pelskssnpan kenasama  dan inovas)
pelayanan admnistresi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kerjesama dan inovasi pelayvanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

. Menyiapakan sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama dan
inovasi pelayanan administrosi kependuduknan dan pencatatan sipil;
dan

2 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 205

Subkoordinator Pemanfastan Dats dan  Dokumen Kependudukan
mempunyni  tugas mengkoordinasikan  pelaksanaan penyiapen bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Uraian tugas sebagaimuana dimaksud pada ayat (1), sebagm berilout :

a. Merencanakan dan menyusun program kegintan scksi pemanfsatan
data dan doloumen kependudukan;

b, Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan;

¢. Melaksanakan sosialisasi pemanfastan data dan  dokumen
kependudukan;

d. Melaksandkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja
dan instansi terkait dalam pelaksanaan pemanfanten  data
kependudukan;

e. Melaksanakan monitorng, evaluasi dan pelaporan  pelaksansan
pemanfaatan data kependudukan;

{. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksapaan pemanfaatan data
kependudukan; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 7
Unit Pelaksananan Teknis Dinas
Pasal 206

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupaken wunsur pelaksana teknis
opernsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Unit Peluksana Teknis Dinae dipimpin oleh seorang Kepala yang beruda di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Kesembilan
Dinas Pemberdayann Masvarakat dan Desa Tipe B

Pasal 207

(1} Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala
Dings mempunyal tugas membanty Bupati dalam melaksanalkan
kewenangan pemenntah daecrah di bidang Pemberdavaan Masyvarakat dan

Desa

(2)

()

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Fungsi -

1

b.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyvarakat dan
Desaa;

Penyelenggaraan urusan pemenntahan dan pelayanan umum di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarnkat
dan Desa;

Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;
Penyelenggarean pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD
Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Bupati, sesual dongan
rugas dan fungsinya.

Uraian tugas sehognimana dimaksud pada ayat (1] sebagai beriloat :

a.

b.

C.

iy

e o m

Membantuy Bupsati dalam hal perencanasn, pelaksanaan, evaluasi
kebijakan teknis di bidang Pemberdayann Masynrakat dan Dess;
Mengkuji dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

Merumus rencana program kerja, sebagai pedoman kerja sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah;

Membagi tugas kepada sekretaris dan para kepala bidang sesuai
dengan bidang rugasnya;

Memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan para Kepals
Bidang untuk kelancaran pelaksansan tugas;

Menyiapkan bahan penyusunan dan menelash peraturan perundang-
undangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pemberdayann Masyvaralkat dan Desa;,

. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam

pelaksanaan tugas lndang Pemberdaysan Masyambkat dan Desa;
Melaksanakan pembinaan administras: ketatausahaan dinas,;
Menyelenggarekan pembinaan teknis administrasi terhadap UPTD dan
UPT serte Kelompok Jabatan Fungsional;

Membern informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupsati dalam
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pencrapan
kehijakan dacrah;

Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugns bidang
Pemberdayaan Masvarakat dan Desa baik secars operasional maupun
administrasi kepada Bupati melajui Sekretaris Daerah;
Menyelenggarakari  penerapan  disiplin @ apamatur  fingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyvarakat di lingkup
Pemberdayvaan Masyarakat dan Desa;

Menyelenggakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan
Dinas Pemberdayran Masyarakat dan Dﬂa sesuni ketentuan yang
berlaku; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan
tugas dan fungsinys,
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(4) Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

Kepala Dinas;

. Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masvarakat dan Sumber Daya Alam;
Bidang Pemenntahan Dess;

UPTD; dan _

Kelompok Jabatan Fungsional,

®oaonoE

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 208

Kepala Dinas mempunyal tugas meoumpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Dasrah.

Paragrafl 2
Sekretanal

Pasal 209

(1) Sekretariat  dipimpin  oleh seorang Sekretaris mempunyal  tugas
melaksanakan koordinesi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dulkungan administrasi kepada selurub bidang telnis dilingkungan Dinas,

(2] Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikeut :

a. Membantu HKepala dinas dalam melaksanakan tugas di  bidang
kesekretariatan;

b. Mengkoordinasikan tugas tugas internal lingkup Dinas;

¢. Mengelola Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat dan

Dinas sebagal pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Bidang, Sub Bagian dan aeksi sesual tugas dan fungsinya;

e. Membina dat metnotivasi bawahan dalam rangke pelaksanaan tugas,
peningkatan produlktivitas dan pengembangan karr bawahan;
Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan memilai pelaksanaan
tugas bawahan;

Mewnkilli Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi eksternal yang

berkaitan dengan rugas-tugas Dinas;

Menghoordinasikan, mengoreksi dan mengendalikan pelaksanaan

adaministrasi kearsipan, naskah dinas yang masuk dan yang keluar,

Mengatur pelaksanoaan layanan dibidang kesekreturintan kepada unit

organisasi di lingkup Dinas; '

Jo Menyusun dan menelaah peraturen perundang-undangan yang

berhubungan dengan Dinas;

k. Mengelola Pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang
menjadi kebutuhan Dinas;

Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;

. Mengelola administrasi dan penatausashaan leeuangan Dinas,
Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa
pengguna anggaran, pejabat pombuat komitmen, pejabat pelaksana
teknis kegiatan, dan bendahara;

0. Melaksanakan pembingan, pengarahan dan pengawasan kepada

bendahara;

o]
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p. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan
kepada Kepala Dinas,

q. Mengelola dan menghkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Dinns;

r. Memberikanan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas
yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam ranghka
pengambilan keputusan/kebijakan;

s. Mengelola, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanann tugas/ kegiatan
kesekretarialan sesuai dengan ketentuan yang berlakuy; dan

L Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 210

(1) Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

{2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
olch seorang Kepala Sub Bagian yvang berada di bawah dan bertanggung
jawnb kepads Sekretaris.

Pasal 211

{1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal fugas melaksanakan
kegatan administrasi umum, Kepegawaian, hubungan masyarakat dan
keprotokolan Dinas.

(2] Uraian tugas sebagaimana dimsaksud pada aynt (1] , sebhagai berilkout ;

a. Membanty  Sekretarnis melsksanokan tugas dalam  urusan
kerumahtanggran, hubungan masyarakat dan keprotolmlan Dinas;

b. Menmyusun rencana dan program Kerja Sub bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksansan tugas;

¢. Mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas. dan pengembangan karir bawahan;

¢. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan
tugas bawahan;

f. Menyiapkan bahan penvusunan peraturan perundang- undangan
urusan kesekretariatan;

g. Melaksanakan kegiatan urusan penatausahaan persuratan dan
kesrsipun, kepegawaian, sarmns dan prasarana, kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;,

h. Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian,
sarana don prasarana, hubungan masvarokat dan keprotokolan dinas;

L Melaksanakan |kegiatan yang bl:rk.a.ltan dengan  peningkatan
kescjahternan pegawal dan pembinann hukum serta ketatalaksanaan
pegawai di lingkup Dinas;

j.  Melaksanakan koordinasi dan konsultasi urusan kepegawaian, sarana
dan prasarana, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas dengan
unit kerja lain yang terkait;

k. Merencanakan  kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan
pengelolaan  barang sarana dan prasarana kerumahtanggasan serta
barang inventaris Dinas;

I. Melaporkan kepadn Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/
PEnUEAsan;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kematan
Sub Bagian Umum dan Kepegawsaian, sesuai kelentuan vang berlaku;
dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

(1) Sub Bagian Perencansen dan Keuangen mempunyai tugas membantu
Sekretaris Dinps melaksanakan wrusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas serta melaksanakan penatausahaan keuangan
Dinas.

(2} Uraian tugas sebagaimana dimakeud pada ayat (1), sebagai berilout ;
a. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas Perencansan dan

BF s mam e 1 B0 a6
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebaga: bertkut .

b

€.

Membantu Kepala dinas dalam melaksanaskan tugas dibidang
Pemberdavaan Kelembagaan Dess;

Melaksanakan  perumusan  kebijokan  teknis  lingkup  bidang
Pemberdayvaan Kelembagaan Desa;

Melaksanakan penyusunan rencana kerja  bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan
rencana kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;

Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengombangan
kelembagean kemasyarakst, vang meliputi : lembaga pemberdayasn
masyarakat (LPM) Desa, Pemberdayaan Kescjahteraan Keluarga (PKK),
rukun warga dan rukun tetangga, kelompok kerjn pos pelayanan
terpadu (POKJA POSYANDU)] dan lembaga-lembags kemasyarakatan
lninnya;

Melaksanakan Koordinasi dalam rangka Pemilhan, Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa;

Melaksanakan koordinesi fasilitasi pemilihan dan Pelantikan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);

Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu dan kapasitas Kader
Pemberdayaan Masyarakat;

h. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan pada pelaksanaan

TNl Manunggal Membangun Desa ([TMMD), Kesatuan Gerak PKK dan
kerjasama serta kemitraan dengan lembaga lainnyva dalam rangka
pemberdayaan masyvarakat;

Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran masyvargkat dalum penataan
dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan serta peningkatan
partisipasi masyarakat;

Melaksanakan perumusan dan pelaksanasn  kebijekan  di bidang
peroncanasn kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana
kawasan Perdesaann dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

. Melaksanakan pembinaan serta pengembangan Pembangunan Kawasan

Perdesaan dan Partisipasi Masvarakat,
Melaksanakan {asilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

. Melaksanakan fasilithsi dan pembinaan terhadap perencanaan

pembangunan berbasis partisipasi masyarakar serta pelaksanasn
musyawarah pembangunan desa;

. Melaksanakan koordinasi secara khusus dengan camat dalam setiap

pelaksanann program dan kegiatan lingkup bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Desa;

Melaksanakan koordinasl dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/
organisasi terkait dalam lingkup (ugasnys;

Mendistribusikan tugas kepadn Kepala Seksi sesual dengan bidung
tugasnya;

Mengkoordinasikan seluruh kegatan seksi dalam melaksanakan tugas;
Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
Lugasmnya,

Menyelia kegiatan stafl dalam Hnghkup bidang Pemberdayaan
Kﬂrﬁnw Desa untuk mengetahui kesesuaiannys dengan rencana
kerja;

Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanasn tugas staf berdasarkan
rencanna kerja yang telah ditetaphkan;

Menyusun dan memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan
oleh staf untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
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Pasal 214

(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, membawahi @
a. Subkoordinator Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
b. Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Desa, Pembangunan Parusipas:
dan Kawasan Perdesaan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagnan
Desa.

Pasal 215

(1) Subkoordinator Pengustan Kelembagaan Masyarakat mempunyal tugas
mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan dan  pelaksanaan
terkait Penguatan Kelembagaan Masyarakat,

{2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berilout ¢

a. Menvirpkan bshan perumusan kebijakan teknis operasional Scksi
Penguatan Kelembagaan Masyarakat;

bh. Menyiapkian bahan dan melaeksanakan pengumpulan, serta pengolaban
basis data Scksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat sebagai bahan
penvusunan rencana kegatan;

¢. Menvusun dan melaksanekan rencana kerja Seks: Penguatan
Kelembsgaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, dan
program kerja dinas;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan dan pembinaan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);

e. Menviapkan bahan dan melaksanakan pembentukan, perencanaan,
kelembagann masyarakal yang meliputi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat [LPM) Desa dan Kelurahan, Rukun Wargn dan Rukun
Tetangga sertsn merencanakan dan melaksanskan  kegiatan
Pemberdayaan Kessjahteraan Keluarga [FKK), Kelompok Kerja Pos
Pelayanan Terpadu (POKIJA POSYANDU) dan lembaga- lembaga
kemasyarakatan lainnys;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pada
pelaksanaan TNl Manunggsl Membangun Desa (TMMD), Kesatuan
Gerak PKK dan [lembaga lainnya dalam rangks pemberdayaan
masyarakat;

g Menyviapksn bahan dan secara khusus melaksanakan koordinasi
dengan desa/kelurahan dalum setiap penyelenggarasn program dan
kegiatan linghup Seksi Penguatan Kelembagaan Masvarakat;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Penguatan
Kelembagian Masyarakat;

i, Melaksanakan koordinasi dengan unit kera lain  dan/atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

j. Mendistribusikan tugas, memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja staf
sesuni dengan bidang tugasnya;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pimpinan; dan

1. Melaksanaken rugas kedinasan lainnye yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 216

(1) Subkoordinater Fasilitasi Kelembagaan Desa, Pembangunsn Partisipasi dan
Kawasan Perdesaan mempunval tugas mengkoordinasikan penyiapan
bahan perencanasn dan pelaksanaan terkait Fasilitasi Kelembagaan Desa,
Pembangunan Partisipasi dan Kawasan Perdesann.
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(2} Uraian tugas scbhagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

a. Menyiapkan bshan perumusan kebijakan teknia operasional Seksi
Fasilitasi Kelembagaan Desa, Pembangunan Purtisipasi dan Kawasan
Perdesann;

b. Menyviapkan bahan dan melaksanskan pengumpulan, serta pengolahan
basias data Seksi Fasiitasi Kelembagaan Desa, Pembangunan
Partisipasi dan Kawasan Perdesaan sebagai bahan penyusunan rencans
kegiatan;

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerjn Seksl  Fasilitas
Kelembagaan Desa, Pembangunan Partisipasi dan Kawasan Perdesaan
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan progrem kerja
dinas,

d. Menyispkaen bahan perumusan dan pelaksanasn kebijakan di bidang
perencanaan kawasan perdesasn, pembangunan sarana/prasarana
kawasan Perdesaan dan pembangunan ckonomi kawasan perdesaan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan peman
masyarakat dalam penataan dan pendavagunaan ruang Kewasan
perdesaan;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan
Pembangunan Partisipasi dan Kawasan Perdesaan;

g. Menyispkan bahan dan melaksanakan fasilitasi terhadap lkapasitas
perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakon  fasilitasi  musyawarah
pembangunan desa;

. Menvigpkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan Kawasan
Perdesann;

} Merencanakan dan wmenyiapkan bahan Koordinasi dalam rangka
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa,

k. Merencanakan dan menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi pemilihan
dan Pelantikan Badin Permusyawaratan Desa (BPD),

L. Melaksanakan koordines: dengan unit kerjg  lain  dan/atau
lembagn forganisasi terlcait dalam linglkcup tugasnya;

m. Menyiepkan bahan dan secara khusus melaksanakan koordinasi
dengan camat dalam setiap penyelenggarsan program dan kegiatan
linglkup Seksi Fasilitasi Kelembagaan Desa, Pembangunan Partisipasi
dan Kawasan Perdesann di tingkat desa;

n. Mendistribusikan tugas kepada stal sesuai dengan bidang tugasnys;

o. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran
Tugasnya;

p. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan stal untuk mengetahui
kesesualannyve dengan rencana kerja;

g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas stafl berdasarkan
rencana kerja yvang telah ditetnpkan;

r. Mengevaluasi pelaksanasn tugas stel melalu penilaian sasaran kenja
pegawad (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

4. Memeriksa konsep-konsep sural yang diasjukan oleh staf untuk
memperolech konsep surat yang benar;

t. Melaporkan pelaksansan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuni kebutuhan kepada pimpinan;

u. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesual bidang
tugasnva; dan

v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnys vang ditugaskan oleh atasan.



108
I 4

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam

Pasal 217

(1) Bidang Pemberdaynan Ekonomi Masynrakat dan Sumber Daya Alam
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyal tugas merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan  Pemberdavaan — Ekonomi
Masvarakat dan Sumber Daya Alam yang meliputi pengembangan ekonomi
masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pendaysgunaan
teknologi tepat guna.

Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikout :

(2)

a.

b.

Membantu HKepala dinas dalam melaksanakan tugas di  bidang
Pemberdayvaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alamy;
Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan  usgha ekonomi masyambkst  seria peningkatan
kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraun
dengan masyarakat, dunia usaha, Jembaga pendidikan dan unsur
pemerintah lninnya delam pengembangan usahn ekenomi masyarakat;
Melaksanakan surval untuk pendukung perencanaan, pembinaan, dan
pengembangan potensi usaha ekanomi masyarakat;

. Melaksanakan fasilitesi upayn-upaya peningkatan produktivitas

wirausaha masyarakat;

Melaksanakan fasilitasi penguatan hubungan usaha ekonomi produktif
antara pelaku usaha sektor informal dengan masyarakat lokal dan
pemerintah desa serta peningkatan mutu sumber dava manusia
pengelola usaha ekonomi keluarga dan usaha ekonom masyarakat;
Melaksanakan pendataan dan pemetaan pelaku ussha/kelompok
usaha ekonomi masyarakat serta: pembinaan telnis pengembangan
usahn ekonomi keluargn dan usaha ekonomi kelompok masyaraknot;
Melaksanikan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil
usahs masyarakar;

Melaksanakan fasilitas) peningkatan kspesitas manajernen  dan
Melaksanakan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia
usaha, lembage pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam
pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;

Melaksanskan lasibitasi penminglatan mutu sumber doya manusia
pengelola dan penyelenggara manajemen usaha lembaga keuangan
mikro perdesaan;

Melaksanskan pembinaan teknis pengembangan / diversifikas) usaha
lembaga keuangan mikro perdesaan;

Mzlaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas produks) dan jasa
serta perluasan jungkauan usaha lembagn keuangan mikro perdesaan
serta peningkatan kapasitas kelembagaan keuongan mikro perdesaan
menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA);

Melaksanakan fasilitasi teknis dalam perencanaan, pembentukan,
pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA),
Melaksanakan f[asilitasi peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik
Desa [BUM DESA) menjadi Badan Usaha Publik;

. Melaksanakan fasilitasi  telnis  dalam perintisan, perencanaan,

pembentukan, pembinaan dan pengembangan Pasar Desa;
Melaksanakan upava-upava peningkatan kesadaran dan peran serta
masynrakat dalam pengelolaan sumber dayn alam yang memperhatikan
daya dukung lmgkungan serta melaksanakan surval potensi sumber
daya alam scbagai bahan perumusan kebijakan pemberdayvaan
masyarakat lokal;



(1)

(2]

bb.

dd.

=
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Melaksanakan pemberdavaan masyvarakat sckitar hutan dan pesisir
dalam pemanfeatan lahan dan sumber daya alam serta pembinaan
sumber daya manusia pengelola dan pengguna air bersih dan sanitasi
berbasis masynrakat,
Melaksanakan surval pemetasn kebutuhan pemberdaynan teknolog
tepatl guna;
Melaksanaknn fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan
penyelenggarman kerjasama, kKemitraan dengan masyarakat, dunia
usaha, lembags pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam
penelitisn, pengembangan dan pemanfaaten teknologl tepal guna;
Melaksanakan fasilitasi perencanaan, pembentukan, pembinaan dan
pengembangan pos pelavanan teknologi tepat guna [Posyantel);
Melaksanakan pembinsan dan peningkatan mutu sumber daya
manusia pengelola pos pelayanan teknologi tepat guna [Posyantek);
Melaksanakan koordinasi secara khusus dengan camat dalam setap
pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarnkat dan Sumber Duaya Alam di tngkat desa dan
kelurahan;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam lingkup
Bidang Pemberdaynun Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam;
Meluksanakan koordinasi dengan unit kerjs lain dan/atau lembaga/
organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
Mendistribusikan tugas kepada staf sesual dengan bidang tugasnya;
Menghkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan
LLigas;
Memberi petunjuk kepada stafl untuk  kelancamn  pelaksanann
IUGARTIVA;
Menyelia kegiatan stal dalam lingkup bidang pemberdayaan ekanomi
dengan rencana kerja;
Mengarahkun dan mengendalikan pelaksanaan tugas stal bérdasarkun
rencana kerja vang telah ditetaplkan;
Menvusun dan memeriksa konsep-konsep surat dinas yang dinjukan
oleh stafl untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja
pegawal (skp) untuk mengetahul prestasi kenanya dan sebaga) bahan
pembinasn serta upaya tindak lanjut,

. Melaporkan pelaksansan tugas dalam lingkup bidang pemberdayvaan

ckonomi masyarakat dan sumber daya alam secara lisan, tertulis,
berkala atnu sesuni dengan kebutuhan kepada pimpinan;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesual dengan
bidang tugasnya; dan

. Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan cleh atasan.

Pasal 218

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masvarakat dan Sumber Daya Alam,

membawahi :

n,
b,
C.

Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat)
Bubkoordinator Bumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakatl dan Sumber Daya Alam.
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Pasal 219

(1) Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunval tugas
mengkoordinasikan  penyiapan bahan perencansan dan pelaksanaan
terkait Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

(2) Uraian tugas yang dimeksud pada ayat (1), sebaga berikut:

ii.

b,

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi
Pengembangan Ekxonomi Masyarakat;

Menyviapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan
basis data Scksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat scbagai bahan
penyvusunan rencana kegiatan;

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengembangan
Ekonomi Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strateg
dan program kerja dinas;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkntan peran
serta masyarakatl dalam pengembangun usaha ekonomi masyarakat;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas
mangjemen dan memfasilitasi  kerjasama, kemitraan dengan
masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah
lainnya dalam pengembangan usaha ckonomi masyarakat,
Menyviapkan bahan dan melaksanakan  surval unnuk  pendulung
perencanaan, pembinaan, dan pengembangan potensi usaha ekonomi
masyarakat;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi upaye-upaya
peningkatan produktivitas wirausaha masyarakat;

Menyiaphkan buhan dan meleksanakan fasilitasi penguatan hubungan
usiha ckonomi produktil antara pelaku wusaha scktor informal
dengan masyarakat lokal dan pemerintah desa;

Menyiapkan bahan dan melaksannkan fasilitngi peningkatan mutu
sumber dayd manusia pengelola usaha ckonomi kelusrga dan usaha
ekonomi masyarakat;

Menyiapkan bahon dan melaksanakan pendsisan  dan pemetsan
pelaku usaha/kelompok usaha ekonomi masyarakat;

Menywepkan bahan dan melaksanakan pembinasn  tekms
pengembangan uaaha ekonomi keluarga dan usaha ekonomi kelompok
masyarakat;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan
produksi dan pemasaran hasil usahs masyarakat;

. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas

manajemen dan peényelengparaan  kerjusamo, kemitroan dengan
masyarakat, dunia asaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah
lninnya dalam pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu
sumber dayva manusia pengelola dan penyelenggara manajemen usaha
lembaga keuangan mikro perdesaan; _

Menyiapkan bahan dan melaksianakan  pembinaan teknis
pengembangan [/  diversifikasi usaha lembaga keuangan mikro
perdesaan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan [asilitasi pengembangan
kapasitas produksi dan jasa serta perlunsan janghausn usaha lembaga
keuangan mikro perdesaan;

Menyispkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas
kelembagaan keuangan milkro perdesaan menjadi Badan Usaha Milik
Desa (BUM DESA);

Menyiapkan bahan dan  melaksanakan f{asilitusi  teknis  dalam
perencanaan, pembentukan, pembinaan dan pengembangan Badan
Usaha Milik Desa (BUM DESA);
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5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas
Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) menjadi Badan Usaha Publik;

t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi (eknis dalam
perintisan, perencianaan, pembentukan, pembinaan dan
pengembangan Pasar Desa;

u. Menyviapkan bahan dan secarm khusus melaksanakan koordinasi
dengan camat dalam setiap penyelenggaman program dan kegiatan
lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di  bngkat
desafkelurahan;

v. Melaksanakan  monitoring, evalunsi dan  pelaporan Seksi
Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

w, Mclaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain  dan/atau
lembaga /organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

x. Mendistribusikan tugas kepada stal sesuai dengan bidang tugasnya;

¥. Memberi petunjuk kepada stal untuk kelancaran pelaksanann
tugasnya;

z. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuniannys dengan rencana kerja;

@a. as, Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
berdasarksan rencana kerja yang telah ditetapkan;

bh. Mengevaluasi pelaksanaan tugas stal melalul penilnian sasaran kerja
pegawal (SKP) untuk mengetaliui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindek lanjut;

ce. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang dinjukan oleh staf
untuk memperoleh konsep surat vang benar;

dd. Melaporkan pelaksanaasn tugas secars lisan, tertulis, berkala atau
sesual kebutuhan kepada pimpinan; _

ee. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang
tugasnys; dan

ff. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paszal 220

Subkoordinator Sumber Dayva Alam dan Teknologn Tepat Guna mempunva:
tugns mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan
terkait Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijnkan teknis operasional Seksi
Sumbeér Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan
hasis data Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan,

¢. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta
rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
dinas,

d Menyiapkan bahan dan melaksanakan survai pemetaan kebutuhan
teknologi tepat guna;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan [asilitasi peningkatan kapasitas
mangjemen dan penyelenggarnan kerjasama, kemitraan dengan
masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah
lainnya dalam peneliian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna;

f. Menyiepkan bahan dan melaksanakon fasilitasi  perencanaan,
pembentukan, pembinaan dan pengembangan pos pelayanan teknologi
tepat guna (Posyantek);
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g, Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinasn dan peningkatan
mutu sumber dava manusia pengelola pos pelayanan teknologi tepat
guna [Posyantek);

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan upays-upays peningkatan
kesadaran dan peran serta masvarakat dalam pengelolaan sumber
daya alam yang memperhatikan daya dukung linglnungan;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanskan surval potensi sumber daya
alam scbagal bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyvarakat
lokal;

j. Menyiapkan bahan don melaksanokan pemberdayann masyvarakat
sekitar hutan dan pesisir dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya
alam:;

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sumber daya
manusia pengelols dan pergguna air bersih dan sanitasi berbasis
masvarakat;

l. Menyiapkan bahan dan sccara khusus melaksanskan koordinasi
dengan camal dalam setinp penyelenggarann program dan kegiatan
lingkup Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di tingkat
desa dan kelurahan;

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna;

n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain  dan/atau
lembaga forganisasi terkait dalam linglkup tugasnya;

o. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

p. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
Tugasnyn;

q. Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan stal untuk mengetahui
kesesuniannys dengan rencans kerja;

r. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas stal berdasarkan
rencana kerja vang telah ditetapkan;

s, Mmg:mtuu.ui pelaksanonn tugas stafl melalul penilojan sasaran kerja
pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinzan serta upaya tindak lanjut;

t. Membuat dan memeriksa konsep-konsep surat vang dinjukan oleh staf
untuk memperaleh konsep surat yang benar;

i.. Melaporkan pelaksansan tugas secara lisan, tertulis, berkals atay
sesuni kebutuhan kepada pimpinan;

v. Membenkan sarun dan pertimbangan kepads pimpinan sesuai bidang
tugasnya, dan

w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan cleh atasan.

Paragral 5
Bidang Pemerintehan Desa

Pasal 22]

(1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seormng Kepals Bidang
mempunyai tugas merencanakan, melakssnakan dan mengkoordinasikan
Pemerintahan Desa meliputi Aparatur, Pemerintahan Desa, Penataan
Sarana Prasarana dun Kekayoan Dena.

(2] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehagai berikut :
. Membantu HKepala dinas dalam melaksanakan tugas diBidang
Pemerintahan Desa;
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan
Desa;
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Melaksanakan penyusunan rencans kerja Bidang Pemerintahan Desa
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan rencana kerja
Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;

Melaksanakan uarusan Penguatan EKapasitas Aparatur, Penataan
Administrasi Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;

Melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan aparatur  dan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

Melaksanakan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian disiplin
serta kinerja aparatur pemenntahan desa;

Melaksanakan  pembinaan,  pengawasan dan  pengendalian
penvelenggurann administrasi pemerintsh desa;

Melaksanakan  fasilitasi peningkatan  kessjnhteraan  aparatur
pemerintah desa,

Melaksanakan pembmasn admupustras: dan melaksanakan fasihitas
peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
Melaksanakan fasilitasi perumusan, penetapan dan pengesahan
kebijakan/ peraturan desa (Perdes);

Meclaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen  Perencanaan
Pembangunan Jangkza Menengah dan tahunan desa;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi
Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanje Desa (RAPB Desa);
Melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) dan Laporan
Keternngan Pertnnggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;

Melaksanakan fasilitesi peningkatan kapasitas penyclenggaraan
pemerintahan desa;

Melaksanakan evaluasi serta penilaian kinerja pemerintahan desa;
Melaksanakan f(asilitasi pemekaran desa, peningkatan status desa
menjadi kelurahan serta pengegabungan dan penghapusan desa;
Melaksanakan penvusunan pedoman pencatatan  dan p:rlapurmm
pengembangan, peningkatan, pemanfaatan, penyerahan, pembagian
dan penghapusan kekayaan desa;

Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kekayaan dess;
Melaksanakan perumusan kebijnkan penetapan dan fasilitas: erhadap
proses administrasi alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD}
Melaksanakan koordinasi penyusunan regulasi  wang berhubungan
dengan Pemerintahan Desa;

Menyusun petunjuk teknis dan rencana program/kegiatan pembinaan
dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Melaksanakan  pembinsan dan  penatann  penvelenggarasn
Pemerintahan Desa;

Melaksanakan koordinasi secara khusus dengan camat dalam setiap
pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan Desa;
menyelenggarakan monitoring, eveiuas) dan pelaporan dalam lingkup
Bidang Pemerintahan Desa;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/
organisasi terkait dalam lingloup tugasnys;
Mendistribusikan tugas kepada stal sesuni dengan bidang tugasnya;

. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;

bb. Memberi petunjuk  kepada stal untuk kelancaran pelakssnaan

oC.

tugasnya,
Menyelia kegiatan staf dalam linglcup bidang pemerintahan desa untuk
mengetahul kesesuaiannyn dengan rencana kerja;

dd. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan

rencana kerja vang telah ditetapkan;
Menyusun don memeniksa konsep-konsep surat dinas yang disjukan
oleh stal untuk memperoleh konsep surat dinas vang benar,
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fl. Mengevaluasl pelaksanaan tugas staf melalul penilaian sasaran kerja
pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinasn serta upaya tindak lanjut;

g2 Melaporkan pelaksansan tugas dalam lingkup Bixdang Pemerintahan
Desa secara lisan, tertulis, berkala mtau sesuni dengan kebutuban
kepada pimpinan;

hh, Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan _

ii. Melaksanakan magas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 222

[1) Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
a. Subkoordinator Aparatur dan Pemenintahan Desa;
. Subkeccrdinator Sarana Prasarana dan Keksyaan Desa; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Masing-masing Subkoordinator secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 223

(1) Subkoordinator Aparatur dan Pemerintahan Desa mempunyal tugas
masikan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan
terkait Aparatur dan Pemenntahan Desa.

(2) Urainn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekmis operasional Scksi
Aparatur dan Pemerintahan Desa;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanskan pengumpulan, seria pengolahan
basis data Scksi Aparatur dan Pemerintahan Desa sebagal bahan
penyusunan rencana kegiatan;

¢. Menyusun dan melaksanakan rencana kerin Seksi Aparatur dan
Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran, kebijjakan teknis, strategt dan
program kerja dinas;

d. Menyiapkan bahan don menyusun pedoman pembinaan apamtur
pemerintahan desa;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis pengawasan
dan pengendalian disiplin serta kinerja aparatur pemerintahan desa;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan lasilitesi peningkatan
kescjahteraan apuratur pemerintah desa;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan
melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas badan permusyawaratan
desa (BPD);

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perumusan, penetapan
dan pengesahan kebijakan /peraturan desa (Perdes);

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah den tahunan desa;

{. Menviapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi
terhadap proses wdministrasi alokasi dann desa (ADD) dan dana desa
(DD;

k. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman evaluasi serta
melaksanakan f{asilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanjs
desa (apbdes), laporan pertanggungiawaban penyelenggaraan
pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban
(LKP.J} dean;

l. Menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan verifikasi
penyelenggaraan pemilihan serta pemberhentian kepala desa dan
ketua, sekeriars sertn anggols badan permusyawamian dess;
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m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa

n.

serta [asilitasi penyelesaian perselisihan antar desa;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi serts penilaian kinerja
pemerintuhan desa,

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemekaran desa,
peningkatan status desa menjadi kelurahan serta penggabungan dan
penghapusan desa;

Merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan regulasi yang
berhubungan dengan Pemerintahan Desa;

Merencanakan dan menyiapkan bahan Penyusunan petunjuk tekmis
dan rencana  program/kegiatan pembinaan  dan  penataan
penyvelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menyiapkan bahan pembinaan dan  penatsan  penvelengearaan
Pemerintahan Dess;

Menyviapkan bahan dan secara khusus melakssnokan koordinasi
dengan camat dalam selap penyelenggaraan program dan kegiatan
lingkup Seksi Aparatur dan Pemerintahan Desa;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Aparatur dan
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja  lain  dan/atsu
lembaga /organisasi terkait dalam lingloup tugnsnys,

Mendistribusikan tugas kepeda stal sesual dengan bidang tugasnya;

w. Memberni petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan

tugasnya;

Memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan swafl untuk mengetahui
kesesusiannyva dengan rencana kerja;

Mengarghkan dan mengendalikan pelaksanasn tugas staf berdasarkan
rencana kerja vang telah ditetapkan;

Mengevaluasi pelaksansan tugas stal melalul penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) untuk mengetahul prestasl kerjanya dan sebagai bahan
pembinsan serta upaya tindak lanjut;

ad. Membuat dan meteriksa konsep-konsep surat yang digjukan oleh staf

untuk mempercieh konsep surat yang benar,;

bh. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertualis, berkala atau

sesuni kebutuhan kepads pimpinan;

cc. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang

tugasnya, dan

dd. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 224

1) Subkoordinator Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanasn dan  pelaksanaan
terkait Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa,

{2) Urnian tugas yang dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut :

b.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan
Pedoman Seksi Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa;

Menviapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan
basis data Scksi Sarana Prasarana dan Kekayaan Desa sebagal bahan
penyusunan rencana kegiatan;

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana
dan Kekayaan Desa berdasarkan sasaran, kebiakan teknis, strategi
dan program kerja dinas;

Menyiapkan bahan dan melaksanskan advokasi, konsultasi,
pembinaan, koordinasi dan menyampaiken laporan terkait Sarana
Prasarana : permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi
desa, clektrifikasidesa dan telekomunikasi desa kepada pimpinan dan
instansi/unit terkait,
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e. Menyispkan bahan dan menyusun pedoman pencatatan dan pelaporan,
pengembangan, peningkatan, pemanfaatan, penyerahan, pembagian
dan penghapusan kekayvasn desa;

Menyinpkan  bahan dan melaksanakan pembinaan weknis

penvelenggaraan kekayann desa;

Menyiapkan bshan dan mulakaamkan fasilitasi penyusunan dan

pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi perkembangan Desa

dan Kelurahan;

Menyiapkan bahan melaksanokan koordinusi dengan Camat, Unit

Kerja Lain danfatau  Lembaga/Organisasi dalam  sctiap

penvelenggaraan program dan  kegiatan lingkup Seksi Sarana

Prasarana dan Kekavaan Desa;

j.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana
Prasarana dan Kekayann Desa;

k. Mendistribusikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
staf sebngai bahan penilaian kinerjn sesuai dengan bidang tugasnya;

l. Melaporkan pelaksanaan tugss secara lisan, tertulis, berkala atau
scsuai kebutuhan kepada pimpinan serta memberikan saran dan
pertimbangan kepada pimpinan sesuni bidang tugasnya; dan

m., Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

ey
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Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 225

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa.

{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin olch seorang Kepala vang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Hepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Diinas Perhubungan Tipe A

Pasal 226

(1) Dinas Perhubungan mempunyal tugas pokok membantu bupati
melaksanakan Urusan Pemerintihan di bidang perhubungan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada
Darrah.

(2) Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi:
#. Perumusan Kebijakan teknis sesusi dengan  lingkup bidang
Perhubungan;
b, Pengawasan secars (eknis pelaksanaan pelavanan umum  sesuad
dengan lingkup nugasnva; dan
¢. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pads ayst (1), sebsgai berikut :

a. Melaksanakan Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang
menjadi kewenangan Daecrah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan
kepada Daerah;
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b. Melaksanakan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkerctaaplan, pelayaran, dan penerbangan vang menjoadi
kewenangan Daerah dan Tugass Perbantusn vang ditugaskan kepada
Daerah;

c. Melakukan pengasawan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkerctanpinn, pelayaran, dan  penerbangan yang menjadi
kewenangan Daecrah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada
Daerah;

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkerctaapian, pelayaran, dan penerbangan yang
menjudi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yung ditugeskan
kepada Dacrah;

e. Melaksanakan Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayarnn, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Deerah dan Tugas Perbantuan
yang ditugaskan kepada Daerah;

f. Melaksanakan administrasi Dinas Perhubungan; dan

g. Melaksanakan wugas lainnya yang ditugaskasn oleh bupati.

(4) Dinas Perhubungan, terdiri dari :

Bidang Lalu Lintas Jalan;

Bidang Anghkutan Jalan;

Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan;
Bidang Angkutan Pelayaran;

UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Pungsional.

FmoAapoE

Paragral 1
Kepala Dinas

Pasal 227

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretans Daerah.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 228

(1) Sekretariat mempunyal  tugas melaksanakan pengelolaan  teknis
administrasi umum, Eeuangan, kepegawaian serta perencanasan dan
pelaporan dinas,

(2) Uraian tugas vang dimaksud pada avat (1), sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi penvusunan rencana, program, Snggaran,

evaluasi, dan pelaporan Dines Perhubungan;

b. Melaksanakan pengelclasn administresi yang meliputl kKepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyamkat, kearsipan, dan dokumentasi;

Melaksanakan penataan organisasi dan tate luksana;

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

e. Melaksanakan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah; dan

[ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh awmsan,

N
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Pasal 229

(1) Sekretariat, membawahi !
. Sub Bagien Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanasn dan Evaluasi; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(2) Masing-masing Sub Bagian schagaimana dimaksud pada ayvat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Sub bagian vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sckretaris.

Pasal 230

(1] Sub Bagian Umum dan Kepegawaan mempunyal higas membantu
Sekretaris  Dinas dalam  melaksanakan tugss pengelolasn  teloms
administrasi umum Dinas dan melaksanakan ftugas pengelolaan
kepegawaian di lingloungan Dinas.

(2) Ursian tugas sebapaimsna dimskeud pads avat (1), stbagai benkut :

Melakukan penyiapan bahan pelalsanann urisan kepegawaian;

Menyusun teknis ketatausahaan,

Menyusun surat menyurat Dinas,

Melayam surat menyurat Dinas;

Menyusun kearsipan surat menvurat dan dokamentasi kegiatan Dinas;

Melayani kerumah tanggaan Dinas;

Melsyani periengkapan Dinas;

. Melaksanakan kerja sama dan hubungan masyarakat;
Menyusun rencoanas pengembangan I-mnr pegawai di lingkungan Dinay,
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
Memeriksa syaral-syarat kelayakan kenaiksn pangkat pegawai Dinas;
Mengusulkan kennikan panghat pegawei Dinas,

. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas;

. Melaksanakan Penataan organisasi dan tata laksana, seria pesyusunan

peramuran perundang-undangan; dan

Melaksanakan mugas kedinnsan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 231

pRERT IR s As T

o

(1} Sub Baegiun Perencanaan dan Evaluasi membantu Sekretaris  dalam
melaksanakan penvusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas.

12] Urndan tugas vang dimaksud pada ayal (1), sebagal bertkut :

a. Melakukan penyusunan dan rencana srategis kegiatan [Dioas
Perhubungan;

b, Menyusun rencana kinerja tahunan program anggaran kegiatan Dinas
Perhubungan;

c. Menyusun laporan kinerja Dinas Perhubungan

d. Melaksanakan monitoring dan evalussi pada kegiatan vang telah
dilaksanakan Dinas; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan leinnyva yang ditugaskan cleh atasan.

Pasal 232

(1] Sub Bagian Keuangan dan Aset membantuz  Sekretaris dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Dinas.

[2) Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan d

pengelolaan barang milik / kekayaan daerah;
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b. Melayani keuangan Dinas;

c. Mengkoordinasikan penvusunan keuangan dinas dengan  Bagian
Keuangan padn Badan Keuangan dan Aset Dacrah;

Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti  pengeluaran  dan
penerimaan keuangan Dinas;

Menyusun laporan keuangan Dinas;

Memeriksa kelengkapan dokumen kontrak;

Menyiapkan/memferifikasi rencana kerja anggaran Dinas; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

A

FRop

Paragrafl 3
Bidang Lalu Lintas Jaian

Pasal 233

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi
dan pelaporan di hidang lalu lintas jalan,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut :

a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijekan di bidang manajemen dan
rekavasa lalu lintas, dan keselamatan lala lintas dan angkutan jalan;

b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen
dan rekayasa lalu lintas, dan keselomatan lalu lintas dan anghkutan

julan;

c. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporen di bideng manajemen
dan rekayasa lalu lintas dan angiutan jalan; dan

d. Mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 234

Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi
. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
b. Seksi Keselamatan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan.

Masing-masing Seksi scbagaiman dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi vang beradn dibawah dan bertanggung juwab kepada
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan,

Pasal 235

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksansan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksansan mansjemen dan rekayasa
laiu lintas jalan.

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebaga) berikut :

a. Merumuskan bahan petunjuk teknin dan pelaksansan perencanaan
mansajemen dan rekayasa lalu lintas;

b. Mempersiapkan pelaksanasn petunjuk telknis standar opersional
prosedur analisa dampak lalu lintas jalan di Daerah;

c. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan penvediaan
dan pemeliharasn perlengkapan jalan;

d. Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi manajemen dan
rekavasa lalu lintas;

e. Melaksanakan penerapan tekhnologi informasi dan komunikasi laly
lintas; dan

{. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
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Pasal 236

(1) Seksi Keselamatan, Pengendidlian dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan
mempunyai  tugas pokok mempersiapkan bahan  perumusan  dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintes jalan, pengujian kendaraan bermotor,
pengelolaan perparkiran, pengendalian dan pengawasan.

(2) Uradan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagas benkut

.

Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan audit dan
inspeksi keselamatan dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten
Karimumn;

. Mempersigpkan bahan petunjulk tekris laik fungsi jalan kesclamatan

surana dan prasarana;

Memfasilitasi maenajemen dan penanganar  Keselamatan di jalan
kabupaten;

Memfasilitasi promesi dan kemitraan kesclamatan lalu lintas dan
angkutan jalan;

Melakukan pembinaan terhadap keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;

Mempersinpkan pelaksanaan petunjuk teknis smndar opersional
prosedur pengujian kendaraan bermotor,

Mempersinpkan bahan petunjuk teknis penyelenggaran perparkiran;
Mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan
pengawnsan pengaturan laha lintas;

Melakukan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;

Mempersiaplkan bahan cvaluasi dan pelaporan di scksi kesclamatan,
pengendalinn dan pengavwasan lalu lintas; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Angkutan Jalan

Pasal 237

(1) Bidang Anglkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan  kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serte evahugsi dan
pelaporan di bidang angkutan jalan.

[2) Uraian tugas vang dimaksud pada eyat (1), sebagai berikut :

.

d

Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Angkutan
Orang, Terminal dan Barang, serta pemadusn moda dan
pengembangan;

Mempersiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Anglutan
Orang, Terminal dan Bamang, serta pemaduan moda dan
pengembangan;

Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan
Orang, Terminal dan Barang, serta pemadusn moda dan
pengembangan; dan

Melaksanskan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 238

(1) Bidang Angkutan Jalan, membawahi:

a.
b.

Seksi Angkutan Orang dan Terminal; dan
Seksi Angkutan Barang, Pemanduan Moda dan Pengembangan.
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(2) Masing-masing Scksi sebagaiman dimaksud pada wyat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Anglkutan Jalan.

Pasal 239

{1} Seksi Angkutan Orang dan Terminal mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan di bidang
anghutan orang dan terminal.

(2)

(1)

(2)

Uraian tugss vang dimaksud pada avat (1), sebagai berilout ;

a.

b.

C.

Mempersiapkan bahan  petunjuk teknis dan pelaksanaan
penyelenggaraan angkutan orang,

Mempersigpkan hbahan petunjuk tweknis dan pelaksansan jaringan
trayek anghutan orang;

Mempersinpkan pelaksanaan petunjuk telmis  standar opersional
prosedur penyelenggaraan dokumen angkutan orang,

Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelakssnsan sertifikasi
supir anglautan orang;

Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengawasan
supir angkutan orang,

Menentukan tarifl kelas ekononii anglkutan orang dalam trayek, fasilitas
perizinan angkutan orang dalam trayek lintas dalam kabupaten;

g. Mempersianpkan babhan petunjuk teknis dan pelaksanaan di terminal

tupe C;

Mempersiapkan teknologi informmasi angkutan jalan, serta Mmsilitasi
perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainya;

Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan orang
di jalan dan terminal; dan

Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh ntasan,

Pasal 240

Seksi Anghutan Barang, Pemaduan Moda dan Pengembangan melakukan
penylapan bahan perumusan dan pelaksanasn kebijukan serta evaluasi di
bidang angkutan barang, pemanduan moda dan pengembangan.

Uraian tugds vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

b.

.

Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksansan wilayah
operasi dan perizinan anghkutan barang;

Mempersiapkan pelaksanaan petunjuk teknis standar opersional
prosedur penyelenggarasn dokumnen anglutan barang;

Mempersinpkan bahan petunjuk teknis dan pelaksansan sertifikasi
supir angkutan barang;

Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan peliksanaan pengawasan
supir anghkutan barang,

Penyediaan anglautan umum untuk jasa angloutan barang lintas dalam
kabupaten;

Mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Seksi Angkutan
Barang, Pemanduan Moda dan Pengembangan,

Mempersiapkan rencana umum jaringan trayvek lalu lintas anglkutan
julan, perizinan don el angkutan melampaul batas pulau dolam
kabupaten;

Memfasilitasi angkutan perintis untuk pedesaan yang terisolir dalam
kabupaten;

Mempersinplain rencana induk jaringan lalu lintas dan anghutan jalan
kabupaten;

Mempersinpkan dan  penetapan rencana induk perkeretapian
kabupaten;
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k. Pengelolnan data dan informasi transportasi, pengelolasn sistem
informasi manajemen  dan  komunikasi  transportasi,  serty
pengembangan transportasi; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudarman

Pasal 241

(1) Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudarsan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
serta  evaluasi  dan  pelapornn di bidang  Kepelabuhanan dan
Kebandarudaraan,

(2] Urnian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

4. Mempersiapkan bahan perumusan kelnjakan di bidang pembangunan,
pengembangan, pengerukan, rekiamasi, pengendalian dan peigawasan
pelabuhan laut don udara;

b. Menyviapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembarngunan,
pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan
pelabuhan laut dan udara;

c. Menyiepkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan,
pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengendalian dan pengawasan
pelabuhan laut dan udara;

d. Melakukan koordinasi dengan instalasi lain  dalam  rangka
pembangunan, pengembangan, pengerukan, reklamasi, pengendalian
dan pengawasan pelabuhan laut dan udara; dan

e. Melaksanalan nugns leedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atnsan.

Pasal 242

(1] Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan, membawahi
. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laul dan Udara;
dan
b. Sekm Pengendalian dan Pengawasan Pelabuhan Laut dan Udara.

(2) Masing-masing Seksi scbagaimana dimaksud puda ayat (1) dipimpin oleh
scorang Kepala Seksi yvang berada dibawah dan bertanggung jawab kepeda
Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan.

Pasal 243

(1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan  Laut  dan Udara
mempunyal - tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunsn dan pengembangan
pelabuhan laut dan udara.

{2) Uraian tugas scbagalmana dimaksud pada ayat (1] , sebagai berikut ;

a. Mempersiapkan petunjuk teknis penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan  pelabuhan  umum  pengumpan lokal, pelabuhan
penyeberangan lintas dalam  kabupaten dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Terminal Khusus (Tersus) serta
petunjuk teknis  penerbitan  isin pekerjaen pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan petunjuk teknis perizinan
rekiamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, dan

petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan pelabuhan udara;
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b, Mempersiapkan petunjuk teknis dan pembenan surat rekomendast
tempat pendaratan dan lepas |andas helikopter;

¢. Melakukan penviapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
sorta  evaluasi dan pelaporan  di  bidang pembangunan dan

pengembangan pelabuhan laut dan udars serta pekerjaan pengerukan

dan reklamasi;

d. Meiakukan koordinasi dengan instalasi lain  dalam mangka
Pembangunan dan Pengembangan pelabuhan laut dan udara; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 244

[l) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelabuhan Laut dan Udara
mempunyai tugas pokok melakukan penviapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan
pelnbuhan laut dan udara

(2) Urniﬂ.n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- Mempersiapkan petunjuk teknis  peperbitan  izin p:ngupf.rumn
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuban selama 24 jam
untuk pelabuhan umum pengumpan lokal, pelabuhan penyeberangan
lintas dalam kabupaten, dan petunjuk teknis pengendalian dan
pengawasan pelabuban pengumpsn lokal, TUKS dan Tersus serta
petunjuk teknis penerbitan  ixin  pengoperasian  Terminal Untuk
Kepentingan Sendin (TUKS] & dalam DLKr/DLKp pelabuhan
pengumpan lokal dan Terminal Khusus (Tersus) dan pelabuhan udars;

b. Melakukan penviapan bahan perumusan dan pelaksannan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan
pelabuhan laut dan udara serta di bidang perizinan usaha Badan
Usaha Pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan lokal dan Badan
Usaha Bandar Udara (BRUBU) di pelabuhan udara;

¢, Menyiapkan dan penetapan rencana induk dan DLEKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal dan pelabuhan udarag

d. Menyvusun taril jasa kepelabuhaan yang diselenggarakan olch Unit
Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD)/Unit Penyelenggaran  Pelabuhan
Daerah (UPPD);

e. Melakukan koordinasi dengan instalasi lain dalam rangka pengendalian
dan pengawnsan pelabuhan laur dan udar; dan

f. Melaksanskan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 6
Bidang Angkutan Pelavaran

Pasal 245

(1) Bidang Angkutan Pelayaran mempunyal tugas pokok melaksanakan
penyviapan perumusan kebijakan, pelaksanasn kebijakan, serta evaluasi

dun pelaporan di bidang angkutan pelavaran.

(2) Urnian rugas sehagaimona dimaksud pada ayat {1), schagal berikut :

a. Menviapkan bahan perumusan kebjjakan di bidang badan usahas dan
jasa terkmt angkuten pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

b. Menviapkan bahan pelaksanaan kebijjakan d: bidang badan usaha
dan jasa terkait anghutan pelayaran, anghutan pelavaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penysberangan;
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c. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha dan
jasa terkait angkutan pelasyaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungal, danau, dan penyeberangan; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dinugaskan oleh atasan.

Pasal 2496

Bidang Anghkutan Peleyaran, membawahi -
a. Seksi Badan Usaha, Jasa Terkait dan Angkutan Pelayaran Rakyat; dan
b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Penyeberangan.

Masing-masing Scksi sebagaiman dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepaln Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jewab kepada Kepaln
Bidang Angkutan Pelayaran.

Pasal 247

Seksi Badan Usaha, Jasa Terkait dan Angkutan Pelayaran Raloyar
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha, jasa terkait dan

angkutan pelavaran pelayaran.

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berilout :

a. Menyiapkan petunjuk teknis penerbitan izin ussha anghkuian laut, zin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bag orang perorangan atau
badan usaha yang berdomisili dalam dacrah kabupaten dan beroperasi
pada lintas pelububan di daerah kabupaten,

b. Menyvizpkan penerbitan  imin  usaha penyelenggaraan  angkutan
penveberangan sesuai dengan domisili badan usaha di kabupaten;

¢. Mempersiapkan  petunjuk  teknis penetapan lintaa
penyeberangan dan persetujuan pengoperssian kapal dalam daerah
kabupaten;

d. Mempersiapkan petunjuk teknis persetajusn rencana pola trayek liner
dan tremper pada angkutan laut dan pelayaran rakyat bagi orang
perorangan ateu badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan
beroperasi pada lintas pelabuhan di dacrah kabupaten;

e. Mempersiapkan petunjuk teknis igin usaha jasa terimit dengan
perawatun dan perbaikan kapal;

. Penctapan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi pada trayek
lintas dalam daerah kabupaten;

g Penetapan taril angkutan penyeberangan penumpang Kelss ekonomi
dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam
dacrah kabupaten;

h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha, jasa terkait dan
angkutan laut, angkutan pelayaran rakyvat yang berdomisili dalam
wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar pulau dalam
kabupaten; dan

i Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 248

Seksi Keselamatan Lalu Lintas Anghutan Leut dan Penyeberangan
mempunyal tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksansan kebijukan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan laut
dan penyeberangan.
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Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

a. Mempersinpkan petunjuk teknis pembangunan dan pengoperasinn
kapal milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karitnun,

b. Memfasilitasi promos dan kemitraan keselamatan pelayaran;

c. Melaskukan pembinaan terhadap keselamatan perusahsan angkutan
laut dan perusahnan pelayaran rakyat;

d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serte evaluasl dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas

angkutan laut dan penyeberangan;

Melakukan pengawasan angkutan laut di Kabupaten Karimun, dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnys vang ditugaskan oleh atasan.

=n

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 249

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kecarnatan merupakan
unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.

Unit Pelaksanan Teknis Dinas terdin dan!

UPFT Perhubungan Kecamatan Meral;

UPT Perhiubungan Kecamatan Karimuin;

UPT Perhubungan Kecamatan Kundur;

UPT Perhubungan Kecamatan Kundur Utara;
UPT Perhubungan Kecamatan Kundur Bamat;
UPT Perhubungan Kecamatan Buruy;

UPT Perhubungan Kecamatan Moro; dan

. UPT Perhubungan Kecamatan Durai.

Linit Pelaksanan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepals Dinas.

Bagian Kescbelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelsyanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

Pasal 250

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah
Dacrah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

fungs: :

a. Penyelenggaraan  perizinan dan  nonperizinan yang  proses
pengelolaannya mulai dar tahap permohonan sampai tahap terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penananam modal
sesunl ketentuan perundang-undangan;

c. Pengendalinn secara teknis pelaksanaan pelayanan umum  sesuai
dengan lingkup tugas; dan

d. Perumusan Kebijakan teknis sesuat dengan lingkup bidang tugasnya.
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(3) Urninnmgum'l:mgmmnna dimaksud pade ayat (1) , schagai berilkout:

f.
g

Merumuskan Kebijakan teknis operasional daerah dibidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

. Merumuskan penyusunan rencana dan program derja daerah dibidang

modal dan pelaynnan terpadu satu pintu;
Menvelenggarakan fungsi penanaman modal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

. Menyelenggarakan  perizinan  dan  nonperizinan  yang  proses

pengelolaannys mulai dori tahnp permohonan sampal tashap terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan
pengembangan teknis operasional daermh dibidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

Melaksanakan pelayanan teknis administras: ketatausahaan; dan
Melakeanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

{4) Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pinty, terdin dari:

®osAn O

Sekretanat;

Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Bidang Pengaduan dan Kebijakan Lavanan;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragral 1
Kepala Dinas

Pasal 251

Kepala Dinas mempunyal tugas meomibmpin, mengswasi, mengendabikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinss kepada Bupati melajui Sekretaris Daecrah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 252

|1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis
ketatausshaan yang meliputi urusan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan, keuangan dan asset, serta koordinasi penyelenggarsan tugss
dilingkungan dinas,

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ¢

a.

L - =

e

Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman den petunjuk
teknis sckretariat,

Mengusulkan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
Melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dan kepegawaian;
Melaksanakan pengelolaan perencansan dinas;

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;

Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksansan tugas
Selretariat; dan

Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,
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Pasal 253

1) Sekretariat, mernbawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiarn;
b. Subkoordinator, terdiri dar
1. Subkoordinator Perencanaan;
2. Subkoordinator Keuangan dan Aset.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sckretars.

(3) Masing-masing Subkoordinator sebagaimans dimaksud pade avatr (1)
hurufl b bertanggung jawab kepada Sekretarss.

Pasal 254

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan ketatausahaan vang meliputi administrasi umum, kearsipan,
kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian Dinas.

(2) Uraian tugas scbagaimana dimaksud padn ayat (1), sebagai berikout :

a. Menyiepkan penyusunan dan perumusan pedoman dan  petunjuk
teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

¢, Melaksanakan urusan administrasi umum, tate usaha dan kearsipan;

d. Melaksanakan wuwrusan rumah tangga, keamunan dan kebersihan
lingkungan kantor;

¢, Melaksanakan penyiapan bahan, telashan dan evaluasi kelembagaan
dan ketatalaksanaan,

. Melaksanakan penyviapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan
dan pengembangan pegawai;

g Melaksanakan penyiapan bahan dan proses administras/pembinaan
kepegawman,;

h. Melaksanakan penyvusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

i,  Melaksanukan tugss kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 255

(1) Subkoordinator Perencanaan mempunval ugas mengkoordingsikan
pelaksanaan penviapan bahan dan penyusunan lapeoran di  bidang

PETCNCANARDN.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan  petunjuk
teknis Sub Bagian Peréncanaan,

b. Menviapkan penyusunen rencana dan program kerja Sub Bagian
Perencanaan,

¢. Melaksanakan penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dinas
secara manual dan/atau elektronik;

d. Melaksanaken penylapan bahan don  penyusunan rencana
progmm/ kegiatan dinas secara manual dan/alau elektronik;

¢. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Sub Bagian Perencanaan; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugnskan oleh atasan,
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Pasal 256

Subkoordinator Keunngan dan Aset mempunyal tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan di bidang kevangan dan aset

U.ﬁl.l-ﬂﬂ tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;
. Menylapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk
teknis Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Menyiapkan rencanas dan program kerja Sub Bagian Heuangan dan
Aset;
Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
. Melaksanakan penyusunan laporan pertangungawaban keuangan dan
asct;
e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evalussi pelaksanaan tigas
Sub Bagman Keuangan dan Aset; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh amsan.

&

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 257

Koordinator Bideng Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
mempunyai  tugas mengkoordinosikan pelaksansan seluruh  kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
bidang perencanaan dan promosi penanaman modal yang menjodi
kewenangan daerah.

Uraian tugas schagaimana dimaksud pada avat (1) scbagai berikut :

0. Mengusulkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
tugas Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;

b. Mengusulkan penvusunan rencana dan program  kerja Bidang
Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;

¢. Melaksanakan pengkajian, penyusunan :Ian pengusulan  rencana
wmim, rencana strategis dan rencana pengembangan  penanaman
maodal lingkup dacrah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

d. Melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan
iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayanan
usaha lingkup daerah;

e. Melaksanakan penvusunan rencana dan pelaksanasn kegiatan promosi
penanaman modal;

. Melaksanakan penyvusunan laporan dan evaiuasi pelaksanasn tuges
Bidang Perencanaan dan Promos: Penanaman Modal; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasgal 258

Koordinator Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal,
membawahi :

a. Subkoordinator Perencanaan Penanaman Modal;

b. Subkoordinator Promosi Penanaman Modal; dan

o. Helompok Jabatan Fungsional.

{2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang,
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Pasal 259

(1) Subkoordinator Peérencanaan Pénanaman Modal mempunysi tugas
mengkoordinasikan pelaksansan pengendalian kKegiatan perencanaan
penanaman modal.

2] UI‘H.I.EH tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;

. Menyapkan penyusunan pedoman sebagai  petunjuk teknis
pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

Menyispksan  penyusunan  réncana  dan  program  kerju Seksi
Perencanaan Penanaman Modal;

Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
umum, rencans strategis dan  rencana pengembangan  penanamean
modal lingkup deerah berdasarkan sektor uszha,

Mclaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
umim, rencana sirategis dan rencana pengembangan  penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;

Melaksanakan pengumpulsn data, anslisis dan  penyusunan
deregulasi/kebijalan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

Melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan  peluang
penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan
uszha melilui kemitraan dan dayd saing berdasarkan selktor usaha dan
wilayah;

Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 260

(1) Subkoordinator Promosi Penaneman Modal mempunyvai tugas
mengkoordinasikan  pelaksansan  pengendalian  kegiatan  promosi
[pemasaran) pensnaman modal.

(2] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), schagal berikout :
a. Menyiapkan penvusunan pedoman  sebagai petunjuk tekmis

b,

an

pelaksanaan tugns Seksi Promosi Penanaman Modal;

Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Promosi
Penanaman Modal;

Melaksannkan penyiapan bahan informasi dan publikasi promoai;

. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang

pelaksanaan kegiatan promosi;

Melaksanakan pelaksanaan promosi daelam rangka menarik investor
dalam dan luar negeri;

Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan

Melaksanakan tugas kedinasan Iamn:fa yang ditugaskan oleh atasan,

Pararal 4
Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 261

(i) Koordinator Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal
mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
data dan sistem teknologi informasi serta pengendalian dan pengawasan di
bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
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Uraian tugas schagaimana dimeksud pada ayat {1), sebagni berikut

a. Mengusulkan penyusunan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di
Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;

b. Mengusullan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Data,
Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;

c. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan/atau validasi pengolahsn dan
penyajian dats perizinan dan nonperizinan penanaman modal baik
secara manual maupun elektronik;

d. Melaksanakan pengelolaan kegintan pembangunan dan pengembangan
sistem teknologl informasi;

e. Melalksanaskan analisa dan evaluasi pelavanan nonperizinan
penanaman modal;

{. Melaksanskan pengelolsan penvusunan rencana pengendalisn  dan
pengawasan penanarman modal;

2. Melaksanakan penyusunan laporan dan eveluasi pelaksanaan tugas
Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal, dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 262

Koordinator Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal,
membawahi :

a. Subkoordinator Penpolaheen Date dan Informasi Penanaman Modal;

b. Subkoordinator Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
c. Kelompok Jabatan Pungsional.

{2) Masing-masing Subkoordinator stbagalmana dimaksud pada ayat (1)

(1]

(2)

(1

bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang.
Pasal 263

Subkoordinator Pengolahan Data dan Informas: Penanaman Modal
mempuinyai (ogas mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan
informasi di bidang penanaman modal serta pengelolaan sisiem teknolog
informasi.

Uralan tugas sebagaimans dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyviapkan penyusunan pedoman  sebagal  petunjuk telons
pelaksanaan tugas Secksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman
Madal;

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan
Data dan Informasi Penanaman Modal;

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyvajian data perizinan
dan nonperizinan serta penanaman maodal baik secara manual maupun
elektronik;

d. Mclaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan sistem
teknaolog informasi;

e. Melaksanakan penyusunuan laporan doan evaluasi pelaksanaan tugas
Scksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan

I. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 264

Subkoordinator Pelaksansan dan Pl.-nul:nda]mn Penanaman Modal

mempunyal tugas mengkoordinasikan penyiapan dan pengolahan bahan
perumusan kebijakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang

peluksansan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
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Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut:

n. Menviapkan peoyusunan pedoman secbagal petunjuk  teknis
pelaksanaan tugas Scksi Pelakwanonoan dan Pengendalinn Penanaman
Modal;

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelaksanaan
dan Pengendalian Penanaman Modal;

c. Melaksanakan penyusunan analisa dan evaluasi pelayanan bidang
penanaman modal;

d. Melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal;

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanann tugas
Schsi Pelalcsunasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan

[. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Paragraf 5
Bidang Pelaynnan Penzinan dan Nonperizinan

Pasal 265

Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyni
tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
dalam upaya pelaksanaan operasional di bidang pelayanan perizinan dan
nonpenzinan yang menjadi kewenangan dacrah.

Uraltan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagar beribout

a. Mengusulkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk
teknis Bidang Pelayanan Pernizinan dan Nonpenzinan;

b, Mengusulkan penyusunan rencana dan  program  kerja  Bidang
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

c. Melaksanakan pengelolaan k:gmtnn pelayanan, verifikasi dan/atau
vilidasi perizinan dan nonperizinan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam
ranghka pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;

. Meclaksanakan penyusunan laporan den evaluasi pelaksanaan rugas
Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonpenzinan; dan

{. Melaksanakan rugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 266

Koardinator Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi:
Subkeordinator Peridinan dan Nonperizinan [;

Subkoordinator Perizinan dan Nonperizinan 11;

Subkoordinator Perizinan dan Nonperizinan III; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

angp

{2] Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

(1)

(2)

bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang,
Pasal 267

Subkoordinator Perizinan dan Nonperizinan | mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penviapan
teknis administratiil pelayanan perizinan dan nonperizinan | scktor
perdagangan, perindustrian, ekonomi, tenaga kenn dan pariwisata yang
menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

a. Menyiapkan penmyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk
teknis Sekesi Perizinan dan Nonperizinan [;
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b. Menyiapkan penvusunan rencana dan program kerja Sck=i Perizinan
dan Nonperizinan [;

¢. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validesi serts
pengolahan data pelayanan Seksi Perignan dan Nonperizinan 1;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan
instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Sekst Perizinan dan
Nonperizinan [;

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugasksn oleh atasan.

Pazal 268

Subkoordinator Penzmen den  Nonpenzinan [l mempunyai  tugas:
menghkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyiapan
teknis administratil pelayanan perizinan dan nonperizinan [ selkoor
perhubungan dan kesehatan yang menjadi kewenangan dacrah.

Uraian tugas schagnimona dimabksud pads ayat (1), scbagai berikut:

a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan  petunjuk
teknia Seksi Perizinan dan Nonperizinan 1i;

b. Menyiapkan penyusunan rencansa dan program kerja Seksi Perizinan
dan Nonperizinan IT;

c. Melaksannkan penyiapan bahan verifikasi danj/atau validasi serta
pengolahan data pelayanan Seksi Perzinan dan Nonpenzinan [I;

d. Melaksanakan penviapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan
instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan
Nonperizinan II;

c. Mclaksanakan penyusunan |laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Seksi Perizinan dan Nonperizinan II; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan Injnnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 269

Subkoordinator Perizinan dan Nonperizinan [l mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanasn kKegiatan penyusunan dan penyviapan
teknis administratiil pelayanan perizinan dan nonperizinan 1l sekwor
pekerjaan umum dan penatasn ruang, lingkungan I-ndup. perikanan,
pertanian dan pendidikan vang menjadi kewenangan da

Umian tugas sebagnimana dimaksud pada nyat (1), sebagai berilout -

a. Menyispkan penvusunsn dan perumusan pedoman dan  petunjuk
teknis Seksi Perizinen dan Nonperzznan 111;

b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Scksi Perizinan
dan Nonperizinan [

€. Melaksanakan penyiapan bahen verifikasi danfatau validasi serta
pengolahan data pelayanan Seksi Perizginan dan Nonperizinan [il;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan
instansi teknis dalam rangka pelavanan pada Seksi Perizinan dan
Nonperizinan 111}

e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evalunsi pelaksanaan tugns
Seksi Perinnan dan Nonperizinan 11l dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
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Paragraf 6
Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan

Pasal 270

{1} Koordinator Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan pedoman dan  petunjuk
teknis dalam upaya pelaksanaan operasional bidang pengaduan publik,
informasl, konsultasi layanan, penyusunan kebiiakan dan harmonisasi
dalam pelavanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan
dacrah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), sebagai berikut :

. Mengusulkan penyusunsn dan perumusan pedoman dan petunjuk
teknis Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan;

b, Mengusulkan penyvusunan rencana don progmame  kerja  Bidang
Pengaduan don Kebijakan Layenan;

. Melaksanakan identifikasi teknis penangenasn pengaduan, informasi
dan konsultasi layanan perizinan dan nonperizinan, baik secara lisan,
tulisan dan/atau elektronik;

d. Melaksanakan pelaksanaan perivusunan kebijakan, hormonisasi dan
pemberian  advokasi layanan dalam menyelenggarakan pelavanan
perizinan dan nonperizinan;

¢. Melaksanakan sosinlisasi penyuluhan kehijpkan lavanan kepada
instansi terkait dan pelaku usaha;

f. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksansan tugas
Bidang Pengaduan dan Kehijakan Layanan; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 271

(1) Koordinator Bidang Pengaduan dan Kebjjakan Layanan, membawahl :
a. Bubkocordinator Pengaduan dan Informasi Layanan;
b. Subkoordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Koordinator Bidang.

Pasal 272

(1) Subkoordinator Pengaduan dan Informasi Layanan mempunval tuges

mengkoordinesikan pelaksanaan penyiapan penyusunan petunjuk teknis
operasional pelaksanaan dibidang pengaduan dan informasi layanan.

(2) Umhn tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan  petunjuk

teknis Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;

L. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Scksi Pengaduan
dan Informasi Lavanan;

c. Melaksanakan sdministrasi penanganan pengaduan, informasi dan
konsultas layanan baik secara manual dan/atau elektronik;

d. Mclaksanakan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;

e. Melaksanakan pengelolaan dan  pengkajian  kualitas pelayanan
pertzinan dan nonperizinan;

. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelak=snaan tugas
Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan

€. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugnskan oleh atasan,
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Pasal 273

(1) Subkoordinator Kebijukan dan Penyuluhan Layvansn mempunyal tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan penviapan peovusunan petunjuk teknis
operasional pelaksanaan kebyjakan dan penyuluhan layanan.

(2) Uminn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai benkut :
Melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman don petunjuk
tekms Seksi Kebijakan dan Penvuluhan Lavanan;

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kebijakan
dan Penyuluhan Layanan;

c. Menyiapkan pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi)
bahan-bahan kebijjakan den harmonisasi, sertn memfasilitasi
ptndnmpmgnn dan/atau pelaksanaan advokasi dalam penyvelenggarasn
perizinan dan nonperizinan;

d. Menyiapkan pelaksansan sosialisasi penyuluhan kebijakan layanan
kepada instans) terkait dan pelaku usaha;

e. Melaksanakan penyusunan lsporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanen; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 274

{1) Unit Pelaksana Teknis Dinas  merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Unit Pelaksana Telenis Dinna dipimpin oleh seommng Kepala vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keduabelas
Dinas Kepemudann dan Olah Raga Tipe B

Pasal 275

(1) Dinas Kepemudaan dan Olsh Raga mempunvai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daermh dibidang
Kepemudaan dan Olah Raga.

[2) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyval Fungsi
a. Perumusan Kehjjakan teknis sesuni dengan lingkup bidang mugasnya;
b. Pengawasan secars feknis pelaksansan peloyanan umum  sesual
dengan lingkup tugasnys; dan
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tugansnya.

(3} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), acbhagai berilout ;

#. Merumuskan perencanaan  kebijfakon  teknis  dan  pelaksanaan
koardinasi, pengendalian dibidang Kepemudaan dan Oleh Raga;

b, Mtl.ilna-a:mlmn teknis operasional di bidang Kepemudaan dan Olah
Raga;

e. Melaksanakan Pelayanen teknis administrasi ketatausahaan;

d. Melaksanakan pengelolaan UPTD; dan

e. Melaksanakan kegintan lain dibidang Kepemudaan dan Olah Raga yang

ditugaskan oleh Bupati.
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(4) Dinas Kepemudaan dan Olah Rags, terdir dari ;
A Kepald Dinas:
b. Sekretarial;
c. Budang Olah Raga;
d. Bidang Pemuda;
e. Bidang Sarana dan Prasarana;
f. UPTD; dan
g Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 276

Kepala Dinas mempunyal fugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan hﬂ"r.ungung jawab atos pelnksansan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalu Sekaetaris Daerah.

Paragraf 2
Sckretariat

Pasal 277

(1) Sekretariat mempunyai  tugas melaksanakan pengelolaan  teknis
administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas.

(2] Uraian mugas yang dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :
a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahann Dinas,
b. Melaksanakan pelayanan ketatousahaan surat menyumt kepada
seluruh unit organisasi dilingkiungan dan difuar dinas;
Mengelola urusan rumah tanggs Dinas;
Mengelola keuangan Dinas;
Mengelola urisan kepegawaian dilingkungan Dinas;
Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegintan Dinas; dan
g Melaksanakan mgas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 278

mean

1) Sekretariat, membawahi
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subkoordmator, terdin dar :
I. Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Selorotans,

[3) Masitig-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 279

(1) Sub Bagian Umum dan Hepegawaian mempunyal tugas membantu
Sekretaris  Dinas  dalam melaksanakan tugas pengelolzan  teknis
administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan

kepegawaian dilingkungan Dinas.
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(2) I.Jnun.n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], sebagai berikut

=F Trpmoeanow

Menyusun rencana teknis ketatausahaan Dinas;

Menyusun surat menyvurat Dinns,

Melayani surat menyurat Dinas,

Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;

Melayam kerumahtanggasn Dinas;

Melayvani perlengkapan Dinas;

Menyusun renciuna pengembangan Karir pegawai di lingkungan Dinas;
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
Memeriksa syarat-svaral kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas;
Mengusulkan kenaikan pangkat pegawal Dinas kepada bagian
kepegawaian Dacrah;

Mengusulkan tindakan pembinasn pegawai Dinas; dan

Melaksanakan tugss kedinasan lainnyn yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 280

(1] Subkoordinator Perencandan dan Keuangun mempunyal  tugas
menghoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan kegiatan Dinas dan
pengelolaan keuangan Dinas.

12)

Uraian tugas sebagaimans dimaksud pada ayat (1), mbﬂgm berilout :

a
b.

c.

d.

¢
f.
g
h.

Menvusun rencana pengelolaan keuangan Dinas

Melayani keuangan Dinns;

Mengkoordinasikan penyusunan keuangan Dinas dengan Bagian
keuangan pada Sekretaniat Dasrah;

Menghimpun dan memenksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan
Dinas;

. Menyusun laporan keuangan Dinas;

Menvusun perencanaan kegiatan Dinas;
Menvusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas, dan
Melaksanskan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragruf 3
Bidang Olah Raga

Pasal 281

(1} Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman
dan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan
pengembangan keolahragaan.

(2 Lh-man tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

. Menyiapkan bahan penvusunan rencana dan program, evaluasi dan
pelaporan bidang keolahragaan;

Hl:'rrﬂuur_t perumusan  kebsjakan pembinaan dan pengembangan
kegintan keolahragaan,

Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan  pelatihan  dan
pembinasan keolahragaan;

Melaksanakan penyiapan dan  pemantauan perhantuan
peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahrugaon;
Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam menumbuh
kembangkan kegiatan keolahragaan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
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Fasal 282

(1) Bidang Olah Raga, mémbawahl :
a. Subkoordinator Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
b. Subkoordinator Olahraga dan Prestasi; dan
c. EKelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
bertanggungiawab kepadn Kepila Bidang.

Pasal 283

(1) Subkoordinator Olahraga Pendidikan dan Rekteasi mempunyni tugas
mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan penyedisan  dukungan
kerjasama dan mempersiapkan perumusan  kehijakan pedoman dan
bimbingan teknis kegiatan pelatihan pembinaan, pengembangan kegiatan
cabang olahraga pendidikan dan rekreasi.

(2} Uraian tugas schagaimuna dimaksud padn avat (1), scbagai berilut

a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan seksi;

b. Menyusun agende pembinaan dan pengembangan olahrags pendidikan
dan rekreasi secara berkala dan berkelanjutan;

c. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediann dukungan dan
kerjasama dari perbantuan dalam rangks menyelenggarakan olahrags
pendidikan dan relreasi;

d. Meningkatkan pemn serta pelajar dan perguruan tinggi dalam
pengembangan dan pendidikan olahrags;

e. Menetapkan pedoman berekreasi yang tidak menimbulkan dampak
buruk terhadap lingkungan;

[. Menetapkan kebijukan dalam penentuan oluhrags rekrensi yang
diikutsertnkan dalam kegiatan bertaraf nasional dan internasional, dan

2. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 284

(1) Subkoordinator Olahraga dan Prestas mempunyal nigas
menghoordinasikan  pelaksansan kegiatan  penvedinan  dukungan
kenasama dan mempersiapkan perumusan kebljjakan pedoman dan
bimbingan telmis kegiatan pelatihan, pembinsan dan pengembangan
kegintan cabang olahraga prestias,

[2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sebagai berilout :

n. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan seksi;

b. Menyusun sgenda pembingan prestasi olahraga untuk  mengikut
pertandingan/ lomba/scleksi/ kompetisi berbagai bidang secara berkals
dan berkelanjutan;

Menetapkan pedoman atlet pendidikan pretasi;

. Menetapkan kebijakan dalam penectuan atlet yang akan diikutsertakan
dalam kegiatan-kegiatan olahraga bertaraf nasional dan internasional;
dan

¢. Melaksanakan tugas kedinasan lainova yang ditugaskan oleh atasan,

pn
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Paragral 4
Bidang Pemuda

Pasal 285

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman
don kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian,
pengembangan, kegiatan dan organisasi kepemudaan.

Uralan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), sehagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan
pelaporan bidang keolahragasn,

b. Perumtsan kebijakan pembingan dan pengemibarigan Kegiatan
organisasi kepemudaan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis kegntan pelatthon dan pembinaan
kepemudaan;

d. Penymapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana
dan prasarana kepemudasn,

¢. Bekerjasama dengsn instansi terkait dalam menumbub kembanghan
kegintan kepemudaan; dan

[. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 286

Bidang Pemuda, membawahi :

8. Subkoordinator Pengembangan Organisasi dan Pemberdayaan Pemuda;
b, Subkoordinator Kepemimpinan Pemuda; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pads ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepaln Bidang Pemuda.

Pasal 287

Subkoordinator Pengembangan Organisasi dan Pemberdayaan Pemuda
mempunyal tugas mengkoordinasikan persiapan perumusan kebijakan
pedoman dan bimbingan teknis kegiatan, pelatihan, pembinann dan
pengembangan kegiatan kepemudaan.

Uraisn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat |1), sebagal berikut

n. Menvusun rencana dan program, evajuas: dan pelaporan seksi;

b, Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan bimbingan
tekmis kegiatan pengembangan organisasi dan pr:mherd.mfﬂ.ﬂ.n pemuda;

¢. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan organisast kepemudaan;

d. Melaksanakan kegiatan upacara  tingkat kabupaten yang
mengikutsertakan pemuda / siswa;

e. Mendukung dan memfasilitusl partisipasi aktfl menyeluruh dan
terbuka melalui penguatan peran serta semua aset dan stakcholder
vang terlibat dalam pembangunan pengembangan organisasi dan
pemberdayvaan pemuda;

f. Rapat koordinasi dan evalunsi antar instansi yang terkait dengan
pengembangan organisasi dan pemberdayaan pernuda; dan

g Melaksanukan tigas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 288

Subkoardinator Kepemimpinan Pemuda MEempLUnyai Tugas
mengkoordinasikan persiapan perumusan kebjjakan pedoman dan
bimbingan teknis kegiatan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan
kupasitus kepemudann.
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Urninn tugas sebogaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :
Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan seksi;

h. Mewijudkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan pemuda;

¢ Mempersinpkan pemuda  pemimpin yang  bertagws, mandin,
profesional, peduli dan berjiwa patriot;

d. Membangin landasan yang kokoh untuk terwujudnya kepemimpinan
pemuda berbasis kompetensi;

e. Meningkatkan mutu kepemimpinan pemuda;

f. Mewujudkan kepemimpinan pemuds yang transparan, konsisten dan
mengutamakan kebersamann; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 5
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 289

Bidang Sarana dan Prasaransa mempunysi tugss melaksanakan
penvusunan pedoman dan petunjuk teknis teknis sarana dan prasamna
ditidang kepemudaan dan olah raga vang menjadi kewenangan pemernintah
daerah.

Uraian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut !

& Menyusun rencana program kerja bidang sarana dan prasarana;

b. Menyusun perumusan kebijjekan teknis dibidang pengembangan
sarana dan prasarana kepemudaan;

¢, Menyusu perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sarana
dan prasarana olahraga,

d. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan dibidang sarana
dan prasarana;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan
prasarana kepemudaan,

f. Melaksanakan ({asilitasi pelaksansan pengembangan sarang dan
prasarana clahraga;

2. Meclaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksannan tugas
dibidang sarana dan prasarani; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 290

Bidang Sarana dan Prasarana, membawaki -

a. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Olahraga;

b. Subkoordinator Sarana dan Prasamna Pemuda; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 201

Subkoordinator Sarana dan Prasarana Olahrags mempunyai tugas
mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kelnjakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan
sarana dan prasarana olahraga.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut -
. Menviapkan bahan penyusunan program kerja seksi sarana dan
prasarana olahraga;



140

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijalun teknis
pengembangan sarana dan prasarana olahraga;

c. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan pengembangan sarana dan
prasarana olahrags;

d. Menyiapkan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas seksi sarana dan presarana olahraga; dan

e. Melaksanakan nugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 292

(1) Subkoordinator Sarana dan Pmsarana Pemuda mempunyal tugas
mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
kebijakan teknis, fasilitas, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan
sarang dan prasarana kepemudaan.

(Z) Uraian tugas sebagaimans dimelsud pada avat (1), sebagan beriloat

a#. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja scksi sarana dan
prasarana kepemudanan;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis
pengembangan sarans dan prasarans kepemutdaan;

€. Menyiapkan bahan pendukung fasilitas pelaksanaan pengembangan
sarana dan prasarana kepemudaan;

d. Menyviapkan bahan kegiatan koordinasi dengan unit kerja dan isntansi
lainnya dalam rangka pelaksanasn tugas;

e. Menyiapkan bahan monitoring, evalussi dan pelaporan pelaksanaan
tugas seksi sarana dan prasarans kepemudaan; dan

f. Melakeanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paragral 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 293

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

{2} Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala vang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepals Dinas.

Dinas Pariwisiata Tipe A

Pasal 294

(1} Dinas Pariwisata mempunyvali tugas membantu Bupati  dalam
melaksanakan kewenangan Pemenntah Daerah di bidang Panwisata dan
Ekonomi Kreatif,

(2] Dinas Pariwisata mempunyvai fungsi :
A Perumusan Kebijakan teknis sesuni dengan lingkup bidang tugasnya;
b. Pengawasan secara teknis pelaksanasn pelayanan umum sesual dengan
lingkup tugasnys: dan _ _
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tLgasnyn.
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(3) Um.iun tugas scbhagaimuna dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah
putnkannnun koordinasi, pengawasan dan penpendalian di bidang
pariwisata dan Ekonomi Kreatif]

b. Melaksanakan teknis operasional pembinsan don pengembangan di
hidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. Menyusun program di bidang pariwisata dan Ekonemi Kreatif;

d. Melaksangkan pelavanan teknis administrasi ketatausahaan;

e. Melakaanakan pemberian rekomendasi perizinan usaha kepariwisataan
dan pelayanan umum bidang kepariwisatann dan Ekonomi Kreatif; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugnslan oleh atasan,

(4) Dinas Pariwisata, terdiri dari -
Kepala Dinas;

Schkretariat;

Bidang Destinasi Pariwisata;

Bidang Pemasaran Pariwisata;

Bidang Pengembangan Ekonomi Krealtif;

Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

TEMA A oE

Paragraf 1
Hepala Dinas

Pasal 205

Kepala Dinns mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepads Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Parngraf 2
Sekretariat

Pasal 296

(1) Sekretariat mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan teknis
administrasi umum, keunangan, kepegnwaian serta perencanaan dinas.

[2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berilout :
Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan dinas:
Melaksanakan pelayanan ketatausahsan surat menyurat dinas;
Mengelola urusan rumah tanges dinas;

Mengelola keuangan dinas; 5

Mengelala urusan kepegnwaian di lingkungan dinas;

Menyvusun perencunaan kegiatan dinas;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
Melaksanakan rugas kedinasan lzinnva yang ditugaskan oleh atasan.

SREsan TP

Pasal 297

(1) Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b Suhkunlﬂtnnmr terdin dari -
. Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan.

e, Kempuk.xubum Fungsional.
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Masing-masing Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berads dl bawah dan bertanggung

jawal kepada Sekretaris.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl b bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 208

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas membantu
Sckretaris  Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan ieknis
administrasi umum dinas dan melaksanakan tuges pengelolaan
kepegowainn di ingkungan Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], sebaga: berikut :
Meényusun teknis ketatausahaan dinas;

Menyusun dan mengelola urugan surat menyurat dinas,

Menyusun dan mengelola kearsipan surat menyurat dinas;

Melayani kerumahtanggaan dinas;

Melayani perlengkapan dinas;

Melaksanakan pelayanan teknis administrasl kepegawaiirn rlinnn
Memeriksa syarat-svaral kelayakan kenaikan pangkatl pegawai diras;
Mengusulkan tindakan pembinann pegawai Dinas: dan
Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugnekan oleh atasan.

Pasal 2049

mFEEsAn o

Subkcordinator Perentansan dan Keuangan mempunyal tugas

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut -

a. Menyusun teknis perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
dinas:

b, Mengumpulkan den mengolah datsa yang berkenzan  dengan
perencanasn kegiatan dinas;

¢.. Menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja dinas;

d. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas;

e. Melaksanakan pembukuan, verifikasi, pelaporan dan pembinaan
bendashara dinas;

[ Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolann keunngan dinas;

g. Melaksanakan koordinasi sesumt dengan tuges pokok dan fungsinva;
dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 3
Bidang Destinasi Pariwisatn
Pasal 300
Bidang Destinasi Panwisata mempunyal tugas pokok menyusun kebijakan
perencanaan umum dan petunjuk teknis operasional pengembangan dan

penataan objek wisata, pengadaan sarana dan prasarana panwisata yang
menjadi kewenangan dacrah.
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(2) Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka
mengembangian objek dan doya tark wisits sertd sarana dan
prasarana pariwisata;

b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas
pengelolaan objek dan daya tarik wisata;

c. Membangun sarana prasarana umum dan [@silitas panwisata untuk
mendukung  pengembangan  destinasi  pariwisata  baru  dalam
pembangunan pariwisata daerah;

d. Mengembangkan diversifikasi atau keragamanan daya tarik wisata;

e, Memberikan pelayanan dalam penerbitan rekomendasi Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (TDUPF) daerah;

[ Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegintan  bidang
destinasi parmwisats: dan

g. Mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 301

(1) Bidang Destinasi Paniwisata, membawahi :
n. Subkoordinator Objek Daerah Tujuan Wisata;
b. Subkoordinator S8arana dan Prasarana Pariwisata; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Masing-masing Subkeordinator sebagouimana vang dimaksud peda ayat (1)
bertanggungawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 302

(1) Subkoondinator Objek Daerah Tujusn Wisata mempunyal tugas
mengkoordinasikan penyusunan petunjuk iteknis  operasional  dalam
upaya melaksanskan pengembungan doan penataan objek dan dave tarik
wisata.

(2) Uraian tugas sebagasimana dimaksud pada ayat (1], sebagai beriloat

i. Menyvusun rencana strategis pelaksanaan pengembangan dan penataan
objek dan daya tarik wisata; _ _

b. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait dan
lembaga untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta
daerah tujuan wisata;

c. Menviapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian serts
penertiban atas objek dan daya tarik wisata: '

d. Menyispkan bahan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Objek Wisata;

e. Menyusun evaluasi dan pelaporan peiaksanaan kegiatan seksi objek
daerah tujuan wisata; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 303

1) Subkoordinator Sardna dan Prasarana Pariwisata mempunyal tugas
mengkoordinasikan  peleksansan  penyusunan FEI:IHH_E'HH:I:I- penataan,
pembinean dan pengembangan sarana prasarans pariwisata yang menjadi
kewenangan dasrah.

(2) Urn.iun tugss sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
Merencanakan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis
prmg::mbnnp.n sarana prasarana wisata dan usaha jasa pariwisata;

b. Menyvispkan bahan untuk keordinasi dengan instansi-instansi dan

lembaga terkait atas pengelolzan jasa dan sarana pariwisata;
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€. Menyiapkan perumusan dan pelaksanasn kebinkan di dang bina
usaha pariwisata dan faslitas pelavanan pariwisata;

d. Menyinpkan bahan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;

e. Pelnksansan kebijukon nasionsl dan  kebijukan propinsi  doalam
penerapan standarisas) bidang pariwisats;

f. Melaksanakan pemberikan pelayanan dalam penerbitan rekomendasi
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) daerah;

g Menyusun evaluasi dan pl:lﬂpman pelaksanaan kegintan seksi sarana
dan prasarana pariwisala; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyn yang ditugaskan oleh atasan.

Paragrafl 4
Bidung Pemasaran Pariwisais
Pasal 304
Bidang Pemasaran Panwisata mempunym: tugas pokok menyusun

perencanaan umum dan petunjuk teknis operasional pemasaran pariwisata
yang menindi kewenangan dacrah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), scbagai berileut ;

A  Melaksanakan penigembangan pemasaran melalui promosi dan atraksi

promosi pariwisitla secara terpadu baik di dalam negen maupun luar

negart,

b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan pemasaran
pariwisata dengan lembaga di dalam maupun luar negers;

c. Melaksanakan penehtian dan pengembangan potensi  pasar
kepariwisataan;

d. Pengelolaan pusat informasi kepariwisataan, pemberian layananan
informasi kepariwisataan dalam pengembangan promosi pariwisata
daerah,

c. Penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana promoesi pariwisata
daerah;

. Melaksanakan kebijokon nasional dan kebijakan propinsi  dalam
pengembangan sistem informas: pariwissta;

g. Menyusun evalunsi dan pelapomn pelaksanaan kegiatan bidang
pemasaran paniwitkatn, dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 305

Bidang Pemasaran Panwisata, membawahi :

A. Subkoordinator Sarana Promosi dan Informaos) Parwisata;

h. Subkoordinator Atraksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata; dan
c. HKelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisats.

Pasal 306

Subkoordinator Sarana Promosi dan Informasi Padwisata mempunyal
tugas mengkoordinasikan pelaksanaan  penyusunan petunjuk  teknis
operasional dalam upaya melaksanakan sarana promosi pariwisata dan
memberikan informasi pariwisata.
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(2) Uraisn tugas scbagaimans dimaksud pada syat (1), sebagai berikut :

a,

b.

c.

di

e
f.

Merencanakan strategi pelaksanaan sarana pariwisata dan pengelolaan
iriformasi pariwissm,

Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis
pemasaran dan promiosi;

Melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sarana promosi serta
pelayanan informasi pariwisata;

Melaksanakan kegiatun promosi wisata baik oi dalam maupun luar
neger;

. Melaksanakan penyebarluasan buhan-bahan informasi pariwisata;

Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana
promosi dan informasi pariwisata; dan

g. Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 307

(1) Subkoordinator Atraksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai
tugas mengkoordinusikan pelaksanasn penyusunan petunjuk  teknis
operasional dalam upsya melaksanakan atraksi promosi pariwisata serta
melaksanakan dan meningkatkan kerjasama pariwisata.

2]

(1)

thaiun tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

Merencanakan strategi pelaksanaan atralksi promosi pariwisata dan
kerjasamn pariwisatn;

Melaksanakan kegiatan atraks) promos) wisatn;

Melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang
parwisata di tngkat daerah, nasional maupun intermasional;

Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanann kegiatan scksi atraksi
promosi dan kerjasama pariwisata; dan

Melaksanakan tugns kedinasan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatf

Pasal 308

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan fungsi
memimpin dan melaksanakan tugas penviapan bahan, penyusunan
kebijakan, koordinasi, pemantsuan, pembinaan, evaluasi dan
turhjiﬁmhmnmmmmmdm&mmmmmmm
Kreatf.

Uraian tugas sehagnimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

b.

c.

Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan
Ekonomi Kreauf;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
Pengembangun Ekonomi Kreatif,

Memberi petunjuk pelaksanann tugas kepada bawshan dilingkungan
bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Menyelia pelaksansan tugas bawnhan di  lingkungsn bidang
Penpembangan Ekonopun Kreatif;

Menyusun  bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta  pembinaan  teknis  terkait  Pembinaan dan
Pengembangan;

Menyusun  bahan dan melaksanakan kebijakan, f@silitasi dun
koordinasi serta pembinaan teknis terkait Sarana Prasarana Ekonomi
Kreatif dan Regulasi;
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Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, [asilitasi dan
koordinasi sertn pembinaan teknis terkait Pemasaran Produk Ekonomi
Kreatif;

Mengevaluasi peloksansan tugas bawnhan di lngkungan bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Menyusun lapgran  pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatil; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 309

f1) Hldimg Pengembangan Ekonomi Kreatifl, membawahi :

h-l-
c.

Subkovordinator Pembinasn dan Pengembangan Pemasaran Ekoenomi
Kreatif;

Subkoordinator Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasgal 310

(1] Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Ekonomi
Kreatif mempunyai fugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan
bahan perumusan kebijjakan, pembinaan, fasilitasi, evaluas) dan pelaporan
pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif,

(2) Uraian tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), scbagai berikut:

a.
b.

c.

Merencanakan  kegiatan sekwi Pembinaan dan  Pengembangan
Pemasaran Ekonomi Kreatif;

Membag tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pembinaan dan
Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif;

Membimbing pelaksanaasn tugas bawahan di  lingkungan seks
Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif;
Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembinaan dan
Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif;

Melaksanakan pembinsan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku  kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan
pemasaran ekonomi kreatif;

Memberi bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksansan kebijakan
dan program nset, edukasi dan pengembangan pemasaran skonomi
Mengevaluasi pelaksanan kegiatan di ingkungan seksi Pembinaan dan
Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif;

h. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pembinaan dan

Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatifs don
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 311

(1) Subkoordinator Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan  Regulasi
mempunyai  tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penviapan beshan
perumusan kebijakan, pembinnan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanuan Saruna Prusaruna Ekonomi Kreatif dan Regulasi.

(2 Uml.m tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Merencanakan kegiatan schsi Sarana Presarana Ekonomi Kreatifl dan
Regulnm.

Membagi tugns kepada bawahan di lingkungun seksi Seksi Sarana
Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi;
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Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di linglkungan Sarana dan
Prasarana Ekonomi Kreatil dan Regulasi;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sarana dan Prasarans
Ekonomi Kreatif dan Regulass;

Melakaanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semun
pemangku terkait pengembangan sarana prasarana ekonomi kreatif;
Memberi bimbingan teknis dan supervisi atas pelrksanaan kebijakan
dan program pengembangan sarana prasarana ekonomi kreatif dan

regulasi;

Mengevaluasi pelaksanan kegiatan di lingkungan seksi Sarana dan
Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi;

Melaporkan pelaksanaan laneria di ingkungan seksi Sarana prasarana
Ekonimi Kreatif; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan cleh atasan.

Paragral 6
Bidang Kelembagaan Pariwisats dan Ekonomi Kreatif

Pasal 312

(1] Bidang Kelembagaan Parnwisata dan Elkonomi Kreatif mempunyni tugas
dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyispan bahan,
penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan

pelaporan  terkait Pengembangan Sumber Daya Kepanwisatsan dan
Ekonomi Kreatif dan Data dan Penelitian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), sebagai berilout:

a.

b.

C.

Menyvusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan
Kelembagaan Pariwisatn dan Ekonomi Kreatif;

Mendistribusikan tugas kepada bawehan di bngkungan bidang
Pengembangan Kelembagaan Parnwisata dan Ekonomi Kreatif;

Memben petunjuk pelaksanaan tugas kepade bowahan di lingkungan
bidang Pengembangan Kelembagaan Panwisata dan Ekonomi Kreatif;
Menyiapkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
Pengembangan Kelembagnan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Sumber
Daya Kepariwisatann dan Ekonomi Kreatil;

Menvusun bahan dan melaksanakan kebijnkan, [Esilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait Hubungan Kelembagann
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Menyusun bahan dan meladsanakan  kehijakan, fnsilitesi dan
koordinas: serta pembinaan teknis terkmt datea dan  Penelitian
pariwisata dan ekonomi kreatif;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawshan di lingkungan bidang
Pengembangun Kelembaguan Panwisata den Ekonomi Kreatif,
Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan
Kelembagaan Pariwiaata dan Ekonomi Kreatif; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 313

(1) Hidamg Kelembagasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatil, membawahi ;

Subkoardinator Pengembangan Sumber Dayva Kepariwisataan dan
Ekonomi Kreatif;

Subkoordinator Data dan Penielitian; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Masing-masing Subkoordinator schagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 314

(1) Subkoordinator Pengembangan Sumber Dayn Kepanwisataan dan
Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menghkoondinasikan pelaksanaan
penyiapan bahan perumusan kebryjakan, pembinaan dan fasilitas), evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan
doan Ekonomi Kreatif.

(2] Uraian tugns sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berilour:

o

b.

<.

Merencanakan kegietan seksi  Pengembangan Sumber Daya
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

Membag tugas kepada bawahan di linglungan seksi Pengembangan
Sumber Daya Kepanwisataan dun Ekonomi Kreatif;

Membimbing pelaksanasn tugas bawahan di  lingkungan seksi
Pengembangan Sumber Daya Kepanwisataan dan Ekonomi Kreatif,
Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengembangan
Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif,

Melaksanakan koordinasi kebijakan pengombangan sumber daya
manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif di bidang pengembangan
standar kompetensi panwisais dan  ekonomi  kreatif, pelatihan
kepanwisatsan dan ekopomi  boeatif dan  fasilitasi  sertifikasi
kompetensi; _

Menyiapkan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia aparatur di  bidang keduklatan, kerjasama,
pengembangan materl  kediklatan, penyelenggaraan, (asilitas),
akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;

Mengevaluasi pelaksanan kegiatan di lingkungan seksi Pengembangan
Sumber Dava Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seks: Pengembangan

Sumber Daya Kepanwisataan dan Ekonomi Kreatif, dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 315

(1) Subkoordinator Data dan Penelifian mempunyai tugns

mengkoordinasikan  pelaksanasn penyiapan bahan  perumusan

kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Data dan
Penehtinn Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(2) Uraian mgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
8. Merencannkan kegiatan seksi Dats dan Peneliisn membagi tugay

kepada bawahan di lingkungan seksi Data dan Penelitian;
Membag: tugas kepada bawahan di linglungan seksi Datn dan
Penelitinn;
Membimbing pelaksanzan tugas bawahan di lingkungan seksi Data
dan Penelinan;
Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Hubungan Data dan
Penelitian;
Mclaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penclitian
dan pengembangan kebijakan kepariwisatnan dan Ekonomi Kreatil]
Menyiupkan pengembangan system dun metoda penelitiun dan
pengembangan kebijakan kepanwisataan dan Ekonomi Kreatif,
Mengevaluasi pelaksanan kegiatan di linghungan seksi Data dan
Penelitian;
Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Data dan
Penelitian; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
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Paragral 7
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 316

{1} Unit Pelaksanman Teknis Dinas merupakan unsur pelaksans teknis
operasional Dinas Pariwisata.

(2) Unit Pelaksana Trekmis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawnh tanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bagian Keempatbelas
Dirias Perpustakann dan Kearsipan Tipe B

Pasal 317

(1} Dinas Perpustakaan duan Keursipan mempunyai tugus membantu Bupati
dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di  bidang
Perpustakaan dan Arsip.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunynsi fungsi :

a.

b.

C.

Perumiisan Kebijnkan teknis sesuai dengan inglkup bidang rugasnya;
Pengawasan secara teknis pelaksansan pelayanan umiom sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tugasnya.

(3) Uratan tugas yang dimaksud pads ayat (1), scbagai berikut :

a.

B0

=

Merumuskan perencanaan  kebijakan teknis operasional dacrah
pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan perawatan di bidang
Perpustakuann dan Kearsipan;

. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di

bidang Perpustaknan dan Kearsipan;
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

Melaksanakan pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanen tcknis
serta kerjasama dibidang perpustakaan;

Melaksanakan pengelolaan UPT; dan

Meluksanakan lkegintan lain dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
vang ditupnskan oleh Bupati.

(4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdini dari ¢
a. Kepala Dinas;

b,
c.

d.

e
f.

Sekretanat,

Bidang Pengolahan, Pelestarian Bahan Pustaka dan layanan
Perpustakaan;

Bidang Pengembangan Perpustaksan dan Pembudsysan Kegemaran
Membaca;

. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;

UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragral 1
Kepila
Pasal 318

Kepala dinas mempunyn: fugas memimpin, mengawasi, mengendalilan,
mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tupoksi
dinas kepada bupati melalui sekretans daerah,

Paragral 2
Sekretarial

Pasal 319

(1] Sekretariat mempunyal  tugas melaksanakan pengelolaan teknis
ndministrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas,

{2) Urainn tugas yang dimaksud pada avat (1), sebagai berilout :

a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;

b, Meclaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada
seluruh unit organisasi di lingktingan Dinas;

c. Mengelola urisan rumah tangga Dinas;

d. Mengelola keuangan dan perlengkopan Dinas;

e. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;

f. Melaksanakan fungsi kearsipan kegiatan administrasi dinas;

g Menyusun rencana program kegiatan Dinas;

b. Menyusun laporan pelaksanasn kegiatan Dinas, dan

i, Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 320

(1) Sekretariar, membawahi :
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subkoordinator, tercin dan ;
I. Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan.
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a
dipimpin oleh seorang Keplila Sub Bagian yang beradn di bawah dan
hertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertanggungfawab kepada Seloretaris.

Pasal 321

{1} Sub Bagin Umum dan Kepegawsinn mempunyui tugas membantu
Sekretariat  Dinas  dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis
administrasl umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan

kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Uramn tugas sebagaimana dimaksud aynt (1), sebagai berikut :
. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang umum dan
kepegawaian:
b. Menerima dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengolahan ketatausahaan,
persuratan dan kearsipan;
d. Melayani kerumaehianggnan Dinas;
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e. Menviapkan perlengkapan Dinas;
. Melaksanaan pengelolaan kepegawalan meliputlt mutasi, pengembangan
administrasi

karir, Kesejahternan, disiplin  dan  peéngelolaan
kepagawaian lainnya.

g Melaksanakan pelavanan teknis administrasi kepagawaian dinas
meliputi kepangkatan, DUK, SKP, pengurusan kenaikan gaji berkala,
kartu pegawai karis/karsu, daftar hadir, cut, pelatihan, disiplin dan
pembinaan pegawai dan pengusulan pensiun; dan

h. Melaksanakan agas kedinasan lainnys vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 322

Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyal tugas
mengkoordinesikan pelaksanaan lugns pengelolann perencanaan dan
keuangan Dinas.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyiapkan, menyusun, analisis bahan rencana perumusan kebijakan,
program kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;

b. Melavani pengelolaan keuangan Dinas;

c, Mengkoordinasikan penyusunan keuangan dinas dengan Bagian
Keuangan pada Sckretarial Daeraly,

d. Melaksanakan urusan pengujian terhadap dokumen keuvangan;

g. Menviapkan pembinsan perbendaharnan, tuntunan perbendnharsan,
pelayanan pembayaran, dan pengelolean kas;

f. Menvusun laporan keuangan Dinas;

g Menyusun rencana kegiatan dan progrem kerja tshunan jengka
menengah dan jangka panjang Dinas,

h. Melaksanakan pemantauanpengawasan dan  evaluasi  terhadap
kegiatan dan program;
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan

i.
j» Melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh atasun,

Puragral 3

Bidang Pengolahan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Lavanan Perpustakaan

Pasal 323

(1) Bidang Pengolahan, Pelestarian bahan pustaka dan layanan perpustakaan

mempunyai tugas pokok menylusun perumusan pedoman dan petunjuk
teknis  pengembangan koleksi, melaksanakan kajian kebutuhan
pemustaka, meluksanakan layanan, olomasi, kerjasama gierta
melaksanakan Pelestarian bahan pustaka.

(2) Uralan tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;

a. Menvusun Perumusan kebijakan teknis, [msibtasi, koordinasi serta
pembinaan teknis di bidang pengolahan, Pelestarian bahan pustaka
dan layanan perpustakaan;

b. Menyusun perencanaan program Fengolahan, Pelestarian bahan

pustaka dan layanan perpustakaan;
g. Menyusun Penetapan pedoman pengolahan, Pelestarian bahan pustake

dan layanan perpustakaan;

d. Melaksannkan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan
instensi lainnys dalam rangka pelaksanaan lingkup tugas pengolahan,
Pelestarian bahan pustake dan layanan perpustakaan,

e. Mrelaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan  bahan
perpustaknan serta pelaksansan kajian kebutuhan pemustaks;
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[. Melaksanakan pelayanan umum dan teknis dibidang pengolahan,
Pelestarian bahan pustaka dan layanan perpustakann;

g Melaksanskan Pelestarian bahan perpustakann; dan

h. Melaksanakan wgas kedinasan lainnya yang divagaskan oleh atasan.

Pasal 324

(1) Bidang Pengolahan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Layanan
Perpustakaan, membawah! :
a. Subkpordinator Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian
Bahan Pustaka;
b. Subkoordinator Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakasan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2] Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 325

(1] Subkoordinator Pengembangan Keleksi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan
Pustaka mempunyal tugas mengkoordinasikan perencanaan, penyvusunan
kebijakan, pengembangan, serta pelaksanaan pengembangan koleksi dan
pengolahan bahan perpustakaan.

{2) Uraian tugas yang dimeksud pada ayat (1), sebagm berikut :

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Pengembangan
Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

b. Menvusun kebijakan pengembangan koleksi;

c. Melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan
perpustakaan,

d. Melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustukaan melalui
pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan,

e. Menyiapkan bahan Penganekaragaman perpustakaan yang mencakup
kegiatan  transliterasi  (alibh  aksarz), translas: (terjemahan), dan
SEJCTLSTIVE;

f. Menyiapkan bahan pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah f{local
content} di wilayahnya;

g Mengumpulkan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi
dacrah {local content);

h. Melakaanakan Penenmaan, pengolahan, dan venfikasi bahan
perpustakaan;

i.  Menyusun deskripsi bibliografi klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan
penyelesainn fisik hohan perpustakaan;

). Melaksanakan venfikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;

k. Menyusun liternture selunder;

L. Melaksanakan survey kondisi bahan perpustakaan;

m. Melaksanakan pelestarian isi/nilal informasi bahan perpustakasn
dalam bentuk mikrofil maupun digital dan memberikan tempelan
identitns pada kotak microfilm /digital;

Melakaanakan  perckaman, pencucian, penduplikasian bahan

perpustakaan;

Melaksanakan kegiatan pemasukan data pada kemputer;

Melaksanakan Pemeliharsan dan penyimpanan master reprografi,

fotografi, dan digital; _

Melaksanakan fumigasi, contral kondisi ruangan penyimpanan,

pembersihan debu, nods, dun selotape;

r. Meclaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan
perpustakann;

o
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Melaksanakan pembuatan folder, pamphlet binding, cover, map dan
portopel; dan
Melaksanakan tugss kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 326

(1) Subkoordinator Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
mempunyai  tugas mengkoordinasiken  perencanaan, | penvusunan
kebijakon dan pelaksanasn pembinpan, pelaksanaan pengadoan sarana
perpustakaan serta kerjasama dibidang perpustakaan;

{2 I.Iraiun tugas yang dimaksud pada ayat 1), sebagal berikut :

b,

Gl S Rt

ang

£ T

Menviapkan bahan perencanaan progrum kegiatan pengembangan
sarana perpustakaan;

Melaksanakan Pengoordinasian pnn:,rclcnggnmn layanan
perpustakaan dengan perangkat dacrah, BUMD, instansi terkait dan
masvarakat,

Melaksanakan Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi,
layanan referensi, layanan pinjam antar perpusiakaan;

Melaksanakan Penyelengeargan lavanan ekstensi  (perpustakaan
keliling);

Melaksanakan Penyusunan statistik perpustaksan;

Melaksanakan bimbmgan pemustaka;

Melakaspokan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan
(weeding);

Melaksanakan promosi pelayanan;

Menyedinkan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka
terhadap koleksi;

Melaksanakan kajian kepuasan pemustaka;

Melaksanakan Pengelolaan dan pengembangan peranghkat keras, lunak,
dan pangkalan data;

Melaksanakan Pengelolaan dan pengembangan janngan otomasi
perpustakann;

. Melaksanakan Pengelolsan dan pengembangan website;

Melaksanakan Inisiasi kerjasama perpustakaan;

Melaksanalan Pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjlan kerja
RAEMA,

Menyiapkan bohan Pengembangan dan pengelolaan kerjn suma antar
perpustakaan; dan

Melaksanakan tuigas kedinasan leinnva vang ditugaskan oleh atasan,

4

Paragrafl
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayasn Kegemaran Membaca

Pasal 327

(1) Bidang Pengembangan Perpustaksan dan Pembudavaan  Kegemaran
membaca mempunval tugas merencanskan, menyusun kebijakan,
mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka
pengembangan perpustnkasn dan pembudavaan kegemaran membaca.

(2] Uralan ugas yang dimaksud pada avat (1), sebagal benbout -

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakann meliput
pengembangan  semua jenis perpustakaan, implementasi  norma,
staruiar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan,
koordinasi pengembangan perpustakasn, dan pemasyarakatan,
sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan,
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b. Melaksanakan pembinaan perpustakaan dan pengembangan tenaga
perpustalcnan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan
teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian
angha kredit pustakswanan, koordimasi pengembangan pusmknmn
dan tenaga tekmis perpustakann, pemasyarakatan/sosialisasi,
evialuam pembingan tenaga perpustakaan;

c. Melaksanakan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca
meliputi  pengkajian, dan pelaksanaan pembudayasan kegemaran
membaca, koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi, dan bimbingan
teknis serta evaluasi kegemaran membaca; dan

d. Meclaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 328

(1) Bidang Pengembangan Perpustakean dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca, membawnhi ;
a. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
b. Subkvordinator Pengembangsn Pembudayaan Kegemaran Membaca;
dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Masing-masing Subkoordinator scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 329

(1} Subkoordinator Pembinaan, dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai
tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan pedoman dan  petunjuk
teknis operasionnl serta pengembangan perencanaan perpustakaan dan
tenaga perpustakaan.

(2} Uraman tugas yvang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

Melnksanahan pembinaan, dan pengembangan perpusinkann;

Menyusun Implementasi norma, standar, prosedur dan knitena (NSPK);

Melaksanakan pendataan perpustakaan;

Melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan;

Melaksanakan koordinasi pengembangan perpustakaan dan tenaga

teknis perpustakann;

Melaksanakan pemnasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi

pengembangan perpustakaan dan pembinaan tenaga perpustakaan;

g Menyiapkan bshan kegiatan Bimbingan teknis, penitngkatan
kemampuan teknis kepustakawanan;

h. Menyusun Penilaian angka kredit pustakawanan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh stasan.

Pasal 330

[1) Bubkoordinator Pengembangan, Pembudayvean HKegemaran Membaca
mempunya! fugas menghkoordinasikan penyiapan bahan pedoman dan
petunjuk teknis operasional serta perencanaan, pengkajisan serta evaluasi,
pembudaynan minat baca.

12) Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1}, sebagai berilout ;

a. Menviapkan Pengkajinan minat baca masyarakat,

b. Menviapkan bahan permbudayaan kegemaran membaca;

c. Melaksanakan Pengkoordinasian pemasyarakatan [ sosinlisasi
pembudayaan kegemaran membaca;
Menyinpkan bahan Pemberian bimbingan teknis;
Menyiapkan bahan Evaluasi pembudayaan kegemaran membacy; dan
Melnksanakan tugas kedinasan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.
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Paragral 5
Bidang Penyelenggarasn Kearsipan

Pasal 331

Bidang penyelenggaraan kearsipan mempunyal tugas merumuskan dan
MenyusLUn kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi  dan
melaksanakan pembinaan pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan
Kearsipan.

Utaian tugas yang dimaksud pada aval (1), sebagai berikut :

a. Menyusun perencanaan program penvelenggaraan kearsipan,

b. Menyusun perumusan kebijakan teknia fasilitasi, koordinasi serta
peloksanaan penvelenggaraan kearsipan;

c. Menyusun penetapan pedoman penyelenggaraan Kearsipan;

d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga kearsipan lainnya;

e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengembangan hidang
kearsipan;

. Melaksanakan meonitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan kearsipan; dan

g, Melaksanukan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 332

Bidang Penyelenggaranan Kearsipan, membawahi :

a. Subkocordinator Pengelolaan dan Preservasi Arsip;

b. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
c. Kelompok Jabatan Pungsional.

Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 333

Subkoordinator Pengelolsan dan Preservasi Arsip mempunyai tugas
mengkoordinasikan penviapan bahan pedoman dan petunjuk teknis
operasional, perencanaan dan pelaksansan, pengolahan pelayanan,
perawatan dan peléstarian arsip,

Uraian tugas vang dimaksud pada avat (1), sebagai berikut :
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengzlolaan arsip
dinamis;

b Menviapkan bahan perumusan kebpakan teknis pengolahan arsip
statis;
Melaksanakan penghimpunan data informasi kearsipan;
Menerima fisik arsip dan daftar arsip;
Melaksanakan pengolahan arsip;
Melaksannkan alth media dan reproduksi arsip dinamis;
Melaksanakan perawatan dan  perbalkan wrsip statis serta
penvelamatan arsip statis akibat bencana;
Melnksanakan penyimpanan, pemeliharan dan perlindungan arsip
staus,
Melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
Menggugnh data informasi kearsipan kedalam sistem informasi
kearsipan,;
Melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;
Melaksanakan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;

. Melaksanakan Pengelolaan perangkat teknologi dan komunikasi serta
penyediaan aset dan lavanan infomas) kearsipan melalui JIKM:

> @ooan
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n. Melaksanakan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKM
dan JIKM sebagai simpul jaringan dan menvampaikan hasilhva kepada
pusat jaringan nasional; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 334

Subkoordinator pembinaan dan pengawssan Kearsipan mempunyal tugas
mengkoordinasikan penviapan bahan pedoman dan  petunjuk  teknis
operasional, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
kearsipan.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat 1}, sebagnl benbout ¢

i, Melaksanakan perencansen, bimbingan dan konsultas
penyelenggaraan kearsipan pada perangkat deerah dan lembaga
kearsipan daerah;

b, Melaksanakan sosialisi penyuluhnan kearsipan pada perangkat daerah
lembaga kearsipan daerah; _

c. Melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada
perangkat dnernh lembaga kearsipan dacrah;

d. Melaksandkan perencanaan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan pada perusahsan, organiasi kemasyarakatan, organisasi
politik dan masyarakat;

#. Melakranakan sosinlisasi pemantauan, supervisi dan  evaluasi
pelaksanoan kearsipan pada peruhaaan, Organisas)

f. Menyiapkan bahan perumuuﬂn kebijakan teknis  pelaksanaan,

pemberian  bimbingan dan konsultasi, dan pengendalian dibidang
kebutuhan jabatsn fungsional asipans daerah;

g Melaksanakan bimhingan dan konsultasi SDM kearsipan, pengelolaan

datn, evalusi fungsi dan tugas jabatan fungsional arsiparis;

M:Iﬂk[:.urmknn perencanasn pengawasan kearsipan pada perangkat

Menviapkan bahan perumusan teknik pengawasan dan kearsipan;

Melaksanakan perencannan program pengawasan kearsipun;

Melaksanakan  penilaian  hasil pengawasan  kearsipan  dan

melaksanakan monitoring pengawasan kearsipan;

. Melaksanakan monitoring, audit dan penilaian hasil kearsipan pada

perangkat daerah; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh atasan.

&

FJcal

Paragraf &
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 335

Unit Pelaksanaan Tcknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinhss Perpustaksan dan Kearsipan,

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Kelimabelas
Dinas Penkanan Tipe A

Pasal 336

(1) Dinas Perikanan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan
urnsan pemerintahan dibidang Perikanan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembaniuan vang ditugaskan kepada Daerah,

(2) Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingloup bidang tugasnya;
L. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayvanan umum sesual dengan

Hnglup tugasnya; dan
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalom lingkup rugasnya.

B Urmun tugnas sebagaimana dimaksud pada avar (1), sebagai beribout ;
Merumuskan perencanaan  kebijakan teknis operasional daerah
p:lﬂkmnann koordinas), pengendalian di bidang Perikanan;

b. Mclaksanakan teknis opcrasional pembinean dan pengembangan di
bidang Perikanan;
¢. Melaksanaln pelayanan teknis administrasi ketatousahaan,
d. Melaksanakan pengelolaan UPT; dan
Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

n
3

(4] Dinas Perikanan, terdin dan ;

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan Nelavan Kecil;

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan;
Bidang Pengrliolann TPI/PPI dan Pengembangan Usaha;
Bidang Pengembangan Kawasan dan Kesehatan [kan;

g, UPT Pelayanan Usaha Perikkanan;

h. UPT Baiai Benih lkan; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

mhAanos

Paragraf |
Kepala Dinas

Pasal 337

Kepalas Dinas mempunyal tugas memimpin, merigawas, mengerdalilan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 238

(1) Sekretanat mempunyal tugas melaksanskon koordinasi pelaksanann tugas,
pembinaan dan pemeberian dukungan edministras: kepada seluruh bidang
teknis dilingkungan Dinas.

{2) Urnian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
a. Membantu Kepala dinas dalam melaksanaken tugas di bidang
kesekrelariatan;

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal lingkeup Dinas;
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c. Mengelola Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

d. Mendistribusiken dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Bidang, Sub Bagian dan Seksi sesuai tugas dan fungsinya,

¢. Membina dan memotivast bawahan dalom rangka pelaksanaan tugas,

peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;

Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan memilai pelaksanaan

tugas bawahan;

Mewakili Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi eksternal yang

berkuitan dengan tugas-tugas Dinas;

Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, scbagai

pedoman pelaksanaan tugas Dinas;

Menghkoordinasikan, mengoreksi dan mengendalikan pelaksanaan

adaministrasi kearsipan, naskah dinas yang masuk dan vang keluar;

}.  Mengatur pelaksanaan layanan ditndang kesekretarintan kepada unit
organisasi di linghkup Dinas;

k. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Dinas;

L. Mengelola Pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang
menjadi kebutuhan Dinas,

m. Mengelola hubungan masyarekat dan keprotokolan;

n. Mengelola administrasi dan penatausahaan keusngan Dinas;

0. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa
pengguna anggaran, peiabat pembust komitmen, pejgbat pelaksana
teknis kegiatan, dan bendahara;

p. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada
bendahara;

q. Memantau, mengkoordinasikan dun melaporkan setiap kegiatan kepada
Kepala Dinas;

r. Mengelola perencanaan dan program Dinas;

5. Mengelnla dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan angearan lingkup Dinas;

t. Memberikanan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas
yvang berkaitan dengan kegiatan bidang kesckretanatan dalam rangka
pengambilan keputusan /kebijakan,

u. Mengelola, mengevaluasi dan melaporkan pelaksansan tugas/kegiaian
kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh amasan.

b
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Pasal 339

Seloretarint, membawahi

A Sub Bapan Umum dan Kepegawaian,

b, Subkoordinator, terdiri dari :
1. Subkoordinator Perencanaan dun evaluasi;
2. Subkoordinator Keuangan dan Aset,

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufl a
dipimpin oleh sezorang Kepala Sub Bapian vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepoada Sekretans.

Musing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b bertanggung jawab kepada Sckretaris.

FPasal 340

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan adminitrasi umum, kepegawaian, hubungan masyamakat dan
keprotokolan Dinas.
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(2) Urﬂian tugas sebagnimana dimaksud ayat (1), sebagal berikut:

]

12)

Membantu Sckretaris dalam melaksanakan tugas urusan administrasi
umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolun Dinas;
Menyusun rencana doan  program kerja Sub Bagian umum  dan
Kepegawaian scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksnaan tugss kepada
bawahan;

Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karir bawahin;
Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilal pelaksanaan
tugas bawahun;

Mengonsep, mmgur:kai dan memaral naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan;

Menvispkan bahan penyusunan peraturan  perundang- undangan

2
urusan kesekretanatan;

Mclaksnakan kegiatan hubungan masyaraksat dan urusan rumah
tangea Dinas;

Mmmtur administras: dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluoar
sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) vang berlaku;
Menghkoordinasikan pelaksanaan layanan dibidang kepegawaian lingkup
Dinas;

Mmgumpuihn mengoreksi dan pengolahan data kepegawalan,
Melaksanakan kegintan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejphternan pegawal dan pembinasn hukum serta ketatalaksanaan

pegawai lingkup Dinas;

. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi urusan kepegawaian dengan

unit kerja lain terkait;
ﬂmeam pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan
pan;

Melaporkan kepads  sekretaris  setiap  selesal melaksanakan
tugas/ penugasan;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan
Sub Eﬂmfm Umum dan Kepegawnian sesual dengan ketentuan yang
berlaku;

g, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,
Pasal 341
Subkoordinator Perencanaan dan evaluas: mempunyi tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolean teknis perencanaan,
evaluasi don pelaporan dinas.

Uratan tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

Menyvusun rencans kerja dan program kerjs serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran [RKA) Sub begian Perencansan dan Evaluasi Perikanan
schagal pedoman pelaksanaan tugas;

Melaksanskan Rencana Kerja, Program kerja serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA] ) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Perikanan
sesual dengan ketentuan vang berlakou;

Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada ) Sub bagian
Perencanann dan Evaluasi Kelautan dan Perikanan sebogai bentuk
pelavan publik bidang Perikanan;

Menghimpun, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
rencana kerja, program kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA} dar belanj langsung setiap bidang teknis untuk dijadikan
dokumen perencanaan Dinas Perikanan;

Melaksannkan Penyiapan buhan dan melaksannkan koordinasi dalam
penyusunan Rencana Strategis [Renstra) Pembangunan bidang
Perikanan;
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. Menghimpun data teknis dari setiap bidang untuk dianalisis menjadi
rancangan rumusan kebijakan program kesja dan Rencana Kerja
(Renja) kegatan bidang Perikanan,

2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Managjemen dan Pelaporan sertia
menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan
informasi kepsda publik;

f. Menyiapkan bahan dan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam
rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan dalaom bidang
Perikanan;

i, Melaksanakan Monitoring dan evaluasi keterlaksanaun program dan
kegintan pembangunan dibidang Perikanan;

§. Membuat dan menyusun laporan keterlaksanaan program dan kegiatan
Dinas Perikanan,

k. Melakukan penvusunan Laporan Tahunan dan laporan  leinnvya,
termasuk Laporan Alcuntabilitas Kinerja Instansi Pemenmah (LAKIP)
Dinas Perikanan;

. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas
sektor;

m, Membuat evaluasi internal atas keterlaksanaan tugas, program dan
kegintan pada sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Perikanan;

n. Membuat Laporan Akuntabilitas kinerja tahunan Sub Bagian
Perencananfi dan Evaluns| Perikanan sebagsi pertanggungjawaban
kepada Sckretaris serta Kepala Dinas; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 342

Subkoordinator Keuangan dan Aset mempunyni tugas mﬂmﬂimsﬂmn
pelaksanaan tugas Pengelolaan  Teknis Keuangan dan Aset seria
melaksanakan Penatausahoan Keuangan Dinas.

Uralan tugas vang dimaksud pada eyat (1), sebagai berikcut :

A Menyusun rencana kerja dan program kerja serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA] Sub bagian Keunngan Perikanan sebagai pedoman
peloksanaan tugas;

b. Melaksanakan Rencana Kerja, Program kerja serta Rencana Kegintan
dan Anggaran (RKA) Sub bagian Keuangan Periknnan seésuai dengan
ketentuan vang berlak,

c. Menerapkan Standar Operasionil Prosedur (SOP) pada Sub bagian
Keuangan Perikanan sebagal bentuk pelayan publik bidang Perikanan;

d. Menyusun dan membuat usulan belanja tidak langsung Dinas;

e. Menyusun rencana teknis pengelolaan administrasi keuangan Dinas
Perikanian yang meliputi pembukuan, pertanggung- jawaban dan
verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

. Menghoordinasikan pelaksanaan layanan dibidang Keuangan dan Aset
lingkup Dinas Perikanan;

% Menyvusun laporan keuangan dan pertangrung-jawaban
penyelenggaraan anggaran pada Dinas Perikanan dan  melakukan
koordinas dengan bidang teknis terkait;

h. Membuat evaluasi internal atas keterlaksanasan tugas, program dan
kegiatan sub hagian keuangan;

i Membuat laporan skuntabilitas kinerja tahunan Sub Bagan Keuangan
sebagal pertangguingjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Dinas;

J.  Mengkompilasikan hasil Japoran perencannsn  dengan  laporan:
akuntabilitas Dinas Perikanan;

k. Mengkoordinasikan pelaksanasn  penenmaan, pengeluaran  dan
pertanggunginwaban keuangan dan Dinas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
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L. Meneliti kelengkapan (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji. SPP-LS)
Pengadaan Barang dan Jasa;

m, Mclakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menviapkan
Surat Perintih Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

n. Merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang
mventaris Dinas;

o. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan perlengkspan
Dinas kepada Pimpinan;

p. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuban perlengkapan Dinas;

q. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan aset Dinas;

r. Melaksanukan pengamanan/penyimpanan perlengkapan Dinas yang
rusak;

8, Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan
Sub Baginn Keuangan sesuii dengan ketentusn yang beriaku; dan

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Nelavan Kecil

Pasal 343

(1] Bidang Pemberdayann Nelayan Kecill mempunyai tugas melaksanakan
periyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelakssanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdavann Nelayan Kecil.

{2) Uraian rugas yang dimaksud pada avat (1}, sebagai berikut :
a Menyusun Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang
Pemberdayaan Nelavan Kecil;
b. Memyusun  rencana  program  kerjn dan  kegiatan  di Bidang

Pemberdayvaan Nelavan Kecil;

c. Melaksanikan pembinaan dan fasilitasi dalam ranghki peluksanoan
tugas di bidang Pemberdayaan Nelayvan Kecil,

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan  instansi  lainnya
dalam rangko pelaksansan tugas bidong Pemberdayaan Nelayan Kecil;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  dihidang
Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan

f. Melaksanekan tugas kedinasan leinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 344

{1] Bidang Pemberdayaan Nelavan Kecil, membawahi :
a. Subkoordinator Pembinasn dan Perlindungan Nelavan Kecil;
b. Subkcordinator Pengembangan Sarana Prasarana Penangkapan ikan
dan Kelembagsan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 345

(1) Subkoordinator Pembinaan dan Perlindungan Nelavan Kecil mempunyvai
tugas mengkoordinasikan pelaksansan tugas Pembinaan dan Perfindungan
Nelayvan Kecil

(2) Urainn tugas yang dimoksud padn ayat (1), sebiagai berikut :
a. Menyiapkan dan menyvusun rencana dan program kerja Pembinaun dan
Perlindungan Nelayan Kecil sebagal pedoman dalam pelaksanann tugas;
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b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan,

c. Mengkoordinasiken pelaksanasn layanan dibidang Pembinaan den

Perlindungan Nelnyan Kecil;

Melaksanakan Pengumpulan data dan ldentifiknsd Nelayan Kecil;

Menyviapkan bahan perumusan dan Melaksanakan kebijakan dalam

pembinaan dan perlindungan Nelayan Kecil;

Menyelengegarakan Pendidikan dan Pelatihan bagt Nelayan Kecil;

Melaksanakan Pendampingan Nelayan Kecil;

. Merlaksanakan fasilitnsi Kemitrann usshn bagi Nelavan Kecil,
Melaksanakan Peningkatan akses IPTEK dan Informasi kepada Nelayan
Kecil:

Menyelenggarakar perlindungan  jiwa bagi Nelayan Kecil melalui
Asuransi Nelayan;

k. Melaksanakan Analisis dan Pengolahan Data Swmustk Perikanan

tangkap;

Menyelenggarakan Program Sertifikasi Lahan Bagi Nelayan Kecil,

m. Melaksanakan Evelussi dan Pelaporan kegiatan Pembinaan dan

Perlindungan Nelayan Kecil; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh amsan.

8
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Pasal 346

Subkoordinator Pengembangan Sarana Prasarana Penangkapan ikan dan
Kelembagoan mempunyal tugas mengkoordinasikan pelaksansan tugas
Pengembangan Sarana Prasarens Penangkapan tkan.

{2) Urainn tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

(1]

a. Menyispkan dan menyusun rencana dan program kerja Pengembangan
Sarana Prassrana Penangkapan ikan dan Kelembagasn sebagai
pedoman dalom pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi pelunjuk pelaksanaan tugns kepada
bawahan,

c. Mengkoordinasikan  pelaksanann Inyanan  dibidang
Pengembangan Sarana Prasarana Penanghkapan tkan dan Kelembagaan
kepada unit terkait;

d. Melaksanakan Pengumpulan data dan identificasi Sarana prasarana
Penangkapan ikan dan Kelembagaan;

e. Menyiapkan bahan perumusan dan Melaksanakan kebijakan dalam

pengembangan sarana prasarana Penangkapan ikan dan Kelembagaan;

Melaksanakan Pembinaan dan Peninglatan Sarana Prasarana

Penangkapan ikan dan Kelembagnar;

Melaksanakan pernyusunan dan pengusulan kebutuhan perlenghapan

SOTANG Prasarann penangkapan ikan,

Menyedinkan dan mendistribusikan kebutuhan periengkapan sarana

prasarana penangkapan tkan;

Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pengembangan Sarans

Prusarana Penangkapan [kan dan Kelembagaan; dan

|

T m

J+  Melaksanakan rugas Kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 4
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pemmbudidayaan [kan

Pasal 347

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan mempunyal tugns
melaksanakan penyinpan  koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Kegintan
Pemberdayvaan Usaha Kecil Pembudideyaan Thkan.
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(2) Uradan tugas yang dimaksud pada ayal (1), sebagai berikut .

&.

b

c.

Menyusun  Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang
Pemberdayvaan Usaha Kecil Fembudidayaan Han;

Menyusun rencanig  program  kerjan  dan  kegiston  di | bidang
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Tkan;

Meclaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan
tugas di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan [kan;
Melaksanakan koordinasi dengan unit keria dan  instansi  lainnys
dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
Pernbudidayaan Tkan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelsporan  dibidang
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan, dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 348

(1) Bidang Pemberdaysan Usaha Kecil Pembudidayaan tkan, membawahi ;

.
b.

C,

Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Usshe Kecll
Pembudidayaan lkan; _
Subkoordinator Pengembangan Sarann Prasarans Budidaya dan

Kelembagaan; dan
Kelompolk Jabaten Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggunggawab kepada Kepala Bidang Pemberdayvaan Usaha Kecil
Pembudidayaan lkan.

(1)

(2]

Pasal 349

Subkoordinator Pembinann dan  Pengembangan  Usaha  Kecll
Pembudidayaan Tkan mempunyai tugss mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil,

Uratan tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikout :

Foas o

i
L

Menyinpkan dan menyusurn rencana dan progrom kerjo Pembinoon dan
Pengembangan Usaha Kecil Pembudidaysan lkan scbagai pedoman
dalam pelaksanann tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanasn tugas kepada
bawahan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan dibidang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecll Pembudidayaan lkan kepada unit terkair;
Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan
Lisaha Kecil Pembudidayasan [kan;

Melaksanaknn Pengumpuilan data dan  identifikasi Usaha Keail
Pembudidayaan lkan;

Melaksanakan Analisis dan Pengolahan Data Statistik Budidaya;
Menyiepkan bahan perumusan dan Melaksanakan kebijakan dalam
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan Tkan;
Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Usaha Kecll Pembudidayaan
Tkan;

Membantu  Pelaksanaan  fasilitasl  kemitrannn  Usahn  Kecil
Pembudidayaan lkan;

Membantu Pelaksanoan Akses ilmu pengetahuan, teknologn dan
informasi bagi Usaha Kecil Pembudidaysan lkan;

Melaksanakan Evalussi dan Pelaporan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan; dan

Melaksanakon tugas kedinasan lainnye vang ditugaskan oleh atisan,
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Pasal 350

Subkoordinator Pengembangan Sarane Prasarang Budidava dan
Kelembagann mempunyai tugas menghoordinasikan pelaksansan tugas
Pengembangan Sarana Prasarana Budidayn dan Kelembagaan,

Uiraian mugas yang dimaksud pada ayat (1), scbagai berikut :

G. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Pengembangan
Sarana Prasarana Budidaya dan Kelembagaan sebagail pedoman dalam
pelaksanaan tugns;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanasn tugss kepada
bawahan;

¢. Mengkoordinasiknn  pelaksanaan layanan  dibidang
Pengembangan Sarana Prasarana Budidaya dan Kelembagaan kepada
unit terkait;

d. Melaksanakan Pengumpulan data dan identifikasi Sarana Prasarana
Budidayn dan Kelembagaan;

e, Menviapkan bahan perumusan dan Melaksanakan kebijakan dalam

Pengembangan Surana Prasarana Budidaya dan Kelembagaan;

. Melaksanalkan Pembinaan dan  Peningleatan  Sarana Prasarana
Budidaya dan Kelembagaan;

g. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan perlengkapan
Sarana Prasarana Budidava dan Kelembagaan,

h. Menvediakan dan mendistribustkan kebutuhan perlengkapan Sarana
Prasarana Budidava dan Kelembagaan;

. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pengembangan Sarana
Prasarana Budidaya dan Kelembagaan; dan

j.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

5

Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkkan (TH)/
Pelabuhan Pendaratan [kan (PPl) dan Pengembangan Usaha

Pasal 351

HBidang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan (TPl)/ Pelabuhan Pendaratan
Ikan {PPl) dan Pengembangsan Usaha mempunyil tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan penyispan koordinasi, fasilitasi perumizan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanann Kegintan
Pengelolaan TP1/PPl dan Pengembangan Usaha Perikanan,

Uraian migas sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai berilcut :

n. Menyusun program kerjs dan petunjuk teknis sebagai pedoman
pelaksanaan ugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas peds Bidang sesual dengan
program kerja yang telah ditetapkan dan kehijakan Kepala Dinas agar
target kerja tercapal sesual rencana;

c. Membina bawahan dalam penyelenggaraan keglatan pengawasan
dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara
berkila agar diperoleh kinerja yang diharaplan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  (ugas,
mnggung jawab, permasalahan dan hambatan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja instansi lainnyva;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

g Melaksannkan tugns kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,
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Pasal 352

Bidang Pengelolann Tempat Pelelangan Ikan [TPI)/ Pelabuhan Pendaratan

Ikan [PPl) dan Pengembangan Usaha, membawahi :

. Subkoordinator Pengelolaan Tempal Pelelangan lkan/ Pangkalan
Pendaratan Ikan (TPI/PPI) dan Pengembangan Sarana Prasarana;

b. Subkeordinator Pengembangan Usaha Perikanan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimann dimaksud poada ayat (1)

bertanggungipwab kepada Kepals Bidang.
Pasdl 353

Subkoordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan/ Pangkalan
Pendaratan Ikan (TPI/PPl) dan Pengembangan Sarana Prasarana
mempunyai  tugas mengkoordinasikan pclnkmnm pelayanan  dan
pelaksanaan  tugas Pengelolaun TPI/PPl dan Pengembangan Sarana
Prasarana.

Urujnn tugas schagaimona dimaksud pada syat (1] sebagni berilout:

. Menyiapkan dan menyusun Rencana dan Program Kerja Seksi
Pengelolaan TP/ PPI dan Pengembangan Sarana Prasarana;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang diterapkan agar tugas yangdiberikan dapat
berjulan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksaneaan tugas kepada bawshan sesusidengan
pemturan dan prosedur yang berlaku agar tidek terjadi kesslahan
dalam pelaksanaan tugas; _

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan Seksi Pengelolaan TF/FPL
dan Pengembangan Sarana Prasarana;

e. Mengelola Pengumpulan data den identifikasi PangkslanPendaratan
Tkan [PFI);

. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam
TPI/PPl dan Pengembangan Sarans Prasarana;

g. Melaksanakan Pembinaan dalam  Pengelolaan  TPI/PPL dan
Pengembangan Sarana Prasarana;

h. Melaksanakan Penyusunan dan Pengusulan kebutuhan Perlenghkapan
samna prasurana TP/ PP,

i. Menvediakan dan Mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Sarana
Prasarana TPl/PPI;

J.  Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Kegiotan Pengelolaan TPI/PPL
dan Pengembangan Sarana Prasarana; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 354

Subkoordinator Pengembangan Usaha Perikanan mempunyal tugas
mengkoordinasikan  pelaksanaan  pelavanan dan  pelaksanaan  tugas
Pengembangan Usaha Perikanan,

Urntan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagni berilout:

a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja  Seksi
Pengembangan UUsaha Perikanan;

b. Mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesual tugas pokok dan tanggungiawab yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efision;

c. Membimbing dan memeriksa hasil kerje bawahun sesuai pernturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan;,
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d. Memfasilitnsi pelaksanaan operasional terkait pengembangan usaha
[wﬁkn.ﬂnﬂ;

Menyiapkan bahan operasional terkait pengembangan usaha perikanan;
Menyusun renciana kerja operasionnl kegintan pengembangan usaha

el - |

dibidang perikanan;

2 Melaksanakan Evahaasi den Pelaporan kegiatan  Scksi
pengembangan Usaha perikanan;

h, Melaksanakan pengembangan dan pembinasn dalam pemasaran dan

mutu hasil perikanan; dan _
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

B
Bidang Pengembangan Kawasan dan Keschatan lkan

Pasal 355

{1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Keschatan lkan mempunyal tugas
melaksanakan penviapan  koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Kegiaten
Pengembangan Kawasan dana Kesehutan (kan.

[2) Uraian tugas vang dimaksud pada ayat |1}, schagai berilcut -

a. Menyvusun Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di  bidang
Pengembangan Kawasan dan Kesehatan Than;

b. Menyusun rencana program kengs dan  kegatan di Bidang
Pengembangan Kawasan don Keschatan lkan;

¢. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pelakssnaan
tugas di bidang Pengembangan Kawasan dan Kesehatan lkan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kera dan instansi lmnnyva dalam
rengka pelakssnasn tugas bidang Pengembangan Kawasan dan
Keschatan [kan;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di  bidang
Pengembangan Kawasan dan Kesehatan Tkan; dan

f. Melaksanokan tuges kedinasan lainnya yang ditugaskan cleh atasan.

Pasal 356

(1) Bldu.ng Pengembangnn Kawasan dan Kesehatan lkan, membawahi

Subkoordinater Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidava
Perikanan;

b. Subkoordinator Pembenihan, Pembesarann doan Pengembangan
Keschatan ikan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayatr (1)
Mrtaﬂlﬂunﬁ[éi:wh kepada Kepale Bidang Pengembangan Kawasan dan
Reschatan i

Pasal 357

(1) Subkoordinator F'l:ngumhaﬂga.n Kawasan dan Lingkungan  Budidaya

PFerikanan mempunyal tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidays Perikanan.

(2] Uraian tugas yvang dimaksud pads ayat (1), sebagai berikut ;
#. Menviapkan dan menyusun rencana dan program kerja Pengelolaan
Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya Perikanan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanasn tugas kepada
bawshan,

Mengkoordinasikan  pelaksanaan layanan dibidang
Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya Periknnan kepada
uriit terkait,

Melaksanakan pengumpulan data dan  identifikasi Kawasan dan
Linginmgan Budidaya Perikanan;

. Melaksanakan Kajian Studi kelayakan Budidaya Perikanan;

Menyediakan Data dan Informasi werkait Pengembangan Kawasan dan
Lingkungan Budidava Perikanan;

Menyiapkan bahan perumusan dan Melaksanakan kebijakan dalam
Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya Perikanan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

Meclaksanakan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pengembangan
Kawasan dan Lingkungan Budidaya Perikenan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 358

Subkoordinator Pembenihan, Pembesaran dan Pengembangan Kesehatan
ikan mempunyai tugas mengkoordinasikan  pelaksanasn  tugas
Pembenihan, Pembesaran dan Pengembangan Kesehatan tkan,

Liraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikout @

.

A

Menyiepkan dan menyvusun rencana dan program kerja Pembenihan,
Pembesaran dan Pengembangan Kesehatan ikan sebaga: pedoman
delam pelaksanaan tugas;

Mendistnbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawuahsan;

Mengkoordinasikan  pelaksanaan lavanan  dibidang
Pembenihan, Pembesaran dan Pengembangan Keschatan ikan kepada
BBI, BBIL dan BBU gerta unit terkait lainnya;

.. Melaksanukun Pengelolaan Air dan Lahan dalam rangka Pembenihan,

Pembesaran dan Pengembangan Keschatan ikan;

Melaksanakan Pengumpulan data dan identifikasi Pembenihan,
Pembesaran dan Pengembangan Kesehatan tkan;

Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanskan kebijakan dalam
kegiatan Pembenihan, Pembesaran dan Pengembangan Kesehatan tkan;
Melaksanakan Pembinaan Mutu Pakan ikan dan obat-obatan yang
digunakan dalum pembudidayasn ikan;

Membantu  Pelsksangan  f[asilitasi kemitranan  Ussha  Kecil
Pembudidayaan lkan;

Melaksanskan pembinasn Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
Melaksanakan pembinaan Cara Fembesaran lkan Yang Baik (CBIB);
Menyelenggarakan Penyediaan Benih ikan., Calon Induk, dan induk
ikan yang bermutu baik;

Melaksanakan kegiatan pelestarien calon induk, induk dan atau
benih ikan;

Melaksannkan Evaluasi dan  Pelaporan kegiatan Pembinaan dan
Penpembangan Usahs Kecil Pembudidayaan lkan; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan,
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Paragral 7
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 359

(1] Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional

Dinas Pernkanan.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdin darni

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Unit Peluksana Teknis
Balai Benih.

(3] Upit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala vang berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas melalud Selretaris:
Dinas.

Bagian Keenambelas
Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A

Pasal 360

(1) Dinas Pangan dan Perianian mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pangan dan
Pertanian.

(2) Dinas Pangan dan Pertanian, mempunya Fungsi ;

fa.

b.

=

Perumusan Kebijakan teknis sesuail dengan lingkup bidang tugasnya;
Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesusi dengan

lingkup tugasnya; dan
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dines dalam lingkup

tugasnya.

i3) Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat [1] sebagai beriout:

a.

b
C.
d
e

Merumuskan perencanaan kebiiaksananan teknis dan pelaksanaan
koordinas, pengendalinn dibidang Pangan dan Pertanian;

. Melaksanakan teknis operasiona! dibidang Pangan dan Pertanian;

Melaksanakan pelavanan teknis administrasi ketatausahaan;

. Melaksanakan pengelolaan UPT; dan
. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Pangan dan Pertaniun dengan

kebijakan Bupati.

(4) Dinas Pangun dan Pertanian, terdin dari :

FESp e TP

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Ketahanan Pangan;

Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan;

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

UPT, dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragral |
Kepala Dinas

Pasal 361

Kepala Dinas mempunyal tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanasn tugas pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
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Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 362

(1) Sekretariat  mempunyai  tugas melaksanakan pengelolaan  teknis
administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas.

(2) Uraian tugas yang dimaksud padi avat |1}, sebagai berikcut :

Merencanakan teknis pelayvanan ketatausahaan Dinas;

Melaksanakan pelayananan ketatausahaan surat menyurat kepada
selurult unit organisasi di lingkungan Dinas;

Mengelola urusan rumah tangga Dinas;

Menvusun perencanaan kegiatan Dinas;

Menvusun laporan kegintan Dings;

Mengelola keuangan Dinas;

Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 363

il

TE s e

(1) Sekretariat, membawahi :
A  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subkoordinator, terdiri dari :
l. Subkeordinator Perencanaan dan Keuangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufl &,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berade dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris,

3] Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada aval (1)
huruf b, bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 364

{1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan membantu
Sekretaris  Dinas  dalam  melaksanakan tugas pengelolasn  1eknis
administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolasn
kepegawaian di lingkungan Dinas.

12) Uraian tugas sebaguimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

Menvusun teknis ketatausahaan Dinas;

Menyusun surat-menyurat dinas;

Melayani sural menyurat Dnas;

Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;

Melayani kerumah anggaan Dinas;

Melayani perlengkapan Dinas;

Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungsn Dinas;
Melakaanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
Memeriksa syarat-syarat kKelayalan kenalkan pangkat pegawal di
lingkungan Dinas;

Mengusulkan kenaikan pangknt pegawai Dings kepada bagian
Kepegawnuian;

Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas;

Mengelala data manajemen kepegawnian; dan

m, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

FEESfADOR

=K i
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Pasal 365

Subkoordinator Perencanaan dan  Keuangan mempunyal rtugas
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolasn keuangar Dinas,

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai bertkut :

a. Menyusun rencana pengelolsan keuangan dinas;

b. Melayani keuangan Dinas;

¢. Mengkoordinasikan penyusunan keusngan Dinas dengan Bagisn
Keuangan pads Sekretariat;

Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan
Dinas;

Menyusun laporan keuangan Dinas;

Menyusun rencana kegiatan Dinas,

Melaksanakan monitoring keseluruhan kegiatan Dinas;

Mengusulkan rencana kegiatan Dinas kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Menyusun laporan kegiatan Dinas; dan _
Melakssnakan tugas kedinasan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.

@ s

T
"

Paragraf 3
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 366

Bidang Ketahanan Pangan mempunyal tugas melaksanakan penyiapan,
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksansan  kebijakan,
pemantapan serta pemberian pendampingan pemantavan dan evaluasi
dibidang Ketahanan Pangan.

Uraien tugas veng dimaksud pada avat (1), sebagai berilout :
a. Menyvusun perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang ketahan

pangan;
b, Merencanakan pelaksanaan kebjakan teknis operasional kemhanan
panyai;
c. Melaksanakan penyiapan data dan informasi di bidang ketahanan
pangan,;
d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam upayas meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat;
Melakukan pemantauan kewaspadaan di bidang ketahanan pangan;
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit keria
lain untuk mewujudkan ketshanan pangan;
Melakukon monitoning, evaluasi dan pelporan kegatan di bidang
ketnhanan pangan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskasn oleh atasan.

Pasul 367

el

¥ m

Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :

0. Subkoordinator Kelersediaan dan Distribusi Pangan:
b. Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.
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Pasal 368

(1) Subkvordinator Kétersediaan dan Distribusi Pangan mempunyal tugas
mengkoordinasikan pelaksanann petunjuk teknis operasional Keteraediaan
diun Distribusi Pangan.

(2] Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.

b.

C.
d.

Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis operasional
Ketersedisan Dan Distnbusi Pangan;

Menyiapkan bahan penyusunsn rencana dan program kerjia lingkup
Keternedinnn Dan Distribusi Pangan;

Menyiapkan bahan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan;
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi
lain untuk menunjang pelaksanaan ketersedisan dan distribusi pangan;
dan

Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 369

(1) Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyal tugas

mungimcrrﬂmaniknn pelaksanasn penyusunan dan penyiapan petunjuk
teknis dan pelaksanaan operasional lingkup konsumsi dan keamanan

pangan.
Uraion mgﬂ_ﬂ_wng dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

(2)

(1]

(2]

a.

b.

C.

Menyiapkan bahan penyvusunan pedoman dan petunjuk teknis lingkup
konsumsi dan keamanan pangan;

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program  kerja
linghup konsumsi dun keamanan pangan;

Mcn}riapi:nn bahan koordinasi lingkup konsumsi dan keamanan

L Mmyiapknn bahan pemanfaatan lahan perkarangan untuk kemhanan

pangan rencana penganeknragaman konsumsi pangan, pengembarngan
pangan lokal, pengawasan keamanan pangan;

. Melakukan koordinasi dengan  instansi  terkait  dalam  rangia

pembinaan lingkup konsumsi dan keamanan pangan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 4
Bidang Petyyuluhan dan Kelembagaan

Pasal 370

Bidang Penyuluhan Dan Kelembagaan mempunval tugas Melaksanakan
tugas di hidang Penyuluhan, Kelembsgasm, Sarnna dan Prasarana
Pertanian vang menjadi wewenang Pernerintah Daerah.

Uradan tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikunt

a.

b.

c
d.

Melaksanakan penyusunan perumusan dan petunjuk teknis ditidang
Penvuluhan, Kelembagaan, Sarmna dan Prasarana Petanian:
Melaksanakan kebijakan dean Program di  bidang Penyuluhan,
Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Petanian;

. Melaksanakan pembinaan dan penyuluh pertanian;

Menyusun perumusan kebijakan, pelaksanasn dan pemberian
bimbingan teknis di bidang Penyulubhan, Kelembagaan, Sarana dan
Prasarana Petanian;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi metode, dan informasi

penyuluhan pertanian;



(1)

(2]

(1)

(2]

(1]

(2]
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f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnva dalam
rangka pelaksanaan tugas bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana
dati Prasarana Petanian;

g. Melaksaniken monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Petanian; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lasinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 371

Bidang Penvuluhan dan Kelembagaan, membawahi :
a. Sublkoordinator Penyuluhan;

b. Subkeordinator Kelembagaan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertangmang jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 372

Subkoordinater Penyuluhan  mempunvai  tugas  mengkoordinasikan
pelaksanann penyusunan dan penvispan petunjuk teknis dan pelaksanaan
operasional kegalan penyuluhan.

Uraian tugas vang dimaksud pado avat (1), sebagm berikut :

8. Menyiapkan bahan perencangan program dan program  penyuluh

pertanian di daerah;

b. Menyiapkan bahan penvusunan petunjuk teknis dan operasional
pelaksanaan penyuluhan pertanian;

¢. Menyiapkan bahan pembinasn ketéenagaan penyuluh pertaniarn;

d. Menviapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas tenags
penvuluh pertanian;

e. Menviapkar bahan pemantauan dan evaluasi pelasanaan tugas dan

f. Melakukan pengelolaan sisten manajemen informasi penyuluhan
pPertanian;

g Menyiapkan bahan fasititasi penilaian dan pemberian penghargaan
kepada penyuluh pertanian; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 373

Subkoordinater Kelembagaan mempunyal tugas mengkoordinasikan
persiapan  bahan penyusunan  petunjuk  teknis  operasional dan
pclaksanaan kegiatan kelembagaan penyuluh pertanian.

Uralan tugas yang dimaksud pada avat (1), scbagai berikut ;
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

kelembagaan pertanian;

b. Menyiapkan bahan penyusunan grencana dan program  kerja
kelembagaan pertanian,

c. Menylapkan bahan pembinaan dan penumbuhean  kelembagaan
PeTURIAL;

d. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta
peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian;

e. Menyiapkan bahan famlitasi  sertifikasi dan akreditasi
kelembagaan patani;

{, Menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada
kelembagasn penyuluh perianian;
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Melakukan koordinas dengan unit kerja don instansi lainnya dalam
rangks pelaksanaan tugas kelembagaan pertanian;

. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan  kegiatan

kelembagaan pertanian; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 5
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 374

(1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan  penyusunan  teknis  operasional,  perencanaan,
pengembangan  produksi  bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Perlindungan Tanaman dan Pestisida.

(2]

Urnian tupgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Merencanskan dan merumuskan petunjuk teknis dan operasional

L.

pengembangan produksi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Perlindungan Tanaman dan Pestisida;

Merencanekan dan melpksanakan pemetaan wWwia rusng dan
inventarisasi potensi wilavah/lahan wuntuk pengembangan lahan
Tanaman Pengan, Hortikultura dan Perkebunan;

Merencanakan dan melaksanakan bimbingan serta sosialisasi dalam
penerapan teknologi dan rekayasa teknologi di bidang bidang Tanaman
Pangan, Hortlkultura, Perkebunan, Perlindungan Tanaman dan
Pestisida;

Merumuskan persispan bahan dan peralatan untuk menumang di
bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perlindungan
Tanaman dan Pestisida;

Melaksanakan perlindunguan, pencegahan dan penanggulangan dan
pengobutan penyakit tanaman pangan dan perkebunan;

Melaksanakan pengembangan wusaha tani dan pengelolaan hasil
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan rehabilitasi pengembengan lihan dan perlindungan
tanaman; . _

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam
upayn pengeémbangan  bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan, Perlindungan Tanaman dan Pestisida;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perlindungan Tanaman
dan Pestisida; dan

Melaksanakan tugas kedinasan laimnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 375

(1} Bidang Tenaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuman, membawahi |

b.

L =

Subkoordinutor Tanaman Pangan doan Hortikuloura;
Subkoordinator Perkebunan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional

(2] Masing-masing Subkcoordinator sebagmimana dimeksud pads ayvat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
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Pasal 376

Subkoordinator Tanaman Pangan dan Honikulture mempunya tugas
mengkoordinasikan  pelaksanean  pengembangan produksi  Tanaman
Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas vang dimaksud pada ayat (1), scbagai berilcut :

a. Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan sirategi pengembangan
produksi tanaman pangan dan hortikultura;

b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkas
pengembangan produlkes) tanaman pangan dan hortikultura;

c. Melakukan rekayasa teknologi pertanian untuk meningkatkan produlksi
tanaman pangan dan hortikultura;

d. Melaksanakan  pelatihan/moagang budidaya tanaman  untuk
meningkatkan SDM tanaman pangan dan hortikulturs,

e. Melakukan penvemprotan hama tanaman pangan dan hortikulturs;

f. Melakuknan rencans pengembangan dan perluasan lahan tanaman

gan dan hortileultura;

g Menganalisa dota siatistik tenaman pangan dan hortikalture untuk
pengembangan dan perencanan program tanaman  pangan  dan
hortiboultura:

h. Melaksanakan pengembangan workshop, pembinean UPRPJA  dan
pengawasan pupuk dan pestisida; dan _

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 377
Subkoordinator  Perkebunan mempunyal tugas  mengkoordinasikan

produktivitas, perlindungan dan rehabilitasi bidang perkebunan,

menyusur petunjuk teknis den opeérasionsl pengembangan, pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Merencanakan dan merumuskan petunjuk teknis dan operasional
peningkaten produlesi dan produkdtivitas di seksi perkebunan, dan
pemasaran hasil perkebunan;

b. Merencanakan dan melaksanakan potensi pemetnan tata ruang dan
inventarisasi potensi wilayah/ lahan untuk pengembangan di bidang
perkebunan;

c. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan sosialisasi dalam
penerapan feknologi dun rekayasa teknologi perkebunan;

d. Merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi, perlindungan dan
pengembangan di bidang perkebunan; dan

e. Melaksanakan tugas kedinazan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Paragrafl ©
Bidang Peternakan dan Keschatan Hewan

Pasal 378

Bidang Pelernakan dan Keschatan Hewan mempunval tugas Morencanakan
dan melaksanakan kegiatan peningkatsn sumber dayn manusia petugas
dan petani ternak dengan cara sosalisasi, pelatthan dan magang,
meningkatkan produktivitas produksi ternak, penyediaan bibit  dan
penambahan jumlah populasi hewnn/ ternak, perlindungan, pencegahan,
pengobatan, penyediaan dan pengawasan obat hewan/vaksin dan sera,
penvediann dan pengawasan obat hewan/vaksin dan serra, pengawasan
keschatan masyarakat veteriner [Kesmavet) dan pengawasan lalulintas
hewan/ternak.
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{2) Uraian tugas yvang dimaksud pada ayat 1), sebagai berilout :
Melaksanakan

(1]

(2

B,

kegiatan peningkstan dan pengembangan sumber days
manusia [SDM) petugas dan petani ternak derigan cara sosialisasi,
pelatihan  dan magsng agsr supays mendspat  informasi-
informasi/teknologi terbaru tenfang peningkatan produksi peternakan,
keswan dan kesmavet;
Melaksanakan kegintan penambahan dan peningkatan jumiah populasi
ternak ruminansia, non ruminansia, unggas, Burung dan ancka ternak
lainnya;
Melaksanakan kegintan peninglmtan  hijauan  makanan  termnak,
penyvediaan ransum serta perbaikan kualitas pakan ternak;
Melaksanakan kegiatan teknologi pembuatan pakan alternatif/ feed
additife;
Melaksanakan Identifikasi potensi wilayah/lahan untuk pengembangan
ternak pembibitan dan penggemukan {Breeding and Fattening);
Merencanaksn dan melaksanaksn kegiatan teknologi perbaikan mutu
genetika bibit termak dengan cara Inseminasi Buatan (IB);
Melaksanakan kegintan energl terbarukan dalam proses pemanfaatan
limbah akhir ternak dalam bentuk sarana bio — gas;

h. Merumuskan pelaporan, pendataan dan pemetaan jumlah populasi

1r|l-lr|-|

ernak dalam bentuk buku induk ternak (BIT);

Membuat peta Epidemiologis penyakit hewan akhir tahun berjalan;
Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengawasan obat—obat hewan,
vaksin dan sera;

Melaksanakan pelayanan, pembinann, pengawasan dan bimbingan
penjualan obat-obatan hewan pada tingkat distributor dan pet shop;
Mclaksanakan kegiaten pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan strategis dan non strategis nasional, penyakit Reprodulosi,
Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Embrio transfer;

. Melaksanakan kegiatan penvediaan sarans dan prassrana keschatan

hewan (Keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet] dan
kesrawan;

Melaksanakan kegintan peningkatan dan pengembangan sumber daya
manusia perugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan
dan magang agar supaya mendapat informasi-informasi terbar;
Melaksanakan kegistan pelaksanaan pengambilan sample/speciment
dalam ussha menunjeng penentuan diagnosa penyakit hewan dan
penyakit zoonosis;

Melaksannkan kegiatan sosinlisasi/pelatihan dan magang dengan
tujuan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit
hewan baik yang bersifat zoonosis strategis dan non strategis prioritas
Nasional,

Melaksanakan kegiatan pembinasn, pelayanan dan pemberdayasn
operasional Pos Pelayanan Terpadu Hewan (POSYANDUWAN);
Melaksanakan koordinasi antar lintas Instansi terkait dalam hal
pengembangan peternakan dan pencegahan penyakit hewan menular;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yvang ditugasksn oleh atasarn.

Pasal 379

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi

a.
b.

C.

Subkoordinator Produksi dan Pengembangan Peternakan;
Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Keschatan Masyarakat Veteriner
{keswan dan kesmavet); dan

Kelompok Jabaten Fungsional.

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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Pasal 380

Subkoordinator Produksi dan Pengembangan Peternukan mempunyal tugas
mengkoordinasikan pelaksanasn kegiatan peningkatan usaha produksi dan
produktivitas hewan/ternak, penvediaan bubit ternak, penyediaan sarana
dan prasarana produksi peternakan, perbaitken mutu pakan ternak,
penyedinon dan penambahan jumlah populasi termak, pengolahan hasil
ternak, Inseminasi Buatan (1B}, pemanfaaten limbah akhir ternak dalam
bentuk bio-gas, dan pelaporan pelaksanaan perkembangan jumlah
populasi dalam bentuk buku induk ternak (BIT),

|2} Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) , sebagai berilout;

(1

(2]

a Melaksanakan kegintan peningkatan dan pengembangan sumber daya
mariisia [SDM] petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi,
pelatihan dan magang dengan tyuen mendapat informasi/teknologi
terbary  tentang  pengembangan  managemen budidaya, pakan,
pengolahan dan peninglatan produktivitas termal

b, Melaksannkan kegintan penyedioan dan penambmban jumlah populasi
ternak ruminansia, non ruminansia, ungeas, burung dan aneks termak
Ininnya;

c. Melakannalkan kegintan peningkatan dan penyvedisan hijauan makanan
ternak, penyvediaan ransum serta perbaikan kualitas palan termuk;

d. Melaksanakan kegiatan teknologi  pembuatan mum pakan

alternatif/ pakan tambahan;

Melaksanakan Identifikasi potensi wilayah /lahan untuk pengembangan

ternak pembibitan dan penggemukan (Breeding and Fattening);

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan telmologi perbaikan mutu

genetika bibit termak dengan carm inseminasi Buatan [1B);

Melaksanakan kegiatan energi terbarukun dalam proses pemanfaatan

limbah akhir ternak dalam bentuk sarana bio-gas;

Merumusksn pelaporan, pendiatann dan pemetaan perkembangan

jumlah populasi ternak dualam bentuk buku induk ternak [BIT) setiap

akhir tahun berjalan;

Melaksanakan koordinasi antar limtas Instansi terkait dalam upaya

pengembangan produksi peternakan; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 381

o

-

T o

e

Subkoordinator Keschatan Hewan dan Keschatan Masyarakat Veteriner
(keswan dan kesmavet) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan identifikasi, pencegahan, penangsulangan dan pemberantasan
penyakit hewan hewan menular/tidak menular fzocnosis baik strategis /non

stratefis  prioritas. nasional permbuatan pets  epidemiologis  penyakit

hewan/ternak, pelaksanaen  pelayanan  pengobatan, pengambilan
sample/speciment, penyediaan sarana dan prasarana keswan/kesmavet,

penyedisan dan pengawasan obat hewan, vaksin/serra, pengawasan
lalulintas hewnan /termak, pembinaan dan pemberdayaan Posvanduwan.

Uralan tugas vang dimaksud pada ayat (1), scbagai berilout :

A Melaksanakan kegiatan peningleatan dan pengembangan sumber daya

manusia [(SDM) petugas dan petani ternak denpgan cara sosiplisasi,
pelatihan dan magang dengan twyuan mendapat informasi/teknolog
terbaru  tentang pencegnhan, pengendalian sertz  pemberantasan
penyakit hewan menular/tidak menular, penyakit vang bersifar
strategis dan zoonosis;
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b. Meluksanakan kegiatan pencegaban, pengobatan dan pemberantasan
penyakit hewan menular/tidak menular, baik bersifat zoonosis strategis
dan non strategis prioritas Nasionalyang diselaraskan dengan kebijalkan
Provinsi / Pusat;

. Melaksanakan kegiatan pengobatan penvakit Reproduksi ternak,
pengawasan/ melarang :::mm:mgﬂn ternak betina  produlktif,
Pemeriksaan Kebuntingan (PRB] dan pengenalan teknologi Embrio
transfer;

d. Melaksanakan kegiatan pendampingan [Provinsi dan BPV Rregional 1)
pada pelaksanaan pengambilan  sample/speciment dalam  usaha
menunjang  penentuan  diagnosa suatu penyakit  hewan dan
pembebasan status penyvakit zoonosis wilayah;

. Melaksanakan kegiatan penyediaan obat-obatan hewan, vaksin dan
SCTH;

Melaksanakan kegiatan pelayansn, pembinman, peogawasan dan
bimbingan penjuaian obat-obatan hewan pada tngkat distributor, depo
dan pet shop;

2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemberian sertifikasi Medic

- Vetenner (dokter hewan praktek), rumah sakit hewan dan pet shop;

h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelayanan dan pemberdayvaan

opersional Pos Pelayanan Terpadu Hewan (POSYANDUWAN) dalam

wilayah Pemerintah Daersh;

Melaksanakan kegintan pemberian Surat Keterangan Keschatan Hewan

(SKKH) dan Rekomendasi [zin Pemasukan/Pengeluaran hewan yang

masuk dan auau yang keluar dari/ ke wilayah Pemerintah Daerah;

Melaksanakan kemalan pembinaan, pengawssan pemberdayaan dan

penyediaan Tempat Pemotongan Hewan [TPH), Tempat Pemotongan

Unggas (TPU), Rumah pemotongan unggas (RPU) dan Rumah

Pemotongan Hewan (RPH) sehingga hasil produk aman dikensumsi dan

ASUH |Aman, Schat, Utuh dan Halal);

k. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan

tempal penjualan dan pamasaran bahan asal hewan (BAH), hasil bahan

asal hewan [HBAH) yang Hygienis dan sanitasi lingkungan terjaga,

Melaksanakan koordinasi antar lintas Instansi dalam hal pencegahan

penvakit  hewan menular, pengawasan lalulintas  ternak  vang

keluar/masuk dan dan ke wilayvah Pemerintah Daerah;

m. Melaksanakan kegiatan pembinann, pengawasan pemberdayann dalam

pemeliharaan (perlukukan terhndap hewan/termak sesuai dengan azaz

Kesejahteraan hewan (Kesrawan);

n. Meclaksanakan koordinasli dengan UPTD Puskeswan dalam rangka

singkronisasi dntn pelayanan dengan tujuan pelaporan/pengolahan

data keschatan hewan untuk pelaporan ke Provinsi/Pusat;

0. Membust laporan dan pemetaan Epidemiologis perkembangan penyakit

hewan dan laporan Kesmavet setiap akhir tahun berjalan; dan

p. Melsksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugasknn oleh atasan.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 382

Unit Pelaksann Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional
Dinas distur berdnsarkan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketujuhbelas

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

Tipe A

Pasal 383

(1) Dinas Koperasi Usahan Mikro, Perdagsngan dan Enemg Sumber Daya
Mineral mempunyri tugas membantu Bupat dalam melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Milro,
Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mineral mempunyai fungsi :

a
bl

.

. Perumusan Kebijakan teknis sesuini dengan lingkup bidang tugasnya;

Pengnwasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tugasnyn.

(3] Uralan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), schagai benbout -

i

Merumiiskan perencanasn  kebijakan teknis operasional daerah

pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Koperasi Usaha Mikro,

Perdagangun dan Energi Sumber Daya Mineral,

Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan perigembangan di

bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan don Energi Sumber Daya

Mineral;

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

Melaksanakan pengelolaan UPTD; dan

Melaksanakan kegiatan lein  dibidang Koperasi Usaha Mikro,

Eurdagnngnn dan Energi Sumber Daya Minersl vang ditugaskan oleh
upati.

[4) Dinas Koperesi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mineral, terdiri dan :

FE A a0 op

Kepala Dinas:

Sckretaniat;

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
Biudang Perdagangan,

Bidang Pelayanan Kemetrologian;

Bidang Energi dan Sumber Dava Mineral;
UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

Paragraf 1
Kepala Dinas

Passl 384

Kepala Dinas mempunyal tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,
menghkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanasn tugns pokok
dan fungsi dinas kepada Bupati melalul Selkiretaris Daerah.
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Paragraf 2

Selcretariat
Paaal 385

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melnksanakan pelayanan tekms dan
administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas,

{2} Uraian tugas yang dimaksud pada avat (1), sehagai benkut :
a. Merencanakan teknis pelavanan ketatausahaan Dinas;
b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan  surat menyurst kepada
seluruh unit organisasi dilingkungan dan diluar dinas;
Mengelola urusan rumah tanggs Dinas;
Mengelola keuangan Dinas;
Mengelola urusan kepegawotan dilingkungan Dinas;
Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dhnas; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 386

Lol Ll - o

(1] Sekretariat, membawahi :
a, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b, Subkoordinator, terdiri dari :
1. Subkoordinator Keuangan dan Aset:
2. Subkoordinutor Perencansan dan Evaluasi.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2} Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sckretaris,

[3) Masing-masing Subkoordinator scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 387

{1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretanis  Dinas  dalam  melsksanakan tugas pengelolasn  teknis
administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan
kepegawaian dilingkungan Dinas.

12) Uraian tugas sebapaimona dimaksud ayat (1), sebagal berikout :
Menvusun rencana teknis ketatausshaan Dinas;

Menvusun surat menyurat Dinas;

Melayani surat menyurat Dinas;

Memyusun kearsipan surat menyurat Dinas;

Melavani kerumahtanggaan Dinas;

Melayani perlengkapan Dinas;

Menyusun rencana pengembangan kanir pegawai di lingkungan Dinas;
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
Memeriksa syarat-syarat kelaynkan kenaikan pangkat pegawai Dinos;
Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian
kepegawaian Daernh;

Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

e mroaooE
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Pasul 388

Subkcordinator Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas pengelolasn keuangan dan Aset Dinas,

Uraian tugas yang dimaksud pads ayat (1), schagai berikut ;

Menyusun rencana pengelolaan keuangan dan Asel Dinas;
Mclaksanakan pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;
Mengkoordinasikan pengrlolaan keuangan dan Aset Dinas;
Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan
Dinas;

Menyusun laporan keuangan dan Aset Dinas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan,

-

bl ¢ |

Pasal 3889

Subkoordinator Perencanaan dan  Evaluasi  mempunyal  tugas
menghoordinasikan pelaksansan tugas perencansan dan evaluasi kegintan
dilingkungan Dinas.

Umtnn tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berileut :
- Menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan
seria evaluast pelaporan Dinss;

b. Melaksanalkan monitonng, evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
rencana, program, kegiatan dan angguran; dan

¢. Melaksanakan rugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 390

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tuges menyiapkan bahan
dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi serta pembinaan kelembagann
di bidang koperasi dan usaha mikrp.

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional, pengendalian
pembinaan kelembagnan koperasi;

b. Melaksanakan teknis operasional pembinasn, pengembangan dan
pemberdayaan di bidang koperasi dari usaha mikro;

c. Mcelaksanakan penataan koperasi, usaha mikro;

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam
rangka pelaksansan pembingan kelembagaan koperasi; dan

¢. Meclaksanakan tugas kedinasan lainnyva vang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 39]

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :

. Subkoordinator Kelembogaan, Pengembangan dan Pengawnsan
Koperasi;

b. Subkoocrdinstor Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

c. Subkoordinator Permodalan, Samna Prasarana, Jaringan Usaha dan
Pemasaran, Koperasi dan Usaha Mikro; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pads ayat (1)

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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Pasal 392

(1} Subkoordinator Kelembagaan, Pengembangan, dan Pengawasan Koperasi
mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan penvusunan Kebijakan
teknis kelembagaan, pengembangan, den pengawasan koperasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;

(2)

(1)

(2}

b.

2

T ®m~ 0

-
"

m.

M.

Menyiapkan program kelembagaan, pengembangan koperasi dan usaha
mikm;

Menyusun petunjuk dan pedoman teknis pelaksunann pengendalian,
pembinaan badan hukum koperasi;

Melakukan fasilitasi penataan kelembagaan koperasi;

Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap pengusaha di bidang
koperasi;

Melakukan pembina dan pengembangan kelembagasn di  bidang
koperasi;

Melakukan pembinaan personel koperasi;

Melakukan kordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam
rangka pe'lﬂkaamun pengembangan usaha koperasi;

Mengumpulkan dan mengolah data sebogai bahon penyusunan
program pengawasan kegintan perkoperasian;

Melaksanakan pengendalian terhadap pertumbahan dan perkembangan
perkoperasian;

Melaksanankan pengawasan terhadap peoyelenggaraan kehidupan
perkoperasian;

Melaksanrkan pengawasan dan pengendalian terbadap koperasi

simpan pinjam/usaha simpan pinjam,

Melaksanakan pengawasan kerja samae antar koperasi serta badan
usaha lainnya;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 393

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

mempunyal tugas mengkoordinasikan perencanaan penyusunan kebijakan
teknis pemberdayvann dan pengembangan usaha mikro.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.
b,

C.

Moo =

Irlu

Menyusun program  dan  rencana  kega pemberdayaan dan
penpembangan usaha mikro;

Menyusun  petunjuk  teknis  operasional Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Mikro;

Melaksanakan pengendalisn Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
Mikro;

Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan  pelaporan pelaksanasn
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Mmﬁmhanglmnl pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sektor
non lormal;

Memiasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnysa;
Menyelenggarakan temu usahs dalam penciptaan jaringan usaha;
Melakulcan verifikasi dan pendatanan usaha mikro;

Melaksanakan pembinaan, fasilitasi ssranda don prasarana usaha
Menginventarisasi dan menganalisis kebijakan serta penyiapan rencana
pengembangan sistem pendukung usaha mikro;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegintan seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atmsan,
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Pasal 394

Subkoordinator Permodalan, Samna dan Prasarana, Jarngan Usaha dan
Pemasaran  Koperasl dan  Usaha  Mikro, mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pelaksanann fesilitasi dan
perkreditan pengembangan usaha dan pemasaran di bidang koperasi dan
usaha mikro.

Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Menyusun petunjuk  teknis  pelaksanaan  fasilitasi, penatsan
perkreditan, pengendalinn dan pemasaran;

b. Melakukan fasilitasi dan pemberian kredit terhadap pengembangan
usaha mikro;

c. Meningkatkan pemasaran hesil-hasil usaha miloo melalhn berbagai
media promosi pameran dan prorgam peningkatan pemasaran lainnya;

d. Melakukan koordinasi dan kena sama dengan instansi lain untuk
mendukung fasilitasi dan pemberian kredit pengembangan modal
usaha;

¢. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
permodalan vang dikucurkan melalui perkreditan;

f. Melaksanakan tugas lain sejenis yvang ditugaskan oleh kepala bidang;

g Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang ditugaskan oleh awmsan.

Paragraf 4
Bidang Perdagangan

Pasal 395

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumus
kebijakon teknis di bidang sarana dan distribusi, barang kebutuhan pokok
dan barang penting, bine usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk
pengembangan perdagangan huar negeni.

Urman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
Menyusun program kerja di bidang perdagangan;

b, Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis sarana distribusi,
barang kebutuhan pokok barang penting;

c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan
perdegangan luar negen;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan;

e. Menyiapkan norma, standar, prosedur dan knteria di  bidang
perdagangan; _

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
bidang perdagangan,

g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksannan
penataan pembinaan pengembangan perdagangan dan pengembangan
perdagangan luar negeri; dan

h. Melaksanakan migas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 396

Bidang Perdagangan, membawahi :

a. Subkoordinator Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting;

Subkoordinator Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk;
Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
Kelompok Jabatan Fungsinnal.

Ao



(2]

(1

(2)

(1]

(2]

183

Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawnb kepada Kepala Bidang,

Pasal 397

Subkoordinator Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting mempunyal  tugas mengkoordinasikan  penyiapan  bahan
penyusunan petunjuk teknik operasional pelaksanssn sarana distrnibusi
dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;

a. Menvusun program kerjn peda seksi sarana  distribusi, barang
kebutuhan pokok dan barang penting;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan baban perumusan kebijakan
teknis sarana distribusy, barang kebutuhan pokok dan barang penting:

c. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan  sarana  distribusi,
pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang
penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan
sarana distribusi dan perdagangan antar pulau; _

d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria
dibidang pengembangan sarana  distribusi, pengelolaan sarana
distribusi, kerjusama kebutuhan pokok dan barang penting,
perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawiasan sarana
distribusi dan perdagangan anter pulay;

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan
sarana distnibusi, pengelolaan sarana distmbusi, kerjasama kebutuhan
pokok dan barang penting, perdagangan antar pulpu dan perbatasan
serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana
distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok
dan bamng penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta
pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulay; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 398

Subkoordinator Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk
mempunyai  tugas mengkoordinaskan penyiapan bahan penyusunan
perunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas lingkup bina usaha, pelaku
distribusi dan pemasaran produk.

Uraian tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1}, sebagal berilout :

a. Menvusun program kerja pada seksi bina usaha, pelaku distribusi dan
pemasaran produk;

b. Mengumpul dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan weknis
bina usaha, pelalku distribusi dan pemasaran produk, pupuk dan
pestisida bersubsidi di daerah;

¢. Menyiapkan bahan perumusan bina usaha, distribusi langsung dan
tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan
pestisida bersubsidi di daerah;

d. Menyiaplkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria
dibidang bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa
perdagangnn dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di
daerah;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang bina usaha,
distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan
pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;
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Melaksanakan evaluas| dan pelaporan dibidang bina usaha, distribusi

langsung dan tidak langsung jasa pcrdagnngun dan pemasaran produk,
pupuk dian pestisida bersubsidi di daerah

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya ynng dﬂug;mlmn oleh atasan.

Pasal 3459

{1} Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunvai tugas
mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
operasional pelaksanaan tugas lingkup perdagangan |uar negeri.

(2} Uratan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berkut :

a.
b,
C.
d

f.

Menyusun program kerja pade seksi pengembangnn perdngangan luar

neger;

Mengumpul dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis
pengembangan perdagangan luar negeri;

Menyviapkan bahan perumusan pengembangan perdagangan  Juar
negen,

Menyusun norma, standard, prosedur dan kriterin di  bidang
pengembangan perdagangan luar negeri;

Menviapkan bahan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran
dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk
ckspor unggulan dacrah dan puny:i:nmarnn kampanye pencitraan
produk ekspor skala deerah provinsi (lintes daerah Kabupaten /Kots};
Meluksanakan evalussi dan pelaporan dibidang pengembangan
perdagangan luar negeri; dan

g Mclaksanakan tugas kedinasan lainnyn yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pelavanan Kemetrologian
Pasal 400

(1) Bidang Pelayanan Kemetrologisn mempunyai tugas pokok dalam
melaksanakan teknis operasional di bidang pelayanan kemetrologian.

2} Uraian tugas scbhegaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

(1]

a.
b.

[ +8

d.

Menyvusun rencana teknis operasional bidang pelavanan kemetrologian;

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional

bidang pelayanan kemetrologian;

Pemantaunn, perigawuasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

pelavanan kemetrologun;

Menyiapkan norma, standar, prosedur dan krterin di hidang pelayanan

kemetrologian;

Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rengka pelaksanaan

Ecnnmun.p:mhmun, pengembangan bidang pelayanan kemetmlogian;
an

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 401

Bidang Pelayanan Kemetrologian, membawahi :

poop

Subkoordinator Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
Subkoordinator Pengawasan Kemetrologian; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Masing-masing Subkoordinator sebagaimang dimaksud poads ayat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang,

Paszal 402

Subkcordinator Pelayanan Tera/Tera Ulang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyiapan bahan penyususunan petunjuk teknis
operasional pelaksanaan tugas lingkup pelayanan tera/tera Ulang,

Uraian tugas sebagaimana dimalkesud pada ayat (1), sebagni berikout

4. Menyusun program kerja pada seksl pelayanan tera/tera ulang;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan
teknis seksi pelavanan tera/tera ulang;

¢. Menyiapkan bahan perumusan teknis pelayanan scksi pelayanan
tera/tera ulang;

d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria
scksi pelayanan tera/tera ulang;

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis seksi pelayanan tera/tera
ulang:

f. Menvelesaikan pengaduan/komplain vang diajukan wajib tera/pemilik

UTTP dan berkoordinasi dengan vang terkait seksi pelayanan tera/tera

ulang;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan scksi pelayanan tera/tera ulang;

Melaksanakan tugns lainnya vang dipenintahankan kepala bidang

pelayanan kemetrologian; dan

i. Melaksannkan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

>

Pasal 403

Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan
petunjuk telnis operasional pelaksanaan (ugas pergembangan sumber
daya manusia kemetrologian.,

Uraian rugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1), sebagai berikout -

a. Menyusun program kerja pada seksi pengembangan sumber daya
manusia kemetrologian;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan  seksi
pengembungan sumber daya manusia kemetrologinn,;

c. Merencanakan dan menyiapksn peningkatan kemampuan SDM penera
dan SDM penuniang lainnva pads scksi pengembangan sumber dava
manusia kemetrologian;

d. Menyiapkan bahan penyusunan niorma, standart, proséedur dan kriteria
sckyl pengembangan sumber daya manusia kemetrologian.

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis/penyulubhan  seksi
pengembangan sumber days manusia kemetrologian;

. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan sumber
daya manusia kemetrologian; dan

g Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 404

Subkcordinator  Pengawasan  Kemetrologian — mempunyai  tugas
mengkoordinasikan penyispan bahan  penyusunan petunjuk teknis
operasional pelaksananan tugas pengawasan kemetmologian.
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2) Urm:un tugas scbhagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikur ;

b,

an

Menvusun program kerja pada scksi pengawasan kemetrologian,
ng:.mrptﬂ dan mengolah bahan-bahan perumusan seksi pengawasan
kemetrologioan;

Penyiapan perumusan seksi pengawasan kemetrologian;

Melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan satuan ukuran pada
seksl pengawasan kemetrologian,

Penyiapan penyusunan nﬂrml. standart, prosedur dan kniteria seksi
pengawasan kemetro

Penyiapan pelaksanaan pnmhl:nu.n bimbingan teknis seksi pengawasan
kemetrologian,

Penyiapan evaluasi dan pelaporan seksi pengawasan kemetrologian,
dan

Melaksanakan tugas kedinasan Jamnya yang ditugaskan oleh awsan.

Paragral 6
Bidang Encrgi dan Sumber Daya Mincral

Pasal 405

(1] Bidang Energi dan Sumber Dava Mineral mempunyal tugas pokok
menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pengelolaan,
pembinaan, monitoring,  evaluasi dan pengembangan kegistan/ urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan dacrah.

(2) Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

A.

b.

C.

Membina, mengatur, mengarah kan dan membag tugas dan menilal
kinerja bawahan;

Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Energl dan
Sumber Daya Mineral;

Menyusun konsep sasaran dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan
pengendalian sektor pemanfaatan langsung Panas Bumi dan menyusun
konsep, sasaran dan petunjuk pelaksanann sektor Migas khususnya
BBM Tertentu dan LPG serta kelistrikan dacrah;

Mclaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan

kegiatan Pemanfuatan Langsung Panas Bumi, Hilir Migas, Energi dan

Kelistrikan Daerah;
Melakukan Inventarisasi dan ldentifikasi data pemanfaatan langsung
panas bumi, pemanfaatan sumber dayva mineral hilir migas, energl dan
kelistrilkkan dacrah;

Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka

peinksanaan kegiatan dan pengeloloan urusan energi dan sumber daya
mineral;

g Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pads kegiatan Bidang

Energ dan Sumber Daya Mineral; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugnskan oleh atasan.

Pasal 406

(1) Bidang Energl dan Sumber Dayva Mineral, membawahi :

b
c.
d

Subkoordinator Pengelolann Panas Bumi Dan Sumber Daya Mineral;

. Subkoordinator Hilir Migas;

Subkoordinator Energi Dan Kelistrikan; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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Pasal 407

Subkoordinator Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral rugas
mengkoordinasiken pelaksanasn inventarisas, perencanann, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan panas bumi dan sumber daya
mineral vang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas sebogaimana dimaksud pada avat [1}, sebagai berikut :

a8, Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan
dengan Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral;

b. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;

c. Melaksanakan penatausshaan dan pengelolaan panas bumi dan
sumber dava mineral;

d. Menviaplkan, menghimpun data/bahan dan melaksanskon koordinasi,
konsuitasi dan rekonsiliasi pada kegintan pengelolaan panas bumi dan
sumber dava muneral;

e. Melakukan inventanisasi, penyelidikan, penelitian, dan evaluasi dalam
rangka memperoleh data dean informasi pengembangsn penas bumi
serta melaksanaksn pengelolann data dan/atau informasi potensi
panas bumi dan sumber daya mineral;

. Merencanakan kegiatan dan  menyiapkan bahan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan urusan pengelolgan panns bumi dan sumber
dava mineral;

g. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala
Bidang tentang langkah-longkah vang perlu diwmbil dalem urusan
urusan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

h. Membuat laporan pelaksanaan kKerja tahunan pada kegiatan seksi
Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral; dan

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 408

Subkoordinator Hilir Migas mempunyal tuges mengkoordinasikan
pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, prmantauan/monitoring pelaksanaan
kegintan hilir migas yang menjadi kewenangan dnerah.

Uraian tugas sebagarimana dimaksud pada avat (1}, sebagal benbout :

a. Menyusun rencana dan rumusan Kebijakan teknis vang berhubungan
dengan kegiatan Hilir Migas;

b. Mengarahkan dan membagiknn tugas Kepada bawahan,

c. Melakukan inventarisasi penyediaan/kebutuhan dan penvaluran migas
Kabupaten;

d. Melakukan evaluasi, pemantagan/menitoring terhadap pendistribusian
bahan bakar minyak dan gas di wilayah Kabupaten,

c. Menyiapkan rekomendasi pembelian BBM  jenis tertentu  kepada

pengguna sesual tugas ynng diberikan Bupati;

Melaporkan hasil - hasil kegiatan hilir migas kepada pimpinan.

g Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan
kegintan hilir migas;

h. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepads Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang periu diambil dalam urusan
Hilir Migas;

L Meombuat laporun pelaksansan kerjn tnhunan pado keguatan seksi Hilir
Minyak dan Gas; dan

i Melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang ditugaskan oleh atasan

™
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Pusal 409

(1) Subkoordinator Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas
mengkoordinasiksan  penyusunan  perencanasn,  inventarisasi, dan
pengembangan energl dan kelistrikan yang menjadi kewenangan daerah.

(2] Unmm tugas sebagnimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikout :

b.

Q.

d.
¢. Melaksanakan koordinasi dengan  instansi lsin dalam  rangka

iy

Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan
:tcn.p.n Energi dan Kelistrikan;

Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;

Melokukan pendatasn dan inventarisasi kebutuhan penyediaan dan
distribusi kelistrikan daerah;

Mengelola perencanaan, pengendalian energi dan kelistrikan.

pelaksanaan perencanaan pl::ng-.'ndnhln energl dan kelistrikan serta
kerasama pemanfaatan energi;

Mﬂlﬂkﬂnn.nkﬂn kerjasama pemanfnatan energi;

Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang periu dinmbil dalam urusan
Energ dan Kelistrikan;

Membuat laporan pelaksanasan kerja tahunan pada kegiatan seksi
Energi dan Kelistrikan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

T
Unit Pelaksana Telnis Dinas

Pasal 410

{1} Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional
Mnas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecll Menengah dan Energi Sumber
Daya Mineral.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepaln yang berada di
bawah dan bertanggungewab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A

Pasal 411

(1) Dinas Tenaga Keria dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Doernh di bidang Tenaga
Kerja dan Penindustrian

{2) Dinas Tenagn Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi:

A
b.

=i

Perumusan Kebijakan teknis sesuail dengan linglkeup bidang tugasnya;
Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya: dan
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

Nigaanya.

{3} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;
a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah

pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Tenags Kerja dan
Perindustrian;
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Melaksanukan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di
bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahann; dan
Melaksanukan kegiatan lain dibidang Tenags Kerjo dan Perindustrian
yvang ditugaskan oleh atasan.

4] Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdini dari;

PR RDOE

Kepala Dinas;

Sekretariat,

Bidang Hubungan [ndustrial;

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja,
Bidang Perindustrian;

UPTD: dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 412

Kepala Dinas mempunyal tugss memimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pélaksanaan tugas pokok
dan fungsi dinns kepada Bupat melahu Sekretaris Daerah.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 413

|1] Sekretarial mempunyal tugas melaksanakan urusan penyusunarn rencana
dan program keuangan, kepegawalan, perlengkapan dan rumah tangea,

(<]

12)

surat-menyurat dan kearsipan.

Uraian Tugas vang dimaksud pads ayat (1), adalah sebagai berikut:

Lo L R L i

Menyusun rencana program Evaluasi dan Pelaporan;

Mengelola urusan surat-menyurat dan kearsipan;

Mengelola administrasi kepegawaian;

Mengelola urusan rumah tangga, periengkapan dan perawatan;
Mengelola Keuangan;

Mclaksariakan survei, pandataan dan monitoring; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 414

Sekretanat, membawahi:

.

b.

Sub Baginn Umum dan Kepegawsaian; dan
Sub BHaginn Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada syat (1) dipimpin
oleh scorang Kepala Sub Bagian yang berads  dibawah  dan
bertanggungjawahb kepada Sekretaris.
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Pasal 415

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas membantu
Sekretaris  Dinas  delam melaksanakan tugas pengelolean  tekois
admmistrast umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan

kepegawaian di lingkungan Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaeksud ayat {1), sebagai benkut;

. Menyusun teknis ketatausahaan Dinas;

Menyusun surat menyurat Dinas;

Melayani surat menyurat Dinas;

Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;

Melayani kerumahtanggaan Dinas;

Melayani perlengkapan Dinas;

Menyusun rencana pengembangan karer pegawas di lingkungan Dinas;
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawnian Dinas;
Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawal Dinas;
Mengusulkan kenaikan pangkat pegawii Dinas;

Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

=T re oA

Pasal 416

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membanti
Sekretaris dalam melaksanakan tugss perencanasan kegiatan Dinas dan
pengelolaan keuangan Dinas.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pengelolaan keuangan dinas;

b. Melayani keuangan dinas;

c. Mengkoordinasikan penyusunan keuangan dinss dengan Bagian
Keuangan puda Sekreturis Daeraly;

d. Menghimpun dan memeriksa kessluruhan bukt pengeluaran keuangan

Dimas;

Menyusun laporan keuangan Dinas;

Menyusun perencanaan kegiatan Dinas;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Fm e

Paragraf 3
Bidang Hubungan Industrial
Pasal 417

(1) Bidang Hubungan Industnial mempunyai tugas melaksanakan penviapan

kebijakan teknis operasional penyiapan dan pembinaan teknis hubungan
industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan seria pengupahan.

(2) Umiau tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Memverifikasi dokumen peraturan perusahasn dan perjanjian kerja
bersama dengan rusng lingkup operasi;

b. Memberikan pelavanan pendaftaran perjanjian kerja bersama;

c. Melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan
perusahan dengan ruang lingkup operasi;

d. Melaksanakan koordinesi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi
perselisihan di perusahaan;

e. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja
sama Bipartit di perusahaan;
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Melaksanakan koordinasi pelaksansan mediasi terhadap potensi dan
mediasi  perselisihan  diperusahaan, mogok kerja dan penutupan
perusahann; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnyn vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 418

(1} Bidang Hubungan Industrial membawahi:

a
b.

=8

Subkoordinator Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

Subkoordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 419

(1} Subkeordinator Syarat Eerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan dan
perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Syarat
kerjn, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebaga berilout:

B

Menyiapkan SDM yang memahami aturan pembuatan peraturan
perusahaan, perjanjian kerja, sistem pengupahan dan jaminan sosial
tenaga kerga;

Menylapkan bahan dalam rangks membentuk kelembagaaan di
perusahaan melalui perjanjian kerja bersama dan lembaga kerja sama
bipartit,

Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama;

Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan
sosial tenaga kerja;

Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial
tenaga kerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaakan oleh atasan,

Pasal 420

11} Subkoordinator Pencegahan dan Penyelesaian  Perselisihan Hubungan
Industrial mempunvai tugas mengkoordinasikan penviepan bahan dan
perumusan kehijakan teknis di bidang pencegahan dan penvelesaian
perselisthan hubungan industrial.

|2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

A,
b,

L =N

d.

Menviapkan SDM vyang memshami pencegahan dan penyelesalan
perselisihan hubungan industrial;

Menyedinkan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian
perselisihan hubungan induatrial;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan
penyelesaian  perselisthan  hubungan industrial, mogok kerja dun
penutupan perusihaan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh atasan.
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Paragraf 4
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Pasal 421

(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyml {[Ugas penylapan
bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan
serta pembinaan teknis dibidang penempatan dan perluasan kerja dalam
negerl dan luar negeri.

(2) Uranian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

8. Penvusunan program kerja di Bidang Penempatan dan  Perluassn
Kerja;

b Penviapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pembinsan teknis penempatan dan perluasan kerja dalam
negeri,

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, (asilitasi,
koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kera luar
negen,

d. Penyeclenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksansan tugas
bidang penempatan dan perluasan kerja; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 422

(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi:
8. Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negen;
b. Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional,

2) Masing-masing Subkoordinator schagaimana dimaksud pada avat (1)
bertanggungjawab kepada Kepaln Bidang Pencmpatan dan Perfuasan
Kerjo.

Pasal 423

{1} Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kenn Dalam  Negeri

mempunyal gas mengkoordinasikan pelaksansan petunjuk  teknis
operasional Penempatan dan Perhuasan Kerja Dalam Negeri.

(2) Uraian tugas yang dimaksud npnday‘nl:llj sebagai berikut:

a. Memyusun program kerja di Seksi Penempatan dan Perlussan Kerja
Dalam Negeri;

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebjekan teknis
pelnkmmann pengawasan penempatan dan  perluasan kerja dalam
neger;

c. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan telmis
perencanaan tenaga kerja dalam negeni;

d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan penyediasn dan penggunaan tenaga kerja dalam
negeri;

e. Melaksanskan fasilitasi dan koondinasi scsusi dengan lingkup
tLgasnya,

f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksansan tugas di
bidang penempatan dan perluasan kerja dalam negeri; dan

g Melaksanskan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,
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Pasal 429

(1) Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri mempunyai

tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan petunjuk  teknis
operasional Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.

{2} Uraian tugas yang dimaksud pada ayvat (1), sebagai berikut:

.
b
e.

d.

L

Menyusun program kerja pada seksi Penempatan dan Perluasan Kerja
Luar Negeri;

Mengumpulkan dsn mengolah bahan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan pengawasan penempatan dan perluasan kerja Juar negeri;
Mengumpulkan dan mengolah bihan perumusan kebijakan ieknis
perencanaan tenaga kerja luar negeri;

Mengumpulkan dan mengolesh bahan perumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan tenags kerja luar negeri;
Meclaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesual dengan lingkup
Tugasnya;

Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksansan tugas di
bidang penempatan dan perlussan kena luar negeri;

Monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja Asing;

Melakukan koordinasi dengan P4TKI tentang pemberangkatan dan
pemulangan Pekerja Migran Indonesia; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 425

(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga EKerja mempunyai tugas
merencanakan penyusunsn kebijakan teknis operasiondl pelaksanaan
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Keria.

(4] Ursian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagni berikut:

il
b.
£
d.

Penyusunan Program Kera pads seksi Pelatthen dan Produktivitas
Tenaga Kerja;

Penyiapin bahan dan perumusan kebijakan teknis {asilitnsi, koordinasi
Pembinaan Teknis Pelatihan Tenaga Kerja;

Penviapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi
pembinaan teknis Produktivitas Tenaga Kerja;

Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporun terhadap pnlu]mnnnm tugas
bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja; dan

Melaksanakan mugas kedinnsan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.
Pasal 426

(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kera, membawahi:

a.
b.

C.

Subkoordinator Pelatihan Tenags Kera,
Subkoordinator Produktivitas Tenaga Kerja; dan
Kelompok Jabatan Pungsional

[2] Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepads Kepala Bidang Pelatihan dan F'rudukt:ﬂtas
Tenaga Kerja.
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Pazal 427

Subkoordinator Pelatihan Tenagn Kerja mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan
Pelatihan Tenaga Kerja.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;

8, Menyusun program kerja pada seksi Pelatihan Tenaga Kerja;

b. Mengumpulkan dan mengolah, merumuskan kebijakan dan pembinaan
teknis penyelenggaraan pelatihan tenagn kerja;

¢. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penvelengearaan Pelatihan
standarisasi, sertiflikasi, pemagangan tenaga kerja,

d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan monitoring sesuai dengan
ruang lmgkup tugasnya;

e. Melaksanakan pelayanan pembinaan, monitoring, dan rekomendasi
kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadop pelaksanaan tugas di
bidang pelatihan tenaga kerja; dan

g Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olch atasan,

Pasal 428

Subkoordinator  Produlktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pelaksannan peningkatan
Produktivitas Tenaga kerja serta pemberian sertifikasi di ndang tenaga
kerja.

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai benkut:

a. Menyusun program kerja pada scksi produktifitas tenaga kerja;

b. Mengumpulkan dan mengolah perumusan kebijakan dan pembinaan
teknis pengembangan produktifitas tenaga kerja;

c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan produktivitas
tenaga kerja;

d. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksansan tugas di
dung seksi produktifitas tenaga kerja;

e. Melaksanakan analisis, telsah dan rekomendasi serta monitoring
peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

=)
Bid:mg Perindustrian

Pasal 420

Bidang Penndustrian membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugons
mempersiapkan bahan dan merumus kebijakian teknis, operasional,
bimbingan ussha, sarans produksi, pembinnan dan pengembangan usaha
bidang industri.

Uralan tugas yang dimaksud pada ayat (1], sebagai berikout:

a. Menyusun petunjuk teknis dalam rungkn pembinasn dan
pengembangan industrn;

b. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evahuasi industri
kecil dan menengah;

¢. Merumuskan pelaksanaan sarana dan prasarans dalam rangka
pembinaan dan pengembangan industri;

d. Melaksanakan momitoring industri besar;

¢. Pembinaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan linglkup tugasnya;



195

[. Perumusan, pelaksanaan, pembinagan dan evaluasi pengembangan
promosi dan pemasaran produksi industri;

g. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan
kreatifitas dan inovasl sumber davn industn;

h. Merumuskan pelaksanaan dan evaluasi rekomendasi perizinan industr;

Melaksnakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk

kKelancaran tugas pembinaan, dan pengembangan industri; dan

j-  Melaksanakan tugas kedinasan lainnyas yang ditugaskan oleh atasan.

Pasaal 430

(1} Bidang Perindustrian, membawahi:
a. Subkoordinator Industri Pangan dan Kerajinan;
b. Subkoordinator Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Industri;
dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimeksud pada avat (1)
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian,

Pasal 431

[1) Subkeordinator Industri Pangan dan Kerajinan mempunval tugas

menghoordimasikan penyusunan perunjuk teknis opergsional pelaksanaan
tugas hidang Industri Pangan dan Kerajinan.

(2} Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), scbagai berilout:

a, Menyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan
pengembangan industri pangan dan kerajinan;

b. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi industri
pangan dan kerajinan;

c. Melaksanakan sarans dan prasarans dalom rangks pembingan dan
pengembangan industri pangan dan kerajinan;

d. Menyusun data dan informasi industri pangan dan kerajinan;

e. Melaksanakan f(asilitasi don  koordinasi sesusi dengan  lingkup
tugasnya,

f. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan
promosi dan pemasaran produk industri pangean dan kerajinan;

g Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan
kreatifitas dan inovasi sumber daya industri pangan dan kerajinan;

h. Menvusun pelaksanaan dan pelaporan rekomendasi perizinan industri
pangan dan kerajinan;

i Mclaksanakan koordinasi dengan unit ketja dan instansi terkait untuk
kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan industri; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 432

(1) Subkoordinater Industrd Logam, Mesin, Elektro dan Anecka Industri
mempunval tugas mengkoordinasikan penvusunan petunjuk teknis

operasional pelaksanaan tugas bidang Industri Logam, Mesin, Elektro dan
Ancka Industri.

(2] Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
@, Memyusun petunjuk  teknis  dalam  rangks  pembinean  dan
pengembangan industri logam, mesin, elektro dan ancka mdustr;
b. Mrelakukan pembinaan, penatasn, pengawasan dan evaluasi industri
logam, mesin, elektro dan aneka industri;
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¢. Melaksanakan sarana dan prasarana dalam rangks pembinaan dan
pengembangan industri logm, mesin, elektro dan encka industri,

d. Menyusun data dan informasi industri logatn, mesin, elektro dan aneka
mdustri;

c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesumi dengan linghup
tugasnya;

f. Perumusan, pelaksansan, pembinaan dan evaluasi pengembangan
promosi dan pemassaran produk industri logam, mesin, elektro, dan
ancka industri,

g. Perumusan, pelnksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan
kreatifitas dan inovasi sumber dava industri logam, mesin, elektro, dan
ancka industri;

h. Menyusun pelaksanasn dan pelaporan rekomendasi perizinan industri
logam, mesin, elektro, dan ancka industry

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kena dan instansi terkaat untuk
kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan industri; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atnsan.

Bagian Sembilanbelas
Dinas Komunikasi dan Informartiks, Swtistik dan Persandian Tipe A

Pasal 433

Dinas Komunikas), Informatiks, Statistik dan Persandian mempunyai tugas.
membantu  Bupati melaksanakan wrusan Pemerintahan di bidang
Komunikasi dan Informanka, Statistik dan Persandian yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yvang ditugaskan hkepada

Daerah Kabupaten.

Dinas Komunikasi don Informaetika, Stitistik dan Persandian mempunyui

fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan
Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;

b, Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretanat, Pengelolaan dan Layanan
Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan
dan Lavanan Informast, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan
Persandian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolann dan
Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan
Persandian; dan

e. Pelaksanaan funesi lain vang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinye.

umian. tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
Merumuskan progmam kerja di linghkungan Dinas Komunikasi dan
informatika, Statistik don Persandian berdasarkan rencana striategis
Dinaes Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

b, Mengkoordinasikan pelaksanasn tugss di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Peraandian:

c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikesi dan Informatika,
Suatistik dan Persandian;

d, Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di  lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatiks, Statistik dan Persandian;

e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis bidang Sekretanat;

f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi sertan pembinaan
teknis bidang Pengelolaan dan Lavanan Informasi;
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g, Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis bidang Komunikasi;

h. Merumuskan kebijakan teknis, [asilitasi, koordingsi serta pembinaan
teknis bidang Teknologi Informasi;

1.  Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis bidang Statistik dan Persandian;

j.  Mengevaluasi pelaksanaan tugss bawahan di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

(4) Dinas Komunikasl dan [nformatika, Statisiik dan Persandian terdini dari:
Kepaia Dinas;

Sekretarat;

Bidang Pengelolann dan Layanan Informasi Publik;

Bidang Pengelolann Komunikasi Publil;

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;

Bidang Statistik dan Persandian;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

= W R

Paragraf 1
Kepala Dinas.

Pasal 434

Kepals Dinis mempunyai tugas momimpin, mengawasi, mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan bertanggung jawsb atas pelaksanaan tugas pokalke
dan fungsi dinas kepads Bupati melalul Sekretaris Daerah.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 435

(1] Sekretariat mempunyal tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan
koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas,pengkajinn perencanaan dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

(2] Uratan tugas scbagmmana dimaksud pada ayat (1), sebagn berikut:

a Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;

b, Menvelenggarakan wurusan keusngan, perbendaharasn, akuntansi,
venfikas, ganti rugl, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarmna;

c.. Menyelenggurakan dan menghkoordinasikan perumusan penyusunan
rencann program dan anggaran, serts pemantauan, evaluasi dan
pelaporan;

d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penstasn organisasi,
tatalakanna, urisan hukum dan hubungan masvarakat;

e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan wurusan  kepegawaian,

rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha;

Menghkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kena;
Mengkoordinasikan pelaksanasn Relormnsi Birokmasi dan  Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

h. Mengkoordinasikan  penyampaian  Laporan  Harta  Kekavaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekaynan Apamatur

Sipil Negara [ LHKASN];

-
3
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Mengkoordingsikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di
lingkungan sekretariat;

Membina, mengarabkan dan  menyelenggarakan  kegiotan  serta
mengevaluaai pelaksanaan tugas sekretariat; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paszal 436

(1) Sekretanat, membawahi :

a.
b.

[ -

Sub Baginn Umum dan Kepegawaian;
Subkoordinator, terdiri dari :

1. Subkoordinator Perencanasan dan Keusngan.
Kelompok Jabatan Fungsional.

[2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh secorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretarnis.

(3) Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bertangpung jawsb kepads Sekretaris.

Pasal 437

(1] Sub Bagian Umum dan Kepegawnisn mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan admimstrasi ramah wngega dan perlengkapan.

(2) Ur-ninn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagal berikut:

h.

o,
d.
e.

Menyusun rencana program keria Sub bagian Umum dun kepegawaian:

Menyiapkan bahan urusan (ata  persuratan, rumah tanggs,

kepegawsian dan kehumasan;

Mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara;

Mengkoordinir penyusunar standar operasional prosedur;

Menvispkan bahan  penyampaian Laporan Harta  Kekayaan

Penvelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harts Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKASN);

Menghkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIF);

Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan  mengevaluasi

pelaksanann tugas sub bagion umum dan kepegawaian;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan  mengevaluasi

pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;

Melaksanakan penilsian kinerja pégawal sub bagion umum dan

kepegawaiar;

Menyusun  Daftar Urut Kepangkatan [(DUK)] dan mempersiapkan

kelengkapan kenaitkan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai;

Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegowaian
a atasan; dan _

Melaksanakan tugas kedinasan lainnva vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 438

(1) Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempurnyvai tugas
mengkoordinasikan pelaksansan tugas perencanaan kegiatan Dinas dan
pengelalaan keuangan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

u.
b,

Menyusun rencana pengelolaan keuangan Dinas;
Melayani keunngan Dinas;
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Mengkoordinasikan penyusunan  keuangan Dinas dengan  Unit
kerja/instansi yang menangani bidang keuangan;

Menghimpun dan memeriksa kescluruhan bukti pengeluaran keuangan
Dinas;

Menyusun luporan keuangan Dinas,

Menyusun perencanaan kegiatan Dinas;

Menvusun laporan pelaksanasn kegintan Dinas; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragrafl 3
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pasal 439

(1] Eu:lang Pcng:hlnﬂ.n dan Layvanan Informasi Publik mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan
kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
terkait Pengelolaan Opini Publik dan Pengelolaan Informasi Publik.

(2) Uratan tugas sebagaimana dimalksud pada syat (1) sebagai berikut:

&,
b.

c.

Menvusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

Membern petunjuk pelaksansan tugas kepada bawahan di lingkungan
hidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan hidang Pengelolaan
dan Layanan Informasi Publik;

Menyusun bahan dan melsksanakan kebijakan, [asilitasi  dan
koordinasi serta pembinaan teknls terkait Pengelolaan Opini dan
Informasi Publik;

Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitnsi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini publik
dan Informas: Publik;

Mengevaluasi pelaksansan tugas bowahan df Hngkungan bidang
Pengelolaan dan Layanan Informas: Publik;

Menyusun lnporan peloksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 4430

(1) Bidang Pengelolaan dan Lavanan Informas: Publik, membawahi :

b.

[=H

Subkoordinator Pengelolann Opini Publik;
Subkoordmator Pengelolann Informas: Publik; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 441

(1) Subkoordinator  Pengelolaan Opini  Publik  mempunyai tugas
menghoordinasilan pelaksansan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
[p]:mhu:‘;inm i'nmlilnm evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan

pini
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Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1] sebagal berikut:

a. Menyusun rencana program kKerja Seksi Pengelolann Opini dan
Informasi Publik;

b, Membag tugns kepadn bawashan di linglkungan Seksi Pengelolaan Opini
Publik;

¢, Membimbing pelaksansan tugas bawahan di lingkungan Seks

Pengelolaan Opini Publik;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolsan Opini

Publik;

Melaksanakan monitoring isu publik di media (media massa dan sosdal);

Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);

Melaksanakan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten;

Melaksanakan monitoring informasi  berbasis  agenda prioritas

pemerintah yang terkait dengan daerah bersangkutan;

Mengevaluasi pelaksanaan keégiatan di lingkungan Beksi Pengelolaan

Opini Publik;

j. Melaporkan pelaksanaan kinera di lingkungan Seksi Pengelolaan Opini
Publik; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

e

R0

e

Pasal 442

Subkoordinator Pengelolann [nformasi Publik mempunyai  tugas
menghkoardinasikan pelaksanaen periviapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanoan Pengelolaan
Informasi Publik.

Uralan tugas sebagamana dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut:

a. Menyusun rencana program kerja Sckai Pengelolaan Informasi Publik;

b. Membagi tugas kepads bawanhan di lngkungan Seksi Pengelolaan
Informasi Publilk;

c. Membimbing pelaksansan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan informasi Publik;

d. Memeriksa hasil kerja bawaban di lingkungan Seks: Pengelolaan

Informasi Publik;

Menyiepkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagnan lsyanan

informasi publik;
g Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi di lingkungan provinsi <an kabupaten/kota sebagai bahan
sajlan layanan informasi;
h. Melaksanakan penviapan bahan koordinasi dan kerjasama pengelolaan
informasi publik melalui PPID;
Melaksanakan penyizpan baban untuk penyebariuasan informasi
publik melalui media on-line dan website;
Meluksanakan kegiatnn pelavanan keterbukaan informasi melalui
media center;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi publik;
Memberikan masukan yang perlu kepaca pimpinan; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragrafl 4
Bidang Pengelolsan Komunikasi Publik

Pasal 443

b B p |

Bidang Pengelolaan Komunikssi Publik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan,
pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkmit Pengeloliaan Media Komumbkasi
Publik, Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik.
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(2) Urnm.n tugas schbagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

b.
e

d.

Menyvusun rencana gperasional di lingkungan bidang Komunikasi,
Mendistribusikan  tugss Kepada beswahan di  linghungan bidang

Komunikasi;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawshan di lingkungan
bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;

Menvelin pelaksanaan tugas bawahan di ingkungan bidang Pengelolaan
Komunikasi Publik;

Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinsaan teknis terkait  Pengelolaan  Media
Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknia terkait Hubungan Media dan
Sumber Daya Komunikesi Publik;

g Mengevaluas: pelaksansan tugas bawahan di lingkungan bidang

Pengelolann Komunikas: Publik;

Menyusun laporan pelaksanann tugas di  bidang Pengelolaan
Komunikasi Publik; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 444

(1] Bidang Pengelolaan Komunikasi Publile, membawahi :

h|

Subkoordinator Pengelolnan Media Komunikaes: Publik;

Subkoordinator Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Subkoordinator sebagmimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pas=al 445

(1) Subkoordinator Pengeiolaan Media Komunikesi Publik mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahsn perumusan kebijakan,
pembinaan, [asilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan
media komunikasi Publik.

(2) Uralan tugas sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) sebagn) berikut:
a. Menyvusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Media Komunikssi

b.

o.

e

T o

HI

Publile;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Scksi Pengelolaan Media
Membimbing pelaksenaan rmugas bawahan di  lingkungan Seksi
Pengelolann Media Komunikas: Publik;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Media
Komunikasi Publik;

Melaksanakan perencanaan komunikasi publik;

Melaksanakan layanun pengemassan konten;

Melaksanakan pengelolann saluran komunikasi publik;

. Mengevaluasi pelaksanann kegintan di lingkungan Seksi Pengelolaan

Media Komunikasi Publik;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolean Media
Komunikasi Publil; dan

Melaksanakan tugas kedinasan leinnya yang ditugaskan olch atasan.



(1)

(2

i1

202
Pasal 446

Subkoordinator Hubungan Media dan Sumber Diaya Komunikasi Publik
mempunyai tugas mengkoordinasiken pelaksanaan penyiapan bahan
perumusan  kebijakan, pembinaan, fasihtasi, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Hubungan Media dan Sumber Days Komunikasi Publik.

Uradan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) sebagal berikut:

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Hubungan Media dan Sumber
Daya Komunikasi Publik;

b, Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Media
dan Sumber Daya Komunilkasi Publik;

¢. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Media
dan Sumber Daya Komunikasi Publik;

¢. Melaksanakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media
relations);

f. Melaksanakan layanan penyedinan bonhan komunikasi bagi pimpinan
daerah (brigfing note, press release, backgrounders) di Daerah;

g- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Hubungan
Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik; '

h. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingleungan Seksi Hubungan Media
dan Sumber Daya Komunikas: Publik; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Parpgral 5
Bidang Teknologl Informasi dan Komumkasi Publik

Pagd] 447

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikssi Publik mempunys: tugas
melaksanakan tugas penyinpan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi,
pemantauan, pembinaan, evaluasi don pelaporan terkait Infrastrultur,
Teknologi dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Data dan Integrasi
Sistem.

12) Uraian tugas sebagaimana dimaksuad pudn ayal (1) sebagni berkut:

a. Menyusun rencana operasional linglkungan bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi Publik ;

b. Mendistribusikan tugas ‘bmpaﬂn bawahan di lingkungan bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan nigas kepada bawahan di lingkungan
hidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;

d. Menyelin pelaksanaan tuges bawahan di lingkungan bidang Teknologm
Informasi dan Komunikasi Publik;

e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait Infrastruktur, Teknologi dan
Pengembangan Aplikasi;

f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, [asilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data dan
Integras: Sistem;

g. Mengevaluas: pelalsanasn tugas bawshan o lingkungan dang
Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi Publik; dan

i.  Melaksanakan tugns kedinasan lainnya yang ditugnskan oleh atasan,
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Pasal 448

(1] Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
a. Subkoordinator Infrastruktur, Tekriologl dan Pengembangan Aplikasi;
b. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Masing-masing Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada aoyat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 449

{1} Subkotrdinator Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi
mempunysi  tugas mengkoordinasikan pelaksansan penyiapan bahan
perumusan kebijokan, pembmoan, f[aslitasi, evalunsi dan pelaporan
pelaksanaan Infrastnuktur, Teknolog dan Pengembangan Aphkas:.

i2) Uminn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
Menyusun rencana program kere Seksi Infrastruktur, Teknologi dan
Pengembangan Aplikasi;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur,
Teknologi dan Pengembangan Aplikasi,

c. Membimbing pelaksanaan tugss bawahan di lingkungan Seksi
Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplilasi;

d. Memeriksa hasil kerja bawahsn di lngkungan Seksi Infrastruktur,
Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;

e. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data
Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);

f. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovast TIK dalam
implementasi e-government,

g Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM  dalam
pengelolean infrastruktur dan (eknologi informasi, govermment cloud
computing,

h. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses intermet pemerintah dan
publik;

i. Menvelenggarakan layanan filtering konten negatif;

j.  Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;

K. Menyelenggarakan lavanan pengembangan aplikasi kepemerintahan
dan pelayanan publik vang terintegrasi;

l. Menyelenggarakan leyanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan
pelayanan publik;

m. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Seksi Infrastruktur,
Teknologl dan Pengembangan Aplikasi;

n. Meloporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekasi Infrastrukrur,
Teknologl dan Pengembangan Aplikasi; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan liinnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 450

(1) Subkoordinator Pengelolasn Data dan Integrasi Sistem mempunyai tugas
mengkoordinasikkan pelaksanaan penviapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, evalussi dan pelaporan pelaksanean Pengelolaan
Data dan Integrasi Sistem.

(2} Uniunn tugas sebagaimana dimalksad pads ayat (1) sebagm benkut -
Memyusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi
Sistem;

b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengeloluan Data
dan Integrasi Sistem;
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Membimbing pelaksansan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem,

Memeriksa hasil kerjn bawahan di lingkungan Scksi Pengelolaan Data
dan Integrasi Sistem;

Menyelenggarakan layanen managemen data informas: e-
government,

Melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Data dan Integrasi Sistem;

Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Data
dun Integrasi Sistem; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Paragral 6
Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 451

{1} Bidang S:atistik dan Persandian mempunyai rugas melaksanakan tugas
penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan,
pembinaan, evaluasi den pelaporan terkait Statistik dan Persandian.

(2) Urainn tugas sebagaimana dimoksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

b,

.

Menyusun rencansz operasional di lingkungan bidang Statistik dan
Persandian;

Mendistribusikan tugas kepaeda bawahan di lingkungan bidang Statistik
dan Persandian;

Memben petunjuk pelaksanaan tugas kepads bawahan di lingkungan
bidang Statistik dan Persandian;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik
dan Persandian;

Menyusun bahan dan melaksanskan kebijakan, [fasilitasi dan
koordinasi serta pemhbinaan teknis terkait Statistik;

Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Persandian;
Mengevaluasi pelaksanaan tmgas bawahan di lingkungan bidang
Statistik dan Persandian;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan
Persandian; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang ditugaskan oleh atasan,

Pasal 452

(1] Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :

a.

Seksi Statistik; dan

b, Seksi Persandian.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepals Bidang '

Pasal 453

{1) Seksi Statistik mempunyal tugas meluksanakan penviapan bahan
perumusan kebijalcan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan
pelaporan pelaksanasn Statistik
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Urma.n tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagai berikut :

. Menvusun rencana program kerja Scksi Statisuk,

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Selesi Statistil;
Membimbing pelaksanaan tugas bawnhan di ingkungan Selos: Statistile;
Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Statistik;
Menyezlenggarakan survey statistik sektoral;

Menyelenggarakan kompilasi data statistik sektoral;

Mengevaluasi pelaksanasn kegiatan di lingkungan Seksi Statistik;
Melaporkan pelaksanaan kinerje di lingkungan Seksi Statistilk;, dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugasken oleh atasan.

FI‘H
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Pasal 454

Seksi Persandinn  mempunyal tugss melsksanakan penyiapan bahan
perumusan kebjjakan, pembinaan, fasiitas: dan keordinasi, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan Persandian.

Urnian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai berikut |

. Menyusun rencana program kerja kegiatan Seksi Persandian;

Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Persandian;
Membimbing pelaksannan  tugns bawahan di  lingkungan Selesi
Persandian;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingloungan Seksi Persandian;
Menyelenggarakan  persandian untuk  pengamanan  informasi
pemerintah Daerah;

Mengevaluas) pelaksanaan kegiatan di hnglungan Seks: Persandian;
Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Persandian; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

pop
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Bagian Kesembilanbelas
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A

Pasal 455

Satuan Polbisi Pamong Praja mempunyal tugas pokok membantu Kepala
Dacrah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di  Bidang
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaran
ketertiban umum dan Ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaran
ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaran perlindungan
masyarakatl;

c. Pelaksanaan  kourdinasi penegakan Perda dan  Perkada,
penvelenggaraan  ketertiban  umum dan  ketentraman  serta
peyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas
pelaksanann Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Daerah; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urainn tugas sebagaimana dimeksud pada ayat (1] , sebagal berikut :

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisi terbadap wargs masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
awmu Perkada;
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Menindak warga masyvarakal, aparatur atau badan hokum vyang
menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Melakukan tndakan penyelidikan terhadap wargs masvarakat,
aparatur atau badan bhulkum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Perda dan Perkada;

Melakukan tindakan administratif terhadsp warga masyarakat,
gparatur adau badan hukum yang melakulan pelanggaran atas Perda
dan Perkada; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugasksn oleh atasan.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja, terdir] dari ;

m=pA0oE

Kepala Satuan;

Sekretariat;

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undarngan Daerah;
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
Bidang Perlindungan Masyarakat;

UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragrafl |
Kepala Satuan
Pasal 456

Kepala Satuan mempunyal tugas memimpin, mengawasi, mengendaliloan,
mengkoordinesikan, dan bertanggung jawab atas pelakaanaan tugas pokolk
dan fungsi Sutuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 2
Seckretariat

Pasal 457

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan  tekns
administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawanian di Satuan
Polisi Pamong Praja.

Uraian tugas scbagaimans dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

(2]

a.

Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Satuan Polisi Pumong
Praja;

. Melaksanakan pelayanan ketatsussahasn surst menyvurat kepads

seluruh unit organisasi di ingkungan Saruan Polisi Pamong Praja;
Mengelola urusan rumah tanges Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengelola keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja;

Menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyusun laporan pelaksanasan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.
Pasal 458

(1) Sekrelanat, membawahi ;

a.
by,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Sub Bagian Perencansan dan Keuangan,
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Masing-masing Sub Bagian scbugaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh scorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 459

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal fugas membantu
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melsksanakan tugas
pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas
pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Prajs;

Uraian tugas scbagaimana dimaksud ayat (1), scbagai berikut :

a. Menyusun teknis ketatausahann Satuan Polisi Pamong Praja;
Menyusun surat-menyurat Satuan Polisi Pamong Praja;

Melayam surat menyurat Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyusun kearsipan surat menyurat Satuan Polisi Pamong Praja;
Melayani kerumah tanggasn Satuan Polisi Pamong Praja;

Melayani perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian di Satuan
Polisi Pamong Praja;

Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Satuan
Polisi Pamong Praja;

Mengusulkan tindakan pembinaan pegawal Satuan Polisi Pamong
Praja; dan

¥ mesang

-

J  Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 460

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu
bagian Sekretaris dalam melaksanakan tugas Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Uraian tugas sehagaimana dimaksud pada ayat 1), scbaga berikut :
d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegistan yang

b. Menyusun rencana pengelolsan kevangan Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Melayani keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Mengkoordinasikan penyusunan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
¢, Menghimpun dan memeriksa keselurahan bukti pengeluaran kevangan
Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyusun laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyusun réncana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyusun laporan pelaksanasn kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
dan

i Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

e

Pamgraf 3
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 4561

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai
tugas pokok memimpin dan melsksanakan tugas penyiapan bahan,
penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evalunsi dan pelaporan
terkait bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah vang
meliputi pembinaan dan penyuluhan, pengawasan dan penindakan serta
penyelidikan dan penyidikan.
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(2) Uratan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut:

& Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencgakan
Peraturan Perundang-Undangan Daerah ;

b, Mendistribusikan tugas Kepada bawphan di lingkungan Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

c. Memberi petunjuk pelaksanasn tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dacrah;

d. Menyelia pelaksanasan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

e. Menyusun bahan dun melsksanakan perumusan Kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan
Penyuluhan;

Menyusun bahan dan melaksarakan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan terkait Penvelidikan dan Penyidikan;
Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, [asilitasi
dan koordinasi serta pembinaan terkait Pengawasan dan Penindakan;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawshan di lingkungan Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

Menvusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah; dan

J-  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan,

o |
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Pasal 462

(1} Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
A, Secksi Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan; dan
b. Scksi Sosialisasi dan Pembinaan.

12} Masing-masing Seksi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah,

Pasal 463

(1) Seksi Pengawussan, Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok
merencanakan, menghkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksdnaan tugas terkait pengawasan, penyelidikan dan penyidikan

(2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;
a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Seksi
Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan;
L. Membag tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan,
Penvelidikan dan Penyidikan;
¢. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunan Seksi
Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengawasan,
Penyelidikan dan Penvidikan;
e. Melaksanakan kerjusama dalam penindakan pelanggaran peraturan
perundang undangan daerah dengan PPNS dan/atau Kepolisian Dacrah
di Wilaynh Pemerintah Dacrah;
. Mengmventarisir dan melaksanakan pendatasn Penvidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah;
Melaksanakan Monitoring pelaksanaan operasional PPNS di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Mengevaluasi pelaksanaan kegintan di lingkungan seksi Penvelidikan
dan Penyidikan:
Melaporkan pelaksangan kegiatan di lingkungan seksi Pengawasan,
Penyelidikan dan Penyidikan; dan
§.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

ro®
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Pasal 464

(1) Seksi Sosinlisnsi dan Pembinasn mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dean  melaporkan
pelaksanaan rugas Sosialisas) dan Pembmaan.

'I.I'rumn tugas sebagaimana dimakaud pada ayat (1], sebagai berihur:

2]

oA

Menyusun dan melaksanokan rencana program dan kegiatan Seksi
Snsmlluu.n_: dan Pembinaan;

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Sosialisasi dan Pembinagn;
Membimbing pelaksanaan  twgas bawahan di  lingkunan Seksi
Susislisasi dan Pembinaan;

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembinaan;
Melaksanakan penghimpunan, pengidetitifikasian Peraturan
Perundang-Undangan Daerah dan Pematuran Bupsti yang perlu
penegakan hukum;

Melaksanakan Sosialirasi dan Pembinaan terhadap masyarakat,
Aparaiur Sipil Negara atau Badan Hukum di Wilayah Pemerintah
Duaerah;

Mengevaluasi pelsksanasn kegiatan di linglungan seksi Sosialisasi dan
Pembinaan;

. Melaporkan pelaksansan kegiatan di lingkungan seksi Sosinlisasi dan

Pembinaan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atssan.

Paragmfl 4
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 465

|1} Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Mesyarakat mempunyal tugas
pokok memimpin, mengkoordingsikan dan mengendalikan tugas-tugas
dibidang ketertiban umum dan ketentraman masvarakat yvang meliputi
operast, pengendalian dan ketertiban umum,

Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(2

a.

b.

C.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di
Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;

Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Bidang
Ketertiban Umum dan leetentraman masyaraks;

Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas
ketertiban umum dan  ketentraman masyarakat serta  kerjasarma
operasional;

Melaksanakan kegiatan patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman
Musyarakat, Pengamanan dan Pengawnlan, pengendalinon masa, deteksi
dini dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Menyusun rumusan pengkajlan bahan fasilitas penyusunan pedoman
dan supervise ketertiban umum dan ketentraman masvarakat;
Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan  pelaporan di
bidang Ketertibant Umum dan Ketentraman Masyuralat;

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasams dan kemitraan dengan unit kerjn/
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.
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Pasal 466

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:

A

Seksi Operasi dan Pengendallan; dan

b Seksmi Keterttban Umnm.

{4) Masing- masing Seks! sebagaimana dirnaksud pada avat (1) dipimpin oleh
scorang kepala Seksi vang berada dibawah dan bertanggungjawab kepaca
kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

i

(2

Pazal 467

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyal tugas pokok merencanakan,
melaksanikan, mengkoordinasikan, mengevalussi dari  melaporkan
pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum
dan kerentraman masvarakat

Uraian wugas vang dimaksud pada ayat (1}, sebagai berikut

A
b

a2,

I

Menvusun rencana dan program Kerja operasional  operasi
pengendalian ketertiban dan ketentraman masyvarakat;

Menviapkan bahan penyusunan bahan Kebljakan teknis fasilitasi dan
pelaksanaan letertibah umum dan ketentranien masyarakat,
Menviapkan bahan penvusunan' dan pengolahan data kegiatan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Melaksanakan pengamanan,pengawalan perjalunan/kunjungan dinas
kepala dasrah,tamu pemerintah daerah dan Negara:

Menyiapkan bahan pelaksnaan sosialisasi ketertiban umum dan
Ketentramen masyarakat, _

Menviapkan bahan pelaksanaan patroll  keteruban umum  dan
ketentraman masyarakat;

Menviapkan bahan pelaksanaan pengampnan dan penjagaan terhadap
pelaksanaan operasional prngmdu]ian ketentraman dan  ketertiban
umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah,
Menviapkan bahan Pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
dalomm  menunjang  kelancammn pengendalian  ketentraman  dan
ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang- undangan
tlaerah;

Menviapkan bahan Pelaksanaan pembinaan tugas polisi pamong praja
di wilayah Pemerintah Daerah;

Menviapkan bahan Pelaksanaan pemeliharagn  ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah Pemerintah Daerah;

Menviapkan Bahan Pelaksanaan kodedinasi  teknis  operasional
penutupan dan pembongkaran vang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan deerah dengan intitusi terkait;

Menytapkan bahan Pelaksansan monitoring dan evaluasi  terhadap
dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umun
serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebmgai
bahan pelaksanaan tugas lebib lanjut;

Menyiapkan bahan Peliksanaan penyusunan saran dan pertimbangan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- Menyiapkan bahan Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas operasi dan petgetidalion ketertiban umum dan ketentraman
MASYRIAKAL;

Menyiapkan bahan Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuan dengan
bidang tugns dan fungsinya;

Menyiapkan bahan Pelaksanaan koordinas opernsi dan pengendalian
ketertiban umum dan ketentraman masvarakat dengan sub unit kerja
lainya untuk terciptanva ketentraman masvarakar,
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Menyiapkan bahan Pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

Melaksanakan tugas kedinosan lainnyva yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 468

(1) Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengevalusi dan melaporikan pelaksanaan tugas
peninghkatan ketertiban umum dan ketentraman magsysrkat,

(2} Urailin tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scbagal berikout:
0. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegintan yong

b.

berkaitan dengan bidang tugasnya;

Menyviapkan bahan Pelaksansan penvusunan bahan kebijakan teknis
dan fasilitas dan pelaksansan peningkatan ketertiban umum serta
ketentraman masyarakat;

Menyiapkan bahan Pelaksanasn tugas kedinasan sebagal Intelejen serta
berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalisn Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Menyiapkan bahan Penyusunan bahan dan fasilitas rekomendasi
perifinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan
ketentaraman masyarakat;

Menyviapkan bahan Fasilitas: rekomendasi perijinan dan pelayanan
umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
sarann dan prasarana asset pemerintah dalam rangka menunjang
ketentraman dan ketertiban masyarakat,

Menylapkan bahan Pelaksanaan herjasams operasional bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Menyiapkan bahan Pelaksanasn pengawasan dan penertiban terhadap
aset daerah;

Menviapkan bahan Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan
sehagni bahan perumbangan kebijakan;

Menyiapkan bahan Pelaksanaon peluporun don evolunsi pelaksanaan
tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
Menyiapkan bahan Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 469

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-
tugas dibidang Perlindungan Masyarakat.

(d) Uraian tugas sebagaimana dimsaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

b.

Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kesiapsiagean dan pengarahan satuan
perlindungan masyarakat dalam  penanggulangan bencana serta
penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban masyamboat;
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Menyiapkan bahan Peloksansan mediasi, komunikasi dan fasilitasi

anggota satuan perlindungan masyarakar dalam penanggulangan

bencang nerta penanganan gangguan ketentraman dan  ketertiban
M

Menyvispkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dacrah

rawan bencann serts pemeliharaan ketentraman dan  Ketertiban

masyarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengarmhan anggote satuan

perlindungan masvarakat dalam upaya penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan pelaksanann penyusunan kebijakan penetapan

perlindungan masyarukat dan bina potensi masyarakal merujuk

kebijakan nasional;

Menviapkan behan pelaksanaan penyusunan kebijakan  teknis

oprasional  penvelenggaran | peningkatan satuan perlindungan

masvarakat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinasn dan peningkatan satuan

perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;

Menyiapkan bahan pelaksansan pelaporan dan evaluasi pelaksaaan

tugas,

Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinyn;

Menyviapkan bahan pelasksanaan  koordinasi satuan perlindungan

Masynrakat dengan sub unit kerja Iain di lingkungan satuan polisi

pamong praja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 470

Bidang Perlindungan Masvarakat, membawahi :

il
b.

Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
Seksi Bina Potensl dan  Pemberdayaan Satuan  Perlindungan

Masyarakat.

Masing-masing Seksi scbagaimana dimaksud pada ayat [1) dipimpin oleh

kepala Sekmi vang berada dibawah dan bertanggungiowab kepada

BOOTATIE
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 471

Scksi Sarana dan Prasarana Satuan Perlindungnan Masyarakat mempunyai
tugas moelaksandkan pengembangan sarana dan prasarana, meliputi
penyiapan bahan, perlengkapan perlindungan masyarakat, membaogi tugas
dan mengawasi urusan sarana dan prasarana satuan perlindungan
masyarakat.

Urnian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehagai berikut:

a. Menvusun dan melaksanakan rencana program dan kegintan yang

b.

c.

d.

berkaitan dengan bidang rugasnya;

Membag pelaksanaan tugss seksi sarana dan prasarana satuan
perlindungan masyarakat,

Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi  sutuan
perlindungan masyarakat serth pengamanan swalkarsa;

Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan
periindungan masyvarakat serta pengamanan swakarss:
Mengidentifikaai dan menyusun usulan sarana prasarana satuan
perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;

Menyusun kebutuhan saman perlindungan masyarakat yang bertugas
di Tempat Pemungutan Suara  (TPS)  dan teknis  pelaksanaan

pembekalan pada pemilu dan pilkada;
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g, Menyiapkan satuan  perlindungan masyarakal dalam rangka
mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;

h. Menyiapkan dan melakukan kesiapsisgaan satuen perlindungan

t  untuk penupasan,  pencarian,  pertolongan dan

penivelamatan korban bencana;

1. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terikant dalam
pengembangan saman perfindungan masyarakat;

J- Membuka pos pantauw bencana sebagai media informasi satuan
perlindungan masynrakat; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 472

Seksi Bineg Potensi dan Pemberdavaan Samuan Perlindungan Masyarakat
mempunyal tugss membantu Bidang Perlindungan Masvaraksl dalam
pelaksansan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan opumalisasi potensi
masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masvarakat,

Uraian tugsas sebagaimana dimaksud peda ayat (1), sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

b. Mengkoordinasiknn pelaksansan tugss di bidang bina potensi
masyarakat;

c. Menyusun data potensi dan karakteristik sosinl budaya masyarakat di

bidang perlmdungan masyarakat,

Menvusun konsep peta potensi kerawanan;

Menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi

masvarakat;

f. Menyusun rencana pengembangan potensi perlindungen masyvarakat

dalam menjage keamanan lingkungan;

Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat

dulam penanggulanagan bencana;

Menyusun rencana pengembanagsn potensi sumber daya manusia

melalui pendidikan dan bela Negara;

Menvajikan dota dan informasi di bidang binn potens: masyarakan;

Melakasanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan

SWRKArsa;

Menyusun  Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan

lingkup tugasnya;

Melaksanakan pembinaan,pemantauan pengawasan dan pengendalian

di bidang binn potensi masyarakat;

Melaksanakan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);

Mengkoordinasikan monitoring dan evalussi sertn pelaporar secara

berkala atas pelaksaanan mgas; dan

0. Melaksanakan mugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

agp

- ®F T §F @

i

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 473
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jumlah Pegawai Neperi Sipil
dalam jenjeng Jabatnn Fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian
dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan
tugas dinas daerah.
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(3) Kelompok .Jabatun Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

I4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksdd ayat (1) dikoordinir
oleh Pejabat Fungsional Senior vang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Jemis Joabatan Fungsional dan Jumlsh pemegang jabatan fungsional
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis don jenjang jabatan fungsional sertn Kepangkatan di atur
berdasarkan Peraturan perundang — undangan vang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 474

Dalam melaksanskan tugas setiap Kepala Dinas dun Kelompok Tenaga
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkoonisasi,
simplikasi, efisiensi, efektifitas, wansparansi dan akuntabilitas publik baik
dalam lingkungan masing-masing meupun antar salusn organisasi
lingkungan Pemerintah Dacrah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah
Daecrah sesuai dengan rugas mesing- masing.

Pasal 475

Sctinp Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan ala terjadl penyimpangan agar mengambil
tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 476

Senap Repala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 477

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk,
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menviapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47B
Setiap laporan yang ditenma oleh Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga
Fungsional diolah dan dipergunakan sebaga: bahan untuk penyusunan
laporan dan himbingan.

Pasal 479
Dalam penyamnpaian kﬂpﬂdﬂ. kepala daerah, tembusan laporan disampaikan

kepada satuan organisssi lain yang secara fungsional mempunyni hubungan
KeTia.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pusal 480

Pada sasr mulal berlakunya Peramuran Bupati ini, pejabar struktural pada
Dinas Dacrah tetap menjelankan fungsinya sampai dengan diadakan proses
prenyesugsian berdasarkan Peraturan Bupati i,

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48]

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kanmun
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Urnian Tuges Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karnimun Tahun 2016 Nomor 38),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraruran
Bupeti Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Urnian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021
Nomor 64) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 482
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditmdangkan.

Agar sctinp orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kanmun.
{
Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 317 Januari 2022

LBUPAﬂ ﬂnﬂmunj‘/

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 27  Janoar: 2032

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUMD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KAHUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 15
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LAMPIRAN 1 :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR

12 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS! DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TIPE A

MEPALA [HNAA

HEROMIMOK JARHATAN FLNCINAL

BEKRETARIAT

LIPT SATUAK PENTIDIKAN
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LAMPIRAN 11 :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR '® TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN TIPE A

KEPALA [HFIAS
L ]
: e
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A
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LAMFIRAN 111 :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR

2 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

{30

KHPALA DINAE
1 |
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T
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LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 'S TAHUN 20232

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TIPE B

KEPALA INNAS
| i
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I
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LAMPIRAN V !
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR '®  TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS! DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TIPE B
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PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 1%

TAHUN

2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS! DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A

HETALA [INAS

EELOMPOR JARKTAN FUNGSIONAL

i e e

AT AN
UM DAN EEFBOAWAMAN

N R OORTIYATTIR
DAN B LD ROE JARATAN
UL

ARG
FENTRI A LEAN PENGIUOUE.
PEMYLLU AN T FSODIERAR AN

5

RIDANG
RELUAMGA FERENCANA, KETAHANAN
DAY KEAEJANTERAAN KRLUARCA

-

WUH® TOH
DN ELLOME JAlvTe
FURCEINAL

i

BT AT T
DA KRLOMPON JARATAR
PLUNOSIONAL

A B LASC
RLIALITAS INILT FENEMPUAN AN FICHL N INOAN FEREMEPUAN DA

PEMENLUIEAN TIAK KHAK PR SN TV TN TSI, A b

r :

[ 4

llmmﬁlﬂm VAL R RN T
JADAT, DAl KELOM PN JABATAS

AN KELLIMPOK a.l.ml LL ! \

UPTD

b BUPAT! KARIMUN.

KAFIO



222

LAMPIRAN VLI :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 15

TAHUN 2029

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A
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LAMPIRAN VIIT -

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR % TAHUN 2022 _ _
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE A
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LAMPIRAN IX :

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1'% TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISAS! DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE B
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LAMPIRAN X:

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR

'S  TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORCANISAS! DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR OROANISASI DINAS PERHUBUNGAN TIPE A
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LAMPIRAN X1 -
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR '% TAHUN 2022 | |
TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

HAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE A
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LAMPIRAN XII :

PERATURAN BUPATI KARIMLUN

NOMOR ' TAHUN 2022

TENTARG SUSUNAN ORGANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE B

EEPRLA DURAS
| |
KELOMMH JABATAN PUNGEIONAL SEKRETARIAT
I e :
BLT RACITAN TR ETIN AT
LML [N I EPRICATW ALAN T, K ELC A AN T S
PLENCINIOAL
[ 1 |
T T e Hiass
THAHTRALA PEMITV BARANA AW FRANARANA
: : ¥
L} i 5
] s H
L e o A St
AN ; BN ICELC RO JARNTAN
P ORITAMAL PTG AL PR (MAL

UPT




228

LAMPIRAN XIIT :
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR

'S TAHUN

2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] DINAS FPARIWISATA TIPE A
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LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR

S TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS! DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TIPE B
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LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
% TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

NOMOR
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LAMFIRAN XV :

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR '%

TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORCGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TIFE A
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LAMPIRAN XV1I :
PFERATURAN BUPATI KARIMUN
= TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISAS| DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BACGAN STRUKTUR ORGANISAS| DINAS KOPERAS| USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TIPE A
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LAMPIRAN XVIII :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR '% TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS| DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TIPE A
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LAMPIRAN XIX :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 'S5 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR DROANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TIPE A
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LAMPIRAN XX :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 'S TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A

KPR LA MAS
i ]
KELOMIK SARATAN FUIGSIGNAL HENHETARIAT
|
| L
T TIACITTAN BT NADIAN
TMUM CAN KEFROAWALAN PEEENCAMAAN HAN KELANCAN
{ i {
MG BTN HIANL
FEMBLAR AW FEHATLIRAN FENL N DAND KETERTIEAN UMUS DAS PRI RN AT AMAKAT
LAMLARRALA R DANBAH TS TR A% AN AR AT
I | . T
il ERHIG e
mmﬁm.mﬁéﬂ:mnm | CRERAN DAY FENGINDMLIANY AAMANA TN MEARARANA BATUAN
PRNYID] I BELEREIL ML MY A RSN
DR anc SENAT
BONALISASL DAS FoETAAY KETERTIRAN UL AL OITIEND AN FEMUERDAYAAN
WA TLAN PERLINDUNGLS BARYUEARAT

uPT [, BUPATI mnmu\ﬁ.\

N
5




